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PRAKATA

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politk
mencob menggambarkan dinanika pemerinfahan daerah
di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia
it sendir, satu Kesatuan tidek terpisabkan, Asas esentralisas
pemerintahan daerah di Indonesia it sestatu yang wnik, seakan
tidak pernah selesat dan tidak pernah sesua, baik dari segi format
penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum
pemerintahan daerah it seperti ruang tanpa batas, gerakannya
tidak pernah menyentuh sissist yang pas.Hal tersebut merupakan
qambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan aerah, dinamika
poltkdi daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern,
posis duerah laksana federes, sebaga sau solusi Bagaimana hal i
iamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politk
Indonesia telah memasuki ima priode Konstiusi dan
amandemen Undang Undang Dasar. Hal i turut mewamai
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konsitus
tersebut tidak terepas dari ganggran uar sebagai sau negara yang
baru merdeka, dinamika politk dalom negeri juga merupakan satu
fakdor yang turat mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian
Konsttus itu pula disusul tetbitoya undang undang mengenai
pemerintahan daerah. Babkan pada satu konsttusi pergantian
undang undang yang mengatur pemerintahan daereh terjadi
berulang ulang, termasuk pengeantian undang undang dengan
peraturan pemerinizh pengganti undang undang, Hingga saat ind
kit telah mengenel tidek kurang dari 9 (sembilan) undang undang
termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan
peraturan perundang undangan pemerintahan daerah ity masing
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PERSPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA
masing dengan nomenklatur berbed.

Apabla dika secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa
pergantian undang undang itu tidak merupaken penyempurnan
darl satu undang undang Kepada undang undang sebelumnya,
bahkan tidak ditemukan konsistensi den kesinambungan, Hal ini
mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidek pada
fitaran perbaikan tata. penyelenggaraan pemerintahan daereh,
melainkan ates orientasi politk, sehingea dapat dikatakan hingga
sadt ini sistens penyelenggaraan pemerintahan daerah belum
menemukan benfuk dan postur yang tepat.

Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang
menjelzskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat
untuk digeneraisir dalam sty undang undang, Pertanyaannya
apakah satudaerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik,
kiranya tidek seekstrim itu, Satu undang undang penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjud
engan peraturan daerah yang spesiik. Kenapa demikian, Karena
tidal dapat dipungkir balwa semua daerah di Indonesia berasal
arl ltar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda,
jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga
tdal cukup diselesatkan dengan kebijakan mekeo.

Kebijakan mengenai keuangan delam bentuk transfer
fiskel misalnya berdampak pada belanja daerah yang tdak sesuai,
kerumitan distrbusi dengan segala macam kasus berdanpek pada
daerah yang selalu berganfung secara ekonomi sering dengan
kebutuhan politk atas namanegara kesatuan.

Pertanyaan yang tidak pernah terjawab apabila kebutuhan
daerah diselesakan dengan undang undang yang tidak mampu
mengapresias aneka ragam seluk beluk kehidupan di daerch yang
tdak dapat dirinc adalah kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologi
kehidupan masyarakat tidek dapat diformat dengan undang undang
pemerintahan dacrah yang menglerdilkan daerab, atau bahlan

engan undang undang yang memberikeleluasaan yang besar tanpa
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masing dengan nomenkltur berbed.

Apabila dikaji secara cerma, maka dapat disimpulkan bahwa
pergantian undang undang tu tidek merupakan penyempurnaan
arf satu undang undang Kepada undang undang sebelumoya,
bahkan tidak ditemukan konsistensi dan Kesinambungan, Hal ini
mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidek pada
fatwan perbaikan tata. penyelenggaraan pemerintehan daerah,
melainkan atas orientast politk, sehingga dapat dikatakan hingoa
saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daersh belum
menemukan bentuk dan postur yang tepat

Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fekta yang
menelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidk tepat
unfuk digeneralsr delam satu undang undang, Pertanyaannya
pekah satu aereh diatur dengan satu undang undang yeng spest,
Kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjus
dengan peraturan daerah yang spesifk. Kenapa demikian, karena
tidak dapat dipungiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal
arf ltar belakang sejarch yang betbeda, kebutuhan berbeda,
jangkauan pemikiran berbeda, potensi deerah berbeda sehingga
tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro.

Kebijdkan mengenai kevangan dalam bentuk transfer
fiskal misalnya berdampk paca belanja daeeh yang tidak sesuai
erumitan distrbus dengan segala macam Kasus berdampak pada
deerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan
ebutuhan poltk atas nama negara kesatuan.

Pertanyaan yang tidak pernah terjawab apabla kebutuban
deerah diselesakan dengan wndang undang yang tidak mampu
mengapresiasi aneka ragam seluk belok kehidupan i daerdh yang
tidak dapat dirinc adalah kesejahteraan mesyarakat, Secara sosiologi
Kehidupan masyarekat tidak dapat diformat dengan undang undang
pemerintahan daerah yang mengerdilkan daerab, atau bahkan
dengan undang undang yang memberi keleluasaan yang besar tanpa
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Kerangka moral yang menyertai dalam satu doktrin idclogis

Terdapat beberapa hal yang patut ditolrir bagi
penyelenggaraan pemerintzhan aerah, yakal: diskeesi atau
Kelehuasaan daeroh, diferensiasi atau kemampuan pusat memaharni
keanekaragaman daerah, dan integrasi dalam tatanan ideologi,
Paradigma ini Kemudion  ditindaklanjuti dengan  kebijakan
esentralsesi pemerintahan daersh, managemen pembangunan
daereh yang tepat yang terpola dari paradigma pembangunan
yang dianut secara nasional; birokrasi. dengan Kepemimpinan
yang adaptf, pemimpin yang merupakan representasi dari satu
mekanisme pemilihan yang bermartabat,

Pemilihan kepala daerah yang merupakan implementasi
desentralissi politk diakui berdasarkan berbagai penelitan dan
penghaion  telah menyebabkan terjadinya tnovasi sosial (best
practcies) penyelenggaraan pemerintahan yang balk di daersh
dewasa i, sekalipun menghadapi kendala kendala berupa
tendahnya kemanpuan fiskal dan lemahinya Kemampuan birokrasi
yang tdak efektifbagi ntensitas inovas tersebut,

Berbaga kebijakan yang telah didesentralisr ke daerab, antara
lin- desentralisast fickel, desentralsasi politk, sebagaimana telah
dikemkakan, namun tidek memiiki kerangka landasen yang kuat
dari produk tehapan tehapan pembangunan poltk. Pemilhankepala
daereh langsuung telah melompati beberapa fese yang harus dipenubi
sebelumya, sebagai akibatnya banyak kita jurnpal pemihan kepala
daerch berakhir di Mehkamah Konsttusi kavena adanya masalah
masilah money politc, ketidakadtlan penyelenggaraa, pelanggaran
yang disinyali terstruktur dan massif. Sernua ind karena pengaruh
Ketidaksiapan infra struktur masyarakat i daereh berupa rendehnya
kesadaran politk seiring dengan rendahnya tinghat kesejahteraan,
Jowaban atas gugusan masalah yang dihadapi adelah kebijakan
esentralise tidek dapat diisahlan dengan outaome pembangunan
politk yang member impactpolitk

Sclan it desentralssi di Indonesia mesih membutuhkan
kerjasama dari semua pihek sebagai bentuk penyelenggaraan

i
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Pemilihan kepala daerah yang merupakan implementsi
desentralisast politk diakui berdasarkan berbagai penelifian dan
pengkian telah menyebabkan terjadinya inovast sosial (best
practcis) penyelenggaraan pemerintahan yang bk di daerah
dewasa ini, sekalipun menghadapi Kendala kendela berupa
tendahnya kemampuan fiskel dan lemahinya kemampuan birokrasi
yang tdak efektf bagi intensitas inovasi ersebut,

Berbagaikebijakan yang teah didesentralisr ke daerah, antara
lin desentralissi fskal, desentralisasi politk, sebagaimana telah
dikemulakan, namun fidek memiiki kerangka landesan yang kuat
dari produk tehapan tehapan pembangunan poltk Penilan kepala
daereh langsung telah melompati beberapa fase yang harus dipenubi
sebelumnya, sebagai akibatnya banyak kita jmpal pemilihan kepala
daereh berakhir di Mahkamah Konstitust karena adanya masalah
maselah money poliic, ketidakadilan penyelenggaraan, pelanggaran
yang disinyabir erstruktur dan massif Sernua ini kavena pengaruh
Ketidaksiapan infra struktur masyarakat i daerah berupa rendahnya
kesadaran politk seiring dengan rendahnya tinghat kesejahteraan,
fawaban atas gugusan masalah yang dihadepi adelah kebijakan
esentrlisasi tidak dapat iptsahkan dengan outcome perbangunan
politk yang memberd pact polik

Selain ity desentralss i Indonesia masth membutuhlan
kerjesama dari semua phek sebagal bentuk penyelenggaraan
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pemerintahan yang baik (god governance). Patut dikemukakan
bahvva berdasarkan kondist empirk, selama ini yang menganutasas
desentralisesthanyalah pemerintah, sektor swasta belum, setidaknya
belum sinkron, belum ada Keterpaduan dari sektor ini sekalipun
mungkin mereka teoh memiliki pendekatan atau pola managemen
swasta yang relevan dengan azas desentralisast, namun di lapangan
penjabarannya masih sendir sendir,

Tahap terakhir darf sau proses pembangunan politk satu
bangsa adalah polik berkelimpahan, sepert teeh disebutkan,
yakni satu fase dimana pemerintah telah berada pada posis
tegultor dan administratur. Namun Kondisi ini akan berhasi
diterapkan setelah melampau beberapa fase sebehumnye, yaitu
fase wnifikasi primitf, fase industrialisast dan fase kesefateraan,
Pada fase politk berkeimpahan, pola desentralisast pemerintehan
yang relevan bukan lagi desentralissl yang bersfat strukturel
sebagaimana selama ini iterapkan darl masa ke masa, mulai dari
masa penjajahan hingga kemerdekaan dan dengan undang undang
yang telah sih berganti. Desentralisos yang relevan pada tahap
politk berkelimpahan adalah desentralisast kulhural, dimana sektor
swasta (privat cektor) dan masyaraket sipl (civil socity) teah
menetapkan pola pola pelimpahan kewenangan yang terbangun
dar araktersaling ercaya (trus tau mutual repect), transparansi,
demokratisas dan jaminan atas hak hak sipl atau masyarakat

Kenyataan lain menunjukkan bahwa dewasa ini penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, Khususnya proses pemiihan
kepala daereh langsung dilakukan pada basis masyarakat yang
belum siap secara sosiel, politk dan  ckonomi yang aktbatnya
mencederaidemokrast it sendiri Petanyaannya kemudian apakah
esentralisest yang membentuk politk berkelimpahan atoukah
politk berkelimpahan yang membentuk desentralisasi? Sehagian
jawabannya mungkin bisa diperoleh pada buku Desentralses
Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia.

Penulis
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pemerintahan yang balk (good governance). Patut dikemukakan
bahvwa berdasarkan Kondisempirk, selama i yang menganut asas
desentralsasihanyalah pemerintah, sektor swasta belum, etidekoya
belum sinkron, behum ada keterpaduan dari sektor ini sekalipun
mungkin mereka teah memilii pendekatan atau pola managemen
gasta yang relevan dengan azas desentralisai, namun dilapangan
penjabarannya masih sendirfsendir

Tohap terakhir dari satu proses pembangunan polifk satu
bangsa adalsh polik berkelimpahan, sepert teah disebutkan,
yako satu fase dimana pemerintah teeh berada pada posis
tegulator dan administratur. Namun ondisi ini akan berhasi
diterapkan seteeh melampaui beberapa fuse sebelumnya, yaitu
fase wnifikesi primitf, ase industrialisasi dan fase kesejabteraan,
Pada fuse politk berkelinupahan, pola desentralisasi pemerintahan
yang relevan bukan lagi desentraliss yang bersfat stroktural
sebagaimana selama ini diterapkan darf masa ke masa, mula dar
masa penjajahan hingga kemerdekean dan dengan undang undang
yang teeh silih berganti. Desentralisas yang relevan pada tahap
poltkberkelirapahan adalah desentralisasikultural, dimana sektor
wasta (privat cektor) dan masyarakat sipil (ciil society) telah
menetapkan pola pola pelimpahan Kewenangan yang terbangun
dart Karakter saling percaya {trst s mutualrepect), branspaansi,
demokratisas dan jaminan atas hak hak sipilatau masyarekat

Kenyataan lain menunjukdan bahwa dewasa ind penye-
lenggaraan pemerintahan daerah, Khususnya proses pemilihan
kepala daereh langsung dilokukan pada basis masyarakat yang
belum siap secara sosial, politk dan  ekonoms yang aldbataya
mencederai demokrasi it sendiri Pertanyaannya kemudian apakah
esentralsasi yang membentuk politk berkelimpehan ataukeh
poltk berkelimpahan yang meghantuk desentralisasi? Sebagian
jawabannya mungkin bisa diperoleh pada buku Desentralises
Pemerintahan Dalam Perspekcif Pembangunan Poltk i Indonesia.

Penulis
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Prof, Dr. Amir [mbaruddin, Ph.D.

Making Decentralization Work in o Uniary Stat
There is no shortaut o decentralized governance’
(Hyden 2007, p226)

Introduction
For many yearseffctive local governance has been advocated
asanecessary element of development, However,the favoured
modes of decentralization and the rationale for hem have changed
over the years, British colonial authoriies wsed local government
to socialize subject populations into democracy and to promote
capitalist economic development (Hicks 1961; Smith 1983). In the
19605, the UN was advocating decentralzation as an essential means
of promoting ‘ffective government’ in developing countries (UN
1961). This could bethrough feld administation o democratically
elected local governments. I the early 19805, Conyers (1983) wes
teporting decentralzation i its political form as the latestfashion
in development administratior. By the 19905 decentralzaion wes
afracting considerable attention and support from the World Bank
(2000) often in association with ‘participation’ (World Bank 199
and 1997). With the advent of the new millennium, democratic
ecentralization had assuned thestatus ofa development orthodoxy
(Blunt and Turner 2007).

While * experimentation and  oftengepsghusiosm for
ecentralizaon have been evident for a long time, the promised
tewards of decentralization have not always been realized. Indeed,
there have been many disappointments, some false starts and
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of promoting ‘ffective government’ in developing countries (UN
1961). This could be through field administation or democratically
elcted local governments. n the early 19805, Conyers (1983) was
teporting decentrelzation in its poltical form as the ltest fashion
in development administration! By the 19905 decentraizaion was
atracting considerable atention and support from the World Bank
(2000) often in association with ‘partcipation’ (World Bank 199
and 1997). With the advent of the new millennium, democratic
ecentralizaton had assumed the status ofa development orthodoxy
(Blunt and Turner 2007).

While ~ experimentation and often  enthusiagm ~ for
ecentralization have been evident for a long time, the promised
rewards of decentralization have not aways been realized. Indeed,
there have been many diseppointments, some false starts and
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even fullures. But there have also been successes. In this paper |
wil reflect on these experiences o see what they can tell us about
making decentralzation work. This s not meant to b an exhaustive
anlysis of how to make decentralization work but should be seen as
aselectivels o issues and lessons,

Decentralzation for What?

The most basic consideration in any experiment with
ecentralization s the question, 'Whyare we decentralizng? Itis a
simple and fundamental question butoffen one that is not given due
consideration. Such an oversight can heve adverse repercussions
as the answer to “Why are we decentralizing?” should guide the
design of decentralization. It s important to know the purpose of
ecentralization rather than simply follow a fashion because others
are doing it or that it is a governmental arrangement favoured by
onors. A clar justification for decentralization gives direction
to policy and its implementation. It a benchmark againgt which
government actions can be measured by both oficials and ctzens.

In general there are various inferrelted reasons for
decentralzation but three reasons seem to explain most iniitives,
Firsly, there is the desire to extend and deepen democracy. This
has been prominent in the laws and rationales for decentralizaton
in Indonesia and the Philippines, akhough perhaps not ahways
clarly delineated. The idea of giving ‘powwer to the people tends to
find widespread support amongst citzens who generally welcome
the idea of participating in local decison-making even if i is only
through the election of offcials. It also appeals to loce eltes and
those aspiring o oin this privileged group. An integralaspect o the
Qemocratization impetus for decentralzation is that it il enhance
accounteblty to local populations and as such reduce corruption
and improve public sector management. We will probe deeper into
this n a later sction. The second reason for decentrelizaton i the
promise of improved services leading to ising indicators of human
evelopmentin such areas s health, education and income. Ofcials
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In generel there are various intereelted reasons for
decentralzation but three reasons seem to explin most iniiatives.
Firsly, there is the desie to extend and deepen democracy. This
has been prominent in the lows and rationeles for decentraization
in Indonesia and the Philippines, akhough perhaps not aliays
clearly delineated. The idea of giving ‘povwer to the people tends to
find widespread support amongst citizens who generall welcome
the idea of participating in local decision-maling even if it is only
through the election of offcials. I also appeals to local eltes and
those aspirng tojo this privileged group. An ntegral aspect o the
emocratization impetus for decentralization isthat it willenhance
accountability to local populations and s such reduce corruption
and improve public sector management, We il probe deeper ino
this n a later sction. The second reason for decentralizaton i the
promise of improved services eading to rising indicators of human
evelopmentin uch areasshealh,education andincome. Officials
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are able to react morte quicky to the specifc needs and demands
of local populations. Alloctive eficiency is improved and citizens
get what they want and need rather than be subject to the decisons
of distant central bureancracy. Thirdly, decentralizaon can be
justfed in terms of promoting national uniy and accommodating
centrifugal tendencies which migh threaten the integrity ofthe sate.
By giving out power and authority to subnational governments,
central government can foresall secessionist tendencies and
sisy local demands for a greater say in local affais. In this way,
decentralzation can be viewed as promoting ‘wnity in iversty.

mplementing Decentralization

In decentralization initiatves, & great deal of attention is
devoted to planning, Decentralization planning can be seen as an
arena into which stakeholders seek entry and, once in,strive o et
theirpointsofviewacceptedandthe newingtitutionsdesigned totheir
Hking While the big ssues of the new system generate considerable
debate—What functions are to be decentralized? Which teritories
should have what authorites?—there can o be much negotiation
about minutiae and there are unique country specifc issues which
can absorb much energy and time. The outcome of the planning
process 15 @ decentralzation framework determined by poliics
and not according to the rational nstruments of planning, That
should not be seen to detractfrom the process or male it irrational.
Itis how policy is made. Hovwever, fthis process has not involved
regional partcipation and support, problems should be expected in
implementation.

Even if decentralization planning 15 a poliical process
this is not to say that planning cannot be well done in the view
of the partiipants. Hovever, things can go awry in two ways,
Firsly, if local representatives are not engaged in planning then
implementation is ikely tosuffer When Local peapleare not involved
in the design of decentralization then they mey well be ambivalent
about is implementation. At worst they could even sabotage the
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and not according to the rational instruments of planning, That
should not b seen to detractfrom the process or make it iational
Itis howw policy is made. However, i this process has not involved
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implementation

Bven if decentralization planning is a poliical process
this is not to say that planning cannot be well done in the view
of the participants. However, things can go awry in two ways,
Firsly, f local representative are not engaged in planning then
implementation s ikely tosuffer, Whenlocal people arenot involved
in the design of decentralization then they may well be ambivalent
about it implementation. Af worst they could even sabotage the
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implementation. Planning for decentralization” improves with
local involvement and feedback. Secondly, there needs to be full
appreciation of the job to be done—spefying desied outpus,
calculating the needed inputs and anticipating problems which
might emerge in implementation. AIltoo offen such considerations
are overlooked Leading to problems in implementation

After the planning comes the transition to- the new
ecentralized order. This first implementation step is undoubtedly
cructal forthefuture successof decentralization butitis not sufficient
toensurethat success. Theaim of transition s to ensure that the new
institutions function, that finances are flowing as anticipated, and
that the new or modified processes of governance are in operation,
But such transiton does not ensure that decegperifgtion works in
the sense that it is contributing to the achievement of the goals of
decentralzation. This consideration emphasize the importance of
dlearly defining the purpose of decentralizaion as stressed in the
previous section, It s after successful transiton to decentralized
government that ofcials and ctizens n regions can actualy get on
withthejob ofusingthenewinstitutons,processesand opportunitis
fo make developmental gains. Unfortunately, decentralization
sometimes stall at the transiton stage with local officials fuling
to make the most of the opportunites that should be offered by
decentralized governance. Thissituation can be caused bysuch hings
as decentralizaion frameworks which heve been poorly designed,
local eltes who try to monapolise the benefts of decentralization,
or lack of capacty in regional govemments. The ansver may be to
teview and revise the legisation and implementation regulatins
or it could require pressure from citzens and central government,
There i no single ansvier. What it is important to recognize is that
once the transiton to decentralzation has een made thatdoes not
mean the end ofthe matter. Decentralization s an ongoing process,
Review, reform and reaignment are invariably required to ensure
tha the system i oriented to achieving the goals of decentralizaton
ina constantly changing environment,
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calculating the needed inputs and anticipating problems vihich
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ingtitutions function, that finances are flowing as anticipated, and
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@ense that it i contributing to the achievement of the goals of
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previous section. 1t 15 after successful transition to decentralized
government that oficials and citizens in regions can actuely get on
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to make developmental gains. Unfortunatel, decentraization
sometimes stals at the transiton stage with local officiels fling
to make the most of the opportunities that should be offered by
decentralized governance. Thissituation can be causedby such hings
25 decentralization frameworks which have been poorly designed,
local eltes who try to monopolise the benefit of decentralization,
or lack of capacity in regional governments. The answer may be to
teview and revise the legisation and implementation regulations
or it could require pressure from citsens and central government,
Thereis no single answer. What i @epsmortant to recognize i that
once the transtion to decentralzation has been made that does not
mean the end ofthe matter Decentralization i an ongoing process.
Review; reform and realignment are invariably required to ensure
that the ystem i orented to achieving the goals of decentralization
ina constantly changing environment,
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Remembering the Centre

One ofthe ey factors for successful decentralizationsastrong
central government, This may seem paradoxical but as Hutcheroft
(2001, p4) and others have argued ‘2 strong foundation of prior
centralization s a necessary basis for successful decentralization,
Theimportanceof thisis frequenty underestimated and overlooked.
However, it is quite easy to demonstrate why strong central
government i a necessary condition of an efective decentralzed
system of governance

Central - governments take the lead in  planning
decentralization. They organize the reviews of lgisation, contract
the experts for specialist advice, supervise the drting of s and
regulations, and make sur thatthey are formally approved. Central
governments lso have supervisory dutis. Theyare importantactors
in decentralized governments accountablity regimes For example,
they have a national esponsiblity o ensure that standards are being
metactoss the country and that srvices are being delvered. Central
governmentshave the obtoseethatlocalgovernmentsare complying
with national Laws and vegulations while they are the arbiers
when serious complaints are made againgt leading local ofcias
It s central governments that organize proceedings and have the
authority to dismiss these offcals f cases against them are proved,
Such upward accountabilty for local governments complements
the downward accountabilty of those governments to the citizens.
A further central government responsiblty is the crganization of
local elctions and the formulation o the rules which govern those
elctions. Finall,centrel governments frequently control the finance
that paysfor local governments. s often the case~for example, in
Indonesiz, Philippines and elsewhere in Southeast Asio—that the
largest share of ocal government revenue comes from the central
government, The central government generally collcts the major
taxesand then provides local governments their share as specifiedin
the national legislation.
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that pays forlocal governments. It often the case—for exampl,in
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lorgest share of local government revenue comes from the centrl
government, The central government generaly collcts the major
taves and then provides local governments ther shareas specthiedin
the national legislation.
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These examples learly demonstrate that central goverment
plays amajor rol in local-level governance. This s to be expected
as both local and central governments are both organizations
of the state, While successful decentralized governance requires
strong central government this does not mean domination by
central government, The centre should have multiple and complex
relationships with local governments in a decentralzed system.
Thus, it supervises, montors, controls and faciitaes. The central
government nnust performm such role to ensure that decentralizaion

works,

Bulding Capacity

A frequent critcsm of local governments in decentralized
systemns 15 that they lack capacity. That &, they do not have the
resources, especialy the human resources and. organizational
systems, to perform the tasks that have been allocated to then,
These defits are seen to lead to poor performance and, at worst,
declining indicators of human development.

There is a variety of measures which can be utlized to
build capacity but the particular combination of initatives will
epend on the prevailing conditons. Sometimes there wil be
systern-wide problems which need addressing and which require
central government infervention. At other times the problems
will be specifc to a particular local government or group of loca
governments, Traning is & longstanding technique of capacity
bulding, whose popularity is enhanced by its non-threatening
natute. But scarce resources can be squandered if inappropriate
training s given. Correct diagnosis of training needs s an important
firtstep i quality traning and vita for good traning course design.
Restructuring local government organizations i ofen necessary for
improving efficiency and effectiveness of service delivery but is an
imtative that vl encounte tesistance. Some staffor stakeholders
wil feel their interests threatened. Good change management
leadership is essential to overcome such resitance and secure the
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support ofstaffin implementing change. This support s essential
if change i to succeed. There are other capacity-bulding initiaives
such as providing incentives, making clear career paths, ensuring
merit-based promotion, reviewing and changing work processes,
and ntroducing electronic governance, And if it proves too difficult
to build adequate capacity within government then services and
functions can be contracted out to the private sector or NGO,

Ensuring Accountability

Contemporary Herature on decentralzation stresses the
central role of accountablity, the cormerstone of public governance
and management’ (Aucoin and Helntzman 2000, p45). This is the
process wheteby the public places it trustin offiiels to cary out
thei responsibiliiesin the public nferest. T return these offcials
are abliged o repor, justifyand be judged on thei actions’ (Turner
et al. 2003). But why is this important? Three basic reasons are
suggested.

Firsly, there s the traditonal argument that accountabilty
is necessary to prevent the abuse and misuse of public auhorty
In short, accountability is the antidote to comuption. When
accountability systems ar ineffctive this gives rise to stuations in
which corruption can thrive. Secondly, good accountabilty regimes
provide the assurance that public resources wil be dealt with in a
proper mannet, that offcal actions wil be in keeping with the etter
and spiri of the law and that offcals wil undertake their work
in accordance with the vahues of public service. Thirdly, there s a
managerial pay-off from an efective accountabiiy system; that
i, accountability should promote continuous improvement in
governance and public management, What these three factors add
wp to i that accountabilty is one of the clearest demonstrations of
democratic governance

In decentralzed systems of government it s often argued that
accountabilty to the citzenry is easier to enforce than for central
government, This is because the local government ofcals are lose
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to the peaple they are meant to serve. Ciizens should therefore be
more awate of the officials actions and have better access to ther
than ifthey were many kilometers away n the capitl city. Ctizens
are in close proxinuty to the local government officials maling
decisions and providing services, However, this is not necessarly
what happens Indeed in some cases local ltes seize and maintan
authority and are able to subvert accountabity. The result s that
these elites benefits,there is no inpetus to improve the quality or
eficiency of public services, and cifizens fai to reap the promised
benefts ofocal governance. It could even be argued that it is easier
to be corrupt at the local level than the national evel in situations
where regional trongmen’ gain controlof office and where central
govermment s weak or inefficent,

A wide range of devices are avalable to promote local
level accountabiit. Some are operating in Indonesia where the
legislation has consisently stressed the centrality of accountabity
in tegional autonomy; Accountabilty reports by heads of region,
transparent decision-making systems, local ombudsmen, civi
sodety participation,  performance measurement, minimum
standards, participatory budgeting, complaints procedures,codes of
ethics for public servants and surveys of client saisaction are just
some of the many accountabilty initaives that can be employed
by local-level governments. It is not enough that they exist, there
must o be commitment o their implementaton. For example, the
establishment of & complaints box does not mean that complaints
are treated seriously in a ransparent process. Such a process must
be putin place and made known tociizens. A worthy code ofehics
for public offiials may be written and published but the values
and behavioursin the code wil not automatically characterize the
actions of offiials. Furthermore, there are instances n which the
instruments of accountabilty are improperly used to ight political
battles among contenders for offical offce rather than being used
to promote democratc development. For example, poliical ivals
mobilize accountabiltyinstrumentsto oust incumbents,
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are treated seriously in a transparent process. Such a process must
be putin place and made known tocitizens. A worthy code of ethics
for public offcals may be written and published but the velues
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Promoting [nnovation 52

One of the potential benefits of decentralizaion i that
i provides the opportunity for local leaders to fnnovate for the
beneft of the citzens in their territory. This can be described as
‘public entrepreneuship’” involving ocal offcials who develop
ideas, mobilze coalitons, and make strategic choices about how
to advance new organizational or policy agendas, even in the
face of political opposition, public apathy or capacity constraints
(Grindle 2007, p64). A range of factors explain why some mayors
and governors demonstrate such entrepreneurial talens. These
incde commiment, personality, persistence and poltical
networks (Grindle 2007, But these officials also require space in
which they can develop and implement ther innovativ deas, If
they are shackled by bureaucratc procedure, igid human resource
management systems, and linited funding possbilities then public
entrepreneurship will prove to be almost impossile.

But it is through the creative leadership of the top elected
offcal that progtess can be made in local government. In the
Philippines, since 19% the annual Galing Pook awards reward
municiplitis, cites and provinces for theirinnovations n nineteen
areas of their operations. There has been strong competiton
between these subnational governments especialy n the areas of
environmental protecton, enterprise and lvelhood development,
health and nutrition, welfre services and agricultural programs
(Carifo 2007). Even the poorest towns have won awards thus
demonstrating that even in conditions of scarcity and poverty
there may stl be opportunities for advancement through public
entreprencurship. For example, in Anao municipality a Rural
Industriaization Can Happen (RICH) progtam has made wse of
the ubiquitous ylang-ylang fower previousy only used for garlands
(Cariio 2007). Nowwit i incorporated into perfumes and cosmetic,
Community ownership of roadside trees has organized, seedlings
distrbuted, market support provided. The leaders of Opol in
Mindanao have transformed this poor municipality into a centre
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(Crindle 2007, p4). A range of factors explain why some mayors
and governors demonstrate such entrepreneurial talents. These
include commitment, personality, persistence and  poltical
networks (Grindle 2007). But these offcials also requie space in
which they can develop and implement their imovative ideas, f
they are shackled by bureaucratc procedures, igid human resource
management systems, and limited funding posibiliies then public
entrepreneurship will prove o be almost impossible.

Bt it s through the creative leadership of the top elected
offcel that progress can be made in local government. In the
Philippines, since 19%4 the annual Caling Pook awards reward
municipalites, cites and provinces for theirinnovations in nineteen
areas of their operations, There has been strong competition
between these subnational governments especialy in the areas of
environmental protection, enterprise and livelhood development,
health and nutrition, welfre services and agricultural programs
(Carifio 2007). Even the poorest towns have won awards thus
demonstrating that even in condiions of scarcity and poverty
there may still be opportunities for advancement through public
entrepreneurship. For example, in Anao municipality a Rural
Industriaization Can Happen (RICH) program has made wse of
the ubiguitous ylang-ylang fower previously oy used for garlands
(Cariro 2007). Nowt s ncorporated nto perfumes and cosmetics
Communty ownership of roadside trees has organized, seedlings
distrbuted, market support provided. The leaders of Opol in
Mindanao have transformed this poor municipality ino & centre
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of ecocultural tourism and sustainable agro-industres. fs local
fux efurns have increased and i is eing used as a model by other
municipalites. While such successes make welcome and ingpiring
news,there is always the issue of horw the beneficial changes can be
sustained. There i a danger thatif the public entrepreneurs are not
te-clected, their achievements may not be maintaned.

Engaging Civil Society

Writers on decentrelization frequently emphasize the
importance of cooperation with civi society, especially through
non-governmental organizations (NGO or LMs) and community
organizations. Several benefits are seen to derfve from such
cooperation:

Pressure on local governments to be more particpatory and
responsive, Genetation of social capita (trust, norms, nefworks,
communications), bridging and bonding. Increased capaciy for
local collctive action. Improved beneficary targeting of services
o exampl, ggon he poor, disadvantaged and marg aled).
Improved matches between services and beneficary preferences,
Enhanced potentialfor scaling up service deivery (Brinkerhoff, .
el 2007, p9),

A vibrant civilsociety i seen to have the potential to make a
major contribution to the development of democratic governance
and socioeconomic development. But such benefts are not
automaticaly achieved. Firstly, there actually needs to be a civi
society with organizations that are capable and sustainable. Where
such a situation dogs not occur, it may be in ﬁnterests of
ctizens o urge the ocal government to support the development of
such organtzations. Secondly, there should be trust betveen the ocal
government and civil sociey organizations. Lacking trust makes a
partnershipuncomfortable and possiblyunworkable, %ﬁtimes
there is suspicion on both sides about the motivations of the other
parties. Local governments are sometimes viewed by civil socety
Organizations as trying to exercise too much control. Conversely
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local governments may be suspicious and the methodologies used
by civl society organizations. Local governments may alo fel that
civil society organizations are not accountable, These situations
(and there are others) shorw that there is considerable opportunity
for tensions to arise in the elatonship between local governments
and civil society organizations. Building trust will help to reduce
such tensions and contribute to working partnerships that benefit
the population at large

Athird issue i that ivil society organizations aze sometimes
assumed to share some wniversal characteistics. These include
flebiity, rapid sesponsiveness, innovative  approaches to
evelopment ssues, and ease of access to and empathy with the
poor and marginalized. While this may be the case for many civl
society organizations it should not be assumed that these desirable
characterstics ave evident in all case. They need to be demonstrated
enpiricaly. As Judith Tendler (1997) found in her Braziian study
thete were some NGOs which were more bureaucratic than the
government in their operations while some partsof the government
bureaucracy had the structural characteristcs and work processes
more ustally associated with NGOs. Fnall,there is the mater of
peaticipation. 1t s frequently assumed thatciizens are eager to take
advantage of the participatory opportunities offered by democratic
local governance, However, we need to heed the longstanding
warning of Johnston and Clark (1982, pL71)that participation i not
a free good and that that the poor will‘invest their participation
when they believe it will secure them valuable benefts not
otherwise avallable at comparatve cost. Citizens can also suffe
from participation fatigue while the incorporation of particpation
into development iniiaives can inctease compleity, and therefore
time and quite possibly cost. This is not to dispute the value of
participation rather to tressthe need to give careful consideration
to the nature and number of partiipatory iniiaives.
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Conclusion

My brief review of issues and lessons for making
ecentralization work reveals that there are many matters which
tequire the attention of local governments and their partners in
central government, the private sctor and civil society. It should
be obvious that some, perhaps ol of the issues are not amenable
to immediate solution. As the quote t the beginning of this paper
dleary states, ‘There is no shortcut to decentralized governancé
(Hyden 2007, p226). Furhermore, the issues need to be sorted
out in cooperative ways. Cooperation may be between diffrent
levels of government or between local government and civl society
organizations. [t may also be betueen the differen actors within
local governments. The overriding aim should be to seek the most
effective modes of decentralized governance, the ones which help to
achieve the gozls of decentralzation. Indeed it would be a mistake
to view decentralization s an end in itself. Decentralization i a
means o achieve other worthy goals such as deepened democracy,
improved service delivery and greater accountabilty. lnnovations
and successes from various developing countris demonstrate that
we can be optimistic about using decentralization to bring about
improved governance and rising levels of humen development,

Ringkastya, tidak ada jelan pintas untuk desentralises
pemerintahan. Metode dan alasan desentralises terus menerus
berubah walawpwn alasan utamanya tetap bahwa pemerintah
daerah akan lebi efektf melaksanakan tugas pembangunan dan
pelayanan.

Di negara kesatuan yang selama puluhan tahun mengadops
sistem pemerintahan yang sentralists, ada beberapa hel yang
menentukan suksesnya desentralisasl, faktor-fuktor - tersebut
iantaranya adalah, pertama, pemerintah pusat yang berdaya
(strong), kapasitas pemerintah. daerah yang memadai untuk
melaksanakan Kewenangan yang - dlimpehlan, kemampuan
pemerintah daerah melakukan inovast yang sult dilekukan pada

sstem sentralisis, mekanisme dan instrumen yang dapat menjamin

i
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penegakan akuntabiltas pemerintah, dan Kemampuan daerah
unfuk melbatkan dan mendapatkan dukungan dari Keseluruhan
stakeholders termasuk civilsocify yang ada di dacrah,

Buku yang ada ditangan Anda i, cukup detal dan lenghap
membahas hal nimulai dari paktor sefarah yang tidek bisa
dipisahlan dengan aspek politk sebagai negara yang baru merdeka,
berjuang mempertahankan, mewujudkan cita citanyadan yang
sangat kuat dalam upaya it adalah mempertahankan persatuannya
dlam Negara Kesatuan Republikindonesia.
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Dt bagian ini- diungkap penyelenggaraan  desentrlis
pemerintahan, bakan sejak jaman penjajahan Belanda ditandoi
ditetapkannya - Decentralsatie Wet 1903 sebagai undang wndang
pemerintahan daerah di Hindia Belonda. Selmjutnya di jaman
Kemerdekaan di bawa lima Undang Undang Dasar,termasuk masa
amandemen UUD Tahun 1945 dan fidak termasuk onstitus RIS
-sebagai konstitus fdera, Sembilon undang undang mengenai
pemerintahan daera,

Foktor faktor berpengaruh atas lahirnya sau undang undang
mengenai pemerintahan dagrah, menggantkan aturan perundang
wndangan yang telah ada, yakni fator pergantian dan amandemen
Ronsitusfoktor tabiltas politk dan pemerintahan, fktor dinannika
pemydenggaraan pemerintahan daeroh don fokdor pelaksanaan
aturan pesndang undangan.

Pergantion  beberapa kali- wndong  undang  onganik
pemerintahan dagrab, dengan subtansi atau tekanan,  prinsip-
pritip, asas penyelenggaraan, nama undang undang, nomenklatur
erta terminologi berbeda dalam satu konsttust Hal ini cukup
mengganbarkan dinanikapenyelenggaraan pemerintahan daerah,

Sengaja disunting desentrabisasi prodik Kolomial, untuk
memahami- dan membandingkan konsep pemerintahan doerah
setelah merdeka yang menurut aumsi tedapat beberapa hal dindops
dori wdang undang buatan Belando, Mungkin ado peristlahan,
penaman, sustnan pemerintahan dan lain ain yang sama. Namun
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kita berharap penerapannya berbeda, skaligus pembeda antara
jaman penaiahan dengan joman kemerdekaan |

1. Zaman Hindia Belanda

Dizaman Belanda berkuasa, ada beberapa fas pemerintahan
yang dituis dalam sejateh (iswnting dari buku Drs Holab Sole,
MM dkk; 2000), yakoi: zaman VOC (dari tahun 1602 sampad
tahun 1799); dan Kekuasaan atas Hindia Belanda (dar tahun 1800
sampai tahun 1854). Pemerintahan diselengaarakan pada masa iu,
dilakukan secara otolaats, birokratis den sentralsis. Penguasa
kolonial ketka itu kurang memperhatikan struktur pemerintahan
adli yang ada, pemerintahan dijelankan (tahun 1853) sebagai e
absolute bureaucrati, sampat kurang ebih (tahun 1918) dinamakan
de constitutiondl staat, Sernua urusan pemerintahan dipusatkan
pada satu tangan, yaitu Gowverneur General (GG di Bogor sebagel
Wakil Ratu Belanda

Sebelum diadakanna bestuurshervorming, Hindia Belanda
it dibagi atas daerah-daerah administratf, seperti gewesten
afdelingen dan onder-afdlingen, yang berada dibawah kekuasaan
pangreh praja exopa, yaitu esident, sistent resident dan controleur

Di Jawa dan Madura wilayah suatu afdeling mencakup
wilayeh beberapa kabupaten, yang dibagi lagi menjadi kawedanaan-
Kawedanaan atau ditriccten dan Kecamatan-kecamatan ataw onder-
disrctenyang berada dibawah kekuasaan pangreh praja Bumiputera
yaitu Bupati, Wedana dan Asisten Wedana,sedangkan di luar Jawa
dan Madura, suatu onder-ofdeing dibagi lag atas beberapa Distrik
dan Onderdistk, yang dikepalai oleh Pangeh Praja Bumiputera,
yaitu Demang dan assten Demang atau dengan nama lain.

Di samping mengoundkan sistegdekonsentrasi,
pemerintahan Belonda membiarkan bentulcbentuk asi dalam
persekutuan-persekutuan hukum teritorial  dan bukan tertorial
yang berdastkan hukum adzt, sepert
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kita berharap penerapanmya berbedo, sekaligus pembeda antora
iman penjaahan dengan faman kemerdekaan !

I Zaman Hindia Belanda

Dizaman Belandaberkuasa, adabbeberapa fase pemerintaban
yang dig@g)dalam seaah (dunting doi bk Drs Hobib Sl
MM dik; 2000), yekni: zaman VOC (dart tahun 1602 sampai
falun 1799): dan Kekuasaan atas Hindia Belanda (dar tabum 1800
sampai tahun 1854). Pemerintahan diselenggarakan pada masa it
dilakukan secara otokrati, birokratis dan sentralistis. Penguasa
kolonialkepita uvang memperatken stuktur penerntaban
asl yang ada, pemerintaban dialankan (tahun 1855) sebagi de
dbsolute bureancratic, sammpai kurang egitahun 1918) dinamakan
de constitutiondle stant, Semua wrusan pemerintahan dipusatkan
pada satu tangan, yaitu Gowverneur General (GG) i Bogor sebag
Wakil Ratu Belanda

Sebelum diadekannya besturshersorming Hindia Belanda
itu dibagi atas daerah-daerah administeatf, seperti gewestn,
aftelingen dam onder-afdeingen, yang berada dibaweh kekuasaan
pangreh prja exopa, yaitu resident, asstent resident dan controleur

Di Jawa dan Madura wiayah suatu offeling mencabup
wilyah beberapa kabupaten, yang dibagilagi menjad: kawedanaan-
Kawedanaan ateu districcien dan kecamatan-Kecamatan ataw onder-
districten yang berada dibawah kekuasaan pangreh prea Bumiputera
yaitu Bupat, Wedana dan Asisten Wedana, sedangkan di luar Jawa
dan Madura, suatu onder-afdeling dibagilagi atas beberapa Distrik
dan Onderdistk, yang dikepalai oleh Pangreh Praja Bumiputera,
yaitu Demang dan asisten Demang atau dengan nama hin

Di sumping menggmekan sistem  dekonsenrasi
pemerintahan Belanda membiarkan bentulbentuk asi dalam
persekutuan-persekutuan hukum teritorial dan bukan tertoriel
yang berdasrkan hukum adat, seperti:
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1) Dagrah-daerah swapraja dengan kontrak pajang. (long
contract), sepeti: Surakarta, Yogyakarta, dan dengan korte-
verklaringseperti Gowa, Majene dansebagainya yang dikuasa
oleh raja-raja, yang dibolehkan mengurus rumeh tangganya
sendiri otonomi), walaupun sanga terbates oleh perjanjian
politk tersebut, disamping menlankan tugas untuk
kepentingan Pernerintah Hindia Belanda (medebenwind);

2) Persekutuan-persekutuan hukum adat (Indlanse - recht-
gemeenscappen), seperti Desa i jawa dan Madura yang
juga diperkenankan mengurus rumah tangganya. sendir
berdasarkan  hukum  adat (otonomi), disarnp itu
juga dibebani tugas untuk menjalankan wrusen-urusan
pemerintahan pusat (medebewind), atas biaya buken dar
Pemerinteh Hindia Belanda, melainkan atas biaya dart
persekutuan-persekufuan hukum adat sendir

3) Persekutuan-persekutuan hukum adat yang tidak tertt
kepada oerah sl yang telah diwadkan dintas
(desentralisas teritogyang hanya menyelenggarakan suatu
kepentingan tertentu, misalnya kepentingan perairan, antara
lin i daerah-daerah Swapraja Surakarta dan Yogyakta

(desentralisasifungsionil).

Sebag reaks atas ekses Tanam Paksa (Cultnselel - 1830-
1870), timbul gerakan di negeri Belanda oleh orang-orang Belanda
yang progresief untuk mengentbalikan ereschuld (keuntungan dar
Tanam Paksa),kepada rakyat Bumiputera,

Gerakan ini melahirkan Politk Etika (Ethisce Politik),
yang brtujuan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat
Bumiputera. Dibentuklah Komisi de minderewelvaarts-commisie
melalui Keputusan Gubernemen, tanggal 15 Oktober 1902, dengan
tugas menyelicik sebab-sebub kemelaratan rakyat Bumiputera

Setelah bekerja selama kurang lebih 20 tahun, tepatnya
tahun 1920 dapat dihasilkan suatu Afabetisch regiter den sebugh
Compendim bukupenuntun). Hesi kongkritlainnyaadalahberupa
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1) Dagrah-doerah swapraja dengan kontrak: panjang  (long
contract), sepert: Surakarte, Yogyakarta, dan dengan korte-
verklaringseperti Gowa, Majenedansebagainya yang dikuase
oleh raja-raja, yang dibolehkan mengurus rumah tangganya
sendir (otonom), walaupun sangat terbatas oleh perjanjian
politk tersebut, disamping menjalankan tugas untuk
kepentingan Pemerintah Hindia Belanda (medebewind);

2)aekutuan-persekutuan hukom adat (ndlanse recht:
gemeenscappen), seperti Desa i jawa dan Madura yang
juga diperkenankan mengurus rumah tangganya sendir
berdasarkan  hukum  adat (otonomi),  disamping 1t
juga dibebani tugas untuk menjalankan urusan-urusan
pemerintahan pusat (medebewind), atas biaya bukan der
Pemerinteh Hindia Belanda, melainkan atos biaya dard
ekutuan—persekutuan hukum adt sendiri

3) Persekutuan-persekutuan hukum adat yang tidek terikt
kepada daereh seperti yang telah diurakan diaas
(desentraliasitertorial)yang hanya menyelenggarekan suatu
kepentingan tertent, misalnya kepentingan perairan, antara

Lin di daerah-dacrah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta

(desentralisasifungsionil),

Sebagaigegksiatas ekses Tanam Paksa (Cutuurstelel - 1830-
1870) timbl gerakan i negeri Belanda oeh orang-orang Belanda
yang progresif untuk mengembalikan ereschuld (Keuntungan e
Tanam Paksa), kepada rakyat Bumiputera

Gerakan ini melahikan Politk Eika (Ethisce Poliiek),
yang brtujuan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat
Bumiputera. Dibentuklah Komisi de. minderewelyanrts-commise
melaui Keputusan Gubernemen, tanggal 15 Oktober 1902, dengan
tugas menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat Bumiputera,

Setelah bekerja selama kurang lebih 20 tahun, tepataya
tahun 1920 depat dihasilkan suatu Afabetiglgregiter dan sebuah
Corpendion (bukupenuntun). Hasl kongkrlainnyaadalahberupa
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pengumuman tentang tindakan-tindakan untuk meningkatkan
petekonomian rekyat di dalam troonrede pada tahun 1904, dengan
dihapuskannya hutang yang berjangka pendek: (ylottende schuld)
oleh Pemerintah Belanda kepada Hindia Belanda,

Alat ain deri efhische poltiek Beland, mﬂabkan
timbulnya gerakan kebangsaan yang menuntut hak lebih banyak
untuk turet setta i dalam menentuken poltk kenegaraan,
walaupun pada permulaan gerakan-gerakan itu belum dilakukan
scar tertur, g arsanalahirperkumpuln pertam ot
pelajar-pelgar di Jawa, yaitu Budi Utom, pada tahun 1908, Sarilat
Islam pada tahun 1911,

Perkembangan selajutnya, pemerintahan sentralsts di
Hindia Belanda berakhir setelah Decentralisatic Wet 1903 yang
memungkinken terbentuknya daerab-deerah otonom di Hindia
Belanda. Berdasarkan Undang-undang iniuga diadakan perubehan
daripasal 68a,dan 8¢ Regerings Reglement 1854, dan sesudahtahun
1925) menjadi pasal 123, 124, dan 125 dar Indlsche Staafsegeling.

PeubahggJesl paca penubahan kedua i memberlan
kemungkinan terbentukeya daerah-daereh ofonom yang disebut
gewetelke resorten atau locale ressrten dengan gewestlike raden
atau locale raden-nya dan dibert keuangan sendiri untuk mengurus
kepentingan-kepentingan Khusus dari daerab-deerah ofonom
fersehut,

Pada tahun 1905 Kerajaan Belanda menerbitkan peraturan
pelaksangan deri Undang-undang Desentralisasi 1903 yang
dinamakan Decentralisatie besut 1905 (5. 1905-137) dan Gubernur
Jenderal mengehuarkan peraturan Locale Raden ordonantie 1905
(S.1905-131), maka dibenfulklah berturut-furut

- diJawa dan Madora gewestelke resorten (meliputi wilayah
Keresidenan) dan gementen (meliputi wilayah kotal;serta

- diluar Jawa dan Madura. Local ressorten (meliput wﬂaﬁ
ondetafdeling) dan gemeenten (melputi wilayah kota),yang
masing-masing dipimpin oleh pegawat binnenlands bestuur

(BB).
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pengumuman tentang tindakan-tindakan untuk meninglatkan
peckonomian rakyat di dalam troonrede pada tahun 1904, dengan
dihapuskannya hutang yang berangka pendek (lottende schuld)
oleh Pemerintah Belanda kepada Hindia Belanda.

Akibat lan darl ethische poltek Belanda, menyebabkan
timbulnya gerakan Kebangsaan yang menuntut hak lebih banyak
unfuk turnt serta i dalam menentukan polit kenegaraan,
walaupun pada permulaan gerakan-gerakan itu belum dilabukan
secara teratur, namun dart sana lahix perkumpulan pertarma diantara
pelajr-pelajar diJawa, yaitu Budi Utomo, pada tahun 1908, Sarikat
[slam pada tehun 911,

Perkembangan selanjutnye, pemerintahan sentralsts di
Hindia Belanda berakhir setelah Decentralisatic Wet 1903 yang
memungkinkan terbentukeya daerah-daerah otonom di Hindia
Belnda Berdsarkan Undangggang i ug diaakan peribeban
dari pasl 68, dan 68¢ Regerings Reglement 1854, dan sesudah (tahun
1925) menjadi pasal 123, 124, dan 125 dartIndische Stantsregeling

Perubahan pasal pada perubahan kedua ini memberdkan
erungkinan terbentuknya daeral daerah ofonom yang disebut
gowesteljke ressorten atau locale resorten dengan gewestle raden
atau locale aden-nya dan dibe keuangan sendir untuk mengurus
kepentingan-kepentingan Khusus darl daerab-daereh ofonom
tersehu,

Pada tahun 1905 Kerajaan Belanda menerbitkan peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang Desentraisasi 1903 yang
dinamakan Decentralisati beslit 1905 (5. 1905-137) dan Gubermur
Jenderal mengeluarkan peraturan Locale Raden ordonantie 1905
($.1905-131), maka dibentukah berturut-turut

- (i Jawa dan Madura gewestlke ressorten (meliputi wilayah
Keresidenan) dan gementen (meliputi wlayeh ot serta

- dtluar Jawa dan Madura: Locale ressorten (meliputi wilayah
onderefdeling) dan gemeenten (meliputi wilayah kota), yang
masing-masing dipimpin oleh pegawat binnenlands bestur

(BB).
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Ciri-cirf pokok desentralisasi Hindia Belanda berdasarkan

Undang-undang Desentralisasi 1903 dapat disebutkan sebagai

berikut:

1. Kemungkinan - pembentukan sesuatu ~ deerch ~ dengan
Keuangan sendiri unfuk membiayai kebutuhan-kebutubmnya
yang pengurusannya dilakukan oleh sebuch raad;

2 Bagi deerab-daensh yang dienggap teleh memenuhi
syarat, maka setiap Kali dengan ordonantic pembentukan,
dipisahkanlah sejumlah vang sefiap tahun dari Kas negara
unfuk diserahken kepada daerah tersebut

3. jabatan ketua gewesteike raad dipegang oleh pejabat pusa
yang menjadi Kepala gewest yang bersangkutan, sedangkan
untuk daerab-daerah lainnya, ditunjuk dalam ordonanie
pembentukannye, yang pada umumnya juga pejabat pusa
yang menjad: kepala daerah administratf

4, Para anggota vale raad untuke sebagian diangkat, sebagian
liinnya duduk Karena jabatan olam pemerintahan dan
sebagian lagi dipith, kecuali gemente-raad yang sejak 1917
semua anggotanya dipili, Masa kerja eanggotaan itu sampai
1925 ditetapkan 6 tahun, etelah itu diubah menjadi4 tahun;

5. Locale-vad berwenang menetapkan locale verordeningen
mengenai halhal yang menyanghut  Kepentingan-
kepentingan daerahnya sepanjang belum diotur dalam
peraturan perundangan pusdt

6. Pengavwasan terhadap daerah baik berupa kewajban daersh
untuk meinta pengesahan terlebih dulu bagi keputusannya
maupun hak menunda atan membatalkan keputusan daerah,
berada ditangan Goyerneur-General Hindia Belanda dan
pejabatini berhak pula mengatur hal-hal yang dilalatken oleh

locale-raad.

Akan tetapi sejak diundangkannya  Undang-undang
desentralissi 1903, terebih lag seteah berakhirnya Perang Dunia
ke, ternyata kurang memuaskan hati masyarakt Hindia Belanda

5
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Ciri-ciri pokok desentraliasi Hindia Belanda berdasarkan
Undang-undang Desentralisasi 1903 dapat disebutkan sebagai
beriku:

L Kemungkinan - pembentukan sesuatu daerah  dengan
euangan sendirt untuk membiayai kebutuhan-kebutuhnaya
yang pengurusannya dilakukan oleh sebuah raad,

) Bagl deerch-daerah yang dianggap telah memenuhi
syarat, maka setiap kel dengan ordonantie pembentukan,
dipisahkanah sejumlah vang setiap tahun dari Kas negara

unfuk diserahkan kepada daerah tersebut;

3. jabatan ketua gewesteke raad dipegang oleh pefabat pusat
yang menjadi kepala gewest yang bersangkutan, sedangkan
unfuk daerafr-daerah bainnya, ditunjuk dalam ordonantie
pembentukanaya, yang pada unumya juga pejabat pusat
yang menjadi kepala daerah administratif

4. Para anggota loval raad untuk sebaglan diangkt, sebagian
innya duduk karena jabatan dalam pemerintahan dan
sebagian lagi dipilih, kecuali gemente-raad yang sejak 1917
semua anggotanya dipih, Masa kerja keanggotaan itu sampad
1925 dittapkan 6 tahun, etelah it dubah menjadi4 tahun

5. Locale-raad berwenang menetapkan local: erordeningen
mengenal  halhal yang menyanghut  Kepentingan-
kepentingan deerahnya sepanjang belum diatur dalem
peraturan perundangan pusdt

6. Pengawasan terhadap daerah bk berupa kevwajlban daerdh
unfuk meminta pengesahan terlebth dulu bagi keputusanaya
maupun hek menunda atau membatalkan keputusan deerah,
berada ditangan Gouvernew-General Hindia Belanda dan
pejabatini berhak pula mengatur hal-hal yang dilelakan oleh

locale-taad.

Akan tetapi sejak émdangkannya Undang-undang
desentralisai 1903, terlebih lag etelah berakhirnya Perang Dunia
ke 1, ternyata kurang memuaskan hati masyarakat Hindia Belanda

5
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batk golongan Bumiputera maupun golongan Eropa sendir, hal ini
disebabkan karena kekuasaan dan kevangan dewan-dewan yang
dibentuk itu sangatterbatas.

Terdorong oleh suara-suara dari pelbagai pihek untuk
mengadakan reorganisast dalam susunan pemerintehan, terutama
sesudah dibentukaya Voolkstaad, dilantlk tanggal 18 Mel 1918,
Voolksraad pada awalnya hanya merupekan badan penasehit
saja, dan baru menjadi badan pembuat undeng-undang sesudah
Regerings Reglement 1903 digant dengan Indlische Staasregeling pada
tanggal 16 Mei 1927

Perlu ditambahikan bahwa voolkstaad merupekan perkenalan
pertama tkyat Indonesia terhadap demolaasi perwaldlan. Wakl
wakl rakyat yang berasal dar partai parta poliik dan kelompok
kelompok fungsional duduk delam Voolksraad

Ternyata Volkstaad tidak dirancang sepenuhnya untuk
berfungsi sebagal dewan perwalalan rakyat (pribui), melainkan
sebagal konsesl untuk dukungan populer deri rekyat terhadap
pemerintahan Hindia Belanda. Volkstaad berfungsi tidak lebih
sebagal penaschat pemerinteh Kolonial, Nemun demnikain
keberadaan Volksraad membuka Kesempatan kepada rekyat untuk
membentuk parta parta politik. Perkumpulan masyaralat yang
pada awalnya bergerak hanya pada bidang bidang sosilseperti Budi
Utomo dan Sarekat Idam menganggep Volksraad sebaga agenda
penting mereka  Akira Nagazumi dalam TLegowo dkk 2005).

Ada beberapa faktor menyebabkan lembaga ini sultdivkur
sebagailembaga perwaldlan rakyat:

- Keberadaannya berkedudukan lebih i bawah dan karena itu
berungsitidak ebih sebagai penasehat pemerintahan koloniel
Belanda:

- Keanggotaan Volksraad tidak berasal dar piihen langsung
oleh rekyat dan karema itu anggota volksraad ticak
bertanggungiawab kepada rakyat; dan
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batk golongan Bumiputera maupun golongan Eropa sendir hel in
disebabkan karena kekuasaan dan kewangan dewan-dewan yang
dibentuk itu sangat terbatas

Terdorong oleh suara-suara dari pelbagal pihak wntuk
mengadakan reorganisasi dalam susunan pemerintahan, terutama
sesudah dibentuknya Voolkstaad, dilantlk tanggal 1§ Met 1918,
Voolksraad pada awalnya hanya merupakan badan penasehat
saja, dan baru menjadi badan pembuat undang-undang sesudeh
Regerings Reglement 1903 digantidengan Indiche Staasregeling pada
tanggal 16 Mei 1927

Perlu ditambahkan babuwa voolkstaad merupakan perkenalan
pettama tkyat Indonesia terhadap demokaast perwaldlan. Weldl
wakl rakyat yang berasal dar partai parta politk dan kelompok
Kelompok fungsional duduk dalam Volksraed

Ternyata Volkstaad tidak dirancang sepenuhnya untuk
berfungsi sebagal dewan perwaldlan rekyat (pribumi), melainkan
schagai konsest wntuk dukungan populer dari rakyat terhadap
pemerintahan Hindia Belanda. Volksraad berfungsi tidek lebih
sehagal penaschat pemerintah Kolonial. Namun demain
keberadaan Volkstead membuka Kesempatan kepada rekyat untuk
membentuk partai partai polik. Perkumpulan masyarekat yang
pada awalnya bergerak hanya pada bidang bidang sosial seperti Budi
Utomo dan Sarekat Idam menganggap Volksraad sebaga agenda
penting mereka  Akira Nagazumi delam TLegowo dkk 2005).

Ada beberapa faktor menyebabkan lembaga in sult diukur

sebagailembaga perwaldlan rakyat

- Keberadaannya berkedudukan lebih dibaweh dan karena itu
berungsitidek lebih sebagal penasehat pemerintehan kolonia
Belanda:

- Keanggotaen Volksraad tidak berasal dart pilhan langsung
oeh rakyet dan karena itu anggota volksraad tidak
bertanggungiaab kepada rakyat; dan
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- Tidak pula mempunyai hak hak parlamenter yang esensial
dalam mewakii Kepentingan rakyat unfuk mengontrol
pemerinteh (T.A.Lavo dkk, 2005).

Padatahun 1922, Pemerinteh Belandamengehuarkan undang-
wndang tentang perubahan susunan pemerintahan yang dinamakan
Bestuashervormingoneet 1922 (8. 1922-216) yang menambah
pasal-pasal baru pada Regerings Reglement 1854, yaitu pasal-pasal
67a,87c, dan 68 (kemudien menjadi pasal-pasal 119, 120, 121, dan
122 Indische Staatsregling).

Undangundang Betustoryggsveet 1920 terseut
disamping memberdkan hak-hek otonomi den medebenvind
yang lebi tegas dan lebih luas kepada daerah-daerch otonom,
juga memungkinkan pembentukan daerah-daerch otonom yeng
Iebih besar darf gewest lama dengan nama provincie, sedangkan di
alam provincie it dapat dibentuk daerah-daerah otonomi yang
tingkatancya lebih rendah.

(Catatan penuls, mungkin pada bagian ini, antara Lin,
terdapat kesamaan antara Undang-undang Bestuurshervormingsweet
1922 dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945, Khususnya pada
Pasal 18, sebelum diamandemen. Aspek kesamaan yang penuls
telaah hanya pada aspek terminologi ( Kemripan kata dan bahesa).
Aspek lain yang subtansiel isarankan cilakukan penelitian secara
akademik, Khususnya bagi kalangan ahl; hukum dan ahli konstitusi,
agar asunsi asumsi yang mengareh pada mendeskreditkan bangsa
Indonesia dapat dikuruskan atau diletekkan pada proforsinya yang
sesungguhnya sehingga menimbulkan keelasan, terutama ntuk
kepentingan sejarah dan fimu pengetahuan).

Adapun lengkapnya Pasal 18 Undang Undang Desar 1945,
sebagai berikut

Pembagian daerah Tndonesia atas daerah besar dan keal,
dengan bentuk susunan pemerintahannya dietapkan dengan
tndang undang , dengan memandang dan mengingati dasar
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- Tidak pula mempunyai hak hak parlamenter yang esensiel
Qalam mewakili kepentingan rakyat wnfuk mengontrol
pemerintah (TA Legorwo dkk, 2005),

Padatahun 1922, Pemerinteh Belandamengeluarkan undang-
undang tentang perubahan susunan pemerintahan yang dinamakan
Bestuurshervormingsweet 1922 (5. 1922-216) yang menambah
paszl-pasal baru pada Regerings Reglement 1854, yaitu pasal-pasal
67a7c, dan 68 (kemudian menjadi pasal-pasal 119, 120, 121, dan
122 Indische Statsregeling.

Undang-undang Bestuurshervormingsweet 1922 tersebut
disamping memberikan halchak ofonomi dan medebewind
yang lebih tegas dan lebih huas kepada daerch-daerah otonom,
juga memungkinkan pembentuken deerah-daereh otonom yang
lebh besar dari gewestlama dengan nama province, sedangkan di
dalam provinci itu dapat dibentuk daerah-daerah otonomi yang
tingkatannya lebih rendah.

(Catatan penuls, mungkin pada bagian i, antara L,
terdapat kesamaan antara Undang-undang Bestusnshervormingoweet
1922 dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 , Khususnya pada
Pasal 18, sebelum iamandemen. Agpek kesamaan yang pemlis
telaah hanya pada agpek terminologi ( Kemiripan kata dan behase).
Aspek lain yang subtansial disarankan dilakukan peneltian secara
akademik, khususnya bagt kalangan ahl hukum dan ahl Konstitusi,
agar asumsi asumsi yang mengarah pada mendeskreditkan bangsa
Indonesia dapat diluruskan atau diletakkan pada proforsinya yang
sesungguhnya sehingoa menimbulkan kefelasan, terutama untuk
kepentingan sejarah dan ilmu pengetahuan).

Adapun lengkapnya Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945,
sebagaiberikut

Pembagian doerah Indonesia atas daerah besar dan keal
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
wndang undang , dengan memandang dan mengingati dosar
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permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan
hak hak asal-ustldolam dagrah daerah yang bersift itimens”

Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945:

1 Oleh kavena Negara Indonesiaitusuatu cenheidsstaat, maka
Indonesia tak akan mempunyai deerch di dalam ingkungannya
yang bersifat staat juga

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan
daerah provinst akan dibag pula dalam daerab yang ebih kecl

Di daerah daerah yang bersifat otonom (streek dan locale
techtsgmeen schappen) - atau bersifat daeteh administratf belaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang
undang.

D) deerah daetah yang bersfatotonom akan diadakan badan
perwaklan daerah, oleh karena di daereh pun pemerintahan akan
bersend atas dasar permusyawaratan.

(Catatan pemlis , maskah ks pasl 18 caggyeasmn
ditulis deri Buku Undang Undang Dasar , Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No.[ MPR /1978, Garis
(ars Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR NoJI/MPR/1993,
diterbitkan BP-7 Pusat,|995. Dalam bukukhususnya  pada
penjelasan pasal 18, terdapat angka romawi 1T untuk kepentingan
teknis penulisan pemals hanya menliskan sau romai T saj).

Penilaan undang undang pemerintohan daerah Indonesia
memitki kesamaan dengan undang undang buatan Belanda

dikemukakan Prof. John D. Legge dengan sebutan wlonia flavor”

(berbau Kolonial) oleh karena Pemerintah masih menurjulkkan
keinginan dan berussha  menancapkan serta - memelihara
kekuessannya di linghungan segenap wilayah Dawahannya.
Penetapan Kepala Daerah sebagaialat Pemerintah yang mengawasi
jalannya Pemerintah Daerah mempertegas kecenderungan it
dan mengingatkan orang pada konstelast di zaman penjoehan
Hindia Belanda yang lampau. Terhadap Undang-Undang No. 22
tahun 1948 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1975 Prof. Legge
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permusymvaratan dalam sistem pemerintahan negara, don
hiak hak asal-usul dalam dagrah doerah yang bersft itimena”

Penelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945:

I Oleh karena Negara Indonesa tusuatu cenheidssteat, maka
Indonesia tak akan mempunyat daerah di delam lingkungannya
yang bersifat staat juga

Daerah Indonesia akan dibag dalam daerah provinsi dan
daerah provinsiakan dibagi pula dalam deerah yang lebih kecl.

Di daerah daerah yang bersifat otonom (streek dan locale
techtsgmeen schappen) - atau bersiat aerah administratf belaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang
undang.

Di deerah daerah yang bersfat otonom akan diadakan badan
perwallan daerah, ol karena di daerah pun pemerintahan akan
bersendiatas aser permusyavaratan.

(Catatan pemuls , naskah teks pasal 18 dan penjelasan
ditulis dari Buku Undang Undang Dasar, Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancaslla (Ketetapan MPR No.l/ MPR /1978,Garis
Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No.UMPR/1993,
diterbitkan BP-7 Pusat,|995. Dalam bukukhususnya — pada
penjelasan pasal 18, terdapat angka romavi 11 untuk kepentingan
tekni penulisan penul hanya menulikan satu romawi T saje).

Penilaian undang undang pemerintahan daerch Indonesia
memilli kesamaan dengan gmme undang buatan Belanda
dikemukeken Prof. John D. Legge dengan sebutan tlonial flavor”
(berbau olonial) oleh karena Pemerintah masth menunjukan
keinginan dan berussha  menancapkan serta - memelihara
kehuaseannya di linghungan segenap wilayah bawehannye.
Penetapan Kepala Daerch sebagai alat Pemerintah yang mengavasi
jelannya Pemerintah Daerah mempertegas kecenderungan itu
dn mengipgatkan orang pada konselast di zaman penjajahan
Hindia Bﬁa yang lampa. Terhadap Undang-Undang No. 22
fahun 1948 dan Undang-Undang No. | tahun 1975 Prof Legge
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mengatakan yang berdkut; ‘i any case the Republic plans for local
autonomy have, in consecuence, something of a colonal flavor
abaut them. This s true not morely n form-the system of units and
organization used atLocalLeve to day stems from, and bears many
detailed resemblances to, program of admnistrative and poltical
decentralzation in Indonesta before the war-but elso in essense.
Even though Indonesia is now an independent sovereign state s
task at the locallevel.is not altogether difeent from thet of an alien
govermentattenpting to establish and preserve its authotty in the
“Subjek” socety at et regarding those mattes which touch ts ovn
inteest’ (‘betapapun sebagal akibatnya rencana-rencan Pemerintah
Republik mengenal otonomi daerah mengandung sesuatu yang
berbau kolonial Halini acalah betul semata-mata bukan mengenai
bentuknya saja yakni baluwa sistem satuan-satuan dan organises
Pemerinteh yang dipakai pada tingkat daerah dewvasa ini ciambil
darl dan mengandung banyak persamaan yang terperin dengan
program desentralisast poltk dan Pemerintahan di Indonesia
sebelum perang melainkan juga dalam intinya, Meskipun sekarang
Indonesia. merupakan suatu Negara berdaulat yang merdeka
fugasnya pada tingkat daerah adalah tidak sama sekal berlanan
dari tugas suatu Pemerintahan asing yang berusaha menanamkan
dan mempertahankan wewenangnya dalam ingkungan rekyatnya
sekurang-kurangnya mengena urusan-urusan yang menyangkut
kepentingan Pemerintah it sendir?)

KemF berdasarkan  Bestuurshervormingsneet  ini
kemudian dibentukdi Jawa dan Madura;

1) Provincie-ordonantie. yang memuat  ketentuan-ketentuan
tentang pembentukan daerah ofonom provinst (S.1924-78)
pertbahan terakdir S 1940-226;

1) Regentschaps-ordonantic yang memuat ketentuan-ketentuan
tentang daerah otonom Kabupaten 3924-79), pertbahan
terakir . 1940-226
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mengatakan yang berdkut; ‘in any case the Republic plans for local
autonomy have, in consecuence, something of a colonial flavor
abaut them. This s true not morely n form-the system of units and
organization used atlocalleve to day stems from, and bears many
detailed resemblances to, program of administrative and political
decentralzation in Indonesia before the war-but also 1n essense.
Even though Indonesia is now an independent sovereign stte it
task at the locallvel is ot altogether diferent from thet ofan alien
overmentatiempting to establish and preserve its authotity i the
“Subjek’ socety at et regarding those matterswhich ouchits own
interest. ‘betapapun sebagal akibatnya rencana-encan Pemerinteh
Republk mengenai otonomi daersh mengandung sesuatu yang
berbau kolonial. Hal inf adalah betul semata-mata bukan mengenai
bentuknya saja yako bahwa siter satuan-satuan dan organisas
Pemerintah yang dipakai pada tingkat daereh dewasa ini clambil
dari dan mengandung banyak persamaan yang terperinci dengan
program desentraliasi politik dan Pemerintahan di Indonesia
sebelum perang melainkan juga dalem infinya. Meskipun sekarang
Indonesia merupakan suatu Negara berdaulat yang merdeka
tugasnya paca tingkat daerah adelah tidak sama sekli berlainan
dari tugas suatu Pemerintahan asing yang berusaha menanamkan
dan mempertahanken wewenangnya dalam ingkungan rakyatnye
sekurang-kurangnya mengenal urusan-urusan yang menyangkut
kepentingan Pemerintah itu sendir?).

Kemudian  berdesarkan  Bestushervormingsneet — ini

kemudian dibentuk di Jawa dan Madura:

1) Provincie-ordonantie yang memuat Ketentuan-ketentuan
tentang pembentukan daerah ofonom provinsi (S1924-78),
perubahan terakhir §. 140-226;

2) Regentschaps-ordonanti yang memuat ketentuan-ketentuan
tentang duerah otonom kabupaten (3. 1924-79), perubahan
terahir . 1940-226
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3) Staadsgemeente-ordonantic yang - memugt  ketentuan-
ketentuan tentang staadsgemeente di Jawa dan Madura
($.1926-365), perubahan terakhi §. 1940-226 dan S. 1948-

1%

Sementara itu, di luar Jawa dan Madura Decentraliatie wet
1903 masth dipertahankan dan atas dasar undeng-undang tersebut
dibuat peraturan- peraturan:

1) Groepsgemeenschaps-ordonantie (5.1937-464 jo. $.1938-130
dn 264) yang memuat ketentuan tentang pembentulkan
Groepsgemeenschappen yang melputi wilayah administratif
gewest i bawah pimpinen seorang resider

1) Staadsgemeente-ordonantic Butengwesten yang - memuat
Ketentuan- ketentuan tentang pembentukan staadgemeenten
di Lar Jawa dan Madura (5. 1938-131 dan 27).

Berdusarkan Provincie, Regentschaps dan Staadgemeente
ordonanti Java en Madura, Kemudian diJawa dan Madura dibentuk
provinsi-provinsi, kabupaten-Kabupaten dan kotapraa-Kotapraja,
sedangkan gewestelkeressortenberdasarkan Decentrlisatiowet 1903
dihapuskan. Sejak tahun 1928, di Jawa dan Madura telah dibentuk 3
provinsi, 70 kabupaten dan 17 Kotapraja (saadsgemeenten),

Di buar Jawa dan Madura, dibentuk berdasarkan Grops-

gemeenschaps dan- Staadsgemeente-ordonantie Buafengewesten,

groeps-gemeenschappen (antara in di Keresidenan Palembang,
Karesidenan Sumatera Barat) dan staadsgemeenten (antara lain
Medan, Makassar), yang tidak terdkat dalam suatu linghungan
provinsi, akan tetapi diharuskan pula menyusun pemerintahan
Kolegial

Ciriciri pokok desentralisasi berdasarkan Bestuutsher
vormingswet 1922 dan peraturan- peraturen pelzksanannya adalah
sebagaiberlkut:

L. Kemungkinan pembentukan provinsi otonom  dengan
wilayeh den kekuasaan yang lebih Luas daripada gewest dulu.
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3) Standsgemeente-onfonantie yang  memuat  ketentuan-
etentuan tentang. staadsgemeente di Jawa dan Madura
(5.1926-365), perubahan terakhir §. 1940-226 dan §. 1948-
1%.

Sementara itu, di fuar Jawa dan Madura Decentralsatie wet
1903 masth dipertahankan dan atas dasar undang-undang tersebut
dibuat peraturan- peraturan:

2
1) Groepsgemeenschaps-ordonantie (S1957-464 jo. $1938-130
dan 264) yang memuat ketentuan tentang pembentukan
Groepsgemeenschappen yang meliputi wilayah administraif
gevesdi b pmpinan seorang s
2) Standsgemeente-ordonantie Buitengwesten yang - memuat

Ketenfuan-Ketentuan tentang pembentukan staadsgemeenten
di Luar Jawa dan Madura (5. 1938-131 dan 27).

Berdasarkan Provincie, Regentschaps dan Staadsgemeente
ordonantie Jova en Madura, Kemudian diJawa dan Madura dibentuk
provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten dan kotapraja-kotapraja,
sedangkan gewestelleressorten berdasarkan Decentralsatewet 1903
dihapuskan Sejak tahun 1928, diJawa dan Madura telah dbentuk 3
provinsi, 70 kabupaten dan 17 kotepraja (staadsgemeenten),

Di luar Jawa dan Madura, dibentuk berdasarkan Groeps-
gemeenschaps dan Staadsgemeente-ordonantie Buatengewesten,
groeps gemeenschappen (antara lain di Keresidenan Palembang,
Karesidenan Sumatera Barat) dan staadsgemeenten (antara Lain
Medan, Makassar), yang tidak terikat dalam suatu linghungan
provinsi, akan tetapi diharuskan pula menyusun pemerintahan
olegial

Ciri-ciri pokok desentraisad berdasaghan Bestuutsher
yormingswet 192 dan peraturan-peraturan peleksanannya adaleh
sehagai berlkut:

L. Kemungkinan pembentukan provinsi otonom ~ dengan

wilayah dan kekuasaan yang lebih huas daripada gewest dulu
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Provincie itu terbagi dalam regentschap/grogpsgemeenschiap
dan stadsgemeente yang juga ofonom;

2. Otonomi daerah-daerah itu dan tugasnya untuk membantu
melaksangkan peraturan perundangan pusat dipertegas
dengan kata-kata regeling en bestur van de hishouding der
gemeenschap dan verlenen van medebewind fot itvoering van
dlgemeene verordeningen,

3. Susunan pemerintah daetehnya pada umumnya. terdir
atas tiga organ, yaitu raad, colege yang menjalankan
pemerintahan sehari-harl dan kepala daerah (gowmernews
negent, burgemeeste)

4. Kepala daerah yang merupakan pejabat pusat sebagi kepala
daerah adminiseative sekaligus merupekan organ daerah
sebagai ketua raad dan Ketua collge dari daerah yang
bersangkutan;

5. Pengawasan terhadap daerah dilakuan oleh Gouverneur-
General, sedangkan daerah-daerah dibawah provincie yang
bersangkutan, kepela daereh sebagal pejabat pusat juga
menjalankan pengawasan tethadap pelaksanaan otononi

dalam daerahnya

Seperti diuraikan pada pragra terdabulu, bahwa pada masa
pemerintahan Hindia Belanda sebelum 1903, Hindia Belanda dibagi
Qalam daerah (wilayah) administratif dalam rangka penerapan
dekonsentrast yang dikenal dengan sebutan: gewesten, af delingan,
an onderafelingan yang masing-masing daerah (wilayah) berada
dibarwahseorang pamong praja dengan sebutan Gubernur, Residen,
Asisten Residen, Kontrolr. Disamping itu masth ada Kabupaten
(Regent)yang ipimpin Bupati dan daerehnya merupakan Swapraj,
Kecamatan yang dulu bernama Ondewdisrict, merupaken Kesatuan
wilayeh admindstraifterkeci dan dikepelai oleh Camat. Di tinghat
Desa yang merupakan daerah otonom dipimpin oleh Kepala
Desa atau dengan nama lain untuk daerah tertentu sesuai dengan
penggelaran setempt,
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Provincie itu tetbagi dalam regentschap/groepsgemeenschap
dan tadsgemeente yang juga otonom;

2. Otonomi daerah-daerah itu dan tugasnya untuk membantu
melaksanakan peraturan perundangan pusat dipertegas
dengan kate-Kata regeling en bestur van de huishouding der
gemeenschap dan verlenen van medebewind fot wityoering van
algemeene verordeningen;

3, Susunan pemerinteh aerahnya pada umumeya. terdir
dtas tign organ, yaitu raad, college yang menjaankan
pemerintzhan sehart-harl dan kepala daerah (gowvernen
fegent, burgemeestr)

4, Kepala daerah yang merupakan pejabat pusat sebagi kepala
daerch administratve sekaligus merupakan organ deerah
sebagal ketua raad den ketua college durl daerah yang
bersangkutan;

5. Pengavasn terhadap daeah dlakuan ) Gowvernenr
General, sedangkan daerah-dacrah dibawah province yang
bersangkutan, kepala daerah sebagai pejabat pusat juga
menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi
dalam daerahaya.

Seperti diuraikan pada pragraf terdahulu, baowa pada masa
pemerintaban Hindia Belanda sebelum 1903, Hindia Belanda dibagi
alam doerah (wilayeh) adminisratf dalam rangka penerapan
ekonsentrast yang dikenl dengan sebutan: gewesten, af deingan,
dan onderafdelingan yang masing-masing daerah (wilayah) berada
dibawah seorang pamong praja dengan sebuten Gubernur, Residen,
Asisen Residen, Kontrolr. Disamping it masth ada Kabupaten
(Regent)yeng dipimpin Bupatidan daerahnya merupakan Swaprai,
Kecamatan yang dulu bernama Ondendistric, merupakan esetuan
wilayah administratifterkecil dan dikepala oleh Camat. D tinglat
Desa yang merupakan daersh otonom dipimpin oleh Kepala
Desa atau dengan nama lain untuk daerah tertentu sesuai dengan
penggelaran setempat
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Sesunggubnya delom KR tidak ditemukan pasel atau
ketentuan yang mengatur otonom daereh atau asas desentralises
(B Marbun, SH, 2005). Hanya seja pada Pasal 67 RR disebutkan:
“Spanjung ea gRengiinkon, makarakyatBuniputeraibiorkan
i bawah pimpinan langsung kepala-Kepalanya, baik yang dianglat
ol pemeritol g yog ik, berada ibowal pengavsan
seal dengan ketentuan-Ketentuan wmm atau Khusus yang telah
dittapkan atas yang akan ditetgpkan oeh Gubernir enderal

Berdasarkan pada pesal 67 RR, di beberapa tempat kita
jumpai daereh-dacrah inapraja, yang diperintah oleh raj-aja yang
mengalai kedaulatan Belanda Artinya Daerah tersebut tetap dapat
menjalankan pemerintehan sendir, berdasarkan perjanjian politk
yang masing-masing raja lekukan, apalah itu kotrak (perjanjian)
Panjong (Lange Contracten) atau  Pernyataan Pendek (Korte
Verkaring),

Sepertidiketahui Derah Swaprajamerupeken deershotonom
serta melaksanakan pemerintahan sesuai tradit atau hukum adat
setempat. i uar daerah Swapraj,kita masih menjumpai deereh-
daerah perskutuan bk adt (o Rechemeenso )
yaitu kesatuan daereh adat yang mengurus rumah tangganyasendie
menurut hukum adat setempat juga menjalankan urusan-urusan
Pemerintahan Hindia Belanda di deerahnya (tuges medehewind),
tetapi tidak mendapat gai dar Pemerinteh,

MenuratSoetandyo Wignyosoebroto(dalamB N. Marbun,SH,
2005), lahirnya Undang-undang Desentrelises (Decentralisatic Wet)
fahun 1903, merupekan hasi proses perjuangan pelopor sistem
pemeriniahan Hindia Belandgyelama hamper 5 tehun.

Undang-undang mengenal desentralisesi pemerintahan di
Hindia Belanda, bemamakan De Wet Houndende Decentralisati
van Het Bestuutin Nederlands I, berhasil diterima sidang
tanggal 23 Juli 1903 dan diundangkan dalam Staasblad van Het
Koninkrilk Der Nederlanden tahun 1903 Nomor 219, Undang-
undang ini juga kemudian diundangkan di Hindia Belanda lewat
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Sesungouhnya dalam KR tidek ditemukan pasal atau
Ketentuan yang mengatur otonomi daereh atan asas desentralisas
(BN. Marbun, SH, 2005). Hanya saja pada Pasal 67 RR disebutkan:
Sepanjang keadaan mengijinkan, maka rakyat Bumiputera dbiarkan
(i bawah pimpinan langsung kepala-Kepalanya, baik yang dianghat
oleh pemerintah maupun yang dicku, berada dibawah penganasan
sesua dengan Ketentuan-Ketentuan wmm atau Khusts yang telah
ditetapkan atan yang akan dietapkan oleh Gubernr Jenderal”

Berdasarkan pada pasal 67 RR, di beberapa tempat kita
junpaidaeah-daerah Swapraja,yang diperintaholeh raj-taja yang
mengakui kedaulatan Belanda Artinya Daerah tersebut tetap dapat
menjalankan pemerintzhan sendir, berdasarkan perjaniian politk
yang masing-masing raja lakukan, apakah itu kotrak (perjanjian)
Panjang (Lange Contracten) atew  Peryataan Pendek (Korte
Vrlaring).

Sepertidiketahu, Daerah Sweprajamerupekan daerzhotonom
setta melaksanakan pemerintahan sesuai tradis atau hukum adat
setemupat. Di luar daerah Swapraja, ita masth menjumpai daerab-
duerah persekutuan hukom adat (Ilandse Rechtsgemeenschappen)
yaitu esatuan daerah adat yang mengurus rumah tangganyasendin
menurut hukum adat setempat juga menjlankan rusan-urusen
Pemerintahan Hindia Belanda di deerahnya (togas medebewind),
tetap tidak mendapat gai dar Pemerintah.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto(delamB N. Marbun,SH,
2005),lahirnya Undang-undang Desentralisest Decentralisatc W)
tahun 1903, merupakan hasi proses perjuangan pelopor sitem
pemerintahan Hindia Belanda selama hamper 50 tahun.

Undang-undang mengenat desentralisasi pemerintahan di
Hindia Belanda, bernamakan De Wet Houndende Decentralisatie
ya Het Bestuut in Nederlands I, bechasi diterima sidang pada
tanggal 23 Juli 1903 dan diundengkan dalam Staasblad van Het
Koninkrik Der Nederlanden tahun 1903 Nomor 219, Undang-
undang ini juga kemudian diundangkan i Hindia Belanda lewat
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Indische Staatsblad  Nomor 329, yang selanjutnya lebih dikenal
dengan sebutan Decentralistie Wet 1903,

Berdasarkan Decentraliatic Wet i Pemerintah Hindia
Belanda dimunginkan membentuk daerah otonom berikut Dewan
Perwakilan Rakyat di daerah otonom tersebut, yaitu di huar dari
otonom yeng sudah ada sebelumnya yaitu Swapraja dan Desa yang
berdasarkan hukum adat. Adapun materi UU Desentraliasi 1903,
sebenarnya hanya berbentuk Amandemen (penambahan) 3 (tga)
ayat baru pada Pasal 68 yaitu Pasal 68a, 68%, dan 68¢ Peraturan
Dasar” (Regeringsreglement ) ateu disingkat R,

(Sebagal catatan dokumentasi, mungkin ada batkny kit
mengutip isi pesal 68, 68b, 68 untuk dapat dipakai sebagai
pembandingan dengan UU desentralisat yang dikeluarkan setelah
kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Terjemahan UU Desentralises
1903 ini kami kutip dari “Kompilasi Undang-undang Ctonomi
Dagrah, terbitan kerjasama: Insfitute for Local Delopment dan
Yayasan Tifo, tahun 2004, halaman 207-209 demikian dalam BN.
Marbun,SH,2005):

‘LEMBARAN NEGARA HINDIA BELANDA
No. 329 DESENTRALISASL Undang-tundang tanggal 23 Jul 1903
tentang Desentraliasi pemerintahan Hindii Belando.
No. 219 KAMI WILHELMINA dan sterusny.
Salom bahagia dan seterusnya
Mempermakhumkan

Bawasanya kami tlah mempertimbangkan, balowa dirasakan
perl memberikan Kesempatan bagi gewest atau bagian- gewest i
Hindia Belanda wntuk menjodi dacrah-doerah yang mempunyai
pemerintahan sendiriotonomi.

Oleh karena demikion, maka kam, seteah mendengar
Raad van State, dengan persetujuan bersama dari Staten Generaal
(Parlemen) felah menyetu dan S yang beikut ni:
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Indlisch Staatstlad  Nomor 309, yang selanjutnya lebih dikenal
dengan sebutan Decentralsaie Wet 1903

Bendasarkan Decentralisatie Wet i~ Pemerintah Hindia
Belanda dimungkinkan membentuk daerah otonom berdkut Dewwan
Perwalclan Rakyat di daerah otonom tersebut, yaitu di luar dari
otonom yang sudah ada sebelumnya yaitu Swapteja dan Desa yang
berdasarkan hukum adat. Adapun materi UU Desentralisasi 1903,
sebenarnya hanya berbentuk Amandemen (penambahan) 3 (tga)
ayat baru pada Pasal 68 yaitu Pasal 68a, 68b, dan 63¢ “Peraturan
Dasar” (Regeringseglement ) atau disingkat RR.

(S¢bagai catatan dokumentesi, mungkin ada batknya kita
mengutp isi pasal 68, 68b 68 untuk dapat dipakal sebaga
pembandingan dengan UU desentralisasi yang dikeluarkan setelah
kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Terjemehan UU Desentralsas
1903 ini kami kutip dart “Kompilsi Undang-undang Otonomi
Daerah ferbitan Kerjasama Institute for Local Delopment dan
Liayasan Tif, tahun 2004, halaman 207-209'demmikian dalam B.
Marbun SH.2003):

“LEﬁAN NEGARA HINDIA BELANDA
No. 329 DESENTRALISASL. Undang-tmdang tanggal 23 Jul 1903
tentang Desentralsas pemerintahan Hindia Belanda,
No. 219 KAMI WILHELMINA dan seterusnya.
Salam bahagia dan seterusnye
Mempermaklumban

Bahwasanya kami telah mempertimbangkan, bahowa dirasakan
e memberikan Resempatan bagi gewest ataw bagian-I gewest i
Hindia Belanda wntuk menjodi daerab-daerah yang mempunyai
pemerintahan sendirfofonon,

Oleh karena demikion, maka kami, seteoh mendengar
Raad van State, dengan persetujuan bersama dari Staten Generaal
(Parlemen) elah menyetuud don fba yang bkt i
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Pasal |

Delam  peraturan tentang kebiiakan Hindia Belando,
ditetapkan dengan Undang:Undang tanggal 2 September 1854
(Lembaran Negara No. 129), setelah posal 68 disclipkan tign buah
pasal yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 660, sepanjang keadaan memunghinkannya, maka
diadakan pemisahan keuangan dana yang dimaksudkan dalam
pasal 86 untuk gewest atau bagian dari gewest untuk diperginakan
memenshi Rebutuhan Khusus dor doerah it

Gewest atau bagian-bagian dori gewest dimana ketentuan
dimaksud i atas akan dilaksanakan, yang kesangannya dan
Kebutuhannya tidak lai dipendard Kewangan umum dari Hindia
Belanda akan ditunjuk dengan ordonasi

Pasal 686, Pengelolaan dan pertangqungiowaban kenangan
dari gewest ataw bagian-bagian dari gewest diatur dengan peratiran
s dan diowasi oleh Badan Pemeriksa keuangan sepanjang
pengawasan terhadap pertanggungiawaban pada bendaharawan
fidak diatur

Pengelolaan Kenangan dan- pengaturan dari pengehuaran-
pengeluaran sebanyak murghin diserahkan Kepada masing-masing
dewan dari gewest atau bagian-bagian dari gewest yang akan
dikenakan ketentuan-ketentuan dari pasal 68 terebut, dewan-
dowan mana akan dibentuk dengan ordonasi

Merminjam uang atos aminan gewestatau bagian-bagian dor
gewest idak diperkenankan, Recual berdasarkan suatu putusan yong
disahkan dengan suatu ordona,

Pasal 8c. Dewan-dewan, dimaksud dalam ayat dua pasal 630
berwewenang memajukan dan memperhatikan kepentingan doerah
tntuk mana dewan it dibentukk di hadapan Gbernur Jenderal,

Kewenangan - selanjutrya dori dewan-dewan  tersebut,
demikian juga tugas mereka, susunan don segala sesuatu untuk
merjamin feratumye pekerjaan mereka, pemnjikkan ketua mereko
pengangkatan atau pemilihan anggota-anggota mereka, dan segala
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Pasal 1

Dilam peraturan tentang Kebijakan Hindia - Belandb,
ditctapkan dengan UndangUndang tanggal 2 September 1854
(Lembaran Negara No. 129), setlah pasal 68 diselipkan tign buah
pasal yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 680, sepanjang Keadaan: memungkinkamya, maka
diadakan pemisahan kewangan dana yang dimaksudkan dalam
pasal 66 untuk gewest atau bagian dard gewest untuk dipergunakan
memenuhi Kebutuan Khusts dor daerah iy,

Gewest atau bagian-bagian dari gewest dimana Keentuan
dimaksud di atas akan dloksanakan, yang kewangannya dan
Kebutuanny fidak lagi dipenu dari Reangan wnmum dari Hindia
Belanda akan ditunjuk dengan ordonasi

Pasal 636, Pengelolaan dan pertanggungioaban keuangan
dari gewest atau bagian-hagian darigewest diatur dengan peraturan
wnant dan diaasi oleh Badan Pemeriksa keuangan sepanjang
pengavasan terhadap pertanggungiowaban pada. bendaharawan
tidak diatur

Pengelolaan Feuangan don pengaturan dari- pengeluaran-
pengeuaran scharyak mungkin diserahkan Kepada masing-masing
dewan dari gewest atou bagian-bagian dari gevest yang kan
dikenakan ketentuan-ketentuan dar pasal 68 terebut, dewan-
dewan mana akan dibentuk dengan ordonasi

Merninars ang atas jominan gewest atan bagian-bagian dar
gowest fidak dipeskenankan, ecual berdasarkan suatu putusan yang
disahkan dengan suatu ordona,

Pasal 6. Dewan-dewan, dimaksud dolam ayat dua pasal 68
berwewenang memajukan dan memperhatikan kepentingan docrah
wnfuk mana dewan it dbentukk di hadapan Gubernur fenderal

Kewenangan ~ selumjutmyadari dewan-dewan terebut,
demikian juga tugas mereka, susunan don sogala sesuatu untuk
menjamin eraturnya pekerjaan mercka, pensjukkan ketua mereks
pengangkatan atau pemilihan anggote-anggota mereks, don segala
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sesuat yang berhbungan dengan hal t, demikian fuga hubwungan
antara dewan dort gewest dengan dewan-dewan dari gewest yang
sama diatur dengan peraturan o,

Kepada dewan-dewan terschut dapat diberikan kewenangan
dengan ordonnsi i bawalh pengawasan Gubernur Jenderal, untuk
menetapkan  peratian-peraturan k- daerahnyn mengenai
pungutan pajak guna memperkuat keuangan (eigen geldmiddelen)
doerah sendiri dan mengenai habhal yang bedasarkan pasal 57
ayat ertama dan Kedua dan pasal 72 peraturan ini, demiian juga
Kewenangan-kewenangan yang diberikan berdosarkan Retentuan-
Ketentuan dari- peraturan-peraturan lain- dintur oleh Gubernur
Jonderal oleh pejabat tertinggi dari gewest diatr ordonasi

Larangan tertera dalam pasal 111 peraturan ini terhadap
perkumpulan dan rapat-vapat yang bersiat Ketatanegaraan tidak
berlaku terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat yang

bertujuan Khusus untuk memilth anggota-anggota dari dewan i

Pagl2

Pagal 58 dari peraturan tersebut i atas harus dibaca sebagai
berikut;

Kecuali yang dittapkan dolam pasal 63¢, maka Gubernir
Jonderal menjaga agar Hindia Belanda tidak diadakan pojok-pajak
selain yang tlah dietapkan oleh peraturan .

Da seterustya..........
Ditetapkan di Het Loa 23 uli 1903
WILHELMINA

Menteri Daerah fajahan

INDENBURG
Diundangkan pada tanggal enam Agustus 1903
Menteri Kehakiman

JALOSFF
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sesat yang berubungan dengan hal itu, demikion juga hubungan
antara dewan dari gewest dengan dewan-dewan dari gewest yang
sama diatr dengan peraturan i,

Kepada dewan-dewan tersebut dapat dherikan kewenangan
dengan ordonasi di bawah pengawasan Gubernur Jenderdl, untuk
menetapkan - peraturan-peraturan untuk - doeralmya mengenai
pungutan pajak guna memperkuat Keuangan (egen geldmiddeln)
doerah sendiri dan mengenai habhal yang berdasarkan pasal 57
ayat pertama dan Kedua dan pasal 72 peraturan ini, demikian juga
Kewenangan-kewenangan yang diberdkan berdasarkan ketentuan-
Ketentuan dari peraturan-peraturan lain diatur oleh Gubernur
Jenderaloleh pefabat tertnggidari gewest diatur ondonasi

Lavangan tertera dalam pasal 111 peraturan inf terhadap
perkumpulan dan sapat-vapat yang bersifat Ketatanegaraan fidak
berlaku terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-vapat yang

bertujuan Khuss untuk memilth anggota-anggota daridewan i

Pal?

Pasal 58 dari peraturan tersebut i atos harus dibaca sebagai
berikut:

Kecuali yang dittaphan dalan pasal 63c, mak Gubernur
Jenderal menjaga agar Hindia Belando tdak diadakan pajak-pajak
selain yang telah ditetapkan ol peraturan umunm,

Dan seterusm...........
Ditetapkan di Het Loo, 23 fuli 1903
WILHELMINA

Menteri Daerah Jaahan

INDENBURG

Diundangkan pada tanggal enam Agustus 1903
Menteri Kehakiman

JALOSEF
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Do agar tdak seorang pun mengaku tidak mengetahuiny,
maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda setelah mendengar Dewan
Hindia Belanda memerintahkan supaya ini ditempatian delam
Lembaran Negara Hindia Belanda dan untuk seperhunya dibuatkan
terjemahannya delam bahasa Indonesia dan Cina

BN Marbun,SH,(2003), kalau kita telusuri secara cermat,
Amandemen RR Pasal 68, 68b, 68c, hanya memuat kewenangan
daerah (gewest) membentuk dewan-dewan daerah yang harus
bertanggungiawab atas pengelolaan uang yang dialokasikan untuk
membiayal urusan-urusan tertentu

Satu hal yang menardk dart UU Desentrelisas 1903 ini, alah
membentuk Dewan Daetah daem merealsosidesentralisas. Dewan
Daerah ini merupakan hal yang baru, dan masih mencari bentuk
dan cara kerjanya, dalam rangka merealisasi pembentukan Devvan
inf yang sekaligus merupakan embrio pemerintahan daerah yang
otonom, dilakukan lewat “Ordonasi Dewan-Dewan Daerah (Locale
Raden Ordonanie) tahan 1903 (Ataatsblad Nomor 181 Tahun 1905)
yang kemudian disusul dengan Ordonasi Dewan Daersh Gewest
(Gemesteike Raden) ateu daerah setingkt keresidenan pada waktu
itu,berikut Dewan Kota (Gemeente raden)”

Dari prakek dan sejareh kita membaca bahwwa pelaksanaan
atau praktek desentraliast tersebut tidak berjalan bak dan
mendapat banyak keik bak dari orang Belanda dan juga
arl kelangan intelektuel bangsa Indonesia. Dart sejarah kita
mengetehui bahwa sejak 20 Mei 1908 telah muncul Pergerakan
Nosional (yang kemudian terkenal dengan hari Kebanglitan
Nasional) yang menuntut agar kepada Hindia Belanda diberistatus
Dominion (sepert prakiek penguasa Inggrs atas daerah-daerah
koloninya), serta difkuti dengan Penbentuan Dewan Perwaldlan
Rakyat Pusat yang mempunyai kekuasaan untuk ikut serta dalam
menetapkan undang-undang mengenai kebijaksanaan Pemerintah
Pusat. Bahlkan mauh, meteka mulal menjajaki atau menuntut
berdirinya Negara Indonesia merdeka, terlepas dari kungkungan
(tatan) Kerajaan Belanda (Soehing, Perkembangan Pemerintahan
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Do agar tidak secrang pun mengaku tidak mengetafuinya,
maka GubernurJenderal Hindia Belonda setelah mendengar Devwan
Hindia Belanda memerintahkan supaya ini ditempatken dalam
Lembaran Negara Hindia Belanda dan untuk seperlunya dibuethan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan Cina,

BN Marbun,SH.,(2005), kalau kita telusuri secara cerma,
Amandemen RR Pasel 68, 680, 68, hanya memuat kewenangan
daerah (gewest) membentuk dewan-dewan daerah yang harus
bertanggungiawab atas pengelolaan uang yang ialokastkan untuk
membiayal urusan-urusan fertent.

Satu hl yang menarik deri UU Desentralisas 1903 in, elah
membentuk Dewan Daerah dalammerealsesidesentralisasi. Devwan
Daerah ini merupakan hal yang baru, dan masih mencari bentuk
dan cara erjanya, delam rangha merealsast penbentukan Dewan
ini yang sekaligus merupakan embrio pemerintahan daerah yang
otonom, dilakukan lewat ‘Ordonasi Dewan-Dewan Dagrah (Locale
Raden Ordonantie) tahun 1905 (Ataafsblad Nomor 181 Tahun 1905)
yang kemudian disusul dengan Ordonasi Dewan Daerch Genvest
(Gewesteljke Raden) ateu daerah setingkat kevesidenan pada waktu
itu, bertkut Dewan Kota (Gemeente raden)”

Dari praktek dan sejarah kita membaca bahwa pelaksanaan
atau praktek desentralisasi tersebut tidak berjalan bak dan
mendapat banyak keifk baik dari- orang Belanda dan juga
art kelangan intelektuel bangsa Indonesia. Dart searah kita
mengetabui bawa sejak 20 Mei 1908 telsh muncul Pergerakan
Nosional (yeng kemudian terkenal dengan hari Kebanglitan
Nasional) yang menuntut agar kepada Hindia Belanda dberi status
Dominion (sepert pq penguzsa Inggris atas daerah-daerah
oloninya), srta dilkuti dengan Pembentuen Dewan Perweldlan
Rakyat Pusat yang mempunya kekuasean untuk ikat serta delam
menetapkan undang-undang mengenai kebijaksanaan Pemerintah
Pusat, Bahkan lebih jach, mereka mulal menjajaki atau menuntut
berdirinya Negara Indonesia merdeke, terlepas dari kungkungan
(tkatan) Kerajaan Belanda (Soehing, Perkembangan Pomerintahan
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di Dagrah, 1980, hal 7). Gerakan Kebangkitan Nasionl, ternyata
dipelopori juga oleh mahasiswa Indonesia yang beljar di Negeri
Beland dan berkaitan dengan situasiinternasionsl yatu terjadinya
Perang Dunia ] (1914-1918)

Berdasarkan kritk-krik yang tersebut diaas, juga diacakan
penilaian bahwamemang desentralisasidengan memberlkanotononi
ke daerah-deereh dinilal gagal atau tidak memuaskan. Ates alasan
konkret tersebut, sistem desentralisasi berdasar UU Deentralisasi
1903, dianggap ketinggalan jaman dan perlu perombakan mendasa,
tdak saj atas pasal 68a,6b 68, RR, tetap juga ates pasel-pasal L
yang berkaitan dengan “Peraturan Dasar” (R yang disebut:Besturs
Dervormingswet 1922 (Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hindia
Belanda, yang isnya memperbaharui UU Desentraisast 1903).

Sebagai bahan pembanding, Bestuurs hervormingswet 1922
Kami katip selengkapnye dari “Komplast Undang-undang Otonomi
Dagrah...ap.ithalaman 210-214" ( dalam Marbun, SH., 2005)

1922 NO2I§ REGEERING-REGLEMENT (U utuk
Merubah Peraturan tentang Kebijokan Pemerintah Hindia Beland

UU tanggal 6 Februari 1922
Lembaran Negara Belanda
Nomar: 51
Kami WILHELMINA dengan Restu Tuhan, Ratu Negeri Belanda
Puteri Oranje,
Nassauds

mempermaklumkan:

Babwasannya kami teh  mempertimbangkan, bahwa
dirasakanperluuntukmengadakan perubahandariPeraturantentang
Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, menuju pembentukan baru
dasar-dasar pemerintahan “gewest” dan pemerintahan setempat i

Hindia Belanda
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di Daerah, 1980, hal 7). Gerekan Kebangkitan Nasionel, ternyata
dipelopori juga oleh mehasiswa Indonesia yang belajar di Neger
Belanda dan berkaitan dengan situas! internasional yaitu teradinya
Perang Dunia] (1914-1918)

Berdasarkan ikt yang tersebut diates, juga diadakan
penaian bahva memang desentralisasi dengan memberikan ofonon
ke dagrah-deerah dinfai gagal atau tidak memueskan. Ates alasan
konkeet tersebut, sistern desentralisasi berdasar UU Deentralisas
1903, dianggap ketinggelan jaman dan perlu perombakan mendsr,
tdak sja atas sl 68, 68c, RR, etapi fuga tas pasal-pasl lain
yang berkaitan dengan Peraturan Dasar” (RR) yang disebut Bests
hervormingswet 1922 (Peraturan Dasar Ketatenegwraan Hindia
Belanda, yang isnya memperbeharui UU Desentralissi 1903,

Sebagai bahan pembanding, Besturs hervormingswet 1922
ami kutip selengapnya dart “Kompilast Undang-undang Otonomi
Daerah...apcithalaman 210-214° ( dalem Marbun, SH,, 2005)

‘1922 NOI6 REGEERING-REGLEMENT (VU untuk
Merubah Peraturan tentang Kebijakon Pemerintah Hindia Belanda]

UU tangg 6 Februari 1922
Lembaran Negara Belanda
Nomor: 51
K WILHELMINA dengan Restu Tuhan, Ratu Negeri Belanda
Puteri Oranje
Nessauds

mempermaklumkan:

Bahwasannya kami telah mempertimbangkan, babhwa
diresakanpertuuntukmengadakan perubahandar Peraturantentang
Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, menuju pembentukan baru
dasar-dasar pemerintehan “gevvest” dan pemerintahan setempat i

Hindia Belanda.
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Oleh karena demikian, maka kam, setelsh mendengar Raad
van State dan dengan persetujuan bersama dari Saten General
(parlemen) telah menyetuui dan fahan,.. 4, dengan ni

Satu-satunya Pasal

Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belands,
ditetapkan dengan Undang-undang tanggal 2 September 1854
(Lerbaran Negara No. 129 Lembaran Negara Hindia Belanda 1855
No. 2) seperti teah diubeh dan ditambah, kemudian diubeh dan
ditambah g sebagai berikut:

a. Ayatpertama pasal 3, harus dibac:

Gubernur Jenderal tidek diperkenankan menjadi peserta
baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun menjadi
penanggung dari suatu peruschaan yang mengadekan persetujuan
unfuk memperoleh liba dan kewntungan dengan pemerintah
Hindia Belanda atau dengan bagian daripadanya

b. Diantara pasal 67 dan 68, diselipkan tiga pasal baru, yang
berbuny sebagaibertkut

Pasal 67a

Pembagian wilayeh teritorial Hindia Belanda dalom Proving
dan lain-ain “gewest” dilaksanakan dengan peraturan umum.

Di provinsi dibentuk Dewan Provinsi dengan peraturan
unmusn, wntuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga Gewest.

Dewan Provinsi mengangkat,kecual yang ditetapkan dalam
ayat4 dan 5 pasal ini,“College van Gedeputeerden” yang ditetapkan
engan peraturan umurm, yang dibebani pimpinan sehari-hari dan
pelaksanaan darf urusan-urusan.

(ubermur Jenderal mengangkat i tiap-tiap Provinsi seorang
Gubernur yang ditugaskan unfuk mengawasi pekerjean Dewan
Provinsi dan Colege van Gedeputeerden dan dalam College yang
tersebut terakbir ia mempunyai hak suara,
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Oleh karena demikian, maka kanni, seteah mendengar Raad
van State dan dengan persetujuan bersama dari Stten General
(parlemen) telah menyetuud dan faham,..dsl, dengan i

Satu-satunya Pl

Peraturan tentang Kebijakan Pemerinteh Hindia Belanda,
ditetapkan dengan Undang-undang tanggal 2 September 1854
(Lembaran Negara No. 129 Lembrangéfspindia Belanda 185
No.2) seperti telah diubah dan ditambah, kemudian diubah den
ditambah lagisebagai berikut:

a. Ayatpertama pasal 3, harus dibace:

Gubernar Jenderal tidak diperkenankan menjadi peserta
baik secara langsung maupun tidek langsung, maupun menjadi
penanggung darfsuatu perusahaan yang mengadakan persetujuan
unfuk memperoleh laba dan Kewntungan dengan pemerinteh
Hindia Belanda atau dengan bagian daripadanya

b Diantara pasal 67 dan 68, diselipkan tiga pasal baru, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67a

Pembagian wilayah tritorial Hindia Belanda dalam Proving
dan lain-lain “gewest” dilaksanakan dengan peraturan umum.

Di provinsi dibentuk Dewan Provinsi dengan peraturan
wmun, untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga Gewest.

Dervan Provinsi mengangkat, kecual yang ditetapkan dalam
ayat4 dan 5 pasal ini, “College van Gedeputeerden” yang diteteplan
dengan peraturan umum, yang dibeban pimpinan sehari-hari den
pelaksanaan darf urusan-urusan.

Cubernaur Jenderal mengangkat di tiap-tiap Provins! seorang
Gubernur yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Devian
Provinsi dan Colege van Gedeputeerden dan dalam College yang
tersebut terakhir ia mempunyai hak suara.
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Bilamana keadaan, menurut pendapat Dewan Provinsidalam
suatu Provinsi tidek memerlukan pengangktan suatu College van
Gedeputeerden, maka Gubernur memegang pimpinan sehari-hari
an melzksanakan semua rusan, yang dimaksud delam ayat tiga
psal in

Apabila peraturan umum menuntutnya, maka Pemerintahan
Provinsi. memberikan bantuan wntuk melaksanekan peraturan
tersebut, Pelaksanaanya. dilakukan, di Provinsi-provinsi yang
dibentuk College van Gedeputerdeen, oleh College 1ni dan kalau
tdak ada oléh Gubernur sendir, sepanjang peraturan umum tidak
menutut bentuan dart Devvan Provinsl, Bila bantuan ditolak oleh
Dewan Proving, meka dalam hel ni ditetapken, kelau ada College
van Gedeputeerden, bantuan it diberikan oleh College dan apabila
inipun ditlak, oleh Gubermur

Untuk selnjutnya, maka susunan, wewenang dan kewajban
pemerintah Provins! berdkut pengelolaan dan pertanggungiawaban
euangan dart provinsi diatu dengan peraturan umum, Keluasaan
Gubernur Jenderal untuk menangguhken dan membatelkan
keputusan Dewan Provinsi, College van Gedeputeerden atau
(ubernur, yang bertentangan denha Undang-undang atau dengan
Kepentingan umurm, iatur dengan peraturan umum,

Apabila pengaturan dan pemerintahanrumah tangga i
suatu provinsi diterlantarkan dengan ceroboh oleh pemerintah
provinsi, maka oleh peraturan wmum dapat ditetapkan cara-cara
unfuk mengatur pelaksanaan pemerintahan provinsi tersebut
dengan menyimpang dar ketentuan ayat kedua dan Ketiga pasain,

Pasal 67b

Mengenai beberapa urusan dalam bidang pemerintahan,
yang tidak termasuk dalam rumeh tangga gewest yang dimaksud
oleh ayat dua pasal terdahulu, maka pemerintahan delam provinsi

dilaksanakan oleh Gubernuratasnama Gubernur Jenderal, di Gevwest
liny pemerintzhan dilaksanazkan oleh pejabat-pejabat ingg ates
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Bilamana keadzan, menurut pendapat Dewan Provingidalam
statu Provinsi tidek memerlukan pengangkatan suatu Colege van
Gedeputeerden, maka Gubernur memegang pimpinan seharthari
dan melaksanakan semua urusan, yang dimaksud delam ayat tiga
pasal

Apabila peraturan wnum menuntutnya, maka Pemerintahan
Provinsi. memberlkan bantuan wntuk melaksanaken peraturan
tersebut. Pelaksanaanya dilakukan, di Provingi-provinsi yang
dibentuk College van Gedeputerdeen, oleh College ini dan kalau
tidak ada oleh Gubemur sendir, sepanjang peraturan umum tidak
memunfut bantuan dari Dewan Provins, Bila bantuan ditoak oleh
Dewan Provinsi, mala delam hal i ditetapkan, kalau ada College
van Gedeputeerden, bantuan it iberdkan oleh College dan apabila
inipun ditoak, oleh Gubernur

Untuk selanjutnya, maka susunan, wewenang dan kewajiban
pemerintzh Provinsi berikut pengelolaan dan pertanggungiawaban
Keuangan dar provins diatur dengan peraturan umum, Kekuasaan
Gubernur Jenderel untuk menangguhkan dan- membatalkan
keputusan Dewan Provinsi, College van Gedeputeerden atan
Gubernur, yang bertentangan denha Undang-undang atau dengan
kepentingan umum, datur dengan peraturan umun,

Apabila pengaturan dan pemerintahanrumah tangga dari
suatu provinst diterlantarkan dengan ceroboh oleh pemerintah
provinsi, maka oleh peraturan unnum dapat ditetapkan cara-cara
unfuk mengatur pelaksanaan pemerintahan provinsi tersebut
dengan menyimpang dart ketentuan ayatkedua dan Ketiga pase in,

Pasal 67b

Mengenai beberapa urusan dalam bidang pemerintahan,
yang tidak termasuk dalam rumah tangg gewest yang dimaksud

oleh ayat dua pasal terdahuly, maka pemerintahan delam provinsi
dilaksanakan oleh Gubernuratasnama Gubernur enderal, di Gewest
lnya pemerintahan dilaksanackan oleh pejabat-pejabat tingg ates
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nama Gubernur Jenderal dengan gelar jabaten seperti yang telah
iteapkan atau yang masih akan ditetapkan, Dalam gewest ainnya,
pada Kepala pemerintahan gewest, dengan peraturen unun dapat
diperbantukan/ditambahken Dewan Penaselit (Adviseerende)
engan susunan dan wewenang tettenf

Gubermur Jenderal menetapkan instruksi untuk  para
Gubernur dari provinsi dan untuk para pejabat finggi imaksud
Qalam ayat satu pasal ind, dan mengatur hubungannya dengan
berbagai badan (collegian) dan pejabat-pejabat dengan penguasa
milter den penguasa kapal-kapal perang, Penguasa spil sepanjang
tdak ditentukan ein adalah penguasa tertinggi

Pasal 67¢

Dimana keadaan setempat mengfinkan, maka bagian-bagian
dar provinsi dapat dijadikan persekutuan msyarakat hukum yang
berdir sendir dengan ordonas

Delam tiap-iap persekutuan masyaraket hukum yang
dibentuk berdasarkan ketentuan dalam ayat terdehulu dart pasel
in, dibentuk sebuah Devvan dengan ordonasi untuk mengtur dan
mengurus rumah tangga persekutuan masyarakat tersebut,

Peraturan wnum dan peraturan provinsi menuntut bantuan,
maka pemerintah dari persekutuan hukum ini- membertkan
bantuannya dalam pelaksanaannye. Dengan peraturan umum
ditetapkan, penguasa mana yang ditetapkan  menggantikan
pemerintah persekutuan hukum, apabila o menolak membertkan
bantuannya.

Pengaturan dari pimpinan seharihari dan pelaksanaan
dar urusan-urusan, demikian juga mengenai Ketua Dewan, dan
susunan, wewenang serta kewjiban pemerintah persekutuan ini
dilaksanakan dengan peraturan umun,

Keluasaan Gubernur Jenderal unfuk menangguhkan dan
membatalkan putusan dari pemerintah persekutuan ini yang
bertentengan dengan undang-undang atau dengan kepentingan
unnu, digtur dengan peraturan umum.
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nana Gubernur Jenderal dengan gelar jabatan seperti yang telah
diteapkan atau yang masih akan ditetapkan. Dalam gewest ainnya,
pada Kepala pemerintahan gewest, dengon peraturan umun dapat
diperbanfukan/ditambahkan Dewan Penasehat (Adviserende)
dengan susunan dan wewenang ertent.

Gubernar Jenderal menetapkan instruksi wntuk  para
Gubernur dari provinsi dan untuk para pejabat tinggi dimaksud
delam ayat satu pasal inf, dan mengatur hubungannya dengan
betbagai badan (collegan) dan pejabat-pejabat dengan pengussa
milter dan penguasa kapal-kapel perang, Penguasa sipilsepanjang
tidak ditentukan [ain adalah penguasa tertinggl

Pasal 67

Dimana keadaan setempat menginkan, maka bagian-bagian
dart provins dapat dijadikan persekutuan masyarakat hulam yang
berdirt sendirt dengan ordonas,

Dalam tap-tiap persekutuan masyarekat hukum yang
dibentuk berdasarkan ketentuan dalam ayat terdahulu dart pasal
in, dibentuk sebuah Devvan dengan ordonasi untuk mengatur den
mengurus rumah tangga persekutuan masyarakat tersebut,

Peraturan umum dan peraturan provinsi menuntut bantuan,
maka pemerintah dari- persekutuan hukum ini- memberikan
bantuannya dalam pelaksanaannye. Dengan peraturan umum
ditetapkan, penguasa mana yang ditetapkan menggantikan
pemerintah persekutuan hukum, apabila s menolak memberikan
bantuannya.

Pengaturan dari pimpinan sehari-hari dan' pelaksanaan
dar urusan-urusan, demikian juga mengenai Ketua Dewan, dan
susunan, wewenang serta kewgiban pemerintah persekutuan ini
dilaksanzkan dengan peraturan umun,

Kekuasaan Gubernur Jenderal untuk menangguhkan dan
membatalken putusan dari pemerintah persekutuan ini yang
bertentengan dengan undang-undang atau dengan kepentingan
wn, diatur dengan peraturan umum.
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Apabila pengaturan dan pemerintahan darf rumah tangga
sesuatu persekutuan masyarakat hukum  oleh pemerintahannya
diterlantarkan secara ceroboh, maka dengan peraturan umum dapat
ditetapkan cara-cara bagaiman mengatur pelaksanaan pemerinteh
persekutuan tersebut dengan menyimpang dartayat dua dan empat
pasal ol

a. Pasal 6 dibaca sebagaiberikut

Sepanjang dengan atau berdasarkan pasal-pasal 67a, dan 67c
tidak diadakan peraturan L, maka apa yang ditentukan dalem
pasal-pasal 68a, 68D, dan 68¢, erlaku juga untuk provinsi-proving
dan bagian-bagian dari provins yang ditunjuk sebagai persekutuan
yang berdirisendiri

b. Pasal 69 diubah sebagai bertkut:
L. Dalam ayat pertama dibububkan dibelakang perkataan

“oewesten, 0 Pulau Jawa dan Madurd’
2. Dalam ayat terakhir, kata-kata: “di pulau Jawa” harus dibaca
“ti Pulau Jawa dan Madura®

¢. Pasal 70 diubah sebaga bertkut:

L Dalam ayat pertama dibelakang Kata: regentschappen
(kabupaten) dibubuhkan alimat: G Pulau awa dan Madurd
2. Pada pasil tersebut ditambahkan ayat keempat yang berbuny’
sebagai berlkut:
Dalam proving, penetepan yang dimaksud delam ayat
terdahulu, dilaksanakan oleh Gubernur

d. Ayatpertama dan ayat kedua dar pasal 71, dibaca sebagai berkut

Perselutuan masyarakt hukum  Bumiputera  memih
Kepalanya sendiri dan' mereka yang memegang pemerintahan
dengan pengesshan dari penguasa yang ditunjuk dengan peraturan
wnun. Gubemnur Jenderal mempertahankan hek itu terhadap
semua pelanggaran,
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Apabila pengaturan dan pemerintahan dari rumeh tangga
sesuatu persekutuan masjarakat hukum - oleh pemerintahannya
diterantarkan secara ceroboh, maka dengan peraturan umum dapat
ditetapkan cara-cara bagaiman mengatur pelaksanaan pemerintah
persekutuan tersebut dengan menyimpang dari ayat dua dan emmpat
pasilini

a. Pasal 8 dibaca sebagaiberikut

Sepanjang dengan atau berdasarkan pasal-pasal 67a, dan 67¢
tidak diadaken peraturan L, maka apa yang ditentukan dalam
pasil-pasal 682, 68D, dan 68¢, erlaku juga untuk provinsi-provin
dan bagian-bagian darl provins! yang ditunjuk sebag persekutuan
yang berdirisendiri

b. Pasal 69 diubah sebagai bertut:
L Dalam ayat pertema ibububkan dibelakang perkataan

“oewesten’, i Pulau Jawa dan Madurd
2. Dalam ayat terakhir, kata-kate: ‘0 pulau Jawe harus dibaca
“di Pulau Jawa dan Madura"

¢. Pasal 70 dubah sebag bertkut:

L Dalam ayat pertama dibelakang kate: regentschappen
(kabupaten) dibubuhkan alimat. i Pulau awa dan Madure’,
2. Pada pasa tersebut ditambahkan ayat keempat yang berbunyi
sebagai berikut:
Dalam provingi penetapan yang dimeksud dalam ayat
terdahulu, dilaksanakan oleh Gubernur

d. Ayt pertama dan ayat kedua dar pasal 7, ibacasebagt berkut:

Persehutuan  masyarakt hukum  Bumiputera - memiih
Kepalanya sendiri dan mereka yang memegang pemerintahan
dengan pengesahan dari penguasa yang ditunjuk dengan peraturan
wnun. Gubermur Jenderal mempertahankan hek itu terhadap
semua pelanggaran,
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Kepada perselutuan masyarakat hukum tersebut, diserahkan
pengaturan dan pengurusan rungh tanggenya sendiri, dengan
memperhatikan peraturan-eraturan umum yang ditetapkan oleh
(Gubernur Jenderal, oleh penguasa gewest, atau oleh perselutuan
masyarakat (gemeenschappen) yang berdin sendiri, yang ditunjuk
engan peraturan umum.

e, Dalam pagal 131 ayat 3 dibawah . titk koma penutup, diganti
dengan koma dan disusun kemudian dengan kelimat sebaga
berut: “begitu uga rencana peraturan unwurn yang tibul dari
pasel-pasal 67, 67b,67c, dan dari pasal 132 ayat ima peraturan
in’

f. Ayat kelima dari pasal 132 dibaca sebag berdkut: ‘Anggote-
anggota Lainnya dipiih dengan cara yang diteaplan dengan
perdfuran umun’

g. Pasal 135 dibaca sebagai berikut: “Penetapan selanjutnya dari
jumlzh anggota yang dimaksud delam ayat ketiga, keempat dan
yang keenam dari pasel 132 ditetapkan dengan peraturan umunm’

Diperintahkan supaya ini ditempatian dalam Lembaran
Negara dan supaya semua Departemen-Cepartemen Kementerian,
para Pembesar, Lembaga-lembaga dan para pejabat, sepanjang
mengenai dirinya menaati pelaksanaaniya dengan seksama.

Ditetapkan di-s Gravenhage, 6 February 1922
Wilhelmina
Menteri Daerah Jaghan

De Graff

Diundangkan pada tanggal duapuluh satu February 1922
Menteri Kehakiman

Heemskerk
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Kepada persekutuan masyarakat hukum tersebut,diserahkan
pengaturan dan pengurusan runh tangganya sendirl, dengan
memperhatikan peraturan-eraturan umurn yang ditetapkan oleh
Gubernur Jenderal, oleh penguasa gewest, atau oleh perseutuan
masfatakat (gemeenschappen) yang berdir sendiri, yang ditunjuk
dengan peraturan umum,

e, Dalam pasal 131 ayat 3 dibawah d. itk koma penutup, diganti
engan koma dan disusun kemudian dengan kalimat sebagai
berdkut:“begitu uga rencana peraturan unum yang timbul dar
pasdl-pasal 67, 670, 67c, dan dari pasal 132 ayat lima peraturan
inf

£, Ayat kelima dari pasel 132 dibaca sebagai berilut: Anggota-
anggota hinnya diplh dengan cara yang dietapkan dengan
perafuran umun’

g Dasal 135 dibaca sebagai berikut: “Penetapan selanjutnya dari
jumlgh angota yang dimeksud dalam ayat ketiga, keerpat dan
yang keenam dari pasal 132 itetapkan dengan peraturan umun

Diperintahkan supaya ini ditempatian dalam Lembaran
Negara dan supaya senmua Departemen-departeren Kementerian,
para Dembesar, Lembage-lembaga dan para pejabat, sepanjang
mengenai dirinya menaati eleksanaannya dengan seksama

Ditetapkan di-s Gravenhage, 6 February 1922
Wilhelmina
Menteri Daerh Jajshan

De Graff

Diundangkan pada tangge duapuluh satu February 1922
Menteri Kehakiman

Heemskerk
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Dan agar tidak seorangpun mengaku tidak mengetahuinye,
maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan supaya
in ditempatan dalem lembaran Negara Hindia Belanda dan untuk
seperlunya dibuatkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan

Cina untuk diumunkan
Ditetapkan di Cipanas, 14 April 1922
DFock
Diundangkan pada tanggel delapan Mei 1922
Sekretaris Umum
Ch. Walter

Seek eluarnya Besturs  hervormingwets 1922 telah
membawa perubahan yang cukup mendasar dalam system tata
kepemerintahan daerah di Hindia Belanda. Harus diakui, walau
merupakan pil pehit, banyak isi UU Desentralisasi 1903 dan
pencrapanaya, dan isi Bestuunshervormingsweet 1922 yang ditr
Ketia Fndonesiamerdeke, ataupalingedikit hemnansaatau berbauis
wdang yndang dari masa penjajahan. Faktor in dalam pendekatan
Pembangunan Politk sah sah sje, mengingat pembangunan poliik
memiiki konotes,

Konotasi tersebut dapat berupa konotasi geografs, yaitu
terjadi suatu proses perubahan poliik pada negara-negara sedang
berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda
yang pernah digunakan oleh negara-negara maju; atau konotas
everfatf, yaitu Konsekuensi politk dari proses perubahan yang
menyeluruh; termasuk konotast teologi, yaitu proses perubahan
menuju pada suatu atau beberapa tujuan, katalanlah aspek stabltes
poltk, integrasi politk, demokrasi, partisisi, mobilisasi dan
sebagainye; ataupun konotasi fungsional, yaitu adanya gerakan
perubahan menuju kepada suatu sitem politk ideal yang ingin
dikembangkan oleh suatu Negara,termasuk dalam hal ni Indonesi.

Kembali pada sejarah Otonomi Daerah di jaman Hindia
Belanda, dijeleskan bahwa berdasarkan Bestuursherhervormingswet
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Dan agar tdak seorangpun mengaku tidek mengetahuinya,
maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan supaya
in ditemypatkan dalam embaran Negara Hindia Belanda dan untuk
seperlunya dibuatkan terjemsahannya dalam bahasa Indonesia dan
Cing unfuk diumumkan,

Ditetapkan di Cipanas, 14 Aprl 192
DFock
Diundangkan pada tanggal delapan Met 1922

Sekretaris Unum
Ch. Walter

Sk Kehuarnya Besturs - hervormingwets 1922 telh
membawa perubahan yang cukup mendasar dolam system tata
kepemerintahan daereh di Hindia Belanda. Harus diaku, wlau
merupakan pil paht, banyak isi UU Desentralsasi 1903 dan
penerapanny, dan ist Bestusoshervormingsweet 1922 yang ditru
RetikaIndonesiamerdeka,ata palingsedikit bermuansaatau berbans
tndang ndang dari masa penjajahan. Faktor ini dalam pendekatan
Pembangunan Politk sahseh saja, mengingat perbangunan polifk
memilid konotast

Konotas tersebut dapat berupa konotasi geografi, yaitu
terads suatu proses perubahan politk pada negara-negara sedang
berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda
yang pernah digunaken oleh negara-negara maju; atau Konotes
everiti, yaitu konsekuensi poltk dari proses perubahan yang
menyeluruh; termasuk konotasi teologis, yaitu proses perubahan
menuju pada suat atau beberapa tujuan, katalanlah aspek stablias
politk, integrasi politk, demokrasi, pagtismsi, mobiisasi dan
sebagainye; ataupun konotast fungsional, yaifu adanya gerakan
pertbahan menuju kepada suatu sistem politk ideal yang ingin
dikembangkan ol suatu Negara,termasuk dalam halni Indonesia

Kembali pada sejarah Otonomi Daerah di jaman Hindia
Belanda ijlaskan babwa berdasarkan Bestuursherhervormingswet
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1922, keluarlah beberapa ordonansi pembentukan propinsi dan
dewan pepemerintahan daerah, Diantaranya

a. Ordonasi Provinsi, yang mengatur daerah Otonom Provins
yang luas deerehnya sama dengan daerah administrative
gevest, dalam Lembaga Negara (Ind Staatslad) 1924 No
78, Hel itu dikutip dengan pembentukan Provinsi Jawa Barat
(1925), Jawa Tinmur (1927), den Jawa Tengah (1929).

b. Ordonasi Kabupaten, yang mengatur daerah otonom
Regentschap dalam Lembaran Negara 1924 No. 79, yang
menjadi dasar bagi pembentukan Dewan-dewan Kabupaten
ditiga Provinsi pulau Jawa,

¢. OndonasiKotapraja, yangmengatur ofonomi Staatsgemeenter,
dlam Lembaran Negara (Staatsblad) 1926 Nomor 363, yang
mengubzh Gemeenteraden di Jawa menjadsi Staatsgemeente,

Ketika itu di daerah-dacrah ofonom luar Jawa-Madura
masth berdasarkan UU Desentralisai 1903, dan baru mengalami
perubahan tahun 1937 dan 193%.

a. Grogps gemeenschaps Ohdomasi, Lembaga Negara 1937 No
464 yang memungkinkan pembentukan daerah-daerah
ofonom bagi suku-suku yang homogen di huar awa-Madure,
luas daerahnya sama dengan daerah administrative gewest,

b. Staatsgemeenten Ordonanti Buiten gewesten: Lembaran
Negara (Staatsblad) 1938 Nomor 131 mengatur perubahan
status Gemeente (Kotapraja) di huar Jawa-Madura menjadi
Staatsgemeente.

Dalam sefarah ikemukakan bahwa proses otonom; daerah
sejak 1903 berlku-iku,sehingga otonomi daerah umumnya hanya
difahami pejabat-pejabat Belanda atau pegawat orang Indonesia
yang menduduki posist sebagi pegawai negerl, maka fidak heran
bahwa masyarakt awam tidak begitu mengenal apa itu otonomi
daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda

!
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1922, Keluarlah beberapa ordonansi pembentukan propinsi dan
dewan pepemerintahan dacrah, Diantaranya

. Ordonast Provinsi, yang mengatur daerah Otonom Provingi
yang luas deerahnya sama dengan aerah adminisratve
gewest, dalam Lembaga Negara (Ind Staatsbad) 1924 No
78, Hal itu dkutip dengan pembentukan Provinsi Java Barat
(1925), Jwa Timar (1927), dan Jawa Tengah (1929).

b, Ordonasi Kabupaten, yang mengatur daerah ctonom
Regentschap dalam Lembaran Negara 1924 No. 79, yang
menjad; desar bagi penbentukan Dewan-dewan Kabupaten
ditga Provinsi pulau Jawa.

¢. OndonasiKotapraa,yang mengatur otonomi Saatsgemeener,
dalam Lembaran Negara (Stantsbla) 1926 Nomor 365, yang
mengubeh Gemeenteraden i Jawa menjads Staatsgemeente

Ketka itu di daerah-darah ofonom uar Jawa-Madura
masth berdasarkan UU Desentralisasi 1903, dan baru mengalami
perubahan taun 1937 dan 1938,

. Grogps gemeenschaps Ordona, Lembaga Negara 1937 No
464 yang memungkinkan pembentukan daerah-deerah
otonom bagi suku-suku yang homogen dihuar awa- Madurs,
luas daerahinya soma dengan daerah administrative gewest,

b, Staatgemeenten Odonanti Buiten gewesten Lembaran
Negara (Staatsblad) 1938 Nomor 131 mengatur perubahan
status Gemeente (Kotepraja) di b Jawa-Madura menjadi
Staatsgemeente.

Dalam sejarah ikemukekan bahwa proses otonomi deerah
sejak 1903 berlku- ku, sehingg otonomi daerah umumnya hanya
difaharni pejabat-pejabat Belanda atau pegaw orang Indonesia
yang menduduld posisi sebagi pegawai negeri, maka tidek heran
bahwa masyarakat awam tidak begitu mengenal apa itu otonomi
daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda,
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Diuangkapkan pula daerah-daerah otonom bentuken Hindia
Belands, disamping Kepala Daerah, dibentuk pula Dewan-dewan
Daereh, tetepi cara. pengangkatannya belum demokratis, lewat
pemiihan umum cara bertingkat. Den yang boleh memih harus
memenuhi persyaratan pembayaran pajak, tingkat pendickan
an hain-Jan. Sedangkan untuk sebagian lainaya (anggota Dewan)
diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daereh Otonomi
tingkat atasnya,

Dari uraan sepintas di ates dapat disimpulkan bahwa
sejak 1903 di Hindia Belanda telah ada otonomi daerah dengan
berlandaskan U Desentralisasi 1903, dan diperluas lagi dengan
Bestuursher vormingsweet 922, Titk berat otonomi- diempuh
lewat dekonsentrast dan desentralsast serta fugas pembantuan
(medebewind). Disamping itu sudah dikenal pula daerah swapraja
dan Desa sebagal daerah otonom berdasarkan hukumadat (Soehino,
SH, dalam Marbun, SH, 2005)

2 Laman Penduﬂan Jepang

Pada tanggal 9 Maret 1942 bala tentara Belanda di bawah
pimpinan Jenderal Ter Poorten telah menyersh di Bandung
tanpa syarat kepada Panglima Tentara Jepang Jenderal Imamura,
Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 itu dolam kanca
Perang Dunia Il falsh untuk menduduki Indonesia dalam rangka
penguasaan teriorial berhadapan dengan pihak Sekutu. Dengan
semboyan muharan, Jepang mengklain bahwa kedatangannya ke
Indonesia ialah delam rangka membebaskan, “Saudara mudanye!
bangsa Indonesia dart belenggu penjajahan Belanda. Namun pada
Kenyataanya, Jpang yang mengaku sebagai“saudaratua” Indonesia
bertindak sebagi penjejah dan bertingkah laku sebagi manusia
kejam yang mengadakan pelanggaran hak asasl manusia dberbagl
tempat di Indonesi,

Jepang yang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesi,
walau pada mulanya menjanjikan perubahan sstem pemerintahan
Kolonial, tapi nyatanya meneruskan sistem dekonsentrasi dan
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Diuangkapkan pula daerah-deerah otonom bentukan Hindia
Belanda, disamping Kepala Dagrah, dibentuk pula Devwan-devwan
Daereh, tetapi cara.pengangkatannya betum demokratis lewat
pemikhan umum cara bertingkat. Dan yang boleh memilih harus
memenuhi persyaratan pembayaran pajek, tingkt pendidikan
dan lin-Jain. Sedangkan untok sebagian Linnya (anggota Dewan)
diangkat oleh Pemerinteh Pusatatau Pemerintah Daerah Otonormi
tingkat atesnya.

Dart wraion sepintas di ates dapat isimpulkan babwa
sejak 1903 di Hindia Belanda teeh ada otonomi daerah dengan
berlandeskan UU Desentralisasi 1903, dan dipertuas lagi dengan
Bestusasher vormngsweet1922. Titk berat otonomi ditempuh
lewat dekonsentrasi dan desentralses serta fuges pembantuan
(medeewind). Disamping itu sudeh dikenal pula daerah swapraja
dan Desa sebagal daerah otonom berdasarkan hukumadt (Soehino,
SH, dalam Marbun, SH., 2005)

2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada tanggal 9 Maret 1942 bala tentara Belanda di bawah
pimpinan Jenderal Ter Poorten telah menyerah di Bandung
tanpa syarat kepada Panglima Tentara Jepang Jenderal Imamura,
Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 itu dalam kanca
Perang Dunia 11 alah untuk menduduli Indonesia dalam rangka
penguasaan teritorial berhadapan dengan pihek Sekutu. Dengan
semboyan muharan, Jepang mengklain bahwa kedatangannya ke
Indonesia alah dalam rangka membebaskan, “saudara mudanye!
bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Namun pada
Kenyataanya, Jepang yang mengaku sebagai‘saudra tua” Indonesia
bertindak sebagi penjajah dan bertingkah Leku sebagi manusia
kejam yang mengadaken pelanggaran hak asest manusia diberbaga
temnpat di ndonesia,

Jepang yang menggantikan penajahan Belanda di Indonesia
walau pada mulanya menjanikan perubshan sistemn pemerintahan
Kolonial, tapi nyatanya meneruskan sistem dekonsentrasi dan
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sentralistkc dengan mengadekan  perubahan-perubahn ecl
sepert penam@) daerah dan peebenya digatkan Kedalam
bahasa Jepang, abatan-jabaten yang dulunya diduduki oleh orang
Belanda digantikan pejabat-pejabat Jepang. Wiayeh provinsi dan
Gubernurnya serta Dewan Provinsi dihapus. Dengan demikian
asas desentralisast yang telah mulai ditunbublan oleh penjah
Belanda diiadakan atau dicabut eksistensinya. Hanya eksisensi
Kabupaten dan Kotapraja berjalan terus tanpa kehadiran dewan (
BN Marbun,SH.,2005).

Sesual dengan suasana perang, ternyata tentara pendudukan
Jepang merombaksistem pemerintahan HindiaBelandaberdasarkan
strategt militer.Jepang membagi Hindia Belanda menjad: 3 wilayah

kekuasaan militer
4

1. Sumatera di bawah Komando Panglima Angkatan Darat
XXV (Rikugu) yang berkedudukan di Bulitingol

1. Jawa dan Madura di bawah komando Panglima Angkatan
Datat XVI (Rikugun) yang berkedudukan di fakarta.

3. Danah-daerah lainnya i bawah Komando Panglima
Anghatan Laut (Kaigun) yang berkedudukan di Makassr,

Dengan pembagian wikayah ini, maka pusat pemerintahan
berada i bawah kekuasaan militer yang dilaksanakan oleh
Komandan Angkatan masing-masing dengan sebutan Gnselkan.

Padaprinsipdanprakicknya, menurut Marbun (2005),Tentara
Pendudukan Jepang tidak berniat member asas desentraisai
pada Indonesia. Hal itu buken hanya Katena alasan perang, tetapi
jenderal-fenderal Jepang uga Kaisar dan pemerintahannya di
Jepang tidak mempralcekkan demokrasi dan asas desentralisasi,
melainkan asas sentarlsas. Oleh kavena itu tidek mengherankan
jka masa pendudukan Jepang i Indonesia(1942-1945) merupakan
st gelap delam pertumbuhan otonomi di Indonesta

Digkui bahwa menjelang berakhirnya pendudukan Jepang,
Penguasa Jepang membentuk Dewan-dewan daerab di Karesidenan,

dan di Kotamadya sebagai bagin dari tektik politknya untuk

26

DESENTRALISAS] PEMERINTAHAN DALAM
PERSPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

sentralistke dengan mengadakan  perubahan-perubahn kel
seperti penamaan daerah dan pefabatnya digantikan kedalam
behasa Jepang. Jabatan-jabatan yang dulunya diduduld oleh orang
Belanda digantikan pejabatpejabat Jepang, Wilayah provinsi dan
Gubernurnya serta Dewan Provinsi dihapus. Dengan demikian
asas desentralsasi yang telah mulai diturbubkan oleh penjjeh
Belanda ditadakan atau dicabut eksistensinya. Hanya eksistensi
Kabupaten dan Kotapraja berjalan terus tanpa kehadiran dewan (
BNMarbun SH,2003).

Sestai dengan suasana perang, ternyata tentara pendudukan
Jepang merombek istempemerintahan Hindia Belandaberdasarkan
strategi milite. Jepang membagi Hindia Belanda menjads 3 wilayeh
ekuasean militer

I, Sumatera di bawah Komando Panghima Angkatan Darat
XXV (Rikugun) yang berkedudukan di Bulittinggi

. Jawa dan Madura i baweh komando Panglima Anglaten
Darat XVI (Riugun yang berkedudukan i Jakarta,

3. Daerah-daersh lainoya di bawah Komando Panglima
Angkatan Laut (Kaigun) yang berkedudukan di Makassar,

Dengan pembagian wilayah ini, maka pusat pemerintahan
berada di bawah kekuassan militer yang dlaksanakan oleh
Komandan Angkatan masing-masing dengan sebutan Gunsedkan.

Padaprinsipdanpraktekaya, menurut Marbun (2005),Tentara
Pendudukan Jepang tidak berniat membert asas desentralisas
pada Indonesta. Hal itu bukan hanya karena alasan perang, etapi
jenderal-jenderal Jepang uga Kaisar dan pemerintahannya di
Jepang tidak mempraktekkan demokrasi dan asas desentralissi
melankan asas sentarlisas, Oleh karena itu tidak mengherankan
jka masa pendudukan Jepang i Indonesia (1942-1945) merupakan
st gelap dalom pertumbuhan otonom i Indonesia

Digkui babnwa menjelang berakhirnya pendudukan Jepang,
Penguesa epang membentuk Dewen-devwan daerch di Karesidenan,

dan i Kotamadya sebagai bagian dart tektik politkaya untuk
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mendapat dukungan yang huas dart masyarakat. Tetapi berdasarkan
catatan yang ada, dewan-dewan tersebut tidak berfungsi dan
pembentukannya juga tidak melalui proses demokratis (yaitu
pembentukannya secara itunjuk atau pemilihan secaraberjenjang).
Dewan-dewan bentukan Jepang in tetnyata tidak berfungs dan
tidak menghaslkan produk yang nyata sebagai dewan. Disebutkan,
Qewan ini tugasnya hanya untuk mendengarkan ceramab-
ceramah, nasehat dan perintah dan keinginan penguasa Jepang
(BN:Marbun,SH.,(2005).

Telah diuraikan terdabulu, bahwa selama zaman pendudukan
Jepang, Indonesia dibagi ke delam 3 wilayah besar. Komandan-
Komandan tentara (semula bernama gunseredkan, kemudian seiak
1 September 1943 menjadi saikoo sikikan) dan komndan marine
tersebut di atas, masing-masing menjalankan pemerintahan sipil
teringgt (dapat disamakan dengan kekuasaan yang sebelumaya
dipegang oleh gubernur jenderal), akan tetapi yang sesungguhnya
menjalankan pemerintahan tersebut adalah gunseikan, Kepala staf
i satkoo sikikan dan minsekan, kepala stef dari komandan
marig.

Pada permulaanya, Pemerintzh  Pendudukan  Jepang
melanjutkan sebagian besar struktur pemerintahan daerch sepert
pada zaman Belanda di dalam bidang dekonsentrasi, hanya digant
nama-namanya menjadi dalam bahesa Jepang,

Jabatan gubernur dan jabatan asisten residen i Jawa
dihapuskan. Kotapraja-kotapraja dilepaskan dart inghuangan
administratifpara bupat, sedangkan parawalikota menjadi petuges
petugas pangreh praja yang tunduk kepada residen.

Menurut Undang-undang No: 27 tahun 2602, selurch Jawa
dibagiatas syum (keresidenan), i (tandgemeente), ke (kabupaten),
gun (disrict), som (onderditrict) dan kur (desa), selin itu ada
pula Koo (vorstenlanden), sedangkan i har Jawa juga terdapat
SusUnAn-§uSlnan jang parare,

Delarm sidang desentralissi, berdasarkan Osamy b No
12dan 13 tahun 2603 pemerintah Jepang menghapuskan provinsi-
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mendapat dukungan yang las dari masyarakat. Tetapt berdasarkan
catatan yang ada, dewan-dewan tersebut tidak berfungst dan
pembentukannya juga tidek melalui proses demokrati (yaitu
pembentukannya secara ditunjuk ateu pemilihan secara berjenjang).
Dewan-dewan bentukan Jepang ini ternyata tidak berfungs dan
tidak menghasilian produk yang nyata sebagai dewan. Disebutkan,
dewan ini tugasnya hanya untuk mendengarkan ceramab-
ceramah, nasehat dan perintah dan keinginan penguasa Jepang
{B.N.Marbun,SlJa[lS).

Telah diuraikan terdahulu,bahwa elama zaman pendudukan
Jepang, ndonesa dibags dalam 3 ilayah besar. Komandan:
komandan teotara (semula bernama gunsereikan, kemudian sejak
I September 1943 menjads saikoo sikikan) dan komandan marine
tersebut di ata, masing-masing menjalankan pemerintahan sipil
tertinggi (dapat disamalan dengan kekuasaan yang sebelumnya
dipegang oleh gubemur jenderal), akan tetapi yang sesungguhnya
menalankan pemerintahan tersebut adelah gunsedkan, kepala staf
dari koo sikikan  dan mingeikan, kepala stef dari komandan
marine.

Pada permulaanye, Pemerinteh Pendudukan ~ Jepang
melanjutkan sebagian besar struktur pemerintahan daereh sepert
pada zaman Belanda di dalam bidang dekonsentras, hanya digant
nama-namanya menjadi dalam bahasa Jepang

Jabatan gubernur dan jabatan asisten residen di Jawa
hapuskan. Kotapraja-kotapraja dlepaskan dari- Hnghuangan
administratif para bupat, sedangkan para walikota menjadi etugas-
petugas pangreh praja yang tunduk kepada residen.

Menurut Undang-undang No: 27 tahun 2602, sehuruh Jawa
ibagiatas sy (keresidenan), f(taadgemeente), kem (kabupaten),
glﬁimrict), son (onderdistrict) dan K (desa), selain itu ada
pula koot (vorstenlanden), sedangkan di huar Jawa juga terdapat
SUstnan-Susunan yang pararel,

Dalanm sidang desentralisasi, berdasarken Osam Seirei No:
12 dan 13 tahun 2605 pemerintah Jepang menghapuskan provingi
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provinsi, Kabupaten-kebupaten, Kotapraje-kotapraja (termasuk
pula- swapraja-swaparja dan pesekutuan-ersekutuan hukum
adat, seperti desa di jaa, marga, huta, kuria, dan seterusnya i huar
Jowa), sedanghan badan-badan umun dibiarkan tetap berdiri
tetapi dewan-devwan kabupaten dan kotapraa dihapuskan. Semua
kekuasaan pada seat itu ijalankan oleh bupati (kentyoo) dan
walikota styoo).

Teantiggpkakan pada pragaterdahul, atwamenjelng
kekalshannya dalam peperangan Pemerintah Pendudukan Jepang
mengadakan siasat politk baru dengan pembentukan dewan-
dewan perwaldlan rakyat, yaitu Tyoo sangiin di Jakarta, Sy
sngikai di karesidenan-Karesidenan dan Tokubetsu Si-Songikai
di kota Jakarta untuk mengelus dan memikat bangsa Indonesia
supaya bersedia membantu Jepang dalam menghadapi musuhnya,
Dewan-dewan tersebut sebenarnya hanya merupakan sandivara
belaka, karena tugas dart dewan-dewan tu hanya mendengarkan
cetamah-ceramah, saran-saran dan merundingkan bagaimana cara
melaksanakan perintah-perintah, serta kemavan dart Pemerintah
Jepang belak.

Kiranya perlu ditambahkan mengenai pembentukan dewan
tersebut berdasarkan Osamu Konrei No: 36 dan 37 tahun 2603
serta Osanmu Kanvei No: 8 tahun 2603, para anggota dewan-dewan
yang dibentuk tersebut (tyoo sangin, sy songkai dan tokobetsu
sisangikai ditunjuk dengan pengangkatan atau pemiliban secara
bertingkat, sedangkan pemilih-pemiihoya ditunjuk. (Demikian
diternukan pada berbagai catatan sefarch, antara lain i Choris
ChobibSoleh MM,dkk,2000).

4, Zaman Pendudukan Belanda dan Sekutunya

Sehagaimana dicatat dalam searah, sejak proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
sampai saat pengakuan kedaulatan oleh Negerl Belanda kepada
Republk Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka
Pemerintsh Belanda terus-menerus berupaya dengan pelbagai
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provinsi, kabupaten-kabupaten, otapraja-kotapraja (termasuk
pula swapraja-swapatja dan pesekutuan-persekutuan hukum
adat, sepert desa di jaa, marga, huta, kuria dan seterusnya di Lar
Jiva), sedangkan badan-badan wnum dibiarkan tetap berdir
tetapi dewan-dewan kabupaten dan kotapraja dihapuskan. Semua
kekuasaan pada suat itu ijalankan oleh bupati (kentyoo) dan
walikota styo0).

Telah dikemukakan pada pragrafterdahul, bahwamenjelang
Kekalghannya dalam peperangan Pemerintah Pendudukan Jepang
mengadakan siasat politk baru dengan pembentukan dewan-
dewan perwalclan rakyat, yaitu Tyoo sangiin di Jakarta, Sy
sangikai di Karesidenan-Karesidenan dan Tokubetsu Si-Songikai
di ota Jakarta untuk mengehus den memikat bangsa Indonesia
supaya bersedia membantu epang dalam menghadapi musuhoye.
Dewan-dewan tersebut sebenarnya hanya merupakan sandiwara
belaka, karena tugas dari dewan-dewan fu hanya mendengarkan
ceramah-ceramah, saran-saran dan merundingken bagaimana cara
melaksanakan perintah-perintah, serta kemauan dui Pemerinteh
Jepang belaka.

Kiranya perlu ditambahkan mengenai pembentukan dewan
tersaberdasarkan Osamu Kanrei No: % dan 37 tahun 2603
setta Osamu Kanrei No: 8 tahun 2603, para anggota dewn-devwan
yang dibentuk tersebut (1yoo sangi, sy sangikai dan okobets
si-sangikai) ditunjuk dengan pengangkatan atau pemiliban secara
bertingkat, sedangkan pemili-pemilhaya ditunjuk. (Demlian
ditemukan pada berbagi catatan sejarah, antara lan dari Choris
ChobibSoleh MM,dkk 2000),

4, Zaman Pendudukan Belanda dan Sekutunya

Sehagaimana @imtat dalam sefareh, sejak proklamasi
kemerdekaan Republlk Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
sampai saat pengakuan kedaulatan oleh Negeri Belanda kepada
Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka

Pemerintah Belanda terus-menerus berupaya dengan pelbagai

28




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PeRsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

jilan untuk mengembalikan lgi kekuzseannya di ndonesia dengan
berpegangan kepada naskah Perjanjian Postdam yang mengakui
kedaulatan Belanda aas Indonesta

Karena Volksraad dan Raad van Indietidak dapat dihiduplan
kembali, maka wewenang membuat ordonasi dipegang oleh
(Letnan) gubernur Jenderel dengan persetujuan Dewan Kepala-
kepala Departemen. Selain hal tersebut, sehubungan dengan Hindia
Belanda dalam keadaan darurat perang, maka kekuasaan militer
yang sebagian besar ilakukan oleh petugas-petugas pangreh praj,
menjalankan pula wevwenag membuat peraturan perundangan.

Selama masa pendudukan oleh pasukan-pasukan Sekuty,
petugas-petugas tersebut memakai nama Commandinga Offer
Netherlas Idies Civl Administration. (NICA) dan' Commanding
Offcer Alied Mlitary Adwinistration Civl Afr Branch (AMACAB),
emudian setelah pasukan-pasukan sekutninggalkan Hindia
Belanda, maka timbu nama seperti Hoofd Tidelke Bestuursdionst
(HTB) dan Regerings Cimmisais voor Besturs-aangelegenheden
(Recomba),

Sebagal usaha kewah konsolidest pemerintahan daerab-
daerah yang diduduki dan untuk memikat bangsa Indonesia meka
pihak Belanda menempu dua (dua) jlan, yakn

1) Meletakkan dasar-dasar dari e rechtsorde sampi
dengan janj yang diucapkan oleh Ratu Belanda dalam pidato
radio pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu menuju ke arah
pembentukan Negara yang disusun secara federatif antara
Lin dengan mengadakan konferens-onferensi di Malino
Denpasar dan Pangkel pinang, yang kemudian r?hasilkan
terbentuknya 15 buah negara-negara bagian (calon negara
bagian) secara berangsur-angsur. Pada akhirnya dengan
Keputusen Gubernemen No. 1 Tehun 1948 tertanggel 9
Maret 1948 (5.1948-62) dibentuklah Pemerintahan Federal
Sementara untuk Indonesia (Voorlopige Federle Regering
yoor Tndonesie). istem federalism yang telah di-fait-a-compls-
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jelan untuk mengembalan agi kekuasaannya diIndonesia dengan
berpegangan kepada naskah Perjanfian Postdam yang mengaki
Kedaulatan Belanda atas ndonesia

Karena Volksraad dan Read van Indie tidak dapat dihidupkan
Kembali, maka wewenang membuat ordonasi dipegang oleh
(Letoan) gubernur Jendergengan persetuuan Dewan Keple
epala Departemen. Seain hal tersebut, sehubungan dengan Hindia
Belanda delam keadaan darurat perang, maka kekuasaan militer
yang sebagian besar dilakukan oleh petugas-petugas pangteh praja,
menjalankan pula wewenag membuat peraturan perundangan,

Selama masa pendudukan oleh pasukan-pasukan Sekutu,
pefuges-petugas tersebut memakai nama Commandinga. Offcer
Netherlas Idies Civl Administration (NICA) dan- Commanding
Offcer Alied Mitary Administration Cvil Aflir Branch (AMACAB),
kemudian setelah pasukan-pasukan sekutu meninggalkan Hindia
Belanda, maka timbul nama seperti Hoofd Tideljke Bestuursdienst
(HTB) dan Regerings Cinmmisais voor Bestuns-aangelegenheden
(Recontba).

Sebagal usaha kearah Konsolidesi pemerintahan daerab-
daerah yang didudul dan untuk memikat bangsa Indonesia, maka
pihak Belanda menempu dua (dua) elan, yakni

1) Meletakkan dasar-dasar dari miewne rechtsorde sampa
dengan janjiyang diucapkan oleh Ratu Belanda dalam pidto
tadio pada tanggal 7 Desenber 194, yaitu menuju ke arah
pembentukan Negara yang disusun secara federatief antara
lain dengan mengadekan konferensi-konferenst di Malino
Denpasar dan Pangkal pinang, yang kemudian menghasikan
terbentuknya 15 bush negara-negara bagian (calon negara
bagian) secara berangsuesmgsur. Pada akbirya dengan
Keputusan Gubernemen No. 1 Tahun 1948 tertanggal 9
Maret 194§ (5.1948-62) dibentuklah Pemerintahan Federal
Sementara untuk Indonesia (Voorlopige Federale Regering
voor Indonesie). Sistem federalism yang teah di-fot-0-compli-
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kanoleh Belanda tu, baru diperkuatoleh Pemerintah Belanda
dengan mula-mula mengadakan perubaban dalam Grondvet
nya,yaitu Wet tertanggal 3 September 1948 (Ned. Stantsblad
No.I-140, Staatsblad van Ned. Indtic 1948-207) dan kemudian
sebagai kelanjutan dart perubahan Grondwt ini dikehuarkan
oleh Peerintah Belanda keputusaan tertanggal 14 Desember
1948 yang disebut Besluit van 14 Desember 1946, houdende
vaolopie regling v het bewind in Idonesio.

) Memulhkan kembali secara berangsur-angsur badan-
badan otonomi kabupaten dan haminte di daerah-dagrah
yang dianggap sudah aman, misalaya Kabupten-kebupten
di daerah Negara Jowa Timur dipulkan pada tanggal
15 Agustus 1948 (5. 1948-181), berdasarkan §. 194-179
tertanggel 12 Agustuss 1948, haminte Melang dan Surebaya
dipulibkan dengan S. 1948-202, berdasarkan §. 1948-195,
emudian menyusul pemulihan Lan-Jain daerah.

Upaya-upaya Belanda tersebut diatas diaukan Khusus di
daeral-daerah yang diduduki Belanda. Untuk daerab-daerch yang
dikuasai oleh Republik Indonesia (Proklamasi 17 Agustus 1945)
yang beribu kota di Yogyakarta, etentuan-ketentuan tersebut tidak
berleku.

5. Zaman Kemerdekaan

Pada bagian selanjutnya dikemukakan Undang Undang
Pemerintahan Daerah yang pernah berlalu dan sedang berlaku di
Indonesia, yaitu dalam priode kemerdekaan:

1. Undang Unﬁg Nomor 1 Tahun 1945

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, dan
seteah penetapan Undang Undang Daser, 18 Agustus 1945, meka
berdasrkan pesil 18 Undang Undang Dasaasebut (kelak kita
kenal dengan Undang Undang Dasar Negara Republk Indonesia
Tahun 1945), berikut pasal [ dan I Aturan-aturan Peraliban jo.
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Kan oleh Belandaitu, baru diperkuatoleh Pemerintah Belanda
dengan mula-mula mengadakan perubahan dalem Grondyeet
nya, yaitu Wet tertanggal 3 September 1948 (Ned. Staatsblad
No.-140, Staatsblad van Ned Indie 1948-207) dan kemudian
sebagai keanjutan dari perubahan Grondwt ini dikeluarkan
oleh Pemerintah Belanda keputusean tertanggal 14 Desember
1948 yang disebut Besluit van 14 Desemaber 1948, houdende
voolopig regeling v het bewind in ndonesi,

2) Memulhkan Kembali secara berangsur-angsur badan-
badan otonomi kabupaten dan haminte di daerab-daersh
yang dianggap sudah aman, misalnya kabupaten-Kabupaten
di daerah Negara Jowa Timur dipulikan pada tanggel
15 Agustus 1948 (5. 1948-181), berdasarkan S. 1948-179
tertanggel 12 Agustuss 1948 ham'aWaJang an Surabaya
dipulibkan dengan §. 1948-202, berdasarkan §. 1948-19%,
kemudian menyusul pemubhan Lin-lain daerah,

Unaye-upaya Belanda tersebut diatas dilauukan Khusus &
deeral daerah yang diduduld Belanda, Untuk deeraly daerdh yang
dikuasai oleh Republik Indonesia (Proklamasi 17 Agustus 1945)
yang beribu kota di Yogyakarta, etentuan-Ketentuan tersebut tidak
berlaku.

5. Zaman Kemerdekaangn

Pada bagien selanjutnya dkemukkan Undang Undang
Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku dan sedang berlaku &
Indonesia, yatu dalam priode kemerdekaan:

L. Undang Undang Nomor | Tahun 1945

Pasca Proklamasi- Kemerdeaan, 17 Agustus 1945, dan
seteah penetapan Undang Undang Dasar, 18 Agustus 1945, maka
berdasrkan pagal 18 Undang Undang Dasar tersebut (kelak ita
enal dengan Undang Undang Dasar Negara Republk dgslnesia
Tahun 1945); berikut pasal I dan 11 Atoran-aturan Peraiban f.
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Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945, maka ditetapkan antara
hin:

1) Wilayah Negara Indonesia dibag dalom provinsi-provii,
masing-masing dkepalatoleh seorang gubernur yaitu: Jawa
Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Bormeo, Sulawesi,
Maluku dan Sunda Kectl),

2) Wilayah provingi dibagi dalam keresidenan-Karesidenan,
dikepalai oleh residen.

(Gubernur dan esidendibantuoleh KomiteNesional Indonesia
(KNT) daerah, sedangkan kedudukan kotapreja diteruskan.

Puda priode ini kita mengenal undang undang mengend
pemerintahan daerch yeitu mengenai pelksanaan atau pengaturan
pemerintahan daeteh (di daerab) sekalipun nomenklaturnya tidak
menyebut mengenai pemerinizh daeteh atau pemerintehan daerch,
hanya. mengenai kedudukan Komite Nesional Daeraby, namun
dikandung maksud hal tersebut mengatur pemerintahan di deereh
atan pemerintahan daeteh, Sﬁpnya undang-undang dimksud
adalah: “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945,
tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Konite Nasionel Daeral

Undang-Undang No. 1 tahun 1945, tentang Komite Nasional
Daerah, yang diumumban berlakunya pada tgl. 23 November
1945, menggeps. 1, Komite Nasional Daerah (KND) diadakan
di Keresidenan, kota-otonom, kabupaten, den lain-lain daerah
yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali i daerah
Surakerta dan Jogjakarte. Menurat ps. 2, Koite Nasional Daerah
(KND)ini menjadi Badan Perwakdlan Rakyat Daerah yang bersama-
sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daereh. Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1945 , ibuat berdesarkan hukum dasar Undang
Undang Dasar 1943

Mengenai kedudukan Komite Nagional Daereh dapat
dicermati pada nomenklatur, menimbang : “bahwa sebelumnya
iadakan pemilihan unum, peru diadakan aturan sementara vektu

unfuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Indonesia Daereh’
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Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945, maka ditetapkan antara
lin:

1) Wilayah Negara Indonesia dibagi delam provingi-provins
masing-msing dikepalai oleh seorang gubernur yaitu:Javwa
Barat, Jawa Tengah,Jowa Timur, Sumatera, Bomeo, Sulawesi,
Maluku dan Sunda Kectl),

2) Wilayah provinsi dibagi dalem Karesidenan-Karesidenan,
dikepalat oleh residen.

Cubernur dan residendibantuoleh KomiteNasional lndonesia
(KN daerah, sedangkan kedudukan kotapraja diteruskan.

Pada priode ini kita mengenal undang undang mengenai
pemerintahan daerch yeitu mengenai pelaksanaan ateu pengaturan
pemerintahan daerah (di daerab) sekalipun nomenklaturnya tidek
menyebut mengenai pemerintah daerah ateu pemerintahan deerah,
hanya mengena Kedudukan Komte Nesional Daeraby, namun
dikandung maksud hal tersebut mengatur pemerintahan di daerah
atau pemerintahan deereh. Seengkapnya undang-undang dimaksud
adelah: “Undang - Undang Republik Indonesta Nomor | Tahun 1945,
tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerab

Undang:Undang No. 1 tahun 1945, tentang Komite Nasional
Daerah, yang diumumkan berlakunya pada tgl. 23 November
1945, menurut ps. 1, Komite Nasionl Daerah (KND) diadakan
di Keresidenan, kota-otonom, kabupaten, dan lain-lin daerah
yang qap pert oleh Menterl Dalam Negeri, kecualidi daersh
Surakerta dan Jogjakarta. Menurut ps, 2, Komite Nasional Daerch
(KND)inimenjadi Badan Perwaklan Rakyat Daerah yang bersama-
sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerch. Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1945, dbuat berdasarkan hukum dasar Undang
Undang Dasar 1945,

Mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah dapat
dicermati pada nomenklatur, menimbang : “bahwa sebelumnya
diadakan pemilihan umum, perhydiadakan aturan sementara waktu
untuk menetapkan kedudukan Koite Nasional Indonesia Daeral,

il
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Hal in tentu tidak bisa dlepaskan dengan keberadaan atau
eksistenst Komte Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dengan
demikian tidak patut disimpulkan bahwa Undang-Undang ini
dimaksudien sekedar mengatur keduduken Komite Nesional
Indonesia Daerah unfuk sementara wakdu, sebelum adakan
pemilihan umum. Lebih bijak bila diskapi sebagai upaya
tevolusioner mengis kevakuman atau kekosongan kekuasaan dan
perundang undangan, khususnya mengenai Pemerintahan Dagrah,

M Solly Lubis, SH. {1983), bahwa Kalau paca mulaberdirinya
Republik ini, itk berat perhatian teletak pada idea "kedaulatan
makyaf', maka kemudian melalui fitk idea ini, perhatian dan
tsaha berkembang lebih luas dengan mencetuskan lembaga
yang mencerminkan idea kedaulatan rakyat ini. Kelembagaan
idea kedaulaton rakyat di daerah dimulai dengan bentuk Komite
Nasional Daerah (KND) yang zaman kabinet Sjahrir | terwujud
dengan ditetapkannya UUD No. 1 tehun 1945 yang mengubh
KND di keresidenan, Kabupaten, kota-kota menjedi Badan
Perwakiln Rakyat Daerah ( atau semacam DPRD, memegang
fungsiperwakilan rakyat), yang berwenang mengatur rumah tangga
daerahnya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi daripadanya

Dengan demikian, Undang Undang Nomor 1 tshun 1945
adilah Undang Undang mengenal pemerintahan daerah yang
pertama atau merupakan Undang Undang Desenﬂasi ang
pertama produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melahi
undang undang ni dilakukan pelimpahan kekuasaan pemerintahan
dar Pusat kepada pemerintah deerah i daerah daerah setempat.

Delam Undang-Undang desar 1945 (sebelum amandamen)
dijlaskan bahmtuk dan susunan Pemeritah Daerah itu harus
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistern pemerintahan
negara serta halchak asel-usul dalam daerah yang bersifat stimewa
dan dalam penjelasannya disimpulkan 5 sl ataw makna yang
dikandung, yaitu:
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Hal in tentu tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan atau
eksistensi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dengan
demikian tidak patut disimpulken bahwa Undang-Undang ind
dimaksudkan sekedar mengatur kedudukan Komite Nasional
Indonesia Deerah untuk sementara waktu, sebelum diadaken
pemihan umum. Lebih bijak bila diskapi sebagai upaya
tevolusioner mengist kevakuman atau kekosongan kekuasaan dan
perundang undangan, Khususnya mengenai Pemerintahan Daerah.

M Solly Lubis, SH.,(1983), bahwa Kalau pada mulaberdirinya
Republk ini, itk berat perbatian teretek pada idea “Kedaulatan
makyat’, maka kemudian melalui fitk idea ini, perhatian dan
useha berkembang lebth luas dengan mencetuskan lembaga
yang mencerminkan idea kedaulatan sakyat ini. Kelembagaan
idea kedaulatan rakyt di daerah dimulai dengan bentuk Komite
Nasional Daerah (KND) yang zaman Kabinet Sjahrir | terwjud
dengan ditetapkannya UUD No. | tahun 1945 yang mengubah
KND di Jeresidenan, Kabupaten, kota-kota menjadi Badan
Perwaldlan Rekyat Daerah ( atau semacam DPRD), memegang
fungsiperwakilan rakyat), yang berwenang mengatur rumah tangga
deerabnya sendiri, asalkan tidek bertentangan dengan peraturan
yang lbih tinggidaripadanya

Dengan demikian, Undang Undang Nomor 1 tahun 1945
adilah Undang Undang mengenai pemerintaban daerah yang
pertama atau merupakan Undang Undang Desentralses yang
pettama produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melah
undang undangini diakukan pelimpahan kekuasaan pemerintahan
dari Pusat kepada pemerintah daerah di daersh daerch setempat.

Dalam Undang-Undang daser 1945 (sebehum amandamen)
dijlaskan bahwa bentuk dan susunan Pemeritah Daerah itu harus
mengingatl dasar permusyavaratan dabim sitem pemerintaban
negara serta halchak asal-usul dalam daerah yang bersifit stimewa
dan dalam penjelasannya disimpulkan 5 isi atau makna yang
dikandung, yattu
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1) Deera tdaklah bRt scbaa st

2) Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi-
propinsi yang emudian dibagl lagi delam daereh-daerah
yang lebih kectl

3) Dagrah it bisa bersifat otonom dan bisa pula bersfat
administrative,

4) Daenh olonom di bavah b7 pervallan daera
daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem
permufakatan negare;

5) Ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi daerah-
aerah yang bersift isimenva yekni daerah-daerch swapraja

Hal - penting lainnya mengenai hal ini adalah bahwa
penjelmaan Komte Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi
Badan Perwakilan Rakyat tidek hanya melambangkan kedaulatan
rakyatatau pembelaan terhadap kemerdekaan dengan menampilkan
sikap patriotisme dan nastonelisme serta membershkan atau
menghilingkan kesan, nuansa - nuana behwa KNIP adalah
bentukan Jepang atau setidek tidekonya ketika itu masih merajella
pengarth pengaruh Pangreh Pracja yang tdak setia pada Republik
sekalipun mereka telah bersumpah setia (M.Solly Lubis, 1983).

Sebagaimana dietahui, bahwa pada saat pemerintahan
Soekammo-Hatta terbentuk untuk pertama kelinya MPR dan DER,
serta utusen golongan golongan belum terbentul. Keadaan seperti
inf sudah gometsipast atau diprediksi melaui aturan peralihan
Undang Undang Dasar 1945, yang memberi kekuasean kepada
Presiden untuk menjalankan kekuasaan Negara dengan dibantu
oleh sebuah Komite Nasionel, yang kemudian dikenal dengan
Konite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada fase selajutnya setelah gagalnya pembentukan parta
tunggal PNT oleh PPKI yang didukung Presiden Sockarno, sejumlah
tokoh pergerakan anggota KNIP mengusulkan kepada pemerintah
agar KNIP diber hak legilaif selama MPR dan DPR belum
terbentuk, dan menganjurkan pembentukan Badan Pekerja (BP)
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1) Daerah tidaklah bersifat sebaga staat

1) Wilygegplonesia mla-mula akan dibagi dalam propnsi
propinsi yang kemudian dibag lagi dalam daerab-daersh
yang lebih kel

3) Daerah itu bisa bersifat otonom dan bisa pula bersifat
administrative;

4) Daexsh otonom di bawah badan perwaldlan daerch-
daereh sesuai dengan dasar permusyawaratan delam sistem
permufakatan negara;

5) Ketentuan-Ketentuan tersebut tidak bereku bagi deereh-
daerah yang bersift isimenva yekni daereh-daerah swapra

Hal  penting lainnya mengenai hal ini adalah bahwa
penjelmean Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi
Badan Perwaldlan Rekyat tidek hanya melambangken kedaulatan
rekyatatau pembelaanterhadapkemerdekaan dengan menampilkan
stkep patriotisme dan nasionalisme serta membersihkan atau
menghilangkan kesan, nuansa - muansa bahwa KNIP adalah
bentukan Jepang atau setidak tideknya ketika itu masih meraalela
pengaruh pengaruh Pangreh Pradia yang tidak setia pada Republik
sekalipun mereka teeh bersumpah setia (M. Solly Lubis, 1983).

Sebagaimana diketahui, bahwa pada saat pemerintahan
Soekarno-Hata terbentuk untuk pertama kelinya MPR dan DPR,
serta utusan golongan golongan belum terbentuk. Keadaan sepert
ini sudsh diantisipasi ateu diprediksi melaui aturan peralihan
Undang Undang Dasar 1945, yang memberi kekuasaan kepada
Presiden untuk menjalankan hekuasaan Negara dengan dibantu
oleh sebuch Komite Nastonl, yang kemudian dikenal dengan
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada fase selanjutnya setelah gagalnya pembentukan parta
tunggal PNT oleh PPKI yang didukung Presiden Soekarno,sejurlah
tokoh pergerakan anggota KNIP mengusulken kepada pemerinteh
agar KNIP diberi ek legilaif selama MPR dan DPR belum
terbentuk, dan menganjurkan pembentukan Baden Pekerfa (BP)
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KNIP untuk melaksanakan pekerjaan KNIP sehari harl. Usulan
KNIP diterima. pemerintah dengan dikeluarkanaya Maklumat
Waldl Presiden NO X pada 16 Oktober 1945. (TA.Legowo, M dkk-
Formappi, 2005).

Perkembangan selanjutnya mengenai KNIP berimplikasiluas
bakan sempai pada sistrfERelenggaraan Kekuasaan Negara
yang menurut Undang Undang Dasar 1945 menganut siter
Presidensil digantikan dengan kabinet miniserial. Lalu langkah
langkah menvju sistem parlamenter kands sehubungan dengan
gagalnya pelaksangan Pemilu yang direncanakan berlangsung pada
tahun 1946 Bersamaan dengan itu perkembangan dinamika politk
melemahlkan posisi KNIP, rakyt sama sekal tidak memili kuasa
ata dirinya. Pemerintahan menjad; tanggungiawab sebagian orang
saj teutama elt i dalam kelompokaya

Dalam hal pemerintahan daerah, seat KNP menjelma
menjadi badan perwakilan dengan mengemban fungsi legiati
maka i @it Peratura Pemerinah mengena hedudukan
Komite Nasional Daerah, yang diadakan (kecusli di daerah
Surekarta dan Jogyakarta di Keresidenan) di Kota yang berotonomi,
Kabupaten-kabupaten lain dan daerah yang dianggep perlu oleh
Menteri dalam Negeri

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwaldlan
Rakyat Dagrah, bersama sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah
menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daershnya, asal

tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang
i s,

Anggota gégmaite Nasional Dacrah dipih beberapa orang,
sebanyak-ban\rﬂ 5 orang sehagai Badan Eksekutit yang
bersama-sama dan diptmupin oleh Kepala Daerch menjalankan
pemerintahan sehari-hari. Biaya untuk keperkuan Komite Nestonal
Daerah diadakan oleh Pemerintah Daerah. Pada periode ini belum
terdapat sebush undang-undang yang mengatur Pemerintehan
Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adelah aturan yang
ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK).
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KNIgEptuk melaksanskan pekerzan KNIP seheri b, Usuen
KNIP diterima- pemerinteh dengan dikeluarkannya Maklumat
Wakl Presiden NO X pada 16 Oktober 1945, (TA Legorwo, M dkk-
Formappi, 2003).

Perkembangan selanjutnya mengenai KNIP berimplikesiluas,
bahkan sampai pada sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara
yang menurut Undang Undang Dasar 1945 menganut sistem
Presidensil digantikan dengan kabinet ministeral. Lalu langkeh
langkah menuju sistern parlamenter kandes sehubungan dengan
agalnya pelaksanaan Pemik yang direncanakan berlangsung pada
tahun 1946 Bersamaan dengan itu perkembangan inamika politk
melemahkan posisi KNIP,rakyat sama sekal tidak memilid kuasa
it dirinya, Pemerintahan menjadi tanggungiawab sebagian orang
saj terutana et i dalam kelompokaya,

Dalam hal pemerintahan daereh, saat KNIP menjelma
menjadi badan perwakdlan dengan mengemban fungsi legidati
maka di aerah dibuat Peraturan Pemerinteh mengenai kedudukan
Komite Nasional Daerah, yang diadakan (kecueli di doerch
Surakrta dan Jogyakarta di Keresidenan) di Kota yang berotonoms,
Kabupaten-kabupaten lain dan daerah yang dianggap perlu oleh
Menteri delam Negerl

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwaldlan
Rakyat Dacrah, bersama sama dan dipimpin oleh Kepala Deerah
menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangea daerahnya, asal
fidek bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Daerdh yang
Iebi luas

Anggota Komite Nasional Daerah dipih beberapa orang,
sebanyak-banyaknya 5 orang sebagal Badan Esekutif yang
bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daersh menjalankan

qemerintahan sehari-hari. Biaya untuk keperkuan Komite Nasional

aerah diadakan oleh Pemerintah Dagrah. Pada periode ini belum
terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan

Daerah secara Khusus, Aturan yang digunakan adalah aturan yang
ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekean Indonesa (PPKI).
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PPK dalam rapatnya tanggal 19 Agustus 1945 menetaphan
pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum
engan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya
menetapkan adanya Komite Nasional di Daerah wntuk membantu
pekerjaan Kepala Daereh seperti yang dilakukan di pusat dengan
adanya KNL-Pusat.

PPKl, secara umum, membagi wlayah Indonesia
menjadi provinsi-provinsi, Tiap-tap provinsi dibag lagi menjaci
katesidenan-karesidenan. ~ Masing-masing  provinsi  dikepla
oleh Gubernur. Sedangkan Keresidenan dikepala oleh Residen.
(ubernur dan Residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu
oleh Komite Nasional Daereh. Selebihnya susunan dan bentuk
pemerintahan daerah lanjutkan menurut kondisi yang sudah ada.

Slan i PPKI juga memutuskan disemping
adanyaproaterdapatpulaKooti[ZelfbestuurendeLandschappen/
Kerajaan) dan Kota (Gemeente/Hominte) yeng keduduken dan
pemerintafgiokalnya tetap diteruskan sampad diaur lei lnjut.
Wilayah-wilayah Kooti (Zelfbstuurende Landschappen/Kerajaan)
berada ¢ bawah pemerintahan pusat,baik secara langsung maupun
melalui perwakilan yang disebut Komisaris,

Sehagipmtatan delam hal ini, dapat dikatakan bahwa
otononi bﬁer&h baru dirntis dengan keluarnya UU No.
I Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
UU No. | Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada tiga
jenis daerah yang memilli otonomi yaitu - Karesidenan, Kota
Otonom dan Kabupaten serta lin-ain daerah yang dianggap
pertu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian
otonomi itu dilekukan dengan membentuk Komite Nasional
Daerah sebagai Badan Perwekdlan Rakyet Daerah.

Delam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, Komite
Nastonal Daeteh bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala
Daerah. Unfuk pemerintahan sehari-hari dibentuk Badan
Ekselutif dart dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh
Kepela Daereh.
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PPK dalam rapatya tanggal 19 Agustus 1945 menetaphan
pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum
dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya
menetepkan adanya Komite Nasional di Daerah untuk membantu
pekerjaan Kepala Daerdh seperti yang dilakukan di pusat dengan
adanya KNI-Pusat

PPKl, secara umum, membagi wilayah ~Indonesia
menjadi provinsi-provinsi, Tiap-tiap provins dibag lagi menjadi
karesidenan-karesidenan. - Mosing-masing  provinsi  dikepala
oleh Gubernur, Sedangkan Keresicenan dikepali oleh Residen
Gubernur dan Residen dalam meleksanakan pemerintahan dibantu
oleh Komite Nesional Daerah. Selebibnya susunan dan bentuk
pemerintzhan daerah dianjutkan menurut kondisi yangsudeh ada.

Slan ity PPKI jugs memutuskan disamping
adanyaprovinsiterdapatpula Kooti(Zelfbestuurende Landschappen
Kerejaan) dan Kota (Gemeente/Haminte) yang kedudukan den
pemerintaban lokalnya tetap diteruskan sampai diaur lebih anjut
Wilayeh-wilayah Kooti (Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan)
berada dibawah pemerintahan pusat, baik secaralangsung maupun
melalu perwallan yang disebut Komisaris

Sebagal catatan. dalam hal ini, dapat dikatekn babwa
otonomi bagi daerch baru dirints dengan keluarnya UU No,
| Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nesional Daerah
UU No. | Tahun 1945 menyebutkan setidakoya ada tiga
jends daerah yang memilld otonomi yitu : Karesidenan, Kota
Otonom dan Kabupaten serta linain daerah yang dianggap
perlu (kecudli daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian
otonomi ifu dlakukan dengan membentuk Komite Nesional
Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, Komite
Nsional Daerah bersam-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala
Dograh. Untuk pemerintaban seharihari dibentuk Badan
Eksekatifdartdan oleh Komite Nasionl Daerah dan dipimptn oeh
Kepala Daereh,
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Di era Undang-undang Nomor | Tahun 1945, pemerintah
pada dasamya masth dalam taraf melakukan Konsoldasitermasuk
mengenai pemerintahan deerah. Dalam satu sisi pemerintehan
pusat hendak mengakomodastkan pemerintahan daerab, di sis
hin unfuk menata dan menghilangkan dualisme pemerintahan,
dn mengintegraskan pemerintahan daerdh ke dalam stroktur
pemerintahan pusat (M.Solly Lubis, 1983).

Undang-undang Nomor | Tehun 1945 di susun sangat
sederhana, hanya 6 pasal dan tanpa penjelasan. Int dart kebijakan
tersebut adaleh pengaturan mengenai kedudukan KND (Komite
Nasional Daerah). Dalan hal ini diubah menjadi Badan Perwaldlan
Rakyat Daerah. Namun dapat disimpulkan diawal awal kemerdekaan
ketka menghadapi serangan serangan dari luar, Kondisi
perpolitkan delam negert juga mengalams dinamika yang sangat
cepat,sehingga mengenai pemerintahan daerah terdapat penomen
konsolidas pemerintahan daereh, akomodast pemerintahan daerah
menghilengkan ualisme dan integrasi pemerintahan ke dalam
struktur puget,

Hel yang tidak dapat dipungkir, sebagaimana dikemukakan
para ahli konsttusi, ahli hukum Ketatanegaraan, tampak adanya
keinginan untuk memastikan prinsip demokrast namun terkesan
hati-hati mengakomodasi keinginan daerah. Hel tersebut tampak
pada. nomenklatur “pemerintahan (lokl) masih tetap berjalan
sepanjang tidak Dertentangan dengan pemerintahan (pusat).
Demikian halnya dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan
legislti behum dapat dilakukan pada era undang undang .

Satu hal mengenai Undang-undang No. | Tahun 1945,
fanggal 23 November 1943, sebagaimana telah diulas sebelumnya
pada pragraf pragrafterdabulu dimana Komite Nasional Indonesia
Daerah di keresidenan, Kotapraja, kabupaten dan lin-Jan yang
dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri, dijadikan semacam
badan perwaldlan rakyat daerah yang bersama-sama dan dibawah
pimpinan Kepala daerah, mengatur rumah tangge daerahnya
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Di era Undang-undang Nomor | Tahun 1943, pemerintah
pada desarnya masih dalam taref melakukan konsolidasi, termasuk
mengenai pemerintahan daerah. Dalam satu sis pemerintahan
pusat hendek mengakomodasikan pemerintahan daerab, di sis
Lin unfuk menata dan menghilangkan dualisme pemerintahan,
dn mengintegragkan pemerintahan daerah ke delam struktur
pemerintahan pusat (M Solly Lubis, 1983),

Undang-undang Nomor | Tehun 1945 di susun sangat
sederhana, b 6 pasl an anpa peneasugEar ebikan
tersebut adalah pengaturan mengenai kedudukan KND (Komite
Nasional Daerah). Dalam hal ini diubah menjadi Badan Perwaldlan
Rakyat Daereh. Namun dapat disimpulkan diawal awal kemerdekaan
ketka menghadapi serangan serangan dari luar, ondis
perpolitkan dalam negeri juga mengalomi dinamika yang sangat
cepat,sehingga mengenai pemerintahan daerah terdapat penomen
konsolidast pemerintahan daerab, akomodasi pemerintahan daerah
menghilangkan dualisme dan integresi pemerintahan ke dalam
struktur pusat.

Hel yang tidek dapat dipungir, sebagaimana dikemukakan
para ahli konstitusi, ahli hukun Ketatenegaraan, tampak adanya
einginan untuk memasukkan prinsip demokrasi namun terkesan
hati-hati mengakomodasi keinginan daerah. Hel tersebut tampak
pada. nomenklatur “pemerintahan ([okl) masih tetap berjolan
sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan (pusat)
Demikigesginya dengan pemisehan kekuasaan ekseutif dan
Legisltit belum dapat dilakukan pada era undang undang in.,

Satu hal mengendl Undang-undang No. 1 Tahun 194,
tangw November 1345, sebagaimana telah diulas sebelumya
pada pragraf pragrafterdahulu dimana Komite Nasional Indonesia
Daerdh di keresidenan, Kotapraja, kabupaten dan lain-Len yang
dianggap perlu oleh Mentert Dalom Negeri, dijadikan semacam
badan perwalclan rakyat daereh yang bersama-sama dan dibawah
pimpinan Kepala daerah, mengatur rumah tangga daerchoya
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masing-masing, Didelam pasal L undangundang ini tidak menyebut
dereh provini,

Pada lteratur yang ada dikemukakan pula bahwa Undang-
wndang No. 1 Tahun 1945 mengatur peyelenggaraan desentralsas
dalan Negara Republik Indonesia (Khususnya i Jowa dan Madura)
dengan cir-cirisebag berdkut:

1. Daerah yang ditetapkan menadi daerah otonom ialah
aresidenan, ota dan Kabupaten. Ketiga provinst di Jawa
yang walaupun pada msa Hindia Belanda merupakan daersh
otonom fidak dibangun hembali

. Bentuk susunan Pemerinteh Daerah terdii atas Badan
Perviakilan Rakyat Derah (beranggotakan 100 orang untuk
aresidenan dan 60 orang untuk kota/kebupaten) dan Badan
eksehutif (6 orang). Kedua badan int dipimpin oleh Kepala
Daetah, yang selain organ daerah fuga merupakan pejabat
Pemerintah Pusat i daerah yang bersangkutan;

3, Wewenang BPRD sal badan legilatif meliput ofonormi
(mengatur rumh tangga daerah) medebenwind (menjalankan
peraturan-peraturan atasan) dan wewenang diantara ofonormi
medebewind, sedangkan Badan eksekutf menjalankan
pemerintabn seharl-har (bestuur);

4, Darah-dacrah tersebut diberi otonomi Indonesia yang
berdasarkan kedaulatan rakyat. Otonomi ind sifatnya uas,
Karena. merupakan wewenang mengatugEmmua urusen
daereh asa fidek bertentangan dengan peruri@?ng-undangan
yang lebih tinggl diingkatnya;

5. Dagrah-oerah mempunyai kevangan sendiri dengan
kemungkinan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat

Pada Undang-Undang Nomor | 1945, sudah digunakan
itilah-istdah memurut bahasa Indonesia, seperti diusulkan oleh
Mr. Moharmmad Hasen dalam rapat PPKI tenggal 19 Agustus 145,
yaitu ota untuk pengertian gemeente/staadsgemeente, dan walkoto
untu menggantiakn burgemeester, Usulini disetuj olh sidang, dan

37

DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

masing-masing. Didalam pasal L undangundang ini tidak menyebut
daersh provins,

Pada lteraur yang ada dikemukakan pula bahwa Undang-
undang No. 1 Tahun 1945 mengatur peyelenggaraan desentralisai
dalam Negara Republik Indonesia (Khususnya diJawa dan Madura)

engan ciri-ciri sebagi bertkut

1. Daerah yang ditetapkan menjadi daerah ofonom ielah
karesidenan, kota dan Kabupaten. Ketiga provinsi di Jawa
yangwalaupun pada masa Hindia Belanda merupakan dagrah
ofonom tidek dibangun kembali

. Bentuk susunan Pemerintah Dacrah terditf atas Badan
Perwakilan Rakyat Derah (beranggotakan 100 orang untuk
Kaesdenan dn 60 orang untk ktogpaten) an Bedan
eksclatif (6 orang). Kedua badan ini dipimpin oleh Kepala
Daereh, yang selain organ daerah juga merupakan pejabat
Pemerintah Pusat di daerah yang bersangkutan;

3, Wewenang BPRD sehagi badan legisatf melipu otonomi
(mengatur rumah tangga deerah), medebewind (menjelankan
perdturan-eraturan atasan) dan wewenang diantara ofononi
medebewind, sedangkan Badan eksekutil menjelankan
pemerintahn sehari-hari bestuur)

4. Daerah-daerah tersebut diberi otonomi Indonesia. yang
berdasarkan Kedaulatan rakyat, Otonomi int sifatnya luas,
arena merupaken wewenang mengatur semua urusan
aerah asl tidek bertentangan dengan perundang-undangan
yang lebih tinggl ditingkatny;

5 Dagrah-aereh mempunyai kewangan sendiri dengan
kemungkinan mendapat bantuan dri Pemerintah Pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 1 1945, sudah digunakan
istilah-itlah menurut bahasa Indonesia seperti diusulken oleh
Mr. Mohammad Hasan dalam rapat PPK tanggal 19 Agustus 1945,
yaitu kota untuk pengertian gemeentelstandsgemeents, dan walkota
unfu menggantiakn busgemeester. U ini disetujd oleh sidang, dan
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sejkcitu mulai azim dipaka itilah provinsi, gubernur, karesidenan
Qan residen untuk menggantikan kata-Kata Belanda. provinci,
gouvernen, reidentie dan resident, Kemudian diterima juga isialh
kabupaten, yang sudah dikenl dalam babasa Jawa pada zaman
Kerajaan-kerajaan yang lampau untok menyebut daerah yang dulu
dinamakan regentschap

Mengendganggotaan, pasil 3 dai UU No. | Tabun 1945
menetapkan bahwa oleh KNI Daerah depat dipillh sebanyak-
banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif,yang bersam-sama dan
dipimpin oleh kepala daereh mejalankan pemerintahan sehari-hari
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-Undang No. 22 tahuar 1948, tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang ini dijalankan dibeberapa daereh secara
arurat, dan pada waktu itu Pemerintah RI sbuk menghadapi
Pemmberontakan PKI di Madiun dan dash dengan Belanda Miselnya:
di Sumatera Utara DPRD Provingi Sumatera Utaradalam Sidangnya
tol 14-12-1948 memutuskan untuk mempergunakan UU tersebut
sebagai pedoman, bagd pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera
Utara. Setelah agresi milter Belanda, UU itu dilaksanakan di
Somatera Utara: dalam masa. darurat- menjelang pengakuan
kedaulatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat darurat, UU nd
juga ibuat dibawah rangka g (M Solly Lubis SH, 1983)

Undang-undang No. 22 Tahun 1948 mengatur berbagad
hal mengenai gegeenggaraan Pemerintahan Daerch, misalnya :
Pernbagian Negara Dalam Daerch-daerah yang dapat Mengatur dan
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Bab ). Bahwa pemerintehan
daerah yang berhak mengatur dan mengururs rumah tangganya
sendir ijalankan ata dasar hak otonormi dan hak medebewind.

Demikian pula terhadap satu pekerjaan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah, bisa merupakan hak otonomi atau hak
medebewind seluruhaya. Tetapt bisa juga penyershan tu terjadi
berupa sebagian dengan hak otonomi dan sebagian dengan hak

medebewind
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sejakcitu mulat i dipakad itlah proving, gubernur,karesidenan
dan residen untuk menggantkan Kata-kata Belanda' provinci,
qouvernea, residentie dan resident Kernudian diterima juga istialh
kabupaten, yang sudah diken dalam bahasa Jawa pada zaman
Keraaan-Kerajaan yang lampau untuk menyebut dagrah yang dulu
dinamakan regentschap.

Mengenai keanggotean, pasal 3 dari UU No. 1 Tahun 1945
menetapkan bahwa oleh KNI Doerah depat diplh sebanyak-

banyakaya 5 orang sebagai badan eksekutif, yang bersama- sama dan
dipimpin oleh kepala daerah mejalankan pemerintahan sehari-hari

2. Undang Undang Nomor 22 Tabun 1948

Unidang-Undang No. 22 tahun 1948, tentang Pemerintahan
Daerah. Undang-Undang ini dijalanken cibeberapa daerch secara
darurat, dan pada waktu itu Pemerinteh RI sibuk menghadapi
Pemberontakan PK1 d Madiun dan cash dengan Belanda. Misaloye:
di Sumatera Utara DPRD Provinsi Sumatera Utara delam Sidangoya
tol 14-12-1948 memutuskan untuk mempergunakan UU tersebut
sebagai pedoman, begi pemerintahan daerah di Provingl Sumatera
Utara. Seteah agresi milter Belanda, UU ity cileksanakan di
Sumatera Utwra delam masa darurat menjelang pengakuan
edaulatan dengan tindaken-tindaken yang bersifat darurat, UU ind
juga dibuat ibavwah rangka UUD 45 (M Solly Lubis SH, 1983)

Undang-undang No. 22 Tahun 1948 mengatur berbagal
hl mengena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, misalnya :
Pembagian Negougetam Daerah-daerch yang dapat Mengatur dan
Mengurus Rumah Tangganya Sendir (Bab [). Bahvwa pemerintahan
derah yang berhak mengatur dan mengururs rumah tanggarya
sendirl cjelankan atas dasar hak otonor dan hak medebewind.

Demikian pula terhadap satu pekerjaan pemerinteh yang
diserahkan kepada daerah, bisa merupakan hak otonomi atau hak
medebewind seluruhnya. Tetapi bisa fuga penyerahan it terjad
berupa sehagian dengan hak otonomi dan sebagian dengan hak

medebewind.
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Menurat Solly Lubis, tentang perbedaan hak otonomi dan
medebewind yang diatur delam undang undang in, adalah sebagai
berkut  Pada pembentukan pemerintahan daerah yang berhak
mengaturdanmengurusrumshtangganasendirimenurut Undang-
undang Pokok Pemerintahan Dagrah ini, maka oleh Pemerintah
Pusat ditentukan kewajiban (pekerjaan) mana-mana saja yang
dapet. dise @R Kepada dueah, sedanan bk medehewind
jangan diartikan semptt, yaitu hanya menjalanken perinteh der
atas saja, sekali-Kali tidak, oleh arena pemerintah daerah berhak
mengatur caranya menjalankan menurut pendapatnya sendir, jaci
masih mempunyai hak otonomi, sekalipun hanya mengenai cara
menjalankan saa, tetapi cara menjalankan ini besar artnya bagi
tap-tia daetah.

Diatur pula mengenai Bentuk dan Susunan Pemerintahan
Daerah (Bal). Delam undang undanag inf diatur mengenai
Pemerintehan Daerah terdirt, yaitu Dewan Perwaklan Rakyat
Dacrah dan Dewan Pemerinteh Daerah, dimana Ketua dan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah dipilh oleh dan
darl anggota Dewan Perwalilan Rekyat Daerah. Kepala Daerah
menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah adaleh pengawes dan uga alat (organ) dari pemerintahan
Daetah,

Untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan bk, dalam
hal ini jelas diperlukan hubungan yang baik antara Kepala Daerah
dengan Dewan Perwaldlan Rekyat Daerah dan Desvan Pemerintah
Daerah,

Delam menjalanken pemerintahan, Dewan Perviekilan
Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya
yang ditetapken dalam Undang-undang. Kewajiban Pemerintah
didaerah-daerah yang idak termasuk urusan rumahtangga daerh,
dapat diserahkan kepada Dewan Perwaklan Rakyat Daerah atau
kepada Deﬁmerintah Daerah unfuk dijelankan. Sedangkan
Kepala daerah mengawast pekerjaan Devwan Perwakilan Rakyat
Daerdh dan Dewan Pemerintah Daerah dan berhak menzhan
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Menura Soly Lubisgggefeg perbecaan bk ofononi dan
medebewind yang diatur dalam undang undang ini adelah sebagai
berkut : Pada pembentukan pemerintahan daerah yang berhak
mengatur danmengurustumehtangganyasendirimenurut Undang-
undang Pokok Pemerintahan Dacrah ini, maka oleh Pemerintah
Pusat ditentukan kewajiban (pekerjaan) mana-mana saja yang
dapat diserahken kepada daerah, sedangkan hek medebenwing
jangan diartikan sempt, yaitu hanya menjalankan perintah dar
ates saje, sekali-li tidak, oleh karena pemerintah daerah berhak
mengatur caranya menjalankan memurut pendapatnya sendir, jaci
masth mempunyai hak otonomi, sekalipun hanya mengenai cara
menalankan saj, tetapt cara menjalankan ind besar artinya bagi
tap-tiap deereh,

Diatur pula mengenai Bentuk dan Susunan Pemerintahan
Daerah (Bab 11). Delam undang undanag ini ditur mengenai
Pemerintahan Daerah terdir, ymewan Perwakilan Rakyat
Deereh dan Dewan Pemerintah Daerah, dimana Ketua dan
Wakl Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipih oleh dan
darf anggota Dewan Perwakilan Rekyat Kepala Dagrah
menabat Ketua dan anggota Desvan Pemerinteh Daerch, Kepala
Dieteh adaleh pengavias dan uga alat (organ) dari pemerintahan
Dieteh,

Untuk dapat menjea pekerjaan dengan balk, dalam
hal i jela diperlukan hubungan yang baik antara Kepala Daerch
dengan Devvan Perwallan Rakyat Daerah dan Devvan Pemerintah
Daerdh.

Dalam memalankan pemerintahan, Dewan Perwaklan
Rakyat Dgggeymengatur dan mengurus ramsh tangga daerahnya
yang diteapkan dalam Undang-undang. Kewajiban Pemerintah
didaeral-daerdh yangtidakteersan rumahtanggadaerah,
dapat diserabikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk dijelankan. Sedangkan
Kepala daerah mengawast pekerjaan Dewan Perwkilan Rakyat
Dieteh dan Dewan Pemerintah Daerah dan berhak menahan
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dijalankansya putusan-putusan Dewan Perwaklan Rakyat Dacrah
dan Dewan Pemerinteh Daerah, bl dipandangnyaputusan- putusan
itu bertentangan dengan kepentingan wnum atan bertentangan
dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan Pemerintah
(Bab 11 UndangUndang ini,

Undang Undang i juga mengatur mengenaiffpgen
Daerah (Bab V) Supaya dagrah yang dibert hak mengatur dan
mengurus rundh tangganya sendiri it bisa bekerja dengan
batk dan sedapat munglin dapat memenuhi kebutuhan karena
berkembangannya pekerjaan (kewafiben), mala pendapatan daerah
iu disusun dengan sebaik-batkaya

Adapun pendapatan Daerch adelah

a. Pajak Daerah, termasuk juga retribust
b. Hasi perusahaan daerah
C. Pajak Negara yang diseralkan kepada daerah

d. Danlain-lain

Delam hal keuangan (1V), penyerahan kewajiban dari Pusat
ke Daerah harus diserta dengan biaya yang dapat memungkinkan
Dacrah bekerja sebagaimana yang dibarapkan. Sumber pendapatan
harus bisa menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik.
Dalam hal ini pendapatan daerah bersift stabl. Delam hal ini
penyelangearaan pemerintahan daerch bermotifpada desentralisai
dekonsentrasi dan medeben

Untuk kepentingan pimpinan dan- pengawasen, maka
Pemerintah dapat melgkukan pengawasan terhadap daerah (V)

a. Meminta keterangan darl Dewwan Perwakilan Rakyat daerah
dan Devwan Pemerintah Daerah

b. Mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala
sesuatu yang mengenai pekerjaan mengatur dan mengurus
rumsh tangga deerah dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah

dan Dewan Pemerintah Daerah

40
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dijalankannya putusan-putusan Dewan Perwakdan Rekyat Daereh
dan Dewan Pemerintah Daereh, bl dipandangnyaputusan-putusan
itu bertentangan dengan kepentingan wnum atau bertentangan
dengan Undang-Undang ateu peraturan-peraturan Pemerinteh
(Babl1T UndangUndang ini),

Undang Undang ini juga mengatur mengenai Keuangan
Daerah (Bab IV) Supaya daerah yang diberi hak mengatur den
mengurus rumah tangganya sendir itu bisa bekerja dengan
batk dan sedapat munglin dapat memenuhi kebutuhan karena
berkembangannya pekerjaan (kewajiban), maka pendapatan deerah
itu disusun dengan sebatk-balkaya,

Adapun pendapatan Daerah adalah:

. Pajek Daerah,termasul juga retrbusi
b. Hasil perusahaan dacrah
¢. Pajek Negara yang diserahkan kepada daerah

d. Danlain-lain

Dalam bl Keuangan (IV), penvershan kewafiban dart Pusat
ke Daerah harus diserta dengan biaya yang dapat memungkinkan
Daerah bekerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber pendapatan
harus bisa menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik.
Dalam hal ini pendapaten deereh bersifat stabil. Delam hal ini
penyelanggaraan pemerintahan daerah bermotifpada desentralissi
dekonsentrasi dan medebenwing

Untuk kepentingan pimpinan dan- pengawasan, maka
Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap daerah (V).

2. Meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerch
dan Dewwan Pemerintzh Daerzh

b. Mengadakan penyelicikan dan pemeriksaan tentang segala
sesuatu yang mengenai pekerjaan mengatur dan mengurus

runh tangga daerch dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Dewan Pemerintah Daerah
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Pada periode berlakunya Undang-Undang Pokok No. 22
Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daetah, undang-undang iniyang
pertama kalinya mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan
Qoereh di Indonesia. Secara wmum Indonesia. memilki- dua
jenis daereh berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah
otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewwa. Daerah
otonom khusus yang dibert nomenklatur “Daerah stimewa’ adalah
daerah Kerajaan/ kesultanan yeng telah ada sebelum Indonesia
merdeka dan masth dik@Folleh dinast pemerintabannya

Undang-Undang ini menentukan balwa pemerintabian okl
menggunakan nomenklatur “Pemerintah Daereh” Pemerintahan
lokal trdiri dari : Legiltif : Dewan Pervekilan Rakyat Daerah
(DPRD); Eksekutif: Dewan Pemeritah DW]PD)

Setelah berlakunya onstitusi Negara Kesatuan yang lebih
dikenal dengan nama UUD Sementara 1950, maka Undang-
Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 berlaku wntuk daerah seluruh
Sumatera, selurch Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sedangan
pada doerch-daerah di bekas wilayah Negara Indonesia
Tiur it wilayah Sulavesi, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah
Maluku masih berlaku GEHITNo.4 Tehun 1950,

Selanjutnya, walaupun harus menghadapi serangan-serangan
politk yang dilancarkan oleh Pemerintzh Belanda yang beruscha
mematabkan perjuangan Bangsa Indonesia, behkan disusul
dengan akst-aksi milier Belonda, Pemerinteh Republik nonesia
berkesempatan mengeluarkan undang-undang pokok tentang
pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tehun 1948
yang dibuat berdesarkan pasal 18 dari Undang-undang Dasar
Republik Indonesta.

Prinsip-prinsip yang penting dalam Undang Undang Nomor
22 Tahun 1948 adalah:

1) Mengadakan keseragaman uniformites) dalam pemerintahan
daerah disehuruh Indonesie

) Mengadakan  penyederhanamn ~ (pembatasan)  fentang
banyakaya tingkatan badan-badan pemerintahan daerah
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Pada periode berlakunya Undang-Undang Pokok No. 22
Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang niyang
pettama kalinya mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan
doerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memili dua
jends daerah berotonomi yaitu daerch ofonom biasa dan daerah
otonom khusus yang disebut dengan daerah istimew. Daerch
otonom khusus yang diberi nomenklatur ‘Daerah stimewa” adalah
deerah Kerajean/ kesultanan yang telah ada sebelum Indonesia
merdeka dan masih dikuasai oleh dinast pemerintabannya

Undeng-Undang ini menentukan bahwa pemerintahan lokal
menggunakan nomenklatur “Pemerintah Daerah” Pemerintahan
lokal terdin dar : Legilatif: Dewan Perwakclan Rakyat Daerah
(DPRD); Eksekautif: Dewan Pemeritah Darah (DPD)

Setelah berlakunya Konstitusi Negara Kesatuan yang lebih

mlikenal dengan nama UUD Sementara 1950, maka Undang-

Undang Pokek No. 22 Tahun 1948 berlaku untuk daerah seluruh
Sumatera, sehurul Jawa, dan seluroh Kalimantan. Sedangan
pada doerah-daerch i bekas wilayeh Negara Indonesia
Timur yaitu wilayeh Sulawes, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah
Maluku mesth berlaku UU NIT No. 4 Tahun 1950,

Selanjutny, welaupun harus menghadapi serangan-serangan
poltk yang dilancarkan oleh Pemerintah Belanda yang berusaha
mematahkan perjuangan Bangsa Indonesia, bahkan disusul
dengan aksi-akst milier Belanda, Pemerintah Republk Inonesia
berkesempatan mengehuarkan undang-undang pokok tenteng
pemerintzhan daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 194§
yang dibuat berdasarkan pasal 18 dari Undang-undang Dasar
Republk Indonesia

Prinsip-prinsip yang penting dalam Undang Undang Nomor

21 Tahun l948ﬁahr
1) Mengadakan keseragamanuniformitas)delam pemerintahan
daerdh di seluruh Indonesta.

) Mengadakan  pempederhanamn  (pembatasan)  tentang
banyaknya tinghaten badan-badan pemerintahan daersh
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satnpal maksinmum 3 tingkatan, yatu provinsi, kabupaten,
(Kota besar) dan kota kecil atau nama lain.

3) Menghapuskan dualism di dalam pemerintahan daerab, yaitu
agar didaerdh tidek ekan berlangsung terus pemerintahan
yang ilankan olh gng pre.

4) Memberdkan hak oforomi- dan medebewind seluas-luastya
kepada badan-baden pemerintahan daerah yang disusun

secara demokrtis

Undang-uandang in diumumbken kurang lebih 1 (satu) tahun
sesudah aksi it Belanda yang pertama (1947) dan kurang lebih
6 bulan sebelun aksinya yang kedua (1948), tepatnya tanggl 10 Jul
1948,

Berhubung dengan keadaan perjuangan mempertahankan
Kemerdekaan sedang memuncak sekal, bahkan sebagian besar dari
wilayeh Indonesia itu sedang diduduld oleh tentara Belanda, maka
UU tersebut sampai tanggal 27 Desember 1949 (saat pengakuan
edaulatan Negara Indonesia), belum juga dapat dilaksanakan.
Namun apabila kita cermati proses konsolidasi yang dilakukan
nampak adanya upaya para pendahulu kita menata pemerintahan
daerah dalam satu tatanan undang undang yang refresentetf dan
mengakomodasi kepentingan daerah,
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3. Undang-Undang No.l Tahun 1957

Undang-Undang No. 1 tahun 1957, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini diﬁbawah rangka
UUDS 1950, Undang-undang ini menjelaskan tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah yaitu Ketentuan Unum bahwa “Yang
dimaksud dengan Daerch dalam Undang-undang ini alah daerah
yang berhak mengurus rumah tangganya sendir, yang disebut juga
“Dacrah Swatantra” dan “Daerah stimewa’ ( Bab )’

Pembagian Wilayah Republik Indonesia Dalam Dacrah
Swatantra Wiliyah Republik Indonesia dibeg] delam daeteh besar
dan kecl, yang berhak mengurus rumeh tangganya sendir, dan
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sanpal meksimun 3 tingkatan, yatu provinsi kabupaten,
(Kota besar) dan kota kecil atau nama lain.

3) Menghapuskan dualiom i delam pemerintahan daerah, yaitu
agar didaerah tidak akan berlangsung terus pemerintaban
yang dijalankan oleh pamong praja,

4) Memberdkan hak ofonomi- dan medebewind sehuas-huasnya
kepada badan-badan pemerintahan daersh yang disusun

secara demokrtis

Undeng-uandang ni dumumkan kurang lebih 1 (satu) tshun
sesudah ki miler Belnda yangBytama (194) an kurang bih
6 bulan sebelum aksinya yang kedua (1548), tepatnya tanggal 10 Juli
1948,

Berhubung dengan keadaan perjuangan mempertahankan
kemerdekaan sedang memuncak sekali bahkan sebagian besar dor
wlayah Indonesia itu sedang@iuduld oleh tentara Belanda, maka
UU tersebut sampai tanggal 27 Desember 1949 (saat pengakuan
kedaulatan Negara Indonesia), belum juga dapat dilaksanakan.
Nomun apabila kita cermati proses konsolidasi yeng dilakukan
nampak adanya upaya para pendehulu kita menata pemerintahan
deerah dalom satu tatanan undang undang yang refresentatf dan
mengakomodast kepentingan dacrah.

3. Undang-Undang No.l Tahun 1957

Undang-Undang No. 1 tahun 1957, tentang Pokok-Pokok
Demerintahan Daerah. Undang Undang ini ibuat dibawah rengka
UUDS 1930, Undang-undang ini menjelaskan tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Diaerah yaitu Ketentuan Ugseabahiwa “Yang
dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerch
yang berhak mengurus rumah tangganya sendii, yang disebut juga
“Daerah Swatantra” dan “Daerah lstimewa” ( Bab )’

Pembagian Wilayah Republik Indonesia Dalam Daerah
Sivatantra. Wilayah Republik Indonesta dibag] dalam daerah besar
dan kecl, yang berhak mengurus rumah tangganya sendir, dan
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yang merupekan sebanyak-banyaknya tigatingkt yang derajtaya
dariatas ke banwah adlah sebagai bertkut (Bab 1): Daerah tingket ke
1 termasuk KotaprajaJakarta Raye; Dacrah Tingkat ke [ termasuk
Kotaprajg; Daerah tingkat ke 1L

Bentuk dan Sususnan Pemerinteh Daerah terdiri dari pada
Dewan Perwakdlan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerch
(Bab [11) . Kepala Daerah Karena jabatannya adalsh Ketua serta
anggota Dewan Pemerintahan Daereh, Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwalclan Rakyat Deerah dipilh oleh dan dari anggoita
Dewan Pervekilan Rakyat Dagrah. Selama Ketua dan Wakl
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerch behum ada, rapat Devwan
Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Devwan
Perwakilan Rekyat Daerah yang tertua usianya,

Adapun mengenai Kekuasaan, Tugas, dan Kewajiban
Pemerintah Daerah ditur pada (Bab V),

Bagian L Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah mengatur dan
mengurus segala urusan rumeh tangga Daerahnya kecuali wrusan
yang oleh wepegp-undang ini diserahkan kepada penguasa Lon.
Delam peraturan pembentuken ditetapkan urusan-urusan tertentu
yang diatur dan durus oleh Denvan Perwakilan Rakyat Daereh seik
suat pembentukannya (pesal 31), Dalam peraturan pembentukan
atau berdasarkan ates atau dengan peraturan perundang-undangan
by kepada Pemerntah Dsersh daat diugakan pembagn
dalan hal menjalanken peraturen perundang-undangan.

Dalam undang wndang ini dikenal kelembagaan Devvan
Pemerintah Daerah yang ketuanya secara eksopisio adalah Kepala
Daerah ditugaskan pembantuan mejalankan peraturan perundang
undangan. Dalam hal ini Dewan Pemerinteh Daerah menjalankan
dekonsentrast ateu medebewind disamping desentralisasi namun
alan hal ini DPRD menjalankan urusan rumah tangga deerch
otonom ( pasal 31,

Mengenai Seketaris dan Pegawai Daerah diatur pada (Bab
V). Semuagmmgavai Dacrah, begitu pula pegawai Negara dan
pegati d&mnya yang diperbantukan kepada deereh, berada
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yang merupakan sebETegpanyakaya tigatinglat yung deaatmya
dariatas ke bawah adalah sebagaiberikut (Bab 11): Dagrah tingket ke
I termasuk Kotapraja Jakarta Raya; Daerah Tingkat ke [ fermastk
Kotaprajy Deerah tingkat ke 11

Bentuk dan Sususnan Pemerintah Daeteh terditi dari pada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerch dan Dewan Pemerintah Daerah
(Bab EEepale Daerah arena abtannya adeeh Ketua serta
anggota Dewan Pemerintahan Darah. Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perweldlang@gut Daerah dipilih oleh dan dari anggoita
Devan Pervaln Rlyat Daerah. Seaggeta dan Veki
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada, rapat Devan
Perwakilan Rakyat Daetah dipimpin oleh seorang anggota Devvan
Persvakilan Rakyat Daereh yang tertua usianya,

Adapun mengenai Kekuasaan, Tuges, dan Kewajan
Pemerintah Daerah iatur pada (Bab V),

Bagian 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan
mengurus segala urusan rumah tangga Daershnya kecual urusan
yang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lan.
Dalam peraturan pembentuken ditetapken urusan-urusan tertentu
yang diatur dan diurus oleh Devwan Perwaldlan Rekyat Daerch sk
saat pembentukannya (pasel 31). Dalam peraturan pembentukan
atau berdasarkan atas atau dengan peraturan perundang-undangan
linnya kepada Pererintah Daerah dapat ditugasken pembantuan
dalam hal menjalankan peraturen perundang-undangan

Delam undang undang ini dikenal kelembagaan Dewan
Pemerintah Daereh yang ketuanya secara eksopisio adalah Kepala
Daerah ditugaskan pembantuan menjalankan peraturan perundang
undangan. Dalam hal ini Dewan Pemerintah Daerah menjelankan
ekonsentrast atau medebewind disamping desentralisas, namun
alam hal 1ni DPRD menjalankan urusan rumah tangga daerah
otonom ( pasel31).

Mengenai Sekoetaris dan Pegawai Daereh diatur pada (Bab
V). Semua pegavai Daerah, begi pula pegawai Negara dan
pegawal daerah lainnya yang diperbantukan kepada daerah, berada
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dibeviah pimpinan Dewan Pefegph aerah. Seketars Dacrah
adalah Sekretaris Dewan Perwaklan Rakyat Daetah dan Dewan
Pemerintah Dagrah,

Rangkap jabatan Sekretarls Daerah yang juga membawahi
epegawaian secara keseluruhan (pegawai Negara dan pegawai
daerah), menjadikan posis itu sangat strategls dalam artin
menangan, mengendalikan semua urusan di daerah, dekonsentrasi
esentralises dan pembantuan.

Bagian [l pada Bab V] dielaskan mengenai Anggaran
Keuangn Doerah, dimana untuk pertama kalinya anggaran
keuangan daerab ditetapkan bagi Daerah Tinglat [ dan I[ dengan
undang-undang bagi Deerah tingkat [l dengan Peraturan
Pemerintah

Menyangkut pengawasan terhadap daerah  diatur pada
bab tersendiri ( Bab V11 Pengavwasan Terhadap Daerah : Dengan
undang-undang atau peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa
sesuatu keputusan daerah mengenai pokok-pokok tertentu fidak

berlaku sebelum disahkan oleh:

1. Menterl Delam Negeri untuk Keputusan Daerzh tinghatke-1

1. Dewan Pemerintah Daerah tinglat ke-{ unfuk keputusan
Daerah tingkat ke-

3, Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-II untuk keputusan
Daerah tingkat ke-I

Aspek sentralstk dalam undang undang i terlhat pada
pengesaban keputusan daerah secara berjenjang, demikian halnya
dengan keuangan yang distur dan disahkan secara berjenjang
Sekalipun dalam undang undang menyebutkan hal demmikian
sebagal pengawasan. Hal in tentu reevan dengan kondisi ketika
i, dan tentu idak relevan delam artian kelehuasean bag daerah
otonom di jaman sekarang ni

Pada periode 1957-1965, priode berlekumgps) No.
| Tabun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
menggantkan Undang-Undang RINo. 22 Tahun 1948 dan Undang-
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di baviah pimpinan Deyvan Pemnerintah daerah. Sekretaris Daerah
adalah Sekretaris Dewan Perwakian Rakyat Daerah dan Dewan
Pemerintah Daerah,

Rangap jabaten Seketaris Daerah yang juga membawahi
kepegawaian secara keseluruhan (pegawai Negara dan pegavai
deerah), menjadian posisi tu sangat strateg’s dolam artian
menangan, mengendalikan semua urusan di daersh, dekonsentrasi
esentralsasidan pembantuan.

Bagian Il pada Bab V] difelskan mengenai Anggaran
Keuangan Daerah, dimana untuk pertama Kalinya- anggaran
Keuangan daerah ditetapkan bagi Daerah Tingkat | dan Il dengan
undang-undang bagl Daerah tingkat [l dengen Peraturan
Pemerintah

Menyangkut pengawasen terhadap daerah diatur pada
bab tersendiri ( Bab V11 Pengavwasan Terhadap Daerah) : Dengan
undang-undang atau peraturan pemerintah dapat ditetapkan babwa
sestatu keputusan daerah mengenat pokok-pokok tertentu tidak
berlaku sebelom disahkan ol

. Menteri Dalam Negeri untuk Keputusan Daerah tingkatke-1

2. Dewan Pemerintah Daerch tingkat ke | wntuk keputusen
Daerah tingkt k-

3, Devwan Pemerintah Daerah tingkat ke-11 untuk keputusan
Daerah tingkat ke- L1

Aspek sentralstk dalam undang undang ini terkhat pada
pengesahan keputusan daerah secara berjenjang, denikdan halnya
dengan kewangan yang diatur dan disabkan secara berienjang
Sekalipun dalam undang undang menyebutkan bl demikian
sebagai pengawasan. Hal ini tentu relevan dengan kondisi ketika
iu, dan tentu tidak relevan dalam artion elehuasaan bagi deerah
otonom i jaman sekarang in.

Pada periode 1957-1965, priode berlskunya UU No.
| Tohun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daersh
menggantikan Undang-Undang RINo. 2 Taun 1948 dan Undang-
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Undang NIEEYp. 44 Tahun 1930, ecara umum Indonesia memili
dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah ofonom biasa yang
dischut daerah swatentra dan daerah otonom Khusus yang
disehut dengan doerh isimena. Sein e mam EJph
berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja, Derah
ini- merupekan kelanjuten dari sistem pemerintahan deerch
ramanHin g andadanRepublkl Pemerntahan NegaraFeder
IS). Menurat perkembangan keadaan, Daerah Swapraja dapat
dalbkan statusnya menjadi Daerah itimewa atau Daerdh
Swatantra.
4, Penetapan Presiden No, 61959 dan Penetapan Presdien No.5
1960

Dalam sejoreh dijumpai peraturan mengenai pemerintahan
daerah menglami perubehan,yaitupada masa 1959 dan 1960sestai
st ketata negaran migFferakukanna kembl ULD) 1945

Penyesuaian padatahun 1939 dilaksanakan dengan Penetapan

Prsiden No. 6 Tahun 1959, Menurut peraturan ini pemerintahan
derah terdir i

. Eksekutf: Kepala Daerah dengan dibantu Badan Pemerinteh
Harian (BPH);
b. Legilatif: Desvan Perwallan Rakyat Dacxah (DRRD).

Sedangkan penyesuaian pada tahun 1960 dilaksanakan
dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960, Peraturan ini
mengatur tentang DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) dan
Seketariat Daerah.

Dalam atwan ini pula ditetapkan baowa Kepala Daerah
arena jabatannya adalah Ketua DPRD-GR. Masa jabatan Kepala
Daerah dan BPH disesuatkan dengan masa jabatan DERD-GR.

Pada masa ini, masa kembali kepada Undang Undang Dasar

1945 setelah konstetuante yang dipiih melalui Pemilihan Um@

1955 gagal menyusun Undang Undang Dasar yang defenit
menggantikan Undang Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku
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Undang NTT No. 44 Tahun 1930, Secara umum Indonesia memiliki
dua i daeteh berotonomi yaitu daerah ofonom biasa yang
dischut daerah swatantra dan daerah otonom Khusts yang
disebut dengan daereh istimewa. Selain dua macam aerah
berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja, Daerah
ini merupakan kelanjutan dari istem pemerintahan daerah
zaman HindiaBelandadan Republikl (Pemerintahan NegaraFederal
RIS). Menurat perkembangan keadaan, Daerah Swapraja dapat
Galhkan statusnya menjadi Daerah Istimewa atau Daerah
Swatantra.

4, Penetapan Presiden No, 6 1959 dan Penetapan Presdien No.5
1960
Delam sefarch dijumpai peraturan mengenai pemerintahan
daereh mengalarmi perubahan,yeitu pada masa 1959 dan 1960sestai
sstem ketata negaraan masa diberlakukannya kembeli UUD 1945,
Penyesuaian padatehiun 1939 dilaksanakan dengan Penetapan

Presiden No. 6 Tahun 1959. Menurut peraturan ini pemerintahan
daerah terdin art:

a. Eksekutif: Kepala Daerch dengan dibantu Badan Pemerintah
Harian (BPH);
b. Legiltif: Desvan Perwalclan Rakyat Dacrah (DPRD).

Sedangkan penyesuaian pada tahun 1960 dlaksanakan
dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960, Peraturan ini
mengatur tentang DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) dan
Sekretariat Dagrah.

Delam aturan ini pula ditetapkan bahwa Kepala Daerah
karena jabatannya adaleh Ketua DPRD-GR. Masa jabatan Kepala
Daerah dan BPH disesuatkan dengan msa abatan DPRD-GR,

Pada masa ini, masa kembali kepada Undang Undang Dasar
1945 setelah konstetuante yang dipikh melelui Pemiihan Unum
1955 gagal menyusun Undang Undang Dasar yang defenitf
menggantkan Undang Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku
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ketika tu. Dennikian halnya cara menperlakuken kembali Undang
Undang Dasar 1945 melaui Konstituante sudah tidak mungkin,
(Golongan terbesar yang tidak dapat merath suara mayoritas 213
engan kesal memutuskanuntuk tidek menghadirilagisidangsidang
Konstituante. Dengan demikian melumpuhkan sidang pembuat
Undang Undang Dasar itu (Prof De Jsmail SunySH.M.CL, 1983)

Menghadapi jalan buntu yang demikian ini, Presiden
Soekamo mendekritkan berlakunya kembali Undang Undang Dasar
1945, pada tanggal 5 Juli 1959, Dekit Presiden itu selengkapuya
sebagal berikut

Babwa anjuran Presden dan Pemerintah untuk Kembal
kepada UndangUndang Dasar 1945 , yang disampatkan kepada
segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22
Hpril 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagai
ditentukan dalam Undang Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagion terbesar
Anggota anggota Sidang Pembuat Undang Undang Dasar untuk
tidake menghadir lagi sideng Kongtituante tidak mungkin lagi
menyelesatkan tugasyang dipercayaken oleh Rakyat kepadanya.

Bawa hal yang demikian menimbulken keadaan
ketatanegaraan yang membahayekan persatuen dan keselamatan
Negara, Nusa s setta merintang] pembangunan semesta
unfuk mencapai masyarekat yang adil dan makmur

Bahwa dengan dulungan bagian terbesar Rekyat Indonesia
dan didorong oeh Keyakinan kami sendir, kami terpaksa memilih
satu satunya jalan unfuk menyelamatan Negara Proklamasi.

Bahwa ke berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggel
12 Junil945 menjiwai UndangUndang Dasar 1945 dan adalah
merupalkan suatu rangkaian esatuan dengan Konstitus tersebut,

Maka atas dasar tersebut i atas... menetapan pembubaran
Konsttuante, menetapkanUndang Undang Dasar 1945 berlakulagi
... terblang mulai hari tanggal penetapan delet ini dan tidak
berlekunya lagi Undang Undang Dasar Sementara” (Keputusan
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Ketika itu. Demnikian halnya cara memperlakukan kembali Undang
Undang Dasar 1945 melahui Kongtituante sudah tidek mungkin,
Golongan terbesar yang tidak dapat meraih suara mayoritas 213,
engan kesal memutuskanuntuk idak menghadirilagisidang sidang
Kongtituante. Dengan demikian melumpuhkan sidang pembuat
Undang Undang Dasar it (Prof D lsmail Suny H.M.CL, 1983)

Mengha€Egiln buntu yang demikian in, Presiden
Soekarno mendeksitkanberlakunya kembeli Undang Undang Dasar
1945, pada tanggal 5 Juli 1959, Deket Presiden itu seengkaprya
sebagaiberlkut;

“Bahwa. anjuran Presden dan Pemerintah untuk kembal
kepada UndangUndang Dasar 1945 , yang disampatkan kepada
segenap tekyat Indonesa dengan Amanat Presiden pada tanggal 22
April 1959,tidek memperoleh eputusan dart Kongttuante sebagai
ditentukan dalam Undang Undang Desar Sementara,

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar
Anggota anggota Sidang Pembuat Undang Undang Dasar untuk
tidok menghadiri lagi sidang Konstituante tidek munglin lag
menyelesatkan tugesyang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya.

Bawa hal yang demikion menimbulkan keadaan
etatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan
Negara, Nusa den Bangsa serta merintang] permbangunan semesta
unfuk mencapai masyarakatyang adil dan makmur

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia
dan didorong oleh keyakinan kami sendirt, kani terpalsa memiih
satu satuny jaan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi .

Bahwa kami berkeyelinen bahvwa Piagam Jakarta tertanggel
22 Juni1945 menjiwai UndangUndang Dasar 1945 dan adalah
merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konsfitus tersebut

Maka atas dasar tersebut diates... menetapkan pembubaran
Konstituante, menetapkanUndang Undang Dasar 1945 berlakulagi
.. terbilang mulai hari tanggal penetapan deket ini dan tidak
berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara” (Keputusan
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Presiden 1959 No. 150, LN. 1959,75; Berita Negara 1959,69. Dalam
Ismal Suny 1983)

Kiranya perlu ditambehkan, bahwa Dekerit tersebut
menetapkan pula pembentukan Majels Permusyawaratan Rakyat
Sementaradan Devan BEEnbangen Agung Sementara,

Pada tanggal 22 uli 1959, Dewan Perwakilan Rakyat dengan
aklamasi menyetujul seruan Presiden kepada Dewan itu untuk
melanjutkan pekerjzannya dibawah Undang Undang Desar 1945,

Dengan demikdan Desvan Perwakdlan Rekyat sebagt wldl
rakyat dengan suara bulat telah melegalsir Dekrit Presiden

5, Undang-Undang Noggiun 1963

Undang-Undang No. 18 faluun 1965, tentang Pokok-Pokok
Pemerintehan Daerah, berlaku mulai Tanggal 1 September 1965
yang disusun menurut bingkai policy mengenai pemerintahan
Qaerah, dengan mencakupkan unsur-unsur yang dipendang
progeesif dari UL No. 22 tahun 1948, Pen. Pres. No. 6 tahun 1959,
Pen. Pres. No. 2 tahun 1960 dan Pen. Pres. No. 5 tahun 1960 jo. Pen.
Pres. No. 7 tahun 1965.

Kiranya. perlu dilaskan, baik Pen. Pres No. 6 tahun
1959 maupun UU No. 18 tahun 1965, adalah disusun dibaweh
rangka berlakunya kembali UUD 1945, dan dalam binghai/gars-
garis Manifesto Politk. Manipol atan Manipesto Politk adalah
kesehuruhan si pidato PJM. Presiden Soekarno pada tanggal 17
Agustus 1959 atau pdato Presiden seiap tanggel 17 Agustus hingga
17 Agustos 1960, erhitung mulai 17 Agustus 1946, sehingga dengan
emikian yang dimaksud Manipol falah Pidato Presiden yang ke 14
atau st uga Manipoladalah penjelmaan resm daripada Deleit
Presiden SJul 199, yaihaada ekt beliau menyatakan dua hal

1. pembubaran Konsttuante; dan
1. berlakunya hembali Undang Undang Dasar 1945,

Pada hakekatnya pidato 17 Agustus 1959 it adalah semacam
“Verantwoording, semacam “pertanggungan jawab’ Presiden yang
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Presiden 1959 No. 150, LN. 195975 Berita Negara 1959 69, Dalam
Ismail Sy 1983)

Kiranya perlu ditambahan, bahwa Dekeit tersebut
menetepkan pula pembentukan Majels Permusyawaraten Rakyat
Sementara dan Desvan Pertimbangan Agung Sementara

Pada tanggal 22 uli 1959, Dewan Perwakilan Rakyat dengan

(2 amasi mengetuji seruan Presiden hepada Dewan it wnk

melanjutkan pekerjaannya dibawah Undang Undang Dasar 1945,
Dengan demikian Dewen Perwakilan Rekyat sebagai waldl
rekyat dengan suara bulat elah melegalisir Dekrit Presiden

5. Undang-Undang No.18 Tahun 1965

Uncdang-Undang No. 18 tahun 1963, tentang Pokok-Pokok
Demerintahan Daerah, berlaku mulai Tanggal 1 September 1965
yang disusun menurut bingkai policy mengenai pemerintahan
deerah, dengan na.kupkan unsur-unsur yang dipandang
progresif dari UU No. 22 tehun 1948, Pen. Pres, No.  tahuun 1959,
Pen. Pres. No. 2 tahun 1960 dan Pen. Pres. No. 5 tahun 1960 o Pen,
Pres. No. 7tahun 1965,

Kiranya perlu dijela&n, baik Pen. Pres No. 6 tahun
1959 maupun UU No. 18 tahun 1965, adelah disusun dibaweh
rangka berlekunya kembali UUD) 1945, dan dalem bingkai/garis-
gars Manifesto Politik. Manipol atau Manipesto Polik adalah
kesehuruhan si pidato PJM. Presiden Soekarno pada tanggel 17
Agustus 1959 atau pidato Presiden seiap tanggal 17 Agustus hingga
17 Agustus 1960, terhitung mula 17 Agustus 1946, sehingga dengan
emikian yang dimaksud Manipol alah Pidato Presiden yang ke 14
atau disebut uga Manipoladalah penjelmaan resmi daripada Deket
Presiden Sl 1955, et pada waktu beliau menyatakan dua hal:

L. pembubaran Konsttuante; dan
2. berlakunya kembeli Undang Undang Dasar 1945,

Pada hakekatnya pidato 17 Agustus 1959 it adalah semacam
“verantwoording, semacam “pertanggungan jawab” Presiden yang
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ditujukan kepada Rakyat mengenal apa apa yang belau tindakkan
pada tanggal 5 Juli 1959,

Dewan Pertimbangan Agung menamakannya Manipol
itu sebagal “penjelmaan resmi” dari pada Dekat Presiden 5 Jul
1959 , dan karena itu Manipol tidaklah dapat dipisahkan dengan
darl Dekett. Siapa yang ingin mengetahui tentang Manipol mest
mengetehui arti Dekrit, Tanpa menyadart arti Deket 5 Juli orang
tak akan mengerti maksud Manipol. (Terakbir- pen) Manipol
adelah gari garis besar Haluan Negara, adalah kebijeksanaan
umun Presiden yang diberl nama “Manifesto Politk Republik
Indonesid, merupakan pedoman bagi pelaksanaan program
Kabinet Kerdia sesuai dengan perubahan perubahan fundamental
yang telah terjad di dalam sendi sendi ketatanegaraan di Indonesi,
darl azas dan fabam liberelisme menjadi Demokrast Terpimpin
sejak Pengumuman Dekrit Presiden Panglima Tertingai 5 Juli 1959,
(eterangan pers Menteri Penerangan Maladi , 30 Juli 1939 delam
Tudjuh Bahan Bahan Pokok Indoktrinasi, Dewan Pertimbangan
Agung, 1960)

MSolly Lubis, SH (1983) Seperti dikemukakan terdahul,
Manifesto Politik menjadi GBHN, ditetapkan oleh Presiden
Sukarno, melalui Pen.Pers. No. I tahun 1960, dan dikuatkan oleh
MPRS melai Tap. MPRS No.I tahun 1%0.

Pada Sidang Unnum stimewa tahun 1967, melalui Tap. No.
XXXIV tahun!97, MPRS menetapkan peninjauan kembali Tap.
MPRS No. I thun 1960 tentang Mansfsto Politk. Dalam Diktum
Tap. ind dikatakan babwa Tap. MPRS No. [ tahun 1960 tentang
Manipol itu sudah tidek sesu lagi dengan kondisi dan situs (ps.
1) dan Kepada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS ditugaskan
unfuk meninjau Kembali, menelti dan mengganti Tap. tersebu,
sesuai dengan hast-hasil U ke IV MPRS (ps.2)

Dalam Penjlasan vesmi Tap. tersebut, diterangkan antara
Ln: Mengingat perkembangan masyaraka kitaakhir-akhir in baik
alam bidang Politk, ekonomi, sostal dan kebudayean, maka Tap,
MRS No. I tahun 1960 tentang Manipol sebagai GBHN tu sudah
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ditjuken kepada Rakyat mengenai apa apa yang beliau tindakkan
pada tanggal 5 Juli 1959,

Dewan Pertimbangan Agung menamakannya Manipol
it sebagal “penjelmaan resmi” dri pada Delrit Presiden 5 Jul
1959 , dan karena itu Manipo! tidaklah dapat dipisahkan dengan
dari Dekeit. Siapa yang ingin mengetahu tentang Manipol mest
mengetahui arti Dekrit, Tanpa menyadari arti Dekeit 5 Jul: orang
tak akan mengerti maksud Manipol. (Terakbir- pen) Manipol
adelah garis garis besar Haluan Negara, adeleh kebijaksanaan
umurn Presiden yang dibert nama“Manifesto Poltk Republik
Indonesid, merupakan pedoman bagi pelaksanaan program
Kabine Kerda sesu denga perebabagrubatan fundamentl
yang elah terjadidi dalam sendi sendi ketetanegaraan diIndonesia,
dari azas dan faham Bberalisme menjadi Demokrasi Terpimpin
sejak Pengumuman Dekrit Presiden Panglim Tertinggi 5 Jul 1959
(Keterangan pers Menteri Penerangan Maladi , 30 Juli 1959 dalam
Tudjuh Bahan Bahan Pokok Indoktrinasi, Dewan Pertimbangan
Agung, 1960)

MSolly Lubis, SH (1983) Seperti dikenmukakan terdahuly,
Manifesto Poltk menjadi GBHN, ditetapkan oleh Presiden
Sukarno, melalui Pen.Pers. No. I tahun 1960, dan dikuatkan oleh
MPRS melahu Tap. MPRS No.  tahun 1960

Pada Sidang Unmum Istimewa tahun 1967, mejpbsssip. No.
XXXIV tahunl967, MPRS menetapkan peninjauan kembali Tap.
MPRS No. I tahun 1960 tentang Manifesto Politk. Dalam Diktum
Tap. ini dikatekan balwa Tap. MPRS No. I tahun 1960 tentang
Manipol tu sudah tidak sesuai lagl dengan kondis dan situas (ps.
1) den kepada Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS ditugaskan
unfuk meninjau Kembali, menelti dan mengganti Tap. tersebut,
sesuai dengan hasil-hestl U ke IV MPRS (ps.2),

Dalam Penjeasan resmi Tap. tersebut, diterangkan antara
Lo Mengingat perkembangan masyarakat kita akhir-akir ini baik
dalam bidang Politk, ekonom, sosal dan kebudayaan, maka Tap.
MPRS No. I tahun 1960 tentang Manipol sebagai GBHN itu sudeh
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tidak sesuai lagi dengan kondist dan situast mesyarakat dan oleh
Karenanya perlu difinjau kembeli ditelit dan digant. Selanjutoya,
dalan penjelasan it dikatakan, bahwa selama belum ada Ketetapan
baru dari SU MPRS/MPR mengenai Haluan Negara, maka bagian-
bagian dari Tap. MPRS No. I tahum 1960 tentang Manipol sebagai
GBHN itu yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945, Tap-Tap MPRS dalom SU. Ke IV dan SUI MPRS tanggal 7
sampas dengan 12 Maret 1967 teap dipengunakan ebagai pedoman,
Memang benar, bahvwa secara formil, Tap. No. XXXIV tahun 1967
i tidak tegas mengatakan bahvwa Tap. No. I tahun 1960, Manipol
tidak berlaku lagi, dan hanya mengatakan bahwa bagian-bagianny
yang tertentu dapat dipergunakan sebagai pedoman, dengan syarat
sepanjang tidak bertentangan dengan:

L. Pancasly

2 UUD1945;

3. Tap-Tap MPRS dalam SU1 tahun 1966 dan
4, Tap. MPRS dalam SUI tahun 1967,

fika Manipol tersebu, diu sesua dengan persyaratan yang
dikenukakan oleh MPRS itu, praktis Manipol idak dipergunakan
lagi sebagat pedoman, dan 1ni dapat dibuktikan cleh materi Tap.
tertentu dalam SU tahun 1966 dan SUI tahun 1967, dan jelas
bertentangan dengan dasar flafat Pancasil dan tujuan negara yang
tersebut delam UUD 19

Undang Undang No 18 Tahun 1965 seterusnya kitasingat UU
18/1965 menyusun Pembagien Negara Kesatuan Republik lnd?
Dalam Daerah (Bab I). Wilayeh Negara Republk Indonesiaterbagi
habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus

runah tangganya sendis dan tersususn dalem tiga tingktan yaiu:

a. Propinsidanatan Kotaraya sehagai Daereh Tingket
b. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingket 1

din

C. Kecamatan atau kotapraja sebagai Daerah Tingket I
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tidak sesuai Lagi dengan kondisi dan stuasi masparakat dan oleh
Karenanya perlu difinjau kembali it dan diganti. Selanjutnya,
Calam penjelasan it diketaken, bahwa selama belum ada Ketetapan
baru dari SU MPRS/MPR mengena Haluan Negara, maka bagian-
biagian dari Tap. MPRS No. I tahun 1960 tentang Manipol sebagai
GBHN it yang tidak bertentangan dengan Pancasila don UUD
1945, Tap-Tap MPRS dalam SU. Ke IV dan SUI MPRS tanggal 7
sampai dengan 12 Maret 1967 teop dipergunakan ebagai pedoman.
Memang benar, bahwa secara formil, Tap. No. XXXIV tahu 1967
ifu tidak tegas mengatakan bahwia Tap. No. I tahun 190, Manipol
tdal berlaku Lagi, dan hanya mengatakan bahvwa bagian-bagiannya
yang tertentu dapat dipergunakan sebagai pedoman, dengan syarat
sepanjang ticak bertentangan dengan:

L. Pancasly

2 UUD 1945,

3. Tap-Tap MPRS dalam SUI tahun 1986 dan
4, Tap. MPRS dalam SUTtehun 1967,

Jka Manipol tersebut, diu sesuai dengan persyaratan yang
dikemukakan oleh MPRS it praktis Manpol tidak diperginekan
lagi sbagai pedoman, dan ini dapat dibukttkan oleh materi Tap,
tertentu dalam SU tahun 1966 dan SUI tahun 1967, dan jelas
bertentangan dengan dasar flsafat Pancasila dan tujuan negara yang
tersebut dalam UUD 1945

Undang Undang No 18 Tahun 1963 seterusnya kitasingkat UU
18/1965 menyusun Pembagian Negara Kesatuan Republk Indonesia
Dalam Daerah (Bab I). Wilayah Negara Republk Indonesia terbagi
habis delam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus
rumh tangganya sendir den tersususn dalam tiga tingktan yaitu:

a. Propinstdan/atau Kotaraya sebagai Dacreh Tinghat

b. Kabupaten den/atau Kotamadya sebagal Daerah Tinglt 11
dn

C. Kecamatan atan Kotapraja sebagai Daerah Tingkat LI

4




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Adapun auk dan susunan Pemerintah Daerah (Bab 111)
adalah: Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan
Perwakdlan Rekyat Daerah, dimana Kepala Daerah melaksanakan
Poltk Pemerintah dan bertanggung jawab Kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negerl menurut hirarki yang ada. Delam
menjalankan pemerintahan sehart-hari Kepala Daerah dibantu oleh
kil Kepala Dagrah an Bgel Pemeriteh Harian,

Delam Undang Undang ini Pimpinan Dewan Perweldlan
Rakyat Dacteh dalam menjalanken tugasnya mempertanggung
jawabkannya kepada Kepala Daerah. Penyelenggaraan administras
yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintah daerah
(ilakukanoleh @hepiat Daerah, yang susunan dan pembiayaannya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarken pedoman yang
diberikan oleh Pemerintzh Pusat dan disahkan oleh Menterl Dalarn
Negerl

Tidak diragukan lagi bila Undang Undang ini bersift
sentralistik dan tidak memberi ruang bagl Daera, masyarakat
di Daerah untuk berkreast atan berpartisipasi sesuai kondist dan
tantangan yang dihadapi Daerah (M. Solly Lubis, 1983).

Hal ini dapat dicermat pada Bab IV yang mengatur tentang
Kekasan Togo dan Kewajbaghim
Daerah berhek dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
fangga daerahnya. Urusan-urusan Pemerintah Pust, sebagian
atau seluruhnya yang menurut pertimbangan Pemerintah Pusat
dapat dipisahkan dari tangan Pemerintah Pusat untuk diatr dan
diurus sendii oleh Daereh. Beberapa daerah dapat bersama-sama
mengatur dan mengurus kepgafingan bersama.

Sebagai alat pemerintah Pusat, Kepala Daeral

erintah Daerah : Pemerintah

a Memegang pimpinan kebijaksanean politk polisonsl
didserzhnys, dengan mengindahkan wewenang-wewenang
yangadapada pejabat- pejabat yang bersangkuten berdaserkan
peraturan perundang @engan yang berlaku.

b. Melokukan pengawasan atas jalannya pemerintahan di
aerah,
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Adapun bentuk dan susunan Pemerintah Daerah (Bab 111

(EEERh: Pemerntah Drah teciidai Kepala Daerah dan Devn

Perwakilan Rakyat Dacrah, dimana Kepala Daerah melaksanakan
Doltk Pemerintah dan bertanggung jawab epada Presiden
melaui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada. Dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh
Wkl Kepala Daeteh dan Badan Pemerintah Harian

Dalam Undang Undang ini Pimpinan Dewan Perweklan

t Daerah dalam menjalankan tugasnya mempertanggung
jawabkannya kepada Kepala Daereh. Penyelenggarean administras
yang berhubungan dengan seluruh tugas pemerintah daerah
dilakukanolehsekretariat Daerah, yang susunan dan pembiayaannya
ditetapkan dengan Returan Daerah berdasarkan pedoman yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan disehkan oleh Menteri Delam
Negeri

Tidak diragukan lagi bla Undang Undeng ini bersifat
sentralistik dan tidek memberi ruang bagi Daerah, masyarakat
di Dagrah untuk berkreasi atau berpertisipas sesua kondisi dan
tantangan yang dihadapt Daerah (M. Solly Lubis, 1983).

Hal ini dapat dicemmat pada Bab IV yang mengatur tentang
Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah : Pemerintah
Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumeh
tangga daerahnya. Urusan-urusan Pemerintah Pusat, sebagian
atau seluruhnya yang menurat pertimbangan Pemerinteh Pusat
dapat dipisahkan dari tangan Pemerintah Pusat untuk diatur dan
diurus sendir oleh Daerch. Beberapa daerah dapat bersama-sama
mengatur dan mengurus kepentingan bersama,

Sebagal lat pemerintah Pusat, Kepala Dagraly

A Memegang pimpinan Kebiaksanaan politk polisional
didaerahoya, dengan mengindahkan wewenang-wevwenang
yangadapadapejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

b, Melakukan pengawasan ates jelannya pemerintahan &
aerch,
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C. Menjalankan tugas-tuges lain yang disershlan kepadanya

oleh pemerintah pusat

Kesan sentralisik it dapat pula dicermati pada Bab yang
mengatur mengendi kepegaveian (Bab. V)  Semua [
Dacrah, begitu pula pegawed Negeri/ Pegawal Daerah lainnya
yang dipekeriakand diperbantukan kepada daerah, ada di bawah
pimpinan kepala daereh.

Seterusnya mengenai Seketars Daerah diatur bahwa

Sekeetais Dacrah adalalypegaywi daerah yang bagt:

a. Daerah tingkat | dan Darah tinghat [ diangkat oleh Menter
dalam Negeri atas usul Kepala Daerah dengan persetujuan
Dewan Pervalilaggipiat Daerah yang bersangkutan,

b. Daereh tingkat Il diangkat oleh Kepala Daerah tingkat [ atas
usul Kepla Daerah yang bersangkutan.

Mengenai Sekretaris Deerab, Khususnya delam  hal
pengangkatan,idakjauh berbedadengan undangundang mengendd
pemerintzh daerah yang ada. Demikian halnya mengenai keuangan
dagrah (Bab V1),

Sumber-Sumber Keuangan Daerah adlah:

a Hasil perusahaan Daerahh dan sebagian hasil perusahaan
Nears

b. Pajak-piak deerahy

C. Retrbusi aeraby

d. Pajak Negara yang diserahkan kepada deerah;

e. Bagian dari il pajek pemerinah pusat

{ Pinjaman; dan lain-lain hasil utama yang sesuai dengan
kepribadian Nasional

Dengan Undang-undang kepada daerah dapat

1. Diserahkan pajak negara
2. Diberikan sebagian atau seluruh penerimaan pajak negra
3. Diberikan sebagian dart pendapatan bea dan culai

il
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¢. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya

oleh pemerintah pusat

Kesan sentralisik tu dapat pula dicermati pada Bab yang
mengatur mengenal kepegawaian (Bab. V) : Semua Pegawai
Dueteh, begitu pula pegawai Negeri/ Pegawai Daerah Linnya
yang dipekerjakan/ diperbantukan kepada daerab, ada di bawah
pimpinan kepala daerah,

Seterusnya mengenai Sekretaris Doerah diatur babwa

Sekretaris Daerah adalah pegavwei dagrah yang bagi:

& Dacra gt | don D tinght I dianghat lh Menter
dalam Negeri atas usul Kepala Derah dengan persetujuan

Dewan Pervyakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan
b, Daeteh tingkat Il diangkat oleh Kepala Daerah tingkat [ ates
usul Kepala Diaerah yang bersanglatan,

Mengenai Sekretaris Derah, Khususnya dalam  hal
pengangkatan,tidakjauh berbedadengan undangundang mengena
pemerintah daerah yang ada. Demlkian halnya mengenai keuangan
dagrah (Bab V1),

Sumber-Sumber Keuangan Dacrah adlah:

. Hasil perusshaan Dagrah dan sebagian hasi perusahaan
Negarz;

b. Pajek-pajak daerah;

C. Retrbusi deerahy

. Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah;

¢. Bagian dari hosl pajak pemerintah pusat

f. Pinjaman; dan lain-lain hasll utama yang sesuai dengan

epribadian Nasiona]
Dengan Undang-undang kepada daerch dapat:

1. Diserahkan pajak negara
2. Dibertkan sebagian atau seluruh penerimaan pajak negra
3. Diberikan sebagian dari pendapaten bea dan culai

il
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4. Diberdkan sebagian dari hasi perusahaan Negara
5. Diberikan ganjaran, subsidi dan sumbangn,

Pada U 18/1965 diatur tersendiri mengenai. Pengawasan
Terhadap Daerah (Bab V). Mengenai pengawasan in disebutkan
baha

Perubah @grbaban yang telah cadakan dabm stuktur
pemeriniehan daerah dan yang dimasukkan dalam sistematika
Undang-undang tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah. ifat-
sfatdan syarat-syarat daripa@emen’ntahan aerah harus:

1. Stabildanberkewibawaan

2. Mencerminkan kehendak rakyat daerch

3, Resolusioner

4. Gotong royong

5. Berdir di atas kaki sendiri (swasembada untuk mencapei
siwasembada)

6. Berkepribadian nasional.

Kiranya pertu untuk dikemukakan bahwa UU 18/1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Dacrah menggantan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun
1959; Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 Penetapan Presicen
No. 5 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No. 7 tehun 1965,
Menurut undang-undang ini secara umum Indonesia. hanya
mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut
dibagi menjadi tiga tingkaten daerah. Tingketan Nomenklatur
Daerah Otonom Tingkat  Provins/Kotaraya, Tingket [ Kabupaten/
Kotamadya dan Tingkat I Kecamatan/Kotapraja. Doerab
daerah yang memilki otonomi Khwusus menurut UU No. 1 Tahun
1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan
engan daerah otonomi bia

Undang-undang in menentukan bahwa pemerintahan okel
menggunakan nomenklatur “Pemerinteh Daerak. Pemerintah
Daerah berhek dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangea daerahya. Pemerinteh lokal terdiri darf : Eksekutif
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4, Diberdkan sebagian dar hasi perusahaan Negara
5. Diberdkan ganjaran, subsidi dan sumbangan

Pada UU 18/1965 diatur tersendict mengenai. Pengawasan
Terhadap Diaerah (Bab V). Mengenai pengawasan i disebutkan
bahwa

Perubahan-perubahan yang telah diadakan delam struktur
pemerintahan daerch dan yang dimasukkan delam sistematika
Undang-undang tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Dierah. Sifat-
sfat dan syarat-syaratdaripada pemerintehan daerh harus:

1. Stabil dan berkewibawaan

2. Mencerminkan kehendak rakyat daereh

3. Revolusioner

4. Gotong royong

5. Berdir i atas kaki sendirt (swasembada untuk mencapai
swasembada)

6. Berkepribadian nasionsl.

KiranyaperluuntukdikemukﬁahwaUU18!1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintehan Daerah menggantian Undang-
Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun
1959; Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 Penetapan Presiden
No. 5 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965.
Menurut undang-undang ini secara wnum Indonesia. hanya
mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut
dibagi menjadi tiga tinghatan daerah. Tingkatan Nomenklatur
Daerch Otonom Tingkt [ Provins/Kotaraya, Tingkat I Kabupateny
Kotamadya dan Tingkat I Kecamatan/Kotapreja. Daerab-
derah yang memiliki otonom; Khusus menurut UU No. 1 Tahun
1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamban
engan daerah otonomi biase.

Undang-undang ini menentukan bahvwa pemerintehan lokal
menggunakan nomenklatur “Pemerintah Daerah. Pemerinteh
Daerah berhak dan berkewajiban mengajgsgdan mengurus rumeh

tangga deerahnya. Pemerintah lokel terdin dari : Eksekutf
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Kepala Dagrah dibantu Wakd Kepala Daerah dan Badan
Pemerintah Harian (BPHD); Legisatif: Dewan Perwaklan Rakyat
Darah (DPRD):

Tercatat di dalam sefarah bahwa hanya 29 hari seteah UU
18/1965 disahkan, teriadi peristiwa luar biasa di tanah ai,
yaitu apa yang kita kenal kemudian dengan G 30/S PKI yang
berimplkasi pada pelaksanaan undang-undang pemerintahan
aerah n yakni tidek dapat diberlakukan secara mulus Perubahan
konstelas polik yang terjadi sepanjang akbir 1965 sampai dengan
tahun 1968 mengakibtkan undang-undang Pemerintahan Daerah
1965 ni tidak dapat diberlakukan

5, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerab, pada beberapa Literatur mengasumetkan
bahwa undang undang ini menindak lanjuti  wraian penting
mengenai Pererintahan Daerah dalam Garis G Besar Haluan
Negara (GBHN) Tap. MPR No. IV tahun 1973, den jalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, secara mumi
dan konsekoven sebagai issu prubahan dartorde lama ke orde baru
ketika it

Mengenai hal ini bukan hal yang ganj, kalau diketabui dan
diingat, bahwa pelaksanaan setiap UUD, harus menurut istem yang
dianut UUD itu sendiel. Menurut MSolly Lubis (1983) “bahkan
dibawah rangka suatu UUD yang sama, garis politik mengenai
sesuatu bidang dan aspek pemerintahan misalnya mengenai
pemerintah daerdh, mungkin dan dapat berubeh-ubah, sesud
dengan funfutan suasana dan kehicupan fpemara dan masyaraket”

Di era Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang muld
berlaku tanggal 23 Juli 1974 di atur pokok-pokok penyelenggaraan
urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralises, ases
dekonsentralisas dan asas tuges pembangem di daerah.

Semua urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada
daerah dalem rangka pelaksanaan asas desentralisat pada dasarnya
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Kepala Daerah dibantu Wakdl Kepala Daerah dan Badan
Pemerintah Harian (BPH); Legislatf : Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD);

Tercatat di dalam sefarah babwa hanya 29 bari seteah UU
181965 disabkan, teredi peristiva luar biesa di tanch ai
yaitu apa. yang kita Kenal kemudian dengan G 30/S PKI yang
berimplkasi pada pelaksanaan undang-undang pemerintahan
aera i, yakn tidek dapat diberlakukan secara mulus, Perubahan
Konstelas poliik yang terjadi sepanjang ki 1965 sampai dengan
tahun 1968 mengakibatkan undang-undang Pemerintahan Daerah
1965 ni tidak dapat diberlakukan.

5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang:Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerab, pada beberapa Hteratur mengasumsikan
bagrgundang undang in menindak lanjt - wan pentig
mengenai Pemerintahan Daerah dalam Garis Grs Besar Haluan
Negara (GBHN) Tap. MPR No. IV tahun 1973, dan juga dalem
rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, secara mumi
dan Konsekowen sebagai issu prubaban dari orde lama ke orde baru
Ketlka it

Mengenas hal ini, bukan bl yang ganil, kalau diketahus dan
diingat,bahwa pelaksanaan setiap UUD, harus menurut istem yang
diamut UUD itu sendiri, Menurut MSolly Lubis (1983) “bahkan
dibawah rangka suatu UUD yang sama, garis politlk mengenai
sesuatu bidang dan aspek pemerintahan misalnya. mengenai
pemerintah daerah, mungkin dan dapat berubah-ubah, sesua
dengan tunfutan suasana dan kehidupan bernegara dan msyaraket”

Di era Undang-undang Nomor 5 Tehun 1974 yang mula
berlaku tanggal 23 uli 1974 di atur pokok-pokok penyelenggaraan
urusan pemerintahan berdasarkan ases desentralisasi, ases
dekonsentralisas dan asas tuges pembantuan i daerah.

Semua urusin pemerintahan yang teleh diserahkan kepada
daerah alam rangka pelaksanaan asas desentralises pada dasarnya
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menjadi wewenang dan tanggung jawab daereh sepenuhinya.
Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daereh,
baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segt pembiayaannye.
Demikian pula perangkat pelaksanaannya dar daerah itu sendir
yaitu terutama dinas-dinas daerab. Oleh karena itu tidak semua
urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada deereh menurut
asts desentralisesl, maka  penyelengoaraan berbagai urusan
pemerintalan di daerah dilaksanakan oleh perangkat perintah
di daerah bergkan asas dekonsentrsi, Tidak semua wrusn
pemerintahan dapat diserabkan epada daerah menjadi urusan
mumeh tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintahan masih
menjadi urusan pemerintah pusat,Pelaksanaannya oleh pemerintah
pusat dan daerah bekerjasama disebut tugas pembantuan.

Dalam undang-undang ini yang dimaksudken dengan
esentralisest adalah penyerahan urusen pemerintahan kepada
daerah[oalsedanghanrvevenagFyatetapadapads pemeriniahan
(pusat). Sedangkan yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang
dalam undang-undang ini adelah wewenang untuk melaksanakan
fugas bukan wewenang unfuk mengatur,Ini memunjukan bahwa
kedudukan pusat dalam hal dekonsentras secara hirarkis berada di
atas daereh M Solly Lubis SH, 1983).

Undang-undang in prinsipnya nyata dan bertanggung jaweb.
Sebabitudalampenjelasanmnumnyaundang-@ginidinyatakan
bahvva urusan diserahkan kepada daerah sebagai pelaksanaan asas
esentralises tetapi tenggung jawab terakdir terhadap wusan-
urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat. Oleh
Karena itu urusan pemerintahan daerah bila diperhukan dapat
ditarik menjads urusan pemerintah pusat Hal ini menggambarkan
pengart sentralistk dan ketdak percayaan kepada daerah atau
Kekhawatiran pusat mengenai urusan yang diserahkan

Dari penyershan dan penardkan urusan menggambarkan
pelaksanaan desentralsas atau otonomi daerah setiap seat bisa
berubah menjadidelonsentrasiatau medebewind. Otonomi daerah,
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menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhoya.
Dilam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah,
bak yang menyangkut penentuan Kebijaksanaan, perencanaan,
pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaanoye.
Demikian pula perangkat pelaksanaannya deri doereh itu sendir
yaitu terutama dinas-dinas darah. Oleh Karena ifu tidak semua
urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut
asas desentralisesl, maka penyelenggaraan berbagal urusan
pemerintahan di daersh dilsksanakan oleh perangat perintah
di daerah berdasarkan ases dekonsentras, Tidak semua wrusan
pemerintahan dapat diserabken kepada daerah menjadi urusan
rumdh tangganya. Jodi beberapa wrusan pemerintahan masih
menjadurusan pemerintzh pusat, elaksanaannya oleh pemerintah
pusat dan daerah bekerjasama disebut tugas pembantuan.

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan
esentralisasi adalah penyershan urusan pemerintahan kepada
dierahlokel)sedangkanwewenangnyatetapadapadapemerintaban
(pusat). Sedangkan yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang
dilan undang-undang inf adalah wewenang untuk melaksanakan
tugas bukan wewenang untuk mengatur, ni menunjukkan bahwa
Kedudukan pusat dalam hal dekonsentrasi secara hirarks berada &
ates daerah M.Solly Lubis SH, 1983).

Undang-undang ini prinsipnya nyata dan bertanggung jaweb.
Sebabitudalampenielasanumumnyaundang-undanginidinyatakan
bahwa urusan diserahkan kepada dacrah sebagai pelaksanaan ases
esentralsasi tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan-
urusan fersebut tetap berada di tangan pemerintah puset. Oleh
karena itu urusen pemerintehan daerah bila diperlukan dapat
ditorik menjad;i wrusan pemerintah pusat. Hal inf menggambarkan
pengarth sentralsti dan Ketdak percayaan kepada daerah atau
Kekhawatiran pusat mengenai wrusan yang diserahlan

Darl penyershan dan penariken wusan menggambarkan
pelaksanzan desentralisas atau otonomi daerah setap saat bisa
berubah menjadidekonsentrastatau medebewind. Otonomi daereh,
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menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun
1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendir sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, menurut undang undang ini otonomi

daerah pada haldkatnya adalab:

1. Hek mengurus rumah tangga sendirl bagi suatu daerah
ofonom. Hak ersebut bersumber dariwewenang pangkal dan
urusan-urusan pemerinteh (pusat) yang diserahkan kepada
daerah. Isileh sendir dalam hak mengatur dan mengurus
rumsh tangga merupakan inti keofonomian suatu deerah;
penetapan kebijaksanaan sendil, pelaksanaan sendii, serta
pembiayaan dan pertanggungiawaban daerah sendiri maka
hak itu dikembaliken kepada pihek yang memberi, dan
berubah kembali menjad; urusan pemerinteh (pusat);

1. Dalam kebebasen menjalankan hak mengurus dan mengatur
rumsh tangga sendir, daerah tidak depat menjalankan hak
an wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah
aerahya;

3. Daerah tidek boleh mencanspurihak mengatur dan mengurus
runh tangg daerh lain sesual dengan wewenang pangkel

dan urusan yang diserahkan kepadanya

Otonomi tidek membawahi otonomi deerah Lain, hak
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak menupakan
subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
lin. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daeah yang
saf qovernment, selfsufciency, self authordty, dan self regulaton fo
ifslaws and affais dari daerah laingpepbalk secara vertical maupun
horizontal Karena daerah otonom memilii actual independence.
Indkator suatu daerah menjadi otonom setelah. melaksanakan
kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah tu telah secara
nyata menjadi satuan masyarekat hukum, setuan unit ekonomi
publik, satuan unit sostal budaya, satuan unit lingkungan hidup
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menurut Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 5 Tahun
1974,adalah hak, wesvenang dan kenvajban daerah untuk mengatur
dan menguros rumah tangganya sendir sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, menurut undang undang ini otonomi

daerah pada hakkatnya adelah

1. Hek mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah
otonom. Hak tersebut bersumber dar wewenang pangkal dan
urusan-urusan pemerinteh (pusat) yang diserahkan kepada
daerdh. Istlah sendii dalam hak mengatur dan mengurus
rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah;
penetapan Kebijaksanaan sendir, pelaksanaan sendir, serta
pembiayaan dan pertangungiawaban daerah sendiri, maka
hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan
erubah kembali menjadi wrusan pemerintah (pusat)

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur
rumah tangga sendir, daereh tidak dapat menjalankan hak
dan wewenang otonominya tu di huar batas-batas wilayah
daerdhay

3. Daehtidak boleh mencampuri hak mengatur danmengurus
rumah tangga daerah ain sesuai dengan wewenang pangkal
dan urusan yang diserahkan kepadanya

Otonomi tidek membawahi otonomi daeteh Lan, hak
mengatur dan mengurus runah tangga sendit tidak merupakan
subordinasi hak mengatur dan mengurus rumsh tangga daerch
. Dengan demikian st dotzh ofonom adaih gy yang
sef government, self suficiency, self authority, dan selfregulaton o
islaws and affirs dari daerah ainnya baik secara verticel maupun
horizontal Karena daereh otonom memiiki actual independence
Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan
ebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah it telah secara
nyata menjadi setuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi
publk, satuan unit sosial budaya, satuan unit linghungan hidup
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(lebensraum) dan menjadi satuan sub sistem polik nasional
(Ndraha,2003).

Delam undang-undang ini pesalnya yang ke lima. belas
menegaskan bahwa kepala daerah dicalonken dan diplh oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daeteh, diteruskan ke presiden melaui
Menteri Dalam Negeri sediktuya dua orang untuk dianghat salah
seorang diantaranya

Pada periode berlakunya Undang-Undang No. 5 Tohun 1974
tenteng Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah menggantikan
Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat
diterapkan, secara wmum Indonesia dibagi menjadi satu macam
daerahotonom sebagal pelaksanaan asas desentralisasi an wilayah
administratif sebagai pelaksanean ases dekonsentrast Undang-
Undang No 5 g 1974, ata sterusnya kit singhat UU 511974
menentukan bahwapemerintahan kel menggunakan nomenklatur
“Pemerintah Daeray Pemert tersebut adalah Eksekutf
Kepela Daerah; dan Legislatf, Dewan Perwekilan Rakyat Daerah,

Daerah yang diatwr dalam undang undang ini berhak;
berwenang, dan berkewaban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendir sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Ttk berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daereh Tingkat [ dan
alammenyelenggarakan pemerintahan daerah dibentul Sekuetariat
Daerah dan Dinas-Dines Daereh,

Undang Undang ini- menjelaskan tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan i Daerah (B? meliputi:

L. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
perangkat Negara Kesefuan Republik Indonesia yang terdir
dart Presiden beserta pembantu-pembantunya;

). Desentrlisasi adalah penyerdhan urusan pemerintahan
dari Pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah

menjadi wrusan rumah tangganye;

a. Otonomi daerah adalah hek, wewenang dan kewajban

Daerah untuk mengatur dan mengurus rumeh tangganya
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(lebensraum) dan menjadi satuan sub sistem politk nasional
(Ndraha,2003).

Delam undang-wndang ini pasiloya yang ima bes
menegaskan bahwa kepala daerah dicalonkan dan dipth oleh
Dewan Perwakilan Rekyat Daereh, dteruskan ke presiden melahi
Menteri Dalam Negeri sedikitnya dua orang untuk diangkat salah
seorang diantarana

Pada periode berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daersh menggentikan
Undang-Undang No. 18 Tehun 1965 yang dinyetakan tdak dapat
diterapkan, secara wnum Indonesia dibagi menjadi satu macam
deerahotonom sebagal pelaksanaan asas degfralisastdan wilayeh
administratf sebagai peloksanaan asas dekonsentrasi, Undang:
Undang No 5 Tahun 1974, atau seterusnya kita singkat UU 5/1974
menenfukan bahwapemerintahanlokal menggunakan nomenklatur
“Pemerintah Daereh” Pemerintah lokal tersebut adeloh Eksekuttf
Kepala Daerab dan Legidat, Dewan Perwakmkyat Daerah,

Daerah yang diatur dalam undang undang ini berhak,
berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendirt sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Tiik berat Otonomi Dagrah dletakkan pada Daerah Tingkat Il dan
delam menyelenggarekan pemerintahandaersh dibentul Sekoetaria
Diereh dan DigegDinas Daerah.

Undang%ldang ini- menjelakan tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan & Daerah (Bab I) meliputi:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adelah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdir
dari Presiden beserta pembantu-pembantunya

. Desentralisasi adaleh penyerchan urusan pemerintahan
dari Pemerintah atau daerah tingkat atashya kepada deerah

menjad; urusan rumah tangganye;

4 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
Dagrah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
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sendirl sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. Tugas pembantuan acalah bugas untuk turut seta dalam
melaksanakan urusen pemerintahan yang ditugaskan
kepada pemerintah daerah oleh pemerintah dearah

tingkat atastya

. Dekonsetrasi adaleh pelimpehan  wewenang  dard
pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi
vertikal tingkat atasnya kepada' pejabat-pejabatya di
darah, dst

Undang Undang ini mengatur pula mengenai Pembagian
Wilayah (Bab11), Daerah Otonom (Bab 1), Wilayah Administratf
(Bab IV) bahwa:

L. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayeh Negara
Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerab-dagrah
Otonom dan Wilzawilayah administrat,

1. Daenah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendir sestai dengan
peraturan perundang-undangan yang begtssmDalam bab |1
dilaskan pembentukan dan susunen dagrah otonorm, fugas
pembantuan, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wl
Kepala Darah DPfgptiak dan Kewajbandon setersnye

3. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasl, wilayah
Negara Kesatuan RI dibagi dalam Wilayah-yilayah Propins
dan bukota Negara, wilayah proptnsi dibag dalam vilayab-
wilayeh kabupaten dan kotamadya, wileyah Kabupaten dan
otamadya dibag dalem wilayah-wilayah kecamatan,

Satuhal yang menarik bagi UU 5/1974, ielah balwa undang
undang ini mencamtumkan satu Bab mengenal Pemerintahan
Desa (Bab V). Sekalipun pepsuran mengani hal ind disebutkan
bahwia ‘Pengaturan tentangﬁntahan Desa ditetapkan dengan
Undang-Undang” Seakan ingin menandaskan babwwa antera
pemerintahan daerah dan desa merupakan satu hal yang tidak bisa
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sendirl sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlak;

b. Tugas pembantuan adalah tugas untok turut seta dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan
kepada' pemerintah daerah oleh pemerintah deardh
tingkat atasnya.

. Dekonsetrasi adalah  pelimpahan  wewenang dari
pemerintah atan kepala wilayeh atau kepla instansi
vertkal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatoya di
dagrah, dst

Undang Undang ini mengatur pula mengenai Pernbagian
Wilayah (Bab 1), Daereh Otonom (Bab I1), Wikayeh Administratif
(Bab IV bahnwe:

L. Delam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah-daerah
Otonom dan Wilayeh-wlayeh administrat

2. Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Delam bab L1
dilaskan pembentukan dan susunan daerah otonom, tuges
pembantuan, Pemerintah Daerah, Kepala Dacrah, Wakil
Kepala Darah, DPRD), Hek dan Kewajiban dan seterusnya

3. Dalam rangka pelaksanaan ases- dekonsentrasi, wilayeh
Negara Kesatuan RI dibag dalam Wilyah-wilayah Propinsi
dan bukota Negara, wilayah propinst ibag dalam wilyah-
wilayah kabupaten dan kotamadya, wilayah kabupaten dan
otemadya dibagi dalam wilayah-wilayeh kecamatan,

Satu hal yang menardk bagt UU 511974, flsh babwa undang
undang ini mencamtumkan satu Bab mengenal Pemerintahan
Desa ( Bab V). Sekalipun pengaturan mengani hal ini disebutkan
bahvva ‘Pengaturan entang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan
Undang-Undang” Seakan ingin menandaskan bahwa antara
pemerintzhan daereh dan desa merupakan setu hal yang tidak bisa
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dipisahkan Selain tu perk dielaskan bahwa hubungan pemerintah
pusat dengan masyarakat di dagrah tatkala itu cukup dinamis,
terutama pada sis pengangkaten Kepala Daerah,

Penentuan Kepala Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat
seteah mendapat pengusulan dari Daereh; dalam hal ini daerah
mengusukan tiga nama dari proses seleksi atau mekanisme
pemilihan Kepela Daerch melaui DPRD, baik untuk Dati |
(Propinsi) maupun Dati I1 (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan
dan dipiih oleh Dewen Perwaklan Rakyat Daerah dari sedit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyakaya 5 (lima) orang
clon yang telah dimusyawarabkan dan disepakti bersama
atara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daeraly Piupinan
Fraki-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kemball untuk 1 (satu) kal masa
jabatan berdkutnya, Kepala Daerah mempunyai hak, wewenang
dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah memberikan
keterangan pertanggungiaaban kepada Dewan Perwallan Rakyat
Daerah sekurang-kurangnya sekal setahun, atau jika dipandang
perk olehya, atau apabila dirninta oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kepala Daerah mewakili Daetahnya di dalam dan d; huar
Pengadilan

Undang Undang Nomor 5 Tabun 1974 dinili telah
meletakkan desar-dasar sistemn hubungan pusat-daerah yang
dirangkum dalam tiga prinsip: Desentrelisei, penyerehan urusan
pemerintah dari Pemerinteh atau Daerah tingkat atasnya kepada
Daerah menjodi urusan rumah tangganye;  Dekonsentrasi
pelimpahan werwenang ari Pemerinteh atau Kepala Wilayeh atau
Kepela Instansi Vertikal tingkat atestya kepada Pejabat-pejabat di
daeraly; dan Tugas Pernbantuan (medebewind) bugas wnfuk turut
setta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengen kewajiban
mempertanggungjawabkan Kepada yang menugaskannya.
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dipisahlkan. Selain tu perhs dielaskan bahwa hubungan pemerinteh
pusat dengan masparakat i daerah tatkala itu cukup dinanis,
terutama pada sisi pengangkatan Kepala Deerah

Penentuan Kepala Daerah dilakoukan oleh Pemerintah Pusat
seteah mendapat pengusulan dari Daerah; dalam hal ini deerah
mengusulan tigo B ar pross selekst au mekanime
pemihan Kepala Daereh melalui DPRD, bak untuk Dt [
(Propinsi) maupun Dati 11 (Kabupaten/Kotamadye), dicalonkan
dan dipilh oleh Devvan Perwakclan Rakyat Daerah dari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyeknya 5 (lima) orang
clon yang teleh dimusyawarahkan dan disepaketi bersama
antara Pimpinan Dewan Perwakdan Rakyat DaeralyPimpinan
Fraks-frakst dengan Mentert Dalam Neger untuk masa jabatan 5
(tima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kel masa
jabatan berdkutnya. Kepela Daeteh mempunyai hak, wevwenang
dan kewajtban sebagai pimpinan pemerinteh Daerah memberikan
Keterangan pertanggungjawaban kepada Desvan Perwaldlan Rakyat
Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang
pethu olehnye, atau apabila imminta oleh Dewven Perwalclan Rakat
Daerah, Kepala Daerah mevwalkili Daerahnya di dala dan i har
Pengadilan

Undeng Undang Nomor & Tahun 1974 dinilai telah
meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang
dirangkum dalam tiga prinsip: Desentralises, penyerahan urusan
pemerintah darl Pemerinteh atau Daerah tinglat atasuya kepada
Dograh menjadi urugan rumah tangganya; Dekongentrasi,
pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau
Kepela Instans Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di
deeraby dan Tugas Pembantuan (medebewind),tugas untuk turut
setta dalam melaksanakan wrusan pemerintahan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daeteh oleh Pemerinteh oleh Pemerintah
Daerah atan Pemerintah Daersh tingkat atasnya dengan kewajiban
mempertanggungiawaban kepada yang menugaskannya,
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Patut dicatat, sejak tahun 1966, pemerinteh Orde Baru
berhasil membangun sutu pemerintahan nasional yang kuat
dengan menempatkan stabiltas poltk sebagai andasan untuk
mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Pokitik yang pada
masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digentikan
dengan ekonomi sebagal panglima, dan mobilsasi massa atas dasar
peatai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politkteknokrats
Banyak prestast dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan
Orde Baru, terutama keberhesilan di bidang ckonomi yang
ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inistatif program-program
pembangunan dari pusat

Dalam erangka struktur sentralisast kekuasaan polik dan
otoritas administasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No.
5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok di Pemerintzhan Daerch,
mengact pada undang undang ini

Menurat MSolly Lubis (1983) UU No. 5 Tahun 1974 adalah
suatu komitmen poltk, namun delam prakiekaya yang terjadi
adlah sentralisast (baca: kontrol i pusat) yang dominan delam
perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia
Saleh satu femomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5
Tahun 1974 i adalah ketergantungan pemerintah daeteh yang
relatftingg terhadap pemerintah pusat

Namun demikian apabila Kita perhatkan  peraturan
perundangan sebelum ehirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerinteh i Daerab, akan dijumpai hal-hl
seabagaiberfkut (M.Soll%bis, SH(1983):

1. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah semate-mata hanya mengatur
urusan desentralisast dan tugas pembantuany

. Asas dekonsentres tidak pernah diotur secara tegas dan
terperinc

3. Lebih menitlberatkan pada pertimbangan-pertinbangan
politk (asas demokras),
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Patut dicatt, sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru
berhasil membangun suatu:pemerintahan nasional yang kuat
dengan menempatkan stabitas politk sebagai landasan untuk
mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada
masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan
engan ekonomi sebagal panglima, dan mobilisesi massa atas dasar
pirti secara perlahan digeser oeh birokrasi dan politkteknokats
Banyak prestasi dan hasl yang telah dicapai oleh pemerintahan
Orde Baru, terutama keberhallan i bidang ekonomi yang
ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisaf program-program
pembangunan dari pusat

Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan poliik dan
otoritas administras inileh, dibentuklah Undang-Undang No
5 Tahun 1974 tenteng Pokok-pokok di Pemerintehan Daerah,

(12 2 pada undang undang ini

Menurut M.Solly Lubis (1983) UU No. 5 Tahun 1974 adalah
suatu komitmen politk, namun dalam prekteknya yang terjadi
adalah sentrelisai (baca: kontrol dar pusat) yang dominan dalem
perencangan maupun implementasi pembangunan Indonesia,
Salah satu fenomena paling menonjol darl peaksanaan UU No. 5
Tahun 1974 ini adlah etergantungan pemerintah dagrah yang
reltftingg terhadap pemerintah pusat

Namun demikian apabila kit perhatian peraturan
perundangan sebelum ahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Dacrah, akan dijumpai hal-hl
seabagai berikut (M.Solly Lubis, SH (1983):

1. Undang-undang yang mengatur fentang penyelenggaraan
Pemerintehan i Daerah semato-mata hanya mengatur
urusan desentralisasi dan tugas pembantuan;

. Asas dekonsentras tidak pernah diatur secara tegas dan
terpering

3. Lebih menitiberatkan pada pertimbangan-pertimbangan
politk (asas demokrasi),
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4. Akibat deri struktur Pemeritah Daerah seperti itu tidak
banyak memberikan manfeat Kepada masyarakat, bahkan
justru menimbulkan titk-titk lemah yeng dapat merawankan
persatuan dan esatuan bangsa [ndonesia, seperts:

5 Tidak tergalangnya persetuan dan kekompakan dalam
aparatur Pemerintahan;

6. Merosotnya dedikest dan loalitas kepada Pemerintah dan
Negara,

Berttk-tolak dart pengalaman sefarah, maka sejak ahirnya
Orde Barusebagaisuatutatanan kehidupanberbangsa dan bernegara
secara Konsekuen dan murnd akan melaksanakan Pancasila dan
UUD 1945 telah berhasil menerbitkan UU No.  tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Lahirnyaundang-undang No.Stahun 1974 tu, menurut Dann
Sugandha dkk, merupakan suztu langkah maju dan penting karena
(lam undang-undang tersebut dietur tidak hanya peleksanaan asas
desentralisest dan tugas pembantuan saja tapi sekaligus mengatur
pelaksanaan asa dekonsentrasiateu dengan perkataan lein Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974 merupakan undang-undang yang
pertamamengatur pelaksanaan penyelenggaraan ases dekonsentres
di Daerab, di samping desentralisasi dan ugas pembantuan.

Dalam pelaksanzan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dipergunakan 3 (tiga) ases penyelengearaan Pemerintahan yaitu
desentalisas, dekonsentras, dan fugas pembantuan. Perbedaan
dengan Undang-Undang yang sebelumnya ieleh babowa Undang-
Undang Nomor 5/ 1974menekankan asas “dekorsentras ilaksana-
Kan bersame-sama dengan desentrlissi Pasal 7 Undang-Undang
No. 5/ 1974 discbutkan bahwa defonsentragi adaleh peimpahan
wevenang dari PemerintahatauKepela Wilayah atau Kepala Intansi
Vertikal tingkat atasannya kepada pejabat-pejabat i Daerah.

Delam  menjalankan Pemerintahan secara huas it
Permerintahan berpegang pada duamacam asas, yaituases keahlian
atau fungsional dan asas ke Daerahan.
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4, Aldbat dart struktur Pemeriteh Daerah sepert itu tidak
banyak memberdkan manfaat kepada masyaraka, bahkan
justru menimbulkan ttk-fitk emah yang dapat merawankan
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seperti

5. Tidak tergelangnya persatuan dan kebompakan delam
aparatur Pemerintahan;

6. Merosotnya dedikesi dan loyelits kepada Pemerintah dan
Negara.

Bertitk-tolak dari pengalaman sejareh, maka sejak lahirnya
Orde Barusebagaisustutatanan kehidupanberbangsadan bernegra
secara Kougsemn dan murni akan melaksanaken Pancasila dan
UUD 1945 elah berhasil menerbitkan UU No. 5 tahun 1974 tentang
pokok-pokok Pemerintahan i Daerah.

Lahirnya undang-undang No.5tehun 1974 tu, menurutDann
Sugandha dkk, merupakan suatu langkah maju dan penting karena
dlan undang-undang ersebut iatur tidak hanya pelaksanaan asas
desenraliastda togas pembntuan st fekaliys mengatr
pelaksanaan asas dekonsentrasiatau dengan perkataan lain Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974 merupakan undang-undang yang
pettamamengatur peaksanaan penyelengoaraan asas dekonsentras
di Dagrab, di samping desentralisast dan tugas pembantuan,

Dalam pelaksanzan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dipergunakan 3 (tiga) asas penyelenggaraan Pemerintahan yaitu
desentraliasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perbedaan
dengan Undang-Undang yang sebelumnya ialah bahwa Undang-
Undang Nomor 5/ 1974 menekankan asas “dekonsentrog dilaksan:
Kan bersama-sama dengan desentralsas Pasal 7 Undang-Undang
No. 5/ 1974 disebutkan bahwa defonsentragi adalah pelimpahen
wevenang dariPemerintahatau Kepala Wilayah atau Kepela Instans
Vertkaltingkat atesannya kepada pejebat-pejebat di Daerah.

Dalam  menjelankan  Pemerintohan secara huas it
Permerintahan erpegang pada duamacam ase, yaitu asas keablian
atau fungsional dan asas ke Daerahan.
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1. Asas keahlian (asas Fungsional)

Vang dimaksud dengan aes keah [FEERRu ases Fungsionl
adilah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan
unnun diserahkan kepada para abli unfuk diselenggarakan secara
fungsional, dan haln terdapat pada susunan Pemerintehan pusat,
yaitu di departemen-departemen.

1 AsaskeDaerahan

Dengan berkembangnya tugas-tugas serta kepentingan-
kepentingan yangharusdiselenggarakanoleh Pemeritah Pusat maka
demi kebaikan serta kelancaran jalannya Pemerintahan disamping
asas diatas uga berpegang pada asas keDaerchan, imana asas ini
ditempub degan sistem dekonsentrasi dan desentralisai

Azl penyelenggaaan Pemerinahan seual dengan
Undang--Undang No. 5 Tahun 1974, melputi;

1) Desentralisasi

Sebaga konsekuensi dar pasal 18 UUD 1945 yang kemudian
diperjelas dalom GBHN; Pemerinteh diwajibkan melaksanakan
asas desentralsas dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan
Pemerintehan di Dagrah. Tetapi di samping ases desentralisas
dan dekonsentrasi, UU ini juga memberdkan dasar-dasar bagi
penyelenggaraan berbagai urusan Perrintahan di Daerah menurut
asas tugas pembantuan, Urusan-urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan kepada Daereh dalam rangka pelaksanaan asas asas
desentralisas pada desarnya menjadiwewengan dan tanggungiawab
Daerahsepenunya, Dalamhal ini prakarsa sepenubnya diserahkan
kepada Daerah, baik yang mneyangkut penentuan kebijaksanaan,
perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyanghut segi-seg
pembiayaennye. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah
perangkat Daerah it sendirt yaitu terutama dines-dinas Daerah.

2) Dekonsentrasi
Oleh karena itu tidak semua urusan Pemerintahan apat
diseralkan kepada Darah menurut ases desentralisasi, maka
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L. Asas keahlian (a5as Fungsional)

Yang dimaksud dengan asas keahlian atau asas Fungsional
adalah suatu asas yang menghendaki fiap urutan Kepentingan
umun diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara
fungsional, dan hal ini terdapat pada susunan Pemerintahan pusat,
yaitu di departemen-departemen.

2. Asas keDaerahan

Dengan berkembangrya tugas-tugas serta. kepentingan-
kepentingan yang harusdiselenggarakanoleh Pemeritah Pusat maka
demi kebaikan serta kelancaran jalannya Pemerintahan disanping
asas diatas fuga berpegang pada ases keDaerahan, dimana ases ini
ditempuh dengan istem dekonsentrasidan desentralises

Asas-asas penyelenggaraan Pemerintehan sesuai- dengan
Undang--Undang No. 5 Tahun 1974 meliputi

1) Desentralisas

Sebagai konsekuensi dar pasal 18 UUD 1945 yang kemudian
diperilas dalam GBHN, Pemerintah. diwajibkan melaksanakan
asas desentralisast dan dekonsentrasl dalam menyelenggarakan
Pemerintahan di Daerah. Tetapi di samping asas desentralisas
dan dekonsentrasi, UU ini juga memberdkan dusar-dasar bagi
penyelenggaraan berbagai urusan Pemerintahan di Daerah menurut
2625 tugas pembanfuan, Urusan-urusan Pemerintahan yang telah
diserabkan kepada Daerah dalam rangka peleksanaan asas ases
desentralisas pada dasarnya menjadi wewengan dan tanggungiawab
Daerah sepenuhnya. Dalamhel ini prakarsasepenubnya diserahkan
kepada Daerah, baik yang mneyangkut penentuan kebijaksanaan,
perencanan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-seg
pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adelah
petangkat Daerah itusendi yaitu terutama dinas-dinas Daerah.

2) Dekonsentrag
Oleh Karena tu tidak semua urosan Pemerintahan dapat
diserabkan kepada Daerah menurut ases desentraliesi, maka
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penyelenggaraan berbagai wrusan Pemerintahan i Daerah
(ilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di Derah berdasarkan
asts dekonsentrasl, Urusan-urusan yang - diimpabkan oleh
Pemerintah kepada. pejabat-pejabatnya di Daereh menurut asas
dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemeritah Pusat
batk mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannye.
Unsur pelaksanzannya adalah terutama Instangi-instans! vertika,
yang dikoordinasikan oleh Kepala Daereh dalam kedudukannya
selaku perangkat Pemeritah Pusat, tetapi kebiaksanaan terhadap
pelaksanaan urusan dekonsentras fersebut sepenunya ditentukan
oleh Pemeritah Pusa,

3) Tugas Pembantuan

Tidak semua urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada
Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusan
Pemerintah magth merupakan urusan Pemeritah Pusat. Akan tetapi
adlab berat sekali bagi Pemeriteh Pusat untuk menyelenggarakan
seluruhurusan Pemerintahdi Daerahyangmasih menjadiwewenang
dan tanggung-jawabrya itu ates desar deonsentrasi, mengingat
terbatasnya kemampuan perangkat Pemeritah Pusat di Daereh,
dan - ditijau dari segf daya guna dan hasil guna adelah kurang
dapat dipertanggungjawablan apabila semua wusan Pemeritah
Pusat di Daerah harus dilksanakan sendii oleh perangkatnya di
Daerah karena hal itu memerlukan tenaga dan biaya yang sangat
besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sfatnya, berbagai urusan
sut untuk depat dilaksanekan dengan batk tanpa kut sertanya
Pemeriteh Daerah yang bersangkatan, Atas dasar pertimbangan-
pertimbangan tersebut meka UU ini memberikan emunghinan
unfuk ilaksanakannya berbagai urusen Pemerintahan i Daerah

menurut asas tugas pembantuan,

Pelaksanaan dekonsentrasiyang claksanakan bersama-sama

engan asas desentralisasidalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
melahirkan adanya pembagian wileyah sebagaimana yang ciatur
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penyelenggaraan berbagai wrusan Pemerintehan di Daerah
dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di Daeteh berdasarkan
asas dekonsentradl Urusan-urusan yang  dilimpahkan oleh
Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di Dacrah menurut ases
dekonsentrasi ni tetap menjadi tanggung jawab Pemeritah Pusat
btk mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaanoye.
Unsur pelaksanaannya adalah terutama Instansi-nstansi vertikal,
yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya
selaku perangkat Pemeritah Pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap
pelaksanaan wrusan dekonsentras tersebut sepenuhnya ditentukan
oleh Pemeritah Pusa,

3) Tugas Pembantuan

Tidak semua urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada
Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusen
Pemerintah masth merupakan urusan Pemeritah Pusat. Ak tetapi
adelah berat sekali bagt Pemeritah Pusat untuk menyelenggarakan
seluruhurusan Pemerintah i Daerahyang masthmenjadiwewenang
dan tanggung-jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat
terbatasnya kemampuan perangkat Pemeritah Pusat i Daerah,
dn ditinjou dari segi daya guna dan hasil quna adalah kurang
dapat dipertanggungiaiaban apabila semua wusan Pemeriteh
Pusat di Daerah harus dilaksanakan sendir oleh perangkatnya di
Daerah karena hal itu memerlukan tenaga dan biaya yang sangat
besar jumlahnya. Lagi pula mengingat sifiteya, berbagai urusan
sulit untuk dapat dilaksanzkan dengan balk tanpa kut sertanya
Pemeritah Daerah yang bersangkatan. Atas dasar pertimbangan-
pertimbangan tersebut maka UU ini memberdkan kemungkinan
unfuk dilaksanakannya berbagai urusen Pemerintahan di Daerch
memurutasas fugas pembantuan,

Pelaksanaan dekonsentrast yang dlaksanakan bersama-sama
engan agas desentralisasidalam Undﬁdang No.5 Tahun 1974

melahirkan adanya pembagian wilayah sebagaimana yang diatur
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dalam pasal 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 atau dengan
tegas mengatur pembagian wilayeh adinistraifsebagai eyt

1. vilayeh Negara dibagi dalam wilayeh propinsi dan tbukota
Negar;

1. wilayah propinsi dibag dalam wilayah kabupaten dan kota
mady;

3. wilayah kabupaten/kotamadya dibagl lagi delam wilayah
kecamatan, dan  berdasarkan  pertumbuban  serta
perkembangan keadsan delam wiayah kabupaten dapat pula
dibentul wilayah kota administrat

Demikian jangkauan wewenang, tugas dan kewajthan kepala
wilayeh disertai dengan pembagian wilayeh adminisratf sehingga
dikandung maksud babvwa pengaturan asas dekonsentras sebagai
salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat
leiterperinci dan tegas pengawasannya,

Kemungkinan Lein dalam memudahkan pengawasan dan
pengendalion mengingat luas wilayah jumlah penduduk dan
keadaan geografs dimungkinkan adanya nstruksi-instruks sebagai
berkut:

1. Instrusi Pembantu Gubernur (Residen ),

1. Instruksi Pembantu Bupati Atau Walikotamadya (Wedana),
dengan batasan babwa Perbantu Gubernur Dan Pembantu
Buupa/ Wallkotamadya bukan sbagai Kepala Wilayah tetapi
tugas-tugas mempunyai wilayah kerja dalam pelaksanaan
asas dekonsentrasi
Mengenai pembagian vilayah yang menjad: rjukan adalah

penjelasan pasal 18 UUD 1945
Penjelasan dari pasal 18 itu menerangan sebag bertkut:

“dleh karena Negara Indonesia tu suatu “benheid staat’,
maka Indonesia ok akan memmpunyai Daerah didalam ingkungan
yang bersifat ‘taat”  juga, Daerah Indonesia akan dibagi dalam
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delam pasal 72 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 atau dengan
tegas mengatur pembagian wilayah administratifsebagai bertkut:

1. wilayeh Negara dibagi dalam wilayah propinsi dan ibukota
Negarz;

2. wilayah propinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kota
madya

3. vilayah kabupatenotamadya dibagi lagt delam wilayeh
kecamatan, din  berdasarkan  pertumbuban  serta
perkembangan keadaan dalam vilayah kabupaten dapat pula
dibentuk wilayah kota administratf,

Demikian jangkauan wewenang,tugas dan kewajiban kepala
wilayah disertai dengen pembagian wilayah administratif sehingga
dkandung maksud bahwia pengaturan asas dekonsentrasi sebaga
salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan i Daerh dapat
Iebi terperincidan tegas pengawasannya,

Kemungkinan Lin dalam memudahken pengawasan dan
pengendelian mengingat uas wilayah jumbah penduduk dan
Keadaan geografisdimunglinkan adanya instrulsi-instruks sebaga
berku:

1. Instrusi Pembantu Gubernur (Residen);

2. Instruksi Pembantu Bupati Atau Walikotamadya (Wedana),
dengan batasan bahwa Pembantu Gubernur Dan Pembantu
Buopti/ Walkotamadya bukan sebagai Kepala Wilayah tetapi
tugas-tugas mempunyal wilayah kerja dalam pelaksanaan
asas ekonsentrasi
Mengenai perbagian wilayeh yang menjadi rujukan adelah

penjelasan pasal lw 1985,

Penjelasan dart pasal 18 itu menerangan sebagai berikut

‘ol karena Negara Indonesia itu suatu ‘eenheid staat
maka Indonesia tak akan mempunyai Daerah didalam Enghungan
yung bersifat “staat”  juga, Daerah Indonesia akan dibagi dalam
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Daerah propinsi, dan Daerah propinsi akan dibagi pula dalam
Daetah yang lebih ecil

Di Daerab-Daerah yang bersifat otonom (sheek enlocal
rechs - tygemeenshahapen) atau berfat administrasi belaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-
Undang dalam Kesatuan Negara. Pemerintah Daerah itu adalah
sub ordinate tethadap Pemerinteh] Pusat. Hubungan sub ordinasi
i, dapt djalankan menurut beberapa asas tekns, yaitu asas
esentralises, asas dekonsentrasi, Dalam suatu Negara kesatuan
yang desentraliasi, terdapat Daerali-Daerch yang Pemerintah
Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga Daerahya
it yang biasa isebut ‘swatantra”atau otonomy”

Undang Undang Nomor 5/ Tahun 1974 cukup lama
bertahan yaitu selama 25 tahun, yakai 1974 - 1989, Kondist ini
tidak dapat dipisahkan dengan stabilitas pemerintehan yang
menjadi entrymlemerintahan di era Orde Baru tersebut.
Dalam perjalanannya Indonesia mengelami penambahan wilayah
baru yang berasal darl kolont Portugis pada 1976 dan dibentuk
sebagal sebuzh provinsi yaitu Provinsi Daereh Tingkat [ Timor
Timur dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1976  tentang
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daeteh Tingkat
[ Timor-Timur, Pada era itu juga, yaitu pada tahun 1990 Kota
Jakarta mendapat status Daerah Khusus dengan tingkatan daerah
otonom Daereh Tingkat [ melalui Undang-Undang No. 11 Tahun
1990 tentang Susunen Pemerintahan Daerah Khusus [hukota
Negara Republik Indonesia akerta,

Akhir berlakunya undang undang Nomor 5 Tahun 1974,
nampakterjadiggulangan sefarah, yakni tidak bisa isangkal jka
undang undang nomor 5 Tgpeal974ini imotori atau disemangti

oleh Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Penuberian Otonom

Seluas-luasnya Kepada Daerah (harus terleksana Bulan Jul l%m

makalahirlah kettkaitu Undang Undang No.5 Tahun. 1974 tentang
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Daerah propinsi, dan Daerah propini akan dibagi pula dalam
Doaerah yang lebih kecl”.

Di Daerah-Daerah. yang bersiat otonom (sheek enlocal
rechs  tsgemeenhahappen) atau berifat administrasi belaka,
semuanya menurut aturan yang ekan ditetapkan dengan Undang-
Undang dalam Kesatuan Negara. Pemerintah Daerah it adalah
sub ordinate terhadap Pemerintahl Pusat. Hubungan sub ordinasi
i, dapat dialankan menurut beberapa asas tekas, yaitu asas
desentralissi, asas dekonsentrasi, Delam suatu Negara Kesatuan
yang desentraliasi, terdapat Daerah-Daerah yang Pemerintah
Daerdhnya diberi wewenang mengatur rumh tangga Daerzhrya
iu,yang biasa disebut “swatantra”atau otonomy’,

Undeng Undang Nomor 5/ Tahun 1974 cukup lama
bertahan yaitu selama 25 tahun, yakni 1974 - 1999, Kondisi ind
tidek dapat dipisahan dengan stabiltas pemerintzhan yang
mejadi entrypoint pemerintehan di era Orde Baru tersebut.
Dalam perjalanannya Indonesia mengalams penambahan wilayah
baru yang berasal dari koloni Portugis pada 197 den dibentuk
sebagai sebuah provinsi yaitu Provinsi Daereh Tingkat I Timor
Timur dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1976 tentang
Pengesaban Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan
Republik ]rma an Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat
I Timor-Timur. Pada era ttu juga, yaitu pada tahun 1990 Kota
Jakarta mendapat status Daerah Khusus dengan tinghatan daereh
otonom Daerah Tingkat | mealui Undang-Undang No. 11 Tahun
1990 tentang Susunan Pemerintahan Daereh Khusus Thukota
Negara Republik Indonesia Jakarta,

Ak berlakunya undang undang Nomor 5 Tohun 1974
nampakterjadi pengulangan sjareh, yakni tidak bisa disangkal jika
undang undang nomor 5 Tshun 1974ni dimotoriatau disemangeti
oleh Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang Pemmberian Otonom
Seluas-luasnya Kepada Daerah (harus terlaksana Bulan Juli 1969),
maka hirlah ketikaitu Undang Undang No.5 Tahun. 1974 tentang
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Pokok-Pokok Pemerintehan di Dacrah dan Kemudian isusul
dngan Undang Undang No. 5 Th. 1979 tentang Pemerintahan Desa
(unifikas! daerah).

Siapa menyangka 24 (dua puluh empat) tehun kemudian,
pasca teformasi, keluar Tap MPR No. XV/MPR/I998 beris
tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian
dan pemanfuatan sunber daya nasional yang berkeadlan serta
perimbangan kevangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRL.
Ketetepan MPR ini menjadi cikel bekal lahirnya undang undang
pemerintahan deerah dengan beban perubahan amat berat penuh
dinamika pada kondisi yang amat rentan dan dapat ikatakan
cenderung tidak stabl, yaitu undang undang Nomor 22 Tehun 1999

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999

Setelah mencermati Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974
sebagaimanadiketahui pascareformasi1998 berlakuUndang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menggantkan Undang-
Undang No. 5 Tehun 19abfenurat undang-undang No. 5 Tahun
1974, Indonesia dibagt menjadi satu macam daerah ctonom dengan
mengakutkekhususen yang ada paca iga daerah yaitu Aceh, akart,
dan Yogyakartadan sat tinglat wilayah administratf

Undang-undangNo.22 Tahun! 99menganut tigajenis daerah
otonom, yaitu Daerah Provinsi, Daeteh Kabupaten, dan Daerah
Kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkeduduken setara dalamartian
tdak ada hirarki deereh otonom. Daerah Provinsi berkedudukan
jugasebagai wilayah administratif, Pemerintah lokal adalah Badan
Ekselutif Dagrah, Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala
Daerah dan Perangkat Daerah; Badan Legilatif Daerah, Dewan
Perwaklan Rakyat Daergsglf D).

Undang - Undang Republk Indonesia Nomor 22 Tehun
1999, tentang ; Pemerintahan Daersh, seterusnya kita kenal
dengan UU@4A899 pada ketentuan umumnya menyatekan babwa
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut
asas desentralisat dalam peryelenggaraan pemerintahan, dengan
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Pokok-Pokok Pemerintehan di Daerch dan kemudian disusul
dngan Undang Undang No. 5 Th 1979 tentang Pemerintahan Desa
(unifikasi dacrah).

Siapa menyangka 24 (dua puluh empat) tahun kemudian,
pasca reformasi, keluar Tap MPR No. XVIMPR/199 beris
tentang penyelenggaraan otonomi daersh, pengaturan, pembagian
dan pemanfaaten sumber deya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan kevangan @Rt dan daerh lam Kerangha NKR
Ketetapan MPR ini menjodi cikal bakel ahirnya undang undang
pemerintzhan daerah dengan beban perubahan amat berat penuh
dinamika pada kondisi yang amat rentan dan dapat dikatakan
cenderung idak stabil, yaitu undang undang Nomor 22 Tahun 1999,

6, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999

Setelah mencermati Undang Undage¥smnor 5 Tahun 1974,
sebagaimanadiketahu pascareformast 1998 berlakuUndang-Undang
No.22 Taun 1999 tentang Otonomi Daerah menggantkan Undang-
Undang No. 5 Tehun 1974, Menurut undang-undang No. 5 Tehun
1974, Indonesia dibagl menjad: satu macam daerah otonom dengan
mengakui kekhususan yang ada pada tgn daerdh yaitu Aceh Jakarta,
dan Yogyakartadan setutinghat wilayah admnistratf

Undang-undangNo.22 Tehun1 999 menganutigajenis daerah
otonom, yaifu Daereh Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah
Kota Ketiga enis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian
tidak ada hirarki daerah ofonom. Daerah s berkedudukan
jugasebagai wilayah acministetif. Pemerintah lokal adelah Badan
Eksekatif Dagrah, Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala
Dieteh dan Perangkat Daerah; Badan Legislatif Daerah, Devwan
Perwakclan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang - Undang Republk Indonesia Nomor 22 Tahun
1999, tentang ; Pemerintahan Daerdh, seterusnya kit kenal
dengan UU 22/1999 pada ketentuan umumnya menyatakan babwa
Negara Republk Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut
asas desentralisasi dalem penyelenggaraan pemerintahan, dengan
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memberdkan kesempaten dan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Dagrah. Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945, antara Lin menyatakan bahwa pembagian Daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecll dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 tersebut  seterusnya
menegaskan bahwa ‘oleh karena Negara Indonesia it suatu
eenheidsstaat, maka Indonesa tidek akan - mempunyai Daerah
dalam linghungannya yang bersifa staat juga. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam Daereh Propinsi dan Daerah Propingi akan
dibagi dalam daerah yang lebih kecll Di daerah-dacrah yang
bersifat ofonom (steek en locale rechigemeenscahppen) atau
bersifat adrinisrast beleke, semuanya menurut aturan yang akan
ditetapkan dengan Undang-undang, Di dacrah-daerah yang bersift
otonomakan diadakan Badan Perwakilan Dacrah. Oleh karenaitu, di
daerah pun, pemerintah akan bersendiatos dasar permusyawaratan,

Undang Undang Nomor 22 Tehun 199 secara
toas menyatakan bahwa  UndangUndang Dasar 1945
merupakan landasan yang kot untuk menyelenggarakan
ofonomi daersh dengan memberikan kewenangan  yang
huas,nyata,dan bertanggung jawab kepada daerah.

Tidak salah jlka ada pendapat yang menyoroti bahwa

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 in, merupakan salah satu
produk dari semangat reformasi 1998 dan  Ketetapan MPR-RI
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonoms Daeraby
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nesional
yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesta

Undang Um Nomor 22 Tahun 199 disebut sebagei
‘Undng-undang fentang Pemerintaban  Daerah” Karena
undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang lebh mengutammdaksanaan ()
desentralsai dengan memberikan kewenangan yang hus, nyata,
dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara proporsional yang
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memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Dagrah. Pesal 1§ Undang-Undang
Dasar 1945, antara lein menyatakan bahwa pembagian Deerah
Indonesia atas daerah besar dan kel dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 tersebut ~ seterusnya
menegaskan bawa ‘oleh karena Negara Indonesia itu suatu
eonheidsstant, maka Indonesa tidak akan - mempunyai Daerch
dilam lingkungannya yang bersifa staat juga. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daereh Propinsi akan
dibagi dalam doerah yang lebih ecll. Di daerah-dacrah yang
bersfat otonom (streek en locale rechigemeenscahppen) dtau
bersifat adrministrast belake, semuanya menurat aturan yang akan
ditetapkan dengan Undang-undang, Di daerah-daerah yeng bersifat
otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di
daerah pun, pemerinteh akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara
tegas menyatekan bahwa Undang-Undang Dasar 1945
merupakan landasen yang kuat wtuk  menyelenggarakan
otonomi aerah  dengan  memberikan kewenangan yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah,

Tidak saleh jka ada pendapat yang menyorofi babwwa
Undang Undang Nongep® Tehun 1999 ini, merupakan salah satu
produk dart semangat reformasi 1998 dan  Ketetapan MER-RI
Nomor XVIMPR/1998 tentang Penyelenggaraen Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkead{an; serta Perimbangan Kouangan Puset dan Daerah
Dilam Kerangka Negara Kesatuan Republk Indonesia

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut sebagal
‘Undang-undang tentang  Pemerintahan  Dagrall”  Karena
undang-undang ni pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan ases
desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang hus, nyata,
dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara proporsional yang
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diwjudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta- perimbangan
keuangan Pusat den Daetah, Di samping ifu, - penyelenggaraan
Otonomi Daerah juga dileksangkan dengan prinsp-prinsip
demokrsi, peran-serta masyarakat pemerataan, dan Keadiln, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Mungkin itulah sebabuya sehingga undang-undang ini
mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan
prekarsa dan eeativitas, meningkatkan peran-serta masyaralat,
mengembangkan peran dan fungst Dewan Perwekilan Rakyat
Daerah. Oleh karena it pule, undang-undang ini menempatkan
Otonami Daerah secara utuh pada Dagrah Kabupaten dan Daerah
Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan
kelehuasan wntuk membentuk dan melaksanakan kebijakan
memurut prakarsa dan aspirasi masyarakat

Undgglinding Nomor 22 Tahun 1999 meriadikan
Daerah Propinsi dengen kedudukan sebagai Daerah Otonom dan
sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan
pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur, Daerah
Propinsi  bukan merupekan Pemerintah atasan dari Deerah
Kabupaten dan Daereh Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom
Propins! dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidek mempuunyai
hubungan hierarki dalongsgeing undang i,

Dengan memperhatikan  pengalaman  penyelenggaraan
otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab, dalam undang-undang ini
pemberian kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten dan
daereh kota didasarkan kepada ass desentralses saja daam wujud
otonoms yang las, nyata dan bertanggungiawab.

Tidak dapat dipungliri, kehadiran Undang Undang Nomor
22 Tahun 1999 tidk terlepas dari semangat reformasi yang
melingkupinya dibarengi dengan Undang Undang Nomor 25
Tahwun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinteh
Pusat dan Darah felah merubah secara signifikan penyelenggaraan
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diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfeatan
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan
kenangan Pusat dan Daetah, Di samping itu, - penyelengoaraan
Otonomi Deerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
emokas,peran-serta masyarakat, pemerataan, dan kead{an,serta
memperhata@gegst dankeanekaragaman Derah

Mungkin itulah sebabnya sehingga undang-undang ini
mendorong unfuk memberdayekan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan reativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Oleh karena itu pula, undang-undang ini menempatkan

onami Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Darsh

Kota sebagai Dacrah Otonom yang mempunyai kewenangan dan
kelehasan untok membentuk dan melaksanckan kebijakan
menurut prakarsa dan aspirai masyaralat

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadikan
Dacrah Propinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan
sekaligus Wikayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan
pemerinizh Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur, Daerah
Propinsi bukan merupakan Pemerintah atesan dari Daerah
Kabupaten dan Daereh Kota. Dengan demikian, Daetch Otonom
Propinsi dan Daereh Kabupaten dan Daerah Kota tidek mempunyai
hubungan hierarkd dalam undang undang ini

Dengan  memperhatkan pengalaman  penyelengoaraan

midaerah pada masalampau yang menganut prinsp otonori
yang nyata dan bertanggung jawab, dalam undang-undang ini
pemberian kewenangan otonom kepada daerah kabupaten dan
derah kota didasarkan kepada ass desentralisei sejadalam wujud
ofonomigang luas, yata dan bertangaungiawab.

idak dapat dipungkir, kehadiran Undang Undang Nomor

oy L) Tahun 1999 tidek terlepas dari semangat reformasi yang

melingkupinya dibarengi dengan Undang Undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah telah merubah secara signifkan penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah. Cir utama dari kedua Undang-Undang ini
adalah makin luasnya otonomi Daerah dan makin meningkatnya
diskresi(kelehuasaan) Daerch dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuatu yang spesifk bagi undang undangin, ilah karena ia
menjadi efresentase reformsh, Khususnya mengenai pemerintahan
daerah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Lebih spesifik
darl itu adaleh undang undang ini bergegas diteritkan untuk
mengimplementastkan persegera semangatreforms.

Sedikitnya ada enam perubahan besar diharapkan terjadi
pada era reformasi terhadap pemerintahan daerah menurut
dinamika umum yang berkembang, sebagaiman diungap pada
forum forum yang menyorotl mengenal pemerintahan daerah
dimasa Orde Baru yang bersifat sentralistk, mengebirt daerah
dalam hal polik dan pengambilan keputusan, lemehnya fungsi
legiatif dan tidak berdayanya eksekutif untuk berkreasi dan
berinnoves kaitannya dengan potensi pembangunan di daerah
dari berbagai sektor yang layak dikelola untukkepentingan daereh.

Aspirastyang berkembang ersebutterakumulas padabeberapa
perubahan yang i kehenda, dapat berupa fador internal, kendala
operasional konsepstyang dikandung dalam peraturan perundangan
yang tidek sesuaiatan tidaksinkron dengan kondisiril didaeraby dapat
berupa factor elstern, yakai kendala operasional - pemerintahan
yang bersiftbersfat ketidak efekifan dan ketidakpekaan pemerintah
daereh mengelelola potensi daereh, lemahnya dukungan pemerintah
pusat,termasuk kendala berinvestsi

Perubahan perubzhan yang diharapkan itu, meliputi:

1. Perubahan terhadap s otonomi yang akan merubah cakupan
kewenangan Pemda,

1. Perubahan kelembagaan urusan yang diserahkan,

3, Perubahan delam aspek perwakdlan rakyat dagrah,

4. Perubahan dalam pengelolaan otonomi Daerah.

5, Perubahan dalam Sumber Daya Manusia personil yaitu adanya
pegavva yang akan menjelankan kelembagaan tersebut
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Pemerintahan Daerah. Cirl utama dari kedua Undang-Undang ini
adelah makin lusstya otonomi Dagrah dan malin meningkatnya
diskresi(keleluasaan) Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah,

Sesuatu yangspesifk bagtundang undangin, elah karena dia
menjad efresentase eformas Khusustya mengenai pemerintahan
deerah dan pelaksangan pembangunan di daerah. Lebih spesifk
dari itu adalah undang undang ini bergegas diteritkan untuk
mengimplementasikan persegera semangat reformas

Sedikituya ada enam perubahan besar diharapkan terjadi
pada era reformasi terhadap pemerintahan daerah menurut
dinamika umum yang berkembang, sebageimana diungap pada
forum forum yang menyorofi mengenal pemerintahan daerdh
dimasa Orde Baru yang bersifat sentralstk, mengebiri daerah
delam hal poliik dan pengambilan keputusan, lemahaya fungs
legicatif dan tidak berdayanya eksekutif untuk berkeeasi dan
berimovasi kaitannya dengan potensi pembangunan di daerah
dari berbagai sektor yang layek dikelola untukkepentingan daerah.

Aspiras yang erkembeng tersebut terakunmulasipadabeberapa
perubahan yang di kehendakd, dapat berupa fektor internal, kendala
operasional,konsepsi yang dikandung delam peraturan perundangan
yang idak sesuaiatautidak sinkron dengan kondisiri didaeray dapat
berupa factor eksternal, yakot kendela operasional - pemerintaban
yang bersifatbersifat Kefidek efekcfan den ketidakpekaan pemerintah
daerah mengellol potens daerah, lemahnya dukungan pemerinteh
pusat termasuk Kendela berinvestas

Perubahan perubahan yang diharapkan ito, meliput

1. Perubahan terhadap s otonomi yang akan merubah cakupan
kewenangan Pemda.

2. Perubahan kelembagaan urusan yang diserahkan,

3. Perubahan dalam aspek perwaklan rakyat daeeh,

4. Perubahan delam pengelolaan otonomi Daerah.

5. Perubahan dalam Suraber Daya Manusia personi yaitu adanya
pegawa yang akan menjalankan kelembagaan tersebut
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6. Perubahan dalam bidang pengawasan, meningkatnya
pengawasan masyarakt kepeda Pemerintzh Daerah,

7. Perubahan delam hal Suksest Kepemimpinan Daerah.

8. Perubahan dalem penoelolaan Keuangan.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 3] Tehun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, menggantlan Undang Undang
No.22 Tehun 1999 telah mengisyaratkan bahvya undang undang ini
tidak mampu merealisr dinamika reformast sekeligus “warning”
bagielit poitk den pemerintah daerah untuk melakukan penatean
Kembal,

Di era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-
undang ini pada prinsipnya mengatur  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang lebih mengutamaken peloksanaan asas
desentralisast Dalam undgog-undangin daerah diberikewenangan:

1. Kewenangan otonomi uas yang artinya keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup
kewenangan  sermua bidang  pemerintahan,  Kecual
kewenangan di bidang polik huar negeri, pertehanan
keamanan, peradilan, moneter dan fikal, agama serta
ewenangan bidang innya yang akan ditetapkan dengan
perdturan pemeriatal.

1. Kewenangan otonoms yang nyata artinya keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan Kewenangan pemerintahan di
bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperfukan serta
tumbub, hidup den berkembang didaerah.

3. Kewenanganotonomiyangbertanggung jawabatinyaberupa
perwujudan pertanggung jawaban sebagal Konsekuensi
pemberian hak dan kevienangan kepada daerah dlam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daereh dalam
mencapai tojuan pemberian otonom, berupa peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarekat yang semakin
batk, pengembangan kehidupan demokasi keadian dan

pemerataan srta pemebharaan hubungan yang seresi antara
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6. Perubahan dalam bidang  pengawasan, meningkatoya
pengawasan masyarakat kepada Pemerintzh Daerch,

7. Perubahan dalam hal Suksest Kepemimpinan Daerah.

8. Perubahan dalam pengelolaan keuangan.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 3) Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daereh, menggantlan Undang Undang
No22 Tahun 199 telah mengisyaratkan bahwa undang undang ini
tidak mampu merealsi dinamika reformasi sekaligus “warning”
bagilit politk dan pemerintah daerah untuk melekukan penatean
kembal,

Di era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-
undang ini pada prinsipnya mengatur  penvelenggaraan
pemerintaban daerah yang ebih mengutamakan pelaksanaan asas
esentralsasi Delamundang-undangin daerah diberikewenangan:

1. Kewenangan otonomi luas yang artinya keeluasaan daerah
unfuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencaup
kewenangan semua  bidang  pemerintahan,  Kecual
kewenangan di bideng politk huar neger, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan
petaturan permerintah.

2. Kewenangan otonomi yang nyata artinya keleluasaan daersh
unfuk menyelenggarakan Kewenangan pemerintaban i
bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta
fumbuh, hidup dan berkembang di doerch.

3. Kewenanganotonomiyang bertanggungjawabatinya berupa
perwuudan pertanggung jawaban sehagai- konsekuens
pemberian hak den kewenangan kepada daerah delam wujud
fugas dan kewjiban yang harus dipikul oleh daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonom, berupa peningkatan
pelayanan dan kesejateran masyarekat yang semakin
baik, pengembangan kehidupan demokrasi, eadilan dan

pemerataan serta pemelharaan hubungan yang serasi antara
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pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga
Keutuhan NKRL.

Sudeh menjadi pemahaman umum bahvwa Undang Undang
Nomor 2 Tahun 1999, membaywa implkasi perubahan yang tidak
mudah dilaksanakn

Pertama, Karena aspek kesiapan dan kultur yang tidak
mudsh berubaby kedua aspek kelembagaan dan ketatalzksanaan
yang belun siap; dan etiga aspek sumber daya manusia meliput
emampuan, keterampilan, dan sikap priaku yang belum sinkeon
engan tuntutan perubahan.

Perubehan yang mendagar fersebut meliput

L. penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan
ewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di
daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfustan sumberdaya nasional yang
berkeadila, srta perimbangan keuangan pusat dan daerah

L. penyelenggaraan otonomi diaksanakan dengan prinsip
prinsip demokratisast dan memperhatikan keragaman deerah

3. pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya
nasional antara pusat dan daerah dieksanakan secara adi
unfuk kemakmuran masyarakat daeteh dan bangsa secara
keseluruhan;

4 pengeloban sumberdaya alam - ilakukan secara efektif
G efiien, bertanggungiawab, transparan, terbuka dan
(ilaksanakan dengn memberikan kesempatan yang luas
kepada pengusaha kect menengah dan koperasi;

5. perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanekan
dengan memperhatikan potensi- daerah, ues deerah,
keadaan geografs, urah penduduk dan ingkat pendepatan
masyarakat daeraby

6. pemerintah daerah berwenang mengelokh sumberdaya

l
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pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga
eutuhan NKRI

Sudah menjadi pemahamman umum bahwa Undang Undang
Nomor 22 Tahun 1999, membaiva impliksi perubahan yang tidak
mudah diksanakan,

Pertama, karena aspek Kesiapan dan kultur yang tidak
mudsh berubaby kedua aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan
yang beum siap; dan ketiga aspek sunber daya manusia meliput
kemampuan, Keterampilan, dan sikep prilaku yang belum sinkron
engan tuntutan perubahan.

Perubahan yang mendasar tersebut meliput

L. penyelenggaraan ofonomi daersh dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung faweb i
daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat den daerh;

L. penyelenggaraan otonomi dileksanakan dengan prinsip-
prinsip demoksatisasi dan memperhatikan keragaman daerahy

3. pengaturan, pembagian dan pemanfuatan sumberdaya
nasional antara pusat dan daereh diaksanakan secara adil
untuk Kemakmuran masyarakat daereh dan bangsa secara
Kesehuruhan;

4, pengelolaan sumberdaya elam dilakukan secara. efekti
dan eficen, bertanggungiawab, trangparan, terbuka dan
dilaksanaken dengan memberikan kesempatan yang huas
epada pengusaba keci, menengah dan koperasi;

5. perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanaken
dengan memperhatikan potensi- daerah, uss - daerah,
eadaan geografs jurnlah penduduk dan tingkat pendapatan
masyarakat daeraby

6. pemerintah daerah berwenang mengelolah sumberdaya
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nasional dan bertanggung jaweb memelhara Kelestarian
lingkungan.

Secara konsepsi. perundang undangan dapat dikatakan
perubahansecara signifikan terjadi antara UU Nomor 5 Tahun 1974
dengan UU No 22 Tahun 1999, secara formal menggunakan ases
esentralsest dengan memperkuat fungst legislatf, memiih dan
memberhentikan kepala daereh, Selain i, i era undang undang
niomor 221, Gubernur sebagl pelaksana dekonsentrast disanping
desentralisesi

Namun anlisa beberapa kalangan, mungkin karena diskrest
yang begitu huas, didorong lim kebebasan delam semua bidang
menyebablan parapelaku atau elit politk i daerah ebih fokus pada
aspek poliik yang berimplikasibuas pada pembangunan, lemahny
pengawasan ustru tethadap ekssekutif karena yang terjadi malah
prektek kolusi dan nepotisme antara ekssebutif dan Legilatif
sehingga muncul aspirasi perlunya pengawasan oleh masyarakat
terhadap DPRD),

Penyershan kewenangan kepada daerah, menurut undang
undang ini, mencakup semua bidang pemerintahan. Deerah
berwenang mengeloleh sunberdaya nasional yang tersedia di
wlayahnya dan bertangoungiawab memelhara lingkungan hidup
sestal dengan peraturan perundang undangan, Daerah tidak hanya
berwenang di wilayah darat tetap juga diwilayah aut  pasal 10, ayat
(2,00

Sebagaimana iketahui penyerahan kewenanganberimplikasi
pada penyeraban urusan, hanya saja imventarisasi dan pengelolaan
wosan menjadi Kendala tersendiri sebelum mask pada
pelembagaan urusan itu, dan semuanya belum dilakukan Undang
Undang Nomor 22 Tehun 1999, harus berekhir karena dianggap
tidek mampu mewadehi dinamika reformasi dan mungkin juga
diskrest yang uas tdak diimbangiintegrias elt daerah

Analisa yang dlakukan oleh pengamat pemerintahan
menandaskan bahwa di era undang undang ini tidak teradi
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nasional dan bertanggung jawab memelhara kelestarian
lingkungan.

Secara. konsepsi perundang undengan depat dikatakan
perubahansecara igniikan terjadiantara UU Nomor Tahun 1974
dengan UU No 22 Tahun 1999, secara formal mengguunakan asas
esentralisust dengan memperkuat fungs legisatf, memilih dan
memberhentikan kepala daerah, Selain i, di era undang undang
nomor 22ini, Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi disamping
esentralisst

Nemmun anlisa beberapa kelangan, munglin karena diskres
yang begitu luas, didorong ik kebebasan dalam semua bidang
menyebabkan para pelaku atauelt politk i daerah ebih fokus pada
aspek politik yang berimplikasiluas pada pembangunan, lemahnya
pengawasan justru terhadap ekssekutif, kavena yang terjadi malah
praktek kolusi dan nepotisme antara ekssekutif dan legilatif
sehingga muncul aspirast perlunya pengawasan oleh masyarakat
terhadap DPRD. 4

Penyershan kewenangan kepada deerab, menurut undang

inf, mencakup semua bidang pemerintahan. Daerah
berwenang mengelolah sumberdaya nasional yang tersedia di
wilayehnya dan bertanggungiawab memelihara lingkungan hidup
sestal dengan peraturan perundang undangan, Daerah tidak hanya
berwenang diwilayah daratteapijuga divilayah aut  pasal 10, ayat
(2, 0)

Sebagaimana diketahui penyerahan kewenangan berimplikes
pada penyerahan urusan, hanya sajaimventariasi dan pengelolaan
wosan menadi Kendala tersendirl gebum masuk paca
pelembagean urusan it dan semuanya belum dilakukan Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1999, harus berakhir karena dianggap
tidak mampu mewadahi dinamika reformasi dan mungkin juga
diskrest yang uas tidak diimbangiintegritas elt daerah.

Analisa yang dilakukan oleh pengamat pemerintahan
menandaskan bahwa di era undang undang ini tidak terjadi
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perubahan di bidang keterwaldlan rekyat. Hal in lbih disebablan
oleh mekanisme dan sistem rekruitmen kenggotaan parpol,
sekaligus keanggotaan legilatif mbes dari fusi partai politk yang
hanya terdir atas tiga parta sehagal kontestan pemmilu merebak
menjadi muli partal mempengaruhi proses seleks dan asesmen
keanggotaan legislatif yang bersumber atau direkrut dari parta
partai politk yeng ada. Dengan demikian, delam hal ini partai
politk tuadalah wadah persemaian anggotaegisatif melaluifungs
fungsi sosiaisast, aderisas tau pendidikan politk.

[69]
9, Undang Undang Nomor@fghun 004

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Menurut undang-undang in Indonesia dibagi menjads satu jenis
daerah ofonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagt atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
iu dibagi ates daerah kabupaten dan deerah kota. Selain itu negara
mengakui kekhususan dan/atau keltimewaan yang ada pada empat
daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga
mengakui dan menghormat Kesatuan-kesatuan masyarekat hukum
adat (Desa atau nama Lon) beserta hak tradisionalnya sepanjang
masth hidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesafuan.

Pemerintah lokal terdiri dari: EXsekutif yakai Pemerintah
Daerah yang terdir atas Kepala Daerah den Legislatif- (Dewan
Perwakdlan Rakyat Daerah - DPRD)

Undang-UndangNomor32 Tahun 004tentang Pemerintahan
Daerah mengatur berbagai hal yang yang terlait dengan
penyelenggaraan pemerintaban dan peleksanaan perbangunan
alam bingka kebijakan otonorni daerah.

Formulest Undang-Undang 32 Tahun 2004, otonomi adalah
hak, wewenang dan kewajlban daerdh otonom wntuk mengatur
dan mengurus sendie pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturen perundang-undangan.
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perubahan di bidang keterwaldlan rakyat. Halin lebih disebebkan
oleh mekanisme dan sistem rekruitmen kenggotean parpol,
sekaligus keanggotaan legilatf Imbas dari fus partai polk yang
hanya terdir atas tiga partal sebagal kontestan pemilu merebek
menjadi muki partal mempengaruhi proses seleks dan asesmen
keanggotaan legisatf yang bersumber atau direkrut dart parta
parta poltk yang ada. Dengan demikian, dalam hel ini parta
poltkituadalah wadsh persemaian anggotalegilatif melaluifungs
fungsisosiaisasi, Kaderisas atau pendidikan polik.

9, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerdh. menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Menurut undang-undang ini Indonesia dibagi menjad; sau jenis
dierdh otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibag ates daerah-daerah provinsi dan daereh provins
i dibag atas daerah Kabupaten dan daerah kota. Selainitu negara
mengakui kekhususan dan/atau keltimewaan yang ada pada empat
dierah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga
mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyerakat hukum
adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang
masth hidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan. %

Pemerinteh lokal terdiri dart Eksekutf yakai  Pemerintah
Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Legisatif (Dewwan
Perwakdlan Rakyat Daerah - DPRD)

Undang-UndangNomq;ahunl[][lfltentangPemerintahan
Daerdh mengatur berbagal hal yang yang terkat dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
alam bingai kebijakan otonomi daerah.

Formulasi Undang-Undang 32 Tahun 2004, otonomi adalah
hak, wewenang dan kewajiban daereh otonom untuk mengatur
dan mengurus sendir pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setemupat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Undang Undang nimengatur berbagaihalyangerkeit dengan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
dalam bingha ebiakan olonomi caerah, s@PEinana terdapal
pada Formulasi Undang-Undang Nomor 3} Tehun 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah, yaitu

1. Pembagian wrusan pemerintahan (Bab 1)

1. Penyelenggaraan pemerintahan (Bab [V);

3. Kepegawaian dacrah (Bab V)

4, Peraturan daerah dan peraturan kepela daerab (Bab VI);
5. Perencanaan perbangunan daerah (Bab VII)

6. Keuangan daerah (bab VIID);

7. Kerjasama dan penyelesaian perseishan (Bab IX);

8. Kawasan perkotaan (Bab X),

9, Desa (BabXI):

10.Pembinaan dan pengawasan (Bab XI1) dan

11 Pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah (Bab XIIT.

Undang Undang ini menegaskan mengenai otonom adalah
“hak, wewenang, dan Kewejfban deerzh otonom untuk mengatur
Q- mengurus sendiri wrusan pemerintahen dan kepentingan
masyarakat seterpat sesal dengan peraturan perundang-
undangan’ pasal 2 (dua) Undang-Undang No32/2004

Adapun substansi Kebijakan otonomi daerch itu menurut
Undang Undang inf yaitu untuk: (1). Mempercepat terwujudaya
kesejateraan - masyarakat  melalui  peningkaten,  pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah denganmemperhatikanprinsip demokrasi pemerataan,
keaditan, kelstimewaan, dan kekdususan suatu daerah dalam Sitem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Meningkatkan efektivitas
dan efisienst penyelenggaraan pemerinfahan daerah (Libat pada
konsideran undang-undang ini).

Mengenai pembagian hak, kewajiban den dpggungiawab,
Pasal 2 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjﬁcm, bahwa
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Undang Undang inimengaturberbagaihalyang erkeitdengan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
dalam bingkai Kebijakan otonom; daerah, sebagaimana terdapat
pada Formulasi Undang-Undang Nomor 3] Tahun 200 tenteng

Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Dembagian urusan pemerintahan (Bab I1);

2. Penyelenggaraan pemerintahan (Bab IV);

3. Kepegawaian daerch (Bab V)

4, Peraturan dagrah dan peraturan kepala daereh (Bab VI);
5. Perencangan pembangunan daerah (Bab V),

6. Keuangan daerah (bab VLI,

7. Kerjasama dan penyelesaian perseishan (Bab IX);

8. Kawasan perkotaan (Bab X);

9, Desa (BabXI);

10.Pembinaan dan pengawasan (Bab XII; dan

11 Pertimbangan delam kebijakan otonm%rah (Bab XI1)

Undang Undang ini menegaskan mengenai otonom adelah
*hek, wewenang, dan kewajban daerah otonom untuk mengatur
dn mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setermpat sestal dengan peraturan perundang-
undangan” pasal 2 (du) Undang-Undang No.32/2004.
Adapun substansi kebijakan otonomi daerah itu menurut
Undang Undang inf yaitu wntule (1). Mempercepat terwujudoya
kesejateraan - masyarakat melahui ~ peningkaten,  pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta yyerakat, serta peningkaten daya
saingdaerahdenganmemperhat%msipdemokrasi,pemerataan,
Keadilan elstimewaan, dan kekdususan suatu daerah dalam Sistern
Negara esatuan Republik Indonesta. (2). Meningkatkan fektivitas
dan-efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lihat pada
konsideren undang-undang ini).

Mengenai pembagian hak, kewajiban dan tanggungjawab,
Pasal 2 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa
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pemerintahan daerah “menjalankan ofonomi  selues-huasnye,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah
P Yang T P
pusat, dengan tujuan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat,
pelayanan unumn, dan daya saing daerah.

Urusan pemerintahan pusat meliputi

1. Politk uar negeri
2, Pertahanan, keamanan,

3, Yustist
4, Moneter: dan
5, Fiscal nasional; serta

6. Agama. (Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004),
Urusan wajih peﬁahan daerah provingi pasal 13ayat (1)

L. perencanaan dan pengaditan pembangunan;

). perencanaan, pemanfaatan, dan pengavwsan tata ruang;

3 pemelenggaraan Keterthan umum dan ketentraman
masyaraka;

4. penyediaan sarana dan prasarana umunm

5. penanganan bidang keschatany

6. pemyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial

7. penanggulangan masalah sostal lintas kabupaten/Kota;

8. pelayanan bidang kefenagakerjaan intas kabupaten/Kot;

9. fasilits pengembangan Koperas useha kecll danmenengah
termasuk lintas kabupaten/Kota

10. pengendalian ingkungan hidup;

1. pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kote

12. pelayanan kependudukan den catatan sipl

13. pelayanan administrast unum pemerintahan;

14. pelayanan administresi penanaman modal termasuk lntas
kabupatenfkota;

15. penyelenggaraan pelayanan dasar ainnya yang belum dapat
cilaksanakan oleh kebupaten/kota; dan
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pemerintahan daerah “menjlankan otonomi sehuas-uasoya,
cuali urusan pemerintahan yang menjadi wrusan pemerinta
kecual fah; d tah
pusat, dengan tujuan meningkatkan Keseiahteraan masyarakat,

(5 ayanan umun, G da g deerah

Urusen pemerintahan pusat meliput

1. Politk luar negeri

2. Dertahanan, keamanan,

3, Youstisi

4, Moneter: dan

5. Fiscal nasional; serta

6. Agama. (Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004)

Uragan wajib pemerintahan daereh provinst pasal 13 ayat (1)

L. perencanaan dan pengadilan pembangunan;

). perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tta ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umum den ketentraman
masjaraka;

4, penyediaan sarana dan prasarana umu;

5. penanganen bidang keschatan;

6. penyelenggaraan pendidiken dan alokesi sumber daya
manusia potensia

7. penanggulangan masalah sosiel intas kabupaten/kote

8. pelayanan bidang etenagakerjaan intas kabupaten/Kots;

9. faslites pengembangan koperas usaha kecll, danmenengah
termasuk inas kabupaten otz

10. pengendalian ingkungan hidup;

11, pelayanan pertehanan termasuk lntas kabupaten kote

12. pelayanan kependudukan den catetan sipl

13, pelayanan administrasi unwum pemerintahan;

14, pelayanan adminisrast penanaman model termasuk lintas
kabupatenfkota;

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang behum dapat
dilaksanzkan oleh kebupaten/kota; dan
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16. urusan wai lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Memakna desentralisesi sebagai “pelepasan’ sebagian
wewenang dari Pusat kepada Derah, yang tidak berart s
begitu seja seiring dengan itu terkandung kepercayaan sekaligus
tanggungiawaby makasifat epas dalam konteks desentralisasiadalah
* penyerahan” dalam hal ini- wewenang, yang tidak lain adalah
penyerdhan sebagian urusan unfuk menfadi urusan pemerintah
daerah,

Oleh Karena itu maka rusan yang diserahlan itu digerta
Kreteria - kreteia demi pencapaian tujuan dantidek terbengklainya
urusan yang diserahkan itu, Hanya saja kemudian dalam beberapa
Kasus dan cara pandang mentlai kreteia itu tidak mudah dan sulit
unfuk dlaksancken d; daerah.

MSolly LubisSH.(1983) menamakan ~ wusan yang
diserahkan kepada daerah it diberikan rambu b yang tidak
mudah untuk dikeloa daerah dengan leluasa sebagai urusan rumah
tangga sendil.

Sesungguhnya kretera it atau rambu rambu ity tidek lain
adalah syarat syarat, etentuan ketentuan yang diperhitunglan sis
batk dan buraknya serqangan pada efekivitas dan efesiens
bagi daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, menjalankan ofonomi  sehuas-luasnya
unfuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.sehingga di dalam undang undang
diingatkan:

a. Penyelengoaraan wusan pemerintahan dibag berdasarkan
keiteria ksternalites, akuntabelites, dan efisiensi dengan
memperhatikan Keseradan hubungan antar  susunan
pemerinfahan.

b, Penyelenggaraan  urusin  pemerintahan  merupakan
pelaksangan hubungan kewenangan anfar pemerintah dan
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16, wrusan wajly lainnya yang diamanatken oleh peraturan
perundang-undangan.

Memaknai desentralsasi sebagai “pelepasan” sebagian
wewenang dart Pusat Kepada Daeraby yang tidak berarti lepas
begitu saja seiring dengan iu terkandung kepercayaan sekalipus
tanggungiawaby mak sfa lepas delam konteks desentralisatadalah
* penerahan” delam hal ini- wewenang; yang tidak lain adalah
penyerahan sebagian urusen untuk menjadi urusan pemerintah
deerah.

Oleh Karena itu maka urusan yang diserahkan itu diserta
Keeteria- kreteriademi pencapaian tujuan dantidak terbengkalainya
urusan yang diserahkan itu. Hanya sja kemudian dalam beberapa
asus dan cara pandang menli kretera tu tidak mudah dan sult

unfuk dilaksanakn di daera?
MSolly LubisSH,(193) menamakan  wrusan yang

diserabkan kepada daerah itu diberdkan rambu-rambu yang tidak
mudah untuk dikelola daerah dengan leuasa sebagai urusan rumah
tangga sendiri

Sesungguhnya kreteria it ateu rambu rambu it tidak lain
adalah syarat sarat, etentuan ketentuan yang diperhitunglan sis
batk dan burakaya serta pandangan pada efeivitas dan efeciens
bagl daerah dilam menjlankan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenanganny, menjalankan otonomi seluas-huesnya
untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ases
otonomi dan tugas pembantuan.sehingga di dlam undang undang

dingatkan:

2. Penyelenggaraan wrusan pemerintahan dibagi berdasarkan
krteria eksternalites, akuntabelitas, dan efiiensi dengan
memperhatikan keseresian  hubungan anter - susunan
pemerintahan.

b, Penyelenggwaan  uwrustn  pemerintahan  merupakan
pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerinteh dan
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pemerintah daerah propinsi, kabupatenskota dtan antar
pemerintahan deerah yang saling ferkeit, tergantung dan
sinergis sebagai suatu sstem pemerintahan.

Berdasarkan aspek aspek yang perlu diperhatikan itu dalem
penyelenggaraan urusan pemerintahan dtbawah payung UU No32
Tahun 2004, untuk tertb adminisras, terth penyelenggaraan
selanjutnya terth pertangoungiawaban.

Sesungguhuya otonomi daerah i era desentralises
pemerinizhan daerah peryelenggaraan urusan pemerintahan yang
bemotif penyelenggaraan kewenangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Dagrah, Propvinsi, Kabupaten dan Kota atau antar
pemerintahan daerah yang saling terkat, tergantung, dan sinergis
sebagaisuatu “sisten, dalam halin Sistem Pemerintahan.

Jka itk i sudut perundang-undangan, i aerah-daerah
Qalam negara kesatuan yeng menerapkan desentrelisos terlhat
adanya pelimpahan wevwenang perundang-undangan (delam art
huas), yang dapat dibagi atas 2 dua) macanm, yaitu:

a. Pelimpahan wewenang  perundang-undangan  sehingga
pemerinta daerah dapat membuat persturan daerah
atas inisiatif dan menurut garis kebijaksanaannya sendir
(otonomi).

b. Pelimpahan  wewenang  perundang-undangan  untuk
membuat peraturan daerah menurat gars kebijaksanaan der
pemerintah pusat (medebewind)

Memahami kewenangan pembuatan peraturan daerah
berkenan  dengan  desentralisasi dan  peraturan  aerah
atau peratwran innya ditingkat daerch berkenaan dengan
penyelengearaan tugas pembantuan atau medebewind mencirkan
penyerahan kewenangan perundang undangan atau ustice”. Lain
hal nya dengan urusan fustice pada dekonsentras kewenangan
perundang-undangan dalgemmngka urusan ini telah dibekukan
oleh pemerintah pusat kepada alat administrai atau organ pusat

yang ada di daerah (M Soly Lubis, SH, 1983).
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pemerintah daersh propinsi, kabupaten/kota atau antar
pemerintzhan deerah yang saing el tergantung dan
sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Berdasarkan aspek aspek yang perlu diperhatikan itu dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan dibawah payung UU No32
Tahun 2004, untuk tertl administras, terth penyelenggaraan
selanjutoya terth pertanggungiawaban.

Sesungguhmya otonomi deerah i era desentralisas
pemerintzhan daeteh penyelenggarsan urusan pemerintahan yang
bermotif penyelenggaraan kewenangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, Propvinsi, Kabupaten dan Kota atau antar
pemerintzhan daerah yang salng terkat, tergantung, dan sinergis
sebagaisuatu “isten’ alam hal in Sistern Pemerintahan.

Jka itk darsudut perundang-undangan, i daerah-deerah
delam negara kesatuan yang menerapkan desentralises, terlhat
adanya pelimpahan wewenang perundang-undangan (dalam art
luas), yang depat dibagi tes 2 (dua) macam, yaitu:

o Pelimpahan vewenang  perundang-mdangan  sehingga
pemerintah daersh dapat membuat peraturan daersh
dtas iniiaif dan menurut garis kebieksanaannya sendir
(otonomi).

b, Pelimpahan  wewenang  perundang-undangan  untuk
membuat peraturan daerah menurut garis kebijaksanaan dar
pemerintah pusat (medebewind).

Memahami kewenangan pembuatan peraturan deerah
berkenaan  dengan  desentraisasi dan  peraturan  daerah
ataw peratwan kinnya ditinghat aerdh berkenaan dengan
penyelenggaraan tuges pembantuan atau medebewind mencirkan
penyerahan kewenangan perundang undangan atou justice”. Lain
hal nya dengan urusan justice pada dekonsentrasi, kewenangan
perundang-undangan dalam rangka wrugan ini telah dibekukan

oleh pemerintah pusat kepada lat administras atau organ pusat

yang ada di daerah (M Solly Lubis, H, 1983).
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Konsepsiotonormi daerah yang dirumuskan dam UU No32
Tahun 2004 sebagaimana digambarkan di atas, flah jeles akan
membawa pengaruh dan perubabian yang mendasar bagieksistensi
Daerah dan pemerintahannya, sekaligus merupekan tantangan
bagi daerah dan menghadapkan pemerintahan daerah pada suatu
kondist yeng dilemati hetika desakan untuk mewujudkan local
accountabilty semakdn kuat

Local accountabilty, dapat dirumuskan sebagai- daerah
bertanggungiawab, atau pertangungiaweben daersh | dan atau
tanggungiawab daerah. Local accountabilty bukan sekedar
permainan etimologie atau terminologie sje, tetapi mengandung
maksud yang sangat luas dan dalam, terutama berkeit dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan
perundang undangan,

Banyak hal yang harus dipertanggungiawabken di daerdh,
Qan semua it harus terukur, dalam artian mempunyai protap
(proses tetap), mulai art siapa yang mengeriaken, seperti apa
mengerjckannya dan dengan siapa mengeriakannya, seluruhnya
sampai pada sasaren dan tujuan,

Seluruh yang teradi i daerah dalam penyelenggaraan
pemerintehan deerah dipertanggungiawablan, apakah itu bersifa
desentralisad, bersift dekongentrasi ataupun bersifat mdebewind,
bahkan kepada hal hl tertentu, kondistyang tidak diperhitungken,
seluruhoya dipertanggungiawabkan. Sehingan dengan demilian
hubungan Pusat dan Daerah adalsh hubungan accountabilty
dirumuskan dalam Local accountebiliy,

Hel in penting, kavena di Dierah sering terjd: intrepretas
berbeda di dalam memahami peraturan perundang-undangan,
Hal ini terjad pada peraturan yang mengatur secara detal, secara
rinci. Sehingga jika berteru dengan hal hal yang berkembang di
aerah tidak diperhitungkan sebetumnya maka memunculkan
kebingungan. Pada sstuastsepertini, stkap Daerah juga bermacam
macam, terdapat Daereh mengkonsultasikan suetu hal, terdapat
Daerah mengeksekusi sesua pemahamannya,
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Konsepsiotonomi daereh yang dirumugkan dalam UU No.32
Tahun 2004 sehagaimana digambrkan di ata, falah.felas akan
membawa pengaruh dan perubahan yang mendasar bagteksisenst
Doerah dan pemerintahannya, sekalipus merupakan tantangan
bagi daerah dan menghadapkan pererintahan daerah pada suatu
kondis yang cilematis ketika desekan untuk mewujudkan local
accountabiltysemakin kuat.

Local acconntabily, depat dirumuskan sebagai- daerah
bertanggungiawab, atau pertangungiawaban daerzh , dan atan
tanggungiawab daerah. Local accountabilty, bukan sekedar
permainan etimologie atau terminologie saje, tetapi mengandung
makggng sngat has dan dia, tenama berkit dengan
penyelenggaraan pemerintehan daerah sesuai dengan peraturan
perundang undangan.

Banyak hal yang harus dipertanggungiawablan di daerah,
dan semua itu harus terukur, alam artian mempunyai protap
(proses tetap), mulai dari siapa yang mengerekan, seperti apa
mengerjakannya dan dengan siapa mengeriakannya, seluruhnya
sampai pada sasaran dan fujuen,

Sluruh yang terjadi i daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dipertanggungiawablan, apakah iu bersifat
esentralsas, bersifat dekonsentrasi ataupun bersifat mdebewind,
bahlkan kepada hal hal tertentu, kondsi yang tidak diperhitungkan,
selurchnya dipertanggungiawabkan. Sehingga dengan demikian
hubungan Pusat dan Daerah adalah hubungan accountabity
dirumuskan dalam Local accountabliy,

Hal ini penting, karena di Daerah sering teradi intrepretas
berbeda di dalam memahami peraturan perundang-undangan,
Hel in teradi pada peraturan yang mengatur secara detal, secara
rinci. Sehingga jika berternu dengan hal hal yang berkembang &
daerah tidak diperhitunghan sebelumnya maka memunculkan
ebingungan. Pada sistuasisepertin, skap Daerch juga bermacam
macam, terdapat Daereh mengkonsultastken sustu hal, terdapat
Dietah mengeksekusi ssual pemahamannya,

m
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Sebaliknya fika stu peraturan perundang undangan bersifat
huas, tidak mengatur secara detad, rind atau imitative, maka
penerjemenchamancya ofomatis leh bervariast lagi. Bahkan
di dalam satu peraturan perundang undangan setip pasal seling
terkat, saling menerangkan sehingga terkesan satu hal ciatur
berulang ulang,

Untukkasus asuskonsepsi, administrative danimplementatif
sepanjang tidak melanggar peraturan perundang perundangan,
hanye mengandung espek apologi seja, maka tidak perlu
diperdebatkan sepanjang tidak mengorbankan kepentingan Daerah
dan Nasional secara lebh huas, Makna itulah yang dikandung oleh
Local Acountabilty. Di Daerah tidak ada “kambing e’ tidak ada
yang sila, yang salah adelah jika daerah tidak berbuat, yang salah
adilah jka melakukan sesuatu tanpa resentng, tanpa pidkan arah
fujuan, sesaran sepert yang diurai secara mate matisdan mekanikel
dalam konsep managemen kinerjo.

Contoh pasal yang berulang pada Undang Undang 32 Tahun
2004, sekalipun undang undang i tidek berlaku agi namun delam
tataran akademik undang undang ini tetap menjadi bagian dari
rentetan upaya pembangunan penyelenggaraan pemerintahan atau
secarlbih auh pembangugBegitk pemerntahan

Pasel 10 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

Pemerintahan  Daewal  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenagannya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi
urusan pemerintah

Pasel ini pernah menjadi perdebatan, apakah perlu ada
atau tidak perlu. Pasal ini menyangkut Kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Pemerintah Daerah, Mengenai pasal inf teah
dicantumkan pada pragrafterdahulu secara lengkp.

Adapihakyang menilaibahwa ketentuanini tidak diperlukan,
katena i dalam undang-undang i telah ditetapkan hal hal yang
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Sebaliknya fika stu peraturan perundang undangan bersifat
luas, tidak mengatur secara detal, rinci atau limitotive, maka
peneriememahamannya otomatis lebih bervariasi lagl. Bahkan
di dalam satu peraturan perundang undangan setiap pasel saling
terkat, saling menerangkan sehingga terkesan satu hal diatur
berulang ulang,

Untukkasus asus konsepsi administrative danimplementatif
sepanjang tidek melanggar peraturan perundang perundangan,
hanya mengandung aspek apologi saja, maka tidak perlu
diperdebatkan sepanjang tidak mengorbankan kepentingan Deerah
dan Nesional secara lebih huas. Makna itulah yang dikandung oleh
Local Acountabilty. Di Daerah tidak ada “kambing hitan’ tidak ada
yang sela, yang salah adelah jika daerah tidek berbut, yang salah
delah jka melakuken sesuatu tanpa resening, tanpa pijakan arch
tujuan, sasaran sepertiyang dural scara mate matisdan mekanikel
dilam konsep managemen kinerja.

Contoh pasal yang berulang pada Undang Undang 32 Tahun
2004, sekalipun undang undang in idak berlaku lgi namun dalam
tataran akademik undang undang ini tetap menjadi bagian ar
tentetan upaya pembangunan penyelenggaraan pemerintahan atau
secara ebih jauh pembangunan polik pemerintahan.

Pasal 10 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan babwva:

Demerintahan  Daerah  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenagannya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjodi
rusan pemerintah ",

Pasal ini pernah menjadi perdebten, apkah perln ada
atau tidak pertu. Pasal ni menyangkut kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Pemerintah Daerah. Mengenad pasal ini telh

putunikan pada pragraf terdshulu secara lengkap.

Ada phak yang menilai bahwa ketentuan iniidek dipertukan,
Karena di delam undang-undang in teah ditetapkan bal hal yang
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menjadi urusan Pemerintahan Daereh, Delam hal ini juga sekaligus
psal in tidak diperlukan lagi, Karena sudah terdapat ketentuan
dalam undang undang in yang mengatur urusan-urusan yang idak
menjadi urusan Pemerinteh Pusat dan yang menjadi wrurusan
Pemerintah Pusst,

Sekali lagi, terdapat fasal fusal yang ittt fasel fasl
intrepretatf namun yang patut diingat tidek terjadi kesalahan pada
tahap implementtif. tulah sebabnya sehingga yang bisa menjaci
Kepala Dacrab, bukanlah “orang biasa;, tidak bisa asal dipilih .
Dibutukan pememimpin Daerah yang memilli kemampaun
implementatlf, mencairkan dan mengadaptaslan persoalan,
menggunaken kondist loke, kemampuan intrepretatf, kecekatan
dn Ketepatan dalam  pengambilan Keputusan. Diperlukan
pemimpin yang memiiki infuist yeng tajam, matang dan tahu
Kapan harus bertindak, tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana
mengerjckan dan dengan siapa mengeriakannya, bagaimana
mengajak orang mengerjakannya. Di Daerch dibutubkan figur yang
memiiki kodrat "kepemimpinan adaptif”, (Kepemimpinan adaptf
dibabas tersendiridi bagian ain buku in).

Dalam hal local acountabilty, disadari, bahvwa konsekowensi
perhuasan otonomi daerah juga tidak kecll kemungkinan akan
membuka peluang semakin fidek terkonsentrasinya kekuasaan
di tangen apa yang distlekan orang dengan ‘local state-actrs’
sekalipun itlah ini agak jangoal disebutkan etk kita bicara
mengenai pemerintah daersh, seakan akan kita melegitimasi
Negaralokal”

Istilah local state pemeh diungkap Prof. Dr. Bhenyamin
Hoessein, (2002), isthh ini kita sandingkan dengan local
accovntability karena dicalam local ccountabilty itu meliput pihak
pihak yang bertanggungiawab pada pelaksanaan Pemerintahan
Daerah, para aparatur, atau birokrat, para elit politk dari infra dan
supra struktur polik dan Kepala Daerah itu sendiri. Dikaithan
dengan Konsep kepemerintahan yangbaik, meka penanggungiawab
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menjadi urusan Pemerintehan Daerah. Dalam hl ni juga sekaligus
pasal ini fidek diperlukan lagi, Karena sudah terdapat ketentuan
dalam undang undang in yang mengatur urusan-urusan yang tidak
menjadi urusan Pemerinteh Pusat dan yeng menjadi ururusan
Pemerintah Pusat,

Sekall lag, terdapat fasal fasal yang imitat, fasal fasal
intrepretatf namun yang patut diingattidek erjadi kesalghan pada
tahap implementaif. ruah sebabnya sehingga yang bisa menjadi
Kepala Dagrah, bukanlah ‘orang biasa’, tidek bisa asal diptlh .
Dibutukan pemenimpin Daereh yang memilki kemampaun
implementati, mencairkan dan mengadaptasikan persoalan,
menggunakan kondisi lokel, kemampuan intrepretetf kecekatan
dn etepatan dalam pengambilan eputusan, Diperlukan
pemimpin yang memiliki intuist yang tojam, matang dan tahu
apan harus bertindak, tehu apa yang harus dikerjekan , bagainana
mengerjkan dan dengan siapa. mengerjakannye, bagaimana
mengajek orang mengerjakannya. Di Daereh dibutubken fgur yang
memiliki kodrat “kepemimpinan adaptif”.(Kepemimpinan adaptif

s tersendiridi bagian ain buku in),

Dalan hal local accomntabilty, disadari, balowa konsekviensi
pethuasan otonomi daerah juga tidak kecll kemungkinen akan
membuka peluang semakin tidak terkonsentrasinya kekuasaan
di tangan apa yang distlakan orang dengan local state-actors’
sekalipun istlah ini agek jangeal disebutkan ket kita bicara
mengenai pemerintah daerah, seakan akan kita. melegitimast
“Negara lokal".

Istilah local tate pemzh diungkap Prof. Dr. Bhenyamin
Hogssein, (2002), istlh ini Kita sandingkan dengan local
accountabifty karena didelam local accountabiltytu melputi ihak
pihak yang bertanggungiawa pada pelaksanaan Pemerintahan
Daerah, para aparatur, atau birokeat, para elt politk dari infra dan
supra strukdur poliik dan Kepala Daerah itu sendiel. Dikaithan
engan konsep kepemerintahan yangbaik, maka penanggungjawab
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pemerintahan daersh sermakin melues kepada civil society, prvat
sector dan government atau pamerintah it sendiri

Di era Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan
antara pemerintah daersh dan DPRD merupakan hubungan kerja
yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu
memikikedudukan yang sama dan ejejar tidak saling membawahi.
Hubungen keduanya bersfat kemitraan, bermakna babowa antara
pemerintah daerah dan DPRD adalgh sama-sana mitra sekerja
alam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
duerah seuai denga ungsi e masing

Delam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat dagrah. Secara umum perangket itu disebut
Satuen Kerja Perangat Daerah. (SKPD), SKPD dalam peran, fungsi
dan tugasnya ?cam macam mencerminkan wusen yang
diserahkan kepada Pemerintahan Dagrah untuk menjadi urusan
Daerah atau Pemerintah Daerah, Dapat berbentuk Badan,sebagai
perumus kebijakan, dapat berupa Dinas sebagai pelaksana tekais
urusan, dapat berupa Kantor yang melayani masyarekat yang
bersifat administrative dan juga dalam bentuk stafing atau embaga
lin yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan
dan kordinasi 39

Pembentukan suztu organissi perangkat daerah ditetapkan
Qalam peratwran daersh yang mengacu pada pedoman yeng
ditetapken Pemrintah. Delam menjalankan fungsi pemerintahan
daerah, Pemerintah memberlkan sumber-sumber penerimzan yang
cukup wnfuk dagrah dimang besarnya disesuatkan dan diselaraskan
dengan pembagian kewenangan antar pemerintah dan daerah. Semua
stunber keuangan yang melekat pada setap urusan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah mepiei sumber keuangan daerah.

Pemberian otonomi fues kepada daerah diarahken untuk
mempercepat terwujudnya keseiateraan masyarekat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran srta masyarakat.
Disamping itu melaui otonomi uas, daereh diharapan mampu
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pemerintahan daerah semalcin mekuas kepada civl sociey, prvat
sctor ¢ government san pameritah R

Di era Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan
antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja
yang kedudukannya stara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintehan daerah itu
memilikikedudukan yang sama dan ejear tidak saling membarwahi.
Hubungan keduanya bersfat Kemitraan, bermakna bahwa antara
pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja
delam membuat kebijakan daereh untuk melaksaneken otonomi
dierah sesuai dengan fungsi msing-masing,

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daereh, kepala daerah
dibantu oleh perangkt daerah. Secara umum perangkat itu dsebut
Satuan Kerja Perangkat Daerah. (SKPD), SKED dalam peran, fungs
dan tugasnya bermacam macam mencerminkan wrusan yang
diserahkan kepada Pemerintahan Daerah ntuk menjadi urusan
Daerah atau Pemerintah Daerab, Dapat berbentuk Badan,sebaga
perumus kebijakan, dapat berupa Dinas sebagal pelaksana tekns
urusan, dapat berupa Kantor yang melayant masyarakat yang
bersifat administratve dan juga dalam bentuk stafing atau lembaga
Lin yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan
dan kordinasi

Pembentukan sustu organisat perangkat daerah ditetapkan
dalam persturan doerdh yang mengacu pada pedoman yung
ditetapkan Pemerinteh. Delam menjalankan fungsi pemerintahan
daerah, Pemerintah membertkan sumber-sumber penerimaan yang
cukup unfuk daerah dimana besarnya disesuatkan dan diselaraskan
dengan pembagian kewenangan antar pemerintah dan deerch. Semua
sumber kevangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang
diserahkan kepada arah menjadi sumber keuangan daereh,

Pemberian otonomi luas kepada daereh diarakan untuk
mempercepat terwujudnya heseiahteraan masyarakat melahi
peningkatan pelayanan, pernberdayaan dan peran serta masyarakat
Disamping itu melaui otonomi uas, daereh dharepkan mampu
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meningkatkan daya saing dengan  memperhatan  prinsip
demokras, pemerataan, keacilan, keistimervaan dan kekhususan
sert potensden KeanegEEnan danah dlam sistem NKRL
Undang - Undang Republk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahan Dagrah pada dasar pemikirannyamenetapkan
bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republk [ndonesia Tehun 1945, pemerintah daerah berwenang
untuk mengatur dan mengurus sendini urusan pemerintahan
menurut s otonorn dan tugas pembantuan, Pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untok mempercepat terwujudnya
kesejabteraan - masyarakat meloh  peningkatan ~ pelayanan,
pemberdayaan dan erafEfa masyarakit
Pemerintahan deerehdalamrangkameningkatkanefesiensidan
efektivitas penyelenggaraan ofonomi daerah, perlu memperhatikan
hubungan antar susunan pemerintehan daerah, potensi- dan
keanekaragaman daerch. Pemberian keleluasaan Kepada. doerah
adlah dimaksudkan agar daerah mampu menjalankan perannya,
Daereh diberikan kewenangan yang sehuas-uastya disertai dengan
pemberian hak dan kewajtban menyelenggarakan otonomi daerah
dalem kesatuan sisem penyelenggaraan pemerintahan negare.
Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 19%9, disamping
arena adanya perubahan (amandemen) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan
beberapa kgegpan MPR dan Keputusan MPR, sepert; Keetpan
MPR RI Nomor IV/MPRI2000, tentang Rekomendasi Kebijakan
alam Penyelenggaraan Regoni Dietch,
Prinsipotonomidaerahmenggunakan prinsipotonomiseluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kevwenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan diar yang menjad; urusan
Pemerinteh yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah
memiiki kewenangan membut kebiakan daereh untuk memberi
pelayenan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayean
masyarakamvertujuan pada peningkatan kesejateraan rakyat

Pemerintah wanh melakukan pembinaan berupa pemberian
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meningkatian daye saing dengan memperhathan  pringip
emokras, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
sertapotensidan keanekaragaman daerah delam sistem NKRI,
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintahian Daerah padadasar pemikirannyamenetaplan
bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republk Indonesia Tahun 1945, pemerinteh daerah berwenang
unfuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asa otonorni dan tugas pembantuan, Pemberian otonormi
luas kepada daerch diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejabteraan - magyarakat melahi ~peningkatan  pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakt
Pemerintahan deerahdalam rangkameningkatkanefesiensidan
efetivitas penyelengyaraan ofonomi daerch, perlu memperhatikan
hubungen antar susunan pemerintahan deereh, potensi- dan
keanekaragaman- daerah. Pemberian keleuasaan kepada daerah
adelah dimaksudkan agar daerah mampu menjelankan perannya,
Daereh berikan ewenangan yang seluas-hasnya disertai dengan
pemberian hak dan kewjiban menyelenggarekan otonomi daerah
dalam hesetuan sstern penyelenggaraan pemerintehan negra.
Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 199, disemping
karena adanya. perubahan (amandemen) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan
beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti; Ketetapan
MPR RI Nomor [V/MPRA2000, tentang Rekomendasi Kebijakan
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
Prinsipotonomidaerahmenggunakan prinsipotonom sehuas-
luasnya dalam art daerah diberikan kewenangan mengures dan
mengatur senua urusen pemerintahan diuar yang menjads urusan
Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebiakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkaten peranserta, prekarsa den pemberdayaan
masfatekat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
Pemerintah wajhh melakukan pembinaan berupa pemberian
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pedoman sepert] dalam penelitn, pengembangaiErencanaan
dan pengawasan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sefalan
engan tujuan yang hendak dicapal.

Delam Kettan itu sermua, beberapa hal yang telah digariskan
unfuk menjadi pedoman dan kesepahaman delam mengintrepretasi,

kiranya perln dikemulakan:

a. Pembentukan Daerah dan Kanvasan Khusus

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publk guna memmpercepat terwujudnya
keseiahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan
politk ditingkat okal

Pemerintah dapat menetapkan kawasan Khusus i daerah
otonom untuk memnyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintehan
tertentu yang bersifat Khusus dan wntuk Kepentingan nesional/
berskala nasionel, misalnya dalam bentuk Kawasan cagar budaya,
tamen nasional, pengembangan industr stategis, pengembangan
teknologi tinggt seperti pengembangan tenaga nukli, peluncuran
peire  kendali,  pengembangan  prasarana  Komunikasi
telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan
bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploiasi, konservasi
bahan galian strateg, penelitian dan pengembangan sumber daya
nasional, lsboratorium sostel, lerbaga pemasyarakatan spesifik.
Pemerinteh waflb menglhutsertakan pemerintah daerah delam
pembentukan kavwasan Khusus tersebut,

b. Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom.
Pembagian urusan pemerintahan tersebut didesarkan pada
pemikiran selalu terdapat berbagai urusan pemerintohan yang
sepenuhnyatetap menjadi k?gan pemerinteh,

Untuk mewujudkan pembagian kevwenangan yang concurent
secara proporsional antara pemerintah, deerah provinsi kabupaten
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pedoman seperti dalam penelitian, pengerbangan, perencanaan
dan pengawasan agar otonomi daerah depat dilaksanakan sejalan
engan tujuan yeng hendak dicapal

Dalam eitan itu sernua, beberapa hal yang telah digariskan
unfuk menjadi pedoman dan kesepahaman delam mengntrepretasi,

Kiranya peru dikemukakan:

a. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan wniuk
meningkatkan pelayanan publk guna memmpercepat erwujudnya
eseiahteraan masyarakat disamping sebagal sarana pendidikan
poltk ditingkat okal

Pemerinteh dapat menetapken kawasen Khusus di daerah
otonom unfuk memnyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan
tertentu yang bersifat Khusus dan untuk kepentingan nasional/
berskala nasionl, misalnya dalam bentuk Kawasan cagar budaya,
taman nasional, pengembangan industr strategis, pengembangan
teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nukli, peluncuran
pelorw  kendali  pengembangan  prasarana  Komunikasi,
teekomunikesi, transportasi, pelabuhan den daerah perdagangan
bebas, pangkalan mlte, serta wilayah eksploiasi, konservasi
bahan galian srategis, penelitian dan pengembangan sumber daya
nisional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesif.
Pemerintah wajh menglkutsertakan pemerintah daerah dalam
pembentukan kavwasan Khusus tersebut

b. Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan desentralisesi mensyaratkan pembagian
Urusan pemerintahan antara pemerintah dengan deerah otonon.
Pembagian urusan pemerintahan tersebut didesarkan pada
pemikiran selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang
sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah

Unfuk mewujudkan pembagian kevwenangan yang concurent
secara proporsionl antara pemerintah, deerah provinsi, kabupaten
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dan Kota, maka disusunlah Keiteria yang meliputi ; externalte,
akuntabiltas den efesiens dengan mempertimbangkan keserasian
hubungan pengeloben wusmn pemerniff) anlr gt
pemerintahan, Tugas pembantuan pada dasamya merupakan
keikutsertaan Daerah atou Desa termasuk. masyarakatnya ates
penugesan ata kuasa dart pemerintoh atau pemerintoh daerah
unfuk melaksanakan urusan pemerinteh dibidang tertentu.

¢. Pemerintahan Daerch

Pemerintahan Darah adalah. pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintshan daereh yang dilkukan oleh lembaga Pemerintahan
Daerah dan Dewan Pervwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan
antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupekan hubungan
Kerja yang kedudukannyasetara dan bensifa kemitraan, Kedudukan
setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu
memiiki kedudukan yang sama den sejja, arinya tidak saling

membawahi,

11
4. Perangkat Daerah

Delam penyelenggaraan pemerintahan duerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah
terdirt darl unsur stf yang membantu penyustnan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam lemmbaga sekretarlat; unsur pendulung
fugss kepala daerah dalem penyusunan dalem pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesfk, diwadahi dalam lembaga
teknis daeraby setta unsur pelaksana urusan daerah yang divadahi
dalam lembaga dinas daerdh.

Dasar utama penyusunan perangkat daereh dalam bentuk
suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintzhan yang perlu
ditangani. Nemun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerinteh harus diben ghpmllam organisasi tersendil,

Tta cara atau prosedur, persyaraten, krieria pembentukan
suatu organisasl perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan
daerah yang mengacu paca pedoman yang ditetapkan pemerintah
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dan Kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi ; externalites,
akuntabitas dan efesiensi dengan mempertimbangkan eserasian
hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat
pemerintahan. Tugas pembantuan pada dusarnya merupakan
ketkutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatrya atas
penugasan atau kuasa dari pemerinteh ateu pemerintah daerah
untuk melaksanekan urusan pemerintah dibidang tertentu.

(. Pemerintahan Daerch

Pemerintehan Daerah adalah pelaksanaan fungst-fungsi
pemerintzhan deerah yang dilekukan oleh lembaga Pemerintahan
Daeteh dan Devvan Perwakdlan Rekyat Daerah (DPRD). Hubungan
antara Pemerintahan Daerah dan DPRD merupeken hubungan
Kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, Kedudukan
setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan duerah itu
memiliki kedudukan yang sama dan sejjar, artinya tidak saling
membayahi,

. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daereh, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daersh. Secara umum perangkat deerah
terdir dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadaht dalam lembaga sekretaria; unsur pendukung
fuges kepala daerah dalam penyusunan dalam pelaksanaan
Kebijakan daerah yang bersifat spesik, diwadahi dalam lembaga
teknis aerah erta unsur pelaksana urusen daeteh yang divwadali
dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyustnan perangkat daersh dalam bentuk
statu organisas adelah adanya urusan pemerintahan yang perlu
ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintzh harus dibentul kedalam organisas tesendi,

Tata cara atan prosedur, persyaratan, Kritera pembentukan
suatu organisasl perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan
daerah yang mengacu paca pedoman yang ditetapkan pemerintah
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e. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan erlaksana
secara optimal apabil penyelenggaraan urusan pemerintah dikuti
Gengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup
kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang
Perimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintehan
Daerah, dimana besarnyan disesuaikan dan diselaraskan dengan
pembagian kewenangan antarapemerintahpusat dan daerah. Semua
sumber keungan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang
diserahlan kepada daerah menjodi sumber keuangan dagrah.
{. Peraturan Daeteh dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungiawabnya serta atas
uasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  dapat
menetapkan kebijakan daereh yang dirumuskan antara lain dalam
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan aerah
linnye. Kebijokan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
Kepentingan unmum srta peraturan dagrah in,

g. Kepegawaian Daerch

Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegavai Negeri
Sipilmemilki posisipentinguntuk menyelenggarekan pemerintehan
dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sefalan dengan
kebijakan desentralsosi penelengoaraan pemerintahan, maka
ada sebagian wewenang dibidang kepegawaian untuk diserahkan
kepada daerah yang dikelolam sistem kepegawaian daerah,

Gai dn tunjangan PNS daersh disediakan dengan
menggunakan Dana Aloksi Dasar yang ditetapkan secara
nasional, merupakan bagian delam Dana Alokasi Unum (DAU)
yang dinyatekan secara tegas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih
mempermudahapabilateradimutasipegawi antar daereh ke pusat,
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¢. Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah aken terlaksana
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah dikut
dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup
kepada daerah, dengan mengacu kepada wdang-undang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerinteh Pusat dan Pemerintahan
Daerdh, dimana besarnyan disesuaikan dan diselaraskan dengan
pembagian kewenanganzntarapemerintah pusat dan dagrah. Semua

sumber keungan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang
diserahkan kepada daereh menjadisumber keuangan deerah,

£, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penyelenggara pemerintehan deetch dalam melaksanakan
fuges, wewenang, kewajban dan tanggungiawabuya serta. ates
kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat
menetapkan kebijokan daerah yang dirumuskan antara i dalam
petaturan daerah, peraturan kepala deeraby dan ketentuan daerah
lunnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangen yang lebih tinggi dan
Kepentingan umum seta peraturan daerahlin,

g Kepegawaian Daerah

Dalam sistem kepegavwaian secara nasional, Pegawai Neger
Sipilmemiliposisipentinguntuk menyelenggarekan pemerintahan
dan difungskan sebagai alat pemersatu bangsa. Seelan dengan
kebijaken desentralisesi penelenggaraan pemerintahan, maka
ada sebagian wewenang dibidang kepegawaian untuk diserahkan
epada daerah yang ikelola delam sistem kepegawaian daerah.

Ggi dn tunjangan PNS deerdh disedickan dengan
menggunakan Dana Alokasi Dasar yang ditetapkan secara
nasional, merupakan bagian delam Dana Alokasi Unnum (DAU)
yang dinyatekan secara teges, Hal ini dimaksudkan untuk lebih

mempermudahapabila tejodi mutasipegawa antar duereh ke puset,
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dan atau sebaliknya serta unfuk menjamin kepastian penghasilan
yang berhak diterima oleh setiap pegawa.

h. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atan Gubernur seaku
wald] Demerintah di daerah unfuk mewujudkan tercapiya tujuan
penyelenggaraan pemerintahan otonomi dagrah. Dalam rangka
pembingan oleh pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan
fungst dan kewenangan masing-masing yeng dikoordinagikan oleh
Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengaasan provinsi
setta oleh Gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kebupaten/
kota

| =)
L Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang i adalah desa atau
yang disebut dengan nama lin, selanutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memill betas-bates wilayah
yuridiksi, berweanang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asel-usul den adat istiadat
setempat yang diakudan/atau dibentuk dalam sstem Pemerintahan
Nastonl dan berada di Kabupaten/ote, sebagaimana dimaksud
alam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Landasan pemiliran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keanekaragaman, pertisipesi, ofonomi s, demokratisasi dan
pemberdayaan masar

Kepala Desa pada dasarnyabertanggung jwvab kepada rakyat
desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungiawabannya
disampaikan kepada Bupat atau Walikota melalui Camat. Kepada
Baden Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wailb memberikan
keterangan laporanpertangaungiawabannya dan kepada' rakyat
menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungiawibannya
namun tetep harus membert peluang kepada masyarakat melaui
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dan atau sebaliknya serta untuk menjamin kepastian penghasilan
yang berhak diterimaoleh setep pegawai

h. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelengguraan pemerintahan daerah
adalahupaya yang dlakukan oleh Pemerintah atau Gubernur selaku
kil Pemerintah d; daerah untuk mewujudan tercapainya tuuan
penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, Dalam rangka
pembinean oleh pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen melekukan pembinaan sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasthan oleh
Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengavwasan provinsi
settaoleh Gubernur untok pembinaan dan pengawasan kebupaten/
kota

i Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau
yang disebut dengan nama lin, selanjutnya disebut desa, adalah
esatuan masyarakat hukum yang memuliki batas-batas wilayah
yuridiks, berweanang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkon astl-usul dan adat istndat
seternpat yang iakuidan/atan dibentuk lam sistem Pemerintahan
Nisonal dan berada di kebupaten'kota, sebagaimana dimaksud
dilam Undang-Undeng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
145, Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalsh
Keanekaragaman, pertisipesi, ofonomi st demokratisasi dan
pemberdayaan masyaraka.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat
desa yang dalam tata cara dan prosedur pertangoungiawabannya
disempaikan kepada Bupat atan Walikota melalui Camat. Kepada
Badan Permusyarwaratan Desa, Kepala Desa wajlh membertkan
keterangan laporanpertanggungiawabannya dan kepada rakyat
menyampaikan informasi. pokok-pokok pertanggungiawabannya
namun tetap harus memberi peluang kepada masyerakat melahui
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Badan Permusyawaraten Desa untuk menanyakan dandatau
meminta Keterangan lebih anjut terhadap hel-hal yang bertalan
engan pertanggungjawaban dia maksud.

10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Pada konsideran menimbangffells bahwa undang undang ini
lahir dari Undang Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun
1945 yang sudah i amandemen. Dengan demikien semangat
teformasi dan senua hal yang terplkirkan mengenai kebatkan
daerab, kesejahteraan masyarakt, pelayanan publk, hak azasi
pemerintahan dacrah, pembagian daerah dan semuanya sudah
terplkirkirkan dan terakomodasi selurhnya di dalam undang
undang in. Pergolakan perubahan itu dapat diamati pada proses
peralihan undang undang 32 tahun 2004 meswujud kepada undang
undang ini, yakni UU No. § Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu
No.3 Th. 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang
Pemerintahan Dagrah Menjadi Undang-Undang, Kemudian UU
No. 12 Th. 2008 Tentang Perubehan Kedua UU Pemda

Bagaimana undang wndang ini memaknai Pemerintahan
Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daersh, dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah.
Nampek jelas tna DPRD bukan Pemerintah Daerch melainkan
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah
alam hel ini adalah Kepela Daera. Sekalipun Kepala Daerah
an DPRD adlah sama sama unsur penyelenggara pemerintahan
daerab, namun Kepala Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan
pemerintahan, dalam hal ini Penyelenggara Pemerintaban Daerah
unfuk melindungi, melayani memberdayekan, dan mensejahterakan
masyarakat,

Kiranya jelas, Kepela Daerch sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah dan (sekaligus) yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
harulah memilki Kemampuan memimpin dagrah, masyarakat
Gan wsur penyelengoara Pemerintahan Daerah. Kemampuan
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Badan Permuspawaratan Desa untuk menanyekan dan/atau
meminta Keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian
dengan pertanggungiawaban dia maksud.

10. Undang Undang Republk Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Pada konsideran menimbang, jelas bahwa undang undang ini
lahirdari Undang Undang Daser Negara Republk Indonesia Tahun
1945 yang sudah di amandemen. Dengan demikian semangat
teformast dan semua hal yang terpliirkan mengenai kebkan
derah, kesejahteraan masyarakt, pelayanan publik, hak azasi,
pemerintahan daereh, pembagian daerch dan semuanya sudah
terpikirkirken dan terakomodast seluruhnya di dalam undang
undang ini. Pergolakan perubahan it dapat diamati pada proses
peralihan undang undang 32 tahun 2004 mewujlmda undang
undang i, yakni UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu
No.3 Th. 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Kemudian UU
No. 12Th 2008 Tentang Perubagpidua UU Pemda

Bagaimana undang undang ini memaknai Pemerintaban
Daerdh sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintzh daerah, dan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah.
Nompak jeles baliwa DPRD bukan Pemerintah Daerah melainkan
unsur penyelenggara pemeriggpm dacrah. Pemerintah Deerah
delam hal inf adalah Kepela Daerah. Sekalipun Kepala Daerch
dan DPRD adalah sama sama wnsur penyelenggara pemerintahan
deerah, namun Kepla Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintaban, dalam hal i Penyelenggara Pemerintahan Daerah
unfuk melindungi, melayani memberdayakan, dan mensejahterakan
masfarakat.

Kiranya jelas, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintzhan daerah dan (sekaligus) yang memimpin pelaksanaan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan deerah otonom
harulah memilki Kemampuan memimpin daerah, masyarakat
dan wur penyelenggara Pemerintehan Daerah. Kemampuan
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memimpin itu dibutuhkan, terutama memaknai prinsip “otonomi
seluas fuasnye”

Sekalipun dalam ketentuan umum undang undang ini
menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “Otonomi Daeteh
“Azas Otonomi’, dan ‘Daerah Otonont namun ‘uput” menjelaskan
apa yang dimaksud ‘prinsip Otonomi Seluas-luasnya’ atau sengaja
diabakan wntuk dimaknai sendir oleh Daerab, mengingat hal ini
bersifat sumir, tangible, atau sesuatu yang uas yang dalam hal ini
tanpa batas namun tetap dalam tatanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Utk bl n sl mengena pembag@mhk. kevajbn don
tanggungjawab pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapt
menjadi acuan atau referens sebagai cara berpiki,

") UU Nomor 32 Tahun 2004 menjlahan, bibwva
pemerintahan daeteh menyjalankan otonon seluas-luasnya, kecual
urusan pemerintehan yang menjadi urusan pemerintzh pusat,
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan msyarakat, pelayanan
unnum, dan dayasaing daerah, Urusan pemerintahan pusat meliput
politk huar negeri, pertahanan, Keamanan, yustisi, moneter dan
fiscal nasional, serta agama (that Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32
Tahun 2004/’ 16

Pagel 2 (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu
digunakan sebagai referens, sumber inspirasi dan koridor cara
berpikir, dan itulah sebabya pada pragraf terdahulu kita kaitkan
dengan aspek kepemimpinan, yaitu Karena dibutubkan suatu
kemampuan - mengambil keputusan, Kemampuan bertindak,
ketegasan serta kemanpuan melhatarsh yang tidak mampu ilhat
orang ain, orang orang yang dipimpin,

Kepemimpinan seperti itu dibutuhkan Doerah saat ini
sayangnya figur seperti ini masth lemh ‘terjgel” di Pilkada
yang malah bermunculan adelah “esemuan’ Pemimpin yang
kita bicarakan ini, adeleh pemimpin yang dapat mengis ruang,
memaknai apa yang disebut “seluas lasnya” dalam koridor NKRL,
alam tatanan NKRI dan dalam kultur NKRI
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memimpin itu dibutuhlan, terutama memaknai pringip “otonormi
seluzs luasn

Sekalipun delam ketentuan umum undang undang ini
meneloskan tentang apa yang dimaksud dengan “Otonomi Daerah
“Auas Otonom", dan “Daerah Otonom namun Tuput” menjelaskan
apa yang dimaksud ‘pringip Otonomi Seluas-huasnya’ atau sengaja
diabatkan wntuk dimaknai senditi oleh Daereh, mengingat hal ini
bersifa sunmi, fangible atau sesuatu yang luas yang dalam hal ni
tanpa batas namun tetap dalam tatanan Negara Kesetuan Republik
Indonesia

Untuk bl in pesal mengenai pembagian hak, kewajban dan
tanggungiawab pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat
menjad acuan atau teferens sebagai cara berpiki,

“Pasal 2 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 menelaskan, babhwa
pemerintaban daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecual
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat,
engan tujuan meningkatkan kesejahtermsyarakat, pelayanan
umurm, dan daya saing daerah, Urusan pemerintahan pusat meliput
poltk luar negeri, pertahanan, keamanan, yusti, moneter dan
fscal nasional, serta agama (that Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32
Tahun 2004)’

Pasal 2 (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 200 itu
igunekan sebagal referens, sumber ingpirast dan oridor cara
berpikir, dan tulsh sebabnya pada pragraf terdahulu kit kitkan
dengan aspek kepemimpinan, yaitu Karena dibutubkan suatu
kemampuan - mengambil keputusan, Kemampuan bertindak,
Ketegasan serta kemampuan methat arah yang tidak mampu dilhat
orang ain, orang orang yang dipimpin,

Kepemimpinan seperti itu dibutuhken Daerah saat ini
sayangnya figur sepert ini masth lemah “terjgal” di Pilkada
yang malah bermunculan adalah “kesemuar’. Pemimpin yang
kita bicarakan ini, adalah pemimpin yeng dapat mengis ruang,
memaknai apa yang disebut “Seluas luasnya” dalam koridor NKR,
dlam atenan NKRI dan dalam kultur NKRI
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Kepemimpinan yang dimaksud berkat dengan seluas
huasnya, bukan Kepemimpinan secara lehuasa (discreton) lelu
berakhir di panggung KPK, kostun orange. Orang yang sebelumya
dielo-elukan, dibangga-banggakan, dikawal kesana kemari delam
protokoler alu berakhir tragi djaga etat, disorot kamera pers. Lalu
kitasemmua merintih, meringis “Tndkah hasl akhi, indkah wjud derd
demokrasi yang disebut dalam kata manis penuh baliho Plkada?”,

Aspek kepenimpinan dibahas tersendiri pada bagian lain
buku ini, hanya perlu diingatken satu hal mengenai analogie
“mengurus sendirt” pada Bab | Ketentuan Unuum, Pasal 1 ayat (6)
mengenai Otonomi Daerah. 46

Selengkapnya Pasa L ayat(6) Undang Undang Nomor23 Tahun
2014 sehagaiberikut, “Otonomi Daerah adalah hak, vewenang, dan
kewajlban daerah ofonom wntuk mengatur dan mengures sendir
Urasan Pemerintehan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sstem Negara Kesatuan Republk Indonesia

Pemahaman  mengurus sendiri bisa  menimbulkan
beragam intrepretasi, apakah it kebebasan tanpa campur tangan,
kepercayaan tanpa interpens}, keleluasaan tanpa pembatasan, atau
mengurus sendirt yang disertal dengan pusat,lau kembeli kepada
pemahaman yang mengatakan desentralisst bukanlgh penyerahan
wewenang tetapi sesungguhnya hanya penyerdhan urusan.

Dikemukakan demikian karena pada prinsipnya ates urusan
yang diserehkan kepada daerah tu diberikan rambu-tambu yang
tdak mudah untuk dikelola daerah dengan leluasa sebagi urusan
rumh tangga sendir. Setidaknya ada beberapa rambu-tambu,
yakni adanya reteria koeteria: eksternalitas, akuntabelta, dan
efisensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar
susunan pemetintahan; penyelenggaraan urusan pemerintehan
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah
dan pemerintah daerah propinsi, Kabupatenkota atau antar
pemeriniehan daerah yang saling terkat, tergantung dan sinergis
sebagal suatu sisem pemerinizhan.
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Kepemimpinan yang dimaksud berkait dengan sehuas
luasnya, bukan kepemimpinen secara leluasa (discreton) lalu
berakhir dipanggung KPK kostum orange. Orang yang sebelumya
dielu-elukan, dibangga-banggekan, dikawel kesena kemart dalam
protokoler lah berekhir ragi dijaga ketat, disorot kamera pers, Lalu
kitasemua merintih, meringis “Inikah hesiakhi nikah wjud dar
demokras yang disebut dalam kata mands penuh baliho Plkada?”,

Aspek Kepemimpinan dibahs tersendirl pada bagian Ln
buku in, hanya pertu diingatkan satu hal mengenal analogie
“mengurus sendir” paca Bab I Ketentuan Unnum, Pasel 1 ayat (6)
mengenai Otonomi Daerah.

Selengkaptya Pasl L ayat(6) Undeng Undang Nomor23 Tehun
2014 sehagaiberikut , “Otonomi Daerah adalah hak, vewenang, den
ewajiban dagrah ofonom wntuk mengatur dan mengurus sendin
Urusan Pemerintehan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sstem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemahaman - mengurus  sendii bisa - menimbulkan
beragan intrepretasi, apakah it kebebasan tanpa campur tangan,
epercayaan tanpa fnterpensi, keleluasaan tanpa pembatasan, atau
mengurus sendir yang disertaf dengan pusat, lahu Kembali kepada
pemahaman yang mengatakan desentralsesi bukanlah penyerahan

Wewenang,tetapi sesungguhiya han@rahan Urtsan.
Dikerukakan demikian karena pada prinsipnya atas urusan

yang diserahkan kepada daerah it diberdkan rembu-ambu yang
fidek mudah untuk dikelola daerah dengan lehuasa sebagai urusan

rumgh tangga sendirl. Setidaknya ada beberapa rambu-rambu,

yakai adanya etera kreterl: ehsternalites, akuntabeltas, dan
efisiensi dengan memperhatan Keserasian hubungan antar
susunan pemerinizhan; penyelengearaan urusan pemerintahan
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah
dan pemerinteh daerah propinsi, Kabupaten/kota ateu antar
pemerintahan daerah yang saling terkat, tergantung dan sinergis
sebagai suatu sistem pemerintehan,
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Pengalaman pada rambu rambu yang dietepkan atau
diterapken, maka sulit diingkeri, bahwa Pemerintahan Daereh
Qalam peryelenggaraan urusan pemerintahan - sesungguhnya
tidk Lagi otonom dalam hal administrasi, sekalipun pada tatanan
ewenangan pemerinteh deersh, otonom di dalam merealisie
urusan yang telah diserahken kepadanya

Hl I dikemulakan terutama dikarenakan penyelenggaraan
urusan  pemerintehan  merupakan  pelaksanaan  hubungan
kewenangan antara Pemerintah dan Pemerinteh dacrah proprin
Kabupaten dan Kota atau antar pemerintehan daerah yang seling
terkait tergantung, dan snergls sebagai suatu sitem pemerintahan.
Dari is nd,otonomi seluas-luasnya yang dianut harus dimbangi
dengan semakin meluasnya prakarsa dan inistatf daerah sendiri
Hal ini penting mengingat prakarsa dan inisiaif okan menantang
munculnya kebijakan daerah sebagai implementasi perencansan
pembangunan bersifat botion wp wntuk menghindri periaku
pemerintahan dalam era desentralisast kolonial daerah sekedar
menjadi lokus implementasi program pusat

Atas dosar tinjouan yang demikian, maka kegaduhan
intrepretat terhadap pemaknaan den pelaksanaan undang undang
tideklah semata diserahkan kepada aspek legalitas formal, aspek
teori, pro-kontra atan polemik atuan perundang-undangan,
Iebih dominan pada aspek implementasi, penerjemahan sesuai
ondistlapang, dan untuk hal ini dibutuhkan Kepela Daerah yang
berkapasitas emizupin daerah, bukan pemirupin Partai Politikyang
hanya mengurus sebagian mesyaraket, bukan pemimpin rumeh
tangga yang hanya mengurus kehuarganya dan melanggengkan
dinsti,bukan pemimpin birokeas yang mempersulit masyarakt,
tetapipemimpinyang dapat melaksanakan kekuasaan pemerintaban,

Patutlah  dicamban bahwa aspek penting desentralises
ofonomi daerah adalah Daerah dan Kepala Daerah. Daereh
menyangkut semua unsur dan potensi, erta egala hal yang terktt
termasuk aspek aduministrasi, kewilayahan, penduduk serta unsur
pusat yang teringrast dan bersinergi i dalamny
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Pen@en pads rambu ambu yang dietphan e
diterapkan, maka sulit diingkari, bahwa Pemerintahan Daerch
dalam penyelenggaraan urusan pemerintehan - esungguhinya
tdak lagt otonom dalam hal administres, sekalipun pada tatanan
kewenangan pemerintzh daerahy otonom di delam merealsi
urusan yang telah diserahkan kepadanya

Hl I dikemukakan terutama dikarenakan penyelenggaraan
urosan  pemerintahan - merupakan  pelaksanaan ~ hubungan
kewenangan antara Pemerintah dan Pemerinizh daerah proprin
Kabupaten dan Kota atau anter pemerintahan daerah yang saling
terkait, tergantung, dan sinergi sebagal suatu sistem pemerintahan.
Dart is i, ofonoms seluas-luasnya yang dianut harus diimbangi
dengan semakin meluasnya prekarsa dan inisiatf daereh sendir
Hal ini penting mengingat prakarsa dan inisiati akan menantang
munculnya kebijakan daerah sebagai implementast perencanaan
pembangunan bersifat botton up untuk menghindart perilaku
pemerintahan dalam era desentralsasi Koloniel daerah sekedar
menjadi lokus implementast program pusat.

Atas dasar tinjuan yang demikian, maka Kegaduhan
Intrepretas tehadap pernaknaan dan pelaksanaan undang undang
tidakleh semata diserahkan kepada aspek legaitas formal, aspek
teori, pro-kontra atau polemik atuwran perundang-undangan,
lebih dominan pada aspek implementasi, penerjemahan sesuai
kondist kapang, dan untul hal ini dibutuhkan Kepela Daerah yang
erkapasitas pemirapin daerab, bukan pemirupin Parte Poltk yang
hanya mengurus sebagian masyarakat, bukan pemimpin rumeh
tangga yang hanya mengurus keluarganya dan melanggengkan
dinasti, bukan pemimpin birokrast yang mempersulit masyarakat,
tetapipemimpinyang dapat melaksanekan kekuasaan pemerintahan

Patutlah  dicamkan bahwa aspek penting desentralisas,
ofonomt deeteh adalah Daerah dan Kepala Daerah. Daerah
menyangkut semua unsur dan potensi serta segala hal yang terkait,
termasuk aspek adminisrasi, Kewilayahan, penduduk serta unsur
pusat yang teringras dan bersinergi i dalamnya,
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Delan hal i Kepala Daerah bulkan sekedar pigur, person,
individu, warga Negara tetapi Kepala Daeteh adalah satu ingtitsi,
kelembagaan yang melekat padanya seluru aspek: yang berkenaan
engan kebesaran Daersh. Molai dari fasiltas wrusen rumah tangga,
protokoler, tunjangan, seperangkat lembang lambang Kebesaran,
Kewenangan, kekebalan, kevitbawaan, seperangkat SKPD), sejunlah
pegawa negert dan kontrak terbatas seta ayanan Sekretaris Dagrah
engan aparatnya; mulai yang bekerja tekos sampai pada perumus
Kebijakan serta yang bekerj sesuai keahlian. Mulaidart yang bekerja
dibidanginfra struktur, penyediaanlayanan,yang mengurusisanitasi,
mandi cuct kakus warga,airbersih, yang mendicik anek-anak, yang
menyiapkan generasi penerus, yang menuntun sealu kearah yang
benar dalam aspek moraltas - spritueltes, yang menjaga keamanan,
yautgberada i laut dan didarat, yang shi shifan, bergantian sang dan
milam mengurusi yang namanya Deerch berada i bawah kendal
Kepala Dagrah

Untuk it maka Kepala Daetch adalah faktor penentu bagi
suksesnya pembangunan Daera atau faktor dominan bagi Daereh,
Untuk itu pulaah sehingga undang undang memberi predikat
sehagal peryelenggara Kekuasaan  pemerintehan, ateu dapat
disinonimkan Presiden di Daereh

Untuk hal ind mari kita cegepely Bab | mengenai Ketentuan
Unum, Pasal jge(5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Urusan Pemerintahan adelah “kekuasaan pemerintehan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dun penyelengeara Pemerintahan Daerah
unfuk melindung, melayani memberdayakan, dan mensejahtern?
masyarakat setempat dalam sitem Negara Kesatuan Republ
[ndonesi

Siapa tu penyelenggara rusan pemerintahan daerab, dalam
undang undang disebutkan “Kepala Daereh dan Dewan Perwakdlan
Rakyat Daeralt. Dalam hal i, badk Kepala Daerah maupun DPRD,
keduanya adalah unsur penyelenggara Pemerintehan Daeteh (Lhat
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Dalam hal i Kepala Daereh bukan sekedar pigus, person,
individu, warga Negara teapi Kepala Daerah adalah satu institsi
Kelembagaan yang melekat padanya selurch aspek yang berkenaan
engan kebesaran Daerah. Molai darifsiktes urusan rumah tangga,
profokoler, funjangan, seperangkat lambang lmbang kebesaran,
kewenangan, kekebalan, kewibawaan, seperanghat SKPD, sejumlah
pegawai negert dan kontrak terbatas seta ayanan Sekretaris Daerah
dengan aparatnya, mulai yang bekerja teknis sampat paca perumus
Kebijaan serta yang bekerja sesuai keahlan, Mulai ari yang bekerja
dibidanginfrastruktur penyediaan layanan, yang mengurusisanitsi,
mandi cuct kakus warga, airbersth, yang mendick anak-anak, yang
menylapkan generst penerus, yang menurun selalu Kearch yang
benar dalam aspek moralites - spritualtas, yang menjaga keamanan,
yang berada i aut dan di dara, yang shif shifan bergantian sang dan
malam menguresi yang namanya Deereh berada di baweh kendli
Kepala Daerch

Untuk ifu maka Kepala Daerah adalah faktor penentu bag
suksesnya pembangunan Daerah atau faktor dominan bagi Daerah.
Untuk itu pulaah sehingga wndang undeng memberi precikat
sehagai penyelenggara Kekuasaan  pemerintahan, atau dapat
distnonimkan “Presiden di Dagral’

Untuk hal ini mart kita cermati Bab | mengena Ketentuan
Urnum, Pesal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014:
Urusan Pemerintahan adilah ekuasian pemerintzhan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya difakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerch
unfuk melindungi, melayani memberdayakan, dan mensejehterakan
masyarakat setempat dalam sisters Negara Kesatuan Republik
lngmesia

Siapa itu penyelenggara urusen pemerintahan daerah, dalam

qimg undang disebutkan “Kepala Dactah dan Dewan Perwaklan
i

yat Daeralt Delam hal ini, baik Kepala Daerah maupun DPRD),
Keduanya adalah unsur penyelenggara Pemerintehan Daerah (Khat
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Pasall, ayatd). Selanjutnya Pasal 1 ayet (3), menjelskan : emerintah
Daerah adilah epala daerah sebagal wnsur pemyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan
demikian Kepela Dagrah adalah pemimpin penyelenggarean
pemerintahan daerah.

Berkelt dengan itu, mari kita perhatlan hal yang berkait
dengan penyelenggara Pemerintahan Daerch (Pasal 1 ayat 5. Pasal
in jelas sekali merinct,dalam hal kewenangan urusan pemerintahan
adelahkekussaan pemerintehan yang menjadikewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan
Daereh, dalam hal ini Kepala Daereh yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintehan yang menjads kewenangan daerah otonom,

Do uraian uraian ind, maka menjads jelas Kepala Daerah
adalah Presiden di Dacrah. Hanya saja, kalou mau berada
pata posqPEpecura maknavih maka Kepaa Daerah han
melindung], melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat. Kenapa demikian, arena aspek aspek tuadelah urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan seterusnya,
yang kalau didaerah, adalah Kepala Daereh,

Membesar besarkan Daeteh, Kepala Daerah sesuatu yang
televan untuk selalu dikemukakan sebagai sau impian mengingat
alam perjaanan sejarah bangsa kit urusan Pemerintahan Daerah
sestatu yang amat penting, selahu menjad: perhatian utama dan
hingga saat ini seakan tidak pernah selesa, bersifat never ending

(i)
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Pasall ayatd). elanjutnya Pasal L ayat 3), menjelaskan: Pemerintah
Daereh adalah kepala deerah sebagai unsur penyelengoara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peleksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan
demikian Kepala Daerah adelah pemimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Berkelt dengan itu, mari kita perhatikan hal yang berklt
dengan penygggghra Pemerinahan Daera (Pl 1 aat 5. Pl
i lassekalimerin, dalam hal kewenanganurusan pemerintahan
adlahkekuasaan pemerintzhan yang menjadikewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dlakukan oleh penyelenggara Pemerintahan
Daerah, dalom hal ini Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintzhan yang menjad: kewenangan daerah otonon.

Darf wraian uraian ini, maka menjadi jeas Kepala Daerch
adalah Presiden di Daerah. Hanya sejo, kel mau berada
pada posisi tu secara maknawiah maka Kepela Daerah harus
melindungi, melayani, mesesvekan, dan menyejahterakan
masyarakat. Kenapa demikian, kavenaaspek aspek tuadaleh urusan
pemerintahan yeng menjadi kewenangan Presiden dan seterusnya,
yang kalau didaerah, adalah Kepala Daerah.

Membesar besarkan Daerab, Kepala Daerah sesuatu yang
televan untuk selalu dikemukakan sebagai satu impian mengingat
dalam perjelanan sejareh bangsa kit urusen Pemerintahan Daerdh
sestatu yang amat penting, selalu menjadi perhatian utama dan
hingga saet ini seakan tidek pernah selesai, bersift never ending

(idp)
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BABII
DESENTRALISAIDALAM PERSPEKTIF
POLITIK

Penyelenggaraan ~ desentralsasi — pemerintaban  adalah
suatu pilihan politk, didddamnya bukan hanya adminitras yong
didesentralis, akan tefapi pemerintaan dan penyelenggaraannys,
ekonomi dan fscal, Keseiahteraan sosial dan pelayanan publk

Pelaksanaan satu undang undlang, termasuk undang undang
mengenai pemerintahan dacrah ferkadang lomban kavena faktor
pemahaman operasionl penerapan, maspun cara pandang,baik dar
instansi pemrintah dagrah dan nstanst pemerintah i daerah dan
Kalamgar legilatf. ekkotif maupun yudikatif juga dari masyarakat
si sociey privat cektor fuga dari aparat pelaksana lapangan.

Desentraisasi pemerintahan bagian penting penyelenggaraan
pemerintahan dan oleh Karena it poltk desentralssi seharsnya
menjodi tema pembangunan - politk Bagaimana desentralsas
memberi Kesejahteraan secara social ekonomi harus dimulai dor
tangka pembanginan polik.

L. Prototipe Desentralisasi Pemerintahan Indonesia

[Nyoman  Sumaryadi 2003) mengakomodasi  beberapa
pengertan tentang desentralisasi, bk dari seg etimologi maupun
terminolog dari pendapat beberapa pakar. Pendapat pendapat yang
ada kita padukan atau sandingkan guna membert pemahaman
Konperhensifbaik darisisiteori maupun implementasi

Untuk kepentingan asel muasal dan unsur suatu pengertian
atau batesan mengenai satu hal maka dipentingkan mengajukan

)

BABII
DESENTRALISAIDALAM PERSPEKTIE
POLITIK

Penyelenggaraan ~ desentralisasi — pemerintahan — adalah
suate pilinan poltk, didalammya bukan hanya advinistras yang
didesentralisi, akan tetapi pemerintahan dan pemyelenggaraannya,
ekonomidan fical, eseiateraan sosial dan pelayanan publik

Pelaksanaan satw wndang undang, termasuk undang undang
mengenai pemerintohan daerah, terkadang lamban korena foktor
pemahanan operasional penerapan, mapun cara pandang bark dar
instansi pemerintah daerah dan instani pemerintah di daerabdari
Kl egilai. ekl maupun yudikati, o dari masyarakat,
siil society privatcektor juga dari aparat pelaksana lapangan

Desentrakiasi pemerintahan bagian penting penyelenggaraan
pemerintahan dan oleh karena it polt desentralisst seharusn
menjadi tema pembangunan politk Bagaimana - desentralisas
membert kesejateraan secara social ckonom harus dimulai dari
nangka pembangunan politk.

1. Prototipe Desentralisasi Pemerintahan Indonesia

[ Nyoman - Sumaryadi (2005) mengakomodasi  beberapa
pengertan tentang desentralisasi btk dari seg etimologi maupun
terminologi dar pendapat beberapa palar. Pendapat pendapat yang
ada ke padukan atau sandingkan guna memberi pemahaman
Komperhensifbaik dar sisiteort maupun implementasi

Untuk kepentingan asel muasel dan wnsur suatu pengertian
atau batasan mengenal satu hal maka dipentingkan mengajukan
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telebih dahlu aspek mengenai sesuatu itu darisist etimologisnya,
termasuk dalam bl yang@fi padabegian nyit Gesentraliss!

Secara etimologis, desentrelisast berasal dart bahasa ltin,
de=lepas, dan centrum= pusat, sehingga  desentralisas dapat
diterjemahkan sebagai melepaskan darfpusat. Namun desentralisasi
tdal berart Lepas begit saa, tidak jlas kreterianya, dan harusjelas
lepas ke mana. Dalam hal in lepas ke daerab,apa dasar hukumaya
dan sepertapa ertnggung @R

Dalam Encyelopediaof the Socal Sciences disebutkan bahwa
the proces of decentalizaion denotesthe frangfrence of authoriy
lgislatve udicialor administrative,from higher level of overnmm
fo alower. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dar tinglat
pemerintahan yang lebih tinggt kepada pemerintahan yang lebih
tendah, bak yang menyangkut bidang legislatf, judikatf atau
administrat

Dengan demikian terjwablah, bawa yang lepas dari pusat
i adalah wewenang , wewenang mengurusi.Oleh karena itu maka
wevenang yang dilepas itu pada hakekatnya adalah urusan yang
menjad;itanggungiawab pusat di idang pemerintehan diserahkan
ke daerah menjadi urusan daerah dan dipertanggungjawabkan,

Sementara itu pengertian Otonomi ata autonomy, secara
etimology berasal darfbahasa Yunani, ‘auto” yang berartisendiridan
“nomos” yang berarti hukum ateu peraturan, Memurut encyclopedia
of Socil Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah
the legal selfsuffciency of scial body and s actual independence
Dalam hal ini terdapat dua cir otonomi it yaks lgal elfsuficency
Qan actual independence Dapat memenuhi kebutuhanmya - secara
nyata mandin ata berdidirf.

Dalam kaitannya dengan poliik atan pemerintehan, ofonomi
daerahberartiselfgovernment atau the conditon oflving tnder omess
o lows, dapat dsimpalkan bawa otonomi daerah adalah daerah
yang menilki legal self sffcency yang bersifat sef government
yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena it otonomi lebih
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terlebih dahulu aspek mengenai sesuatu it dari sis etimologisnya,
termasuk dalam hal yang durai pada bagian iniyaitu desentralias?

Secara etimologis, desentrelisasi berasal dari bahasa latn,
de= lepas, dan centrum= pusat, sehingga  desentralisasi dapat
diterjemakan sebagai melepaskan dari pusat Namun desentralisas
tdak berartilepas begitusej, tdak jlas reterianya, dan harus elas
lepas ke mana. Delam hal ini lepas ke daerahapa dasar hukumaya
dan seperti apa pertnggungiawabannye

Delam Encyclopedia of the Socil Siences disebutkan bahwa
the proces of decentralzation denates the trangfrence of authority
leislatve udicol or acministrativ, from higher levelof overnmmnt
fo alower. Desentralisosi adaleh penyeraban wewenang der tingkat
pemerintzhan yang lebih tinggi kepada pemerintehan yang lebih
rendah, baik yang menyangkut bidang legisatf, judikatf atau
administratf,

Dengan demikian terjvablah, bahwa yang lepas dart pusat
iu adelah wewenang, wewenang mengurust Oleh karena it maka
wevenang yang dilepas itu pada hakekatnya adalsh urusan yang
menjadi tanggungiawab pusat i bidang pemerintzhan diserahkan
ke daerah menjadi urusan daerah dan dipertanggungjawabken,

Sementara itu pengertian Otonomi atau autonomy, secara
etimology berasaldaribahasa Yunani, “auto” yangberartisendiridan
“nomos” yang berart hukum atau pereturan, Memurut encylopedia
of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah
the legal self sufficiency of socil body and it actual independence
Dlam hal ini terdapat duacirl otonomi ta yaknilegalselfsuficiency
dan actual independence Dapat memenubi kebutuhanmya secara
myata mandiri ata berdisendir

Dalam kaitannya dengan poltkatau pemerintahan, otonomi
aerahberartiselfgovernment atau the conditon offving nder oness
own laws, dapat dsimpulkan balowa.otonoms daerdh adalsh daerdh
yang memitki legal self suffcency yang bersifat self government
yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena it otonom lebih
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menitik-beratkan aspirast daripada kondisi ([ Nyoman Sumaryad,
2005)

Semalin felas bahwa terdapat distingsiantara Desentralises
din oionom deerah. Keduanya berbedgfep tidek dapat
dipisahkan. Terdapat hubungan yang saling - menentukan
G berguntung antara desentralisasi dan ofonomi daech.
Deesentralseslah yang melandasi suatu daerah sehingga dapat

dikatakan otonom. Sebaliknya, otonomi daerah tidak akan ada,
jlka tidak ada desentralisas. Tanpa desentralsasi, daerah tidak
akan memilli otonomi, Desentralsest adalah asasnya, otonomi
daerah adalah implementastatau kebijakannya. Teortdesentralissi
menjadidasar pijakan ofonomi daereh.

Rasyid (2000), menjelaskan bahwa pengertan desentralses
an otonomi daerah sebenarnya mempunyai tenpatnya masing-
masing. Istlah otonomi daerah leih. cenderung pada poliial
aspect (aspek:politk-Kekuasaan Negara), sedangkan desentralisasi
lebih cenderung pada administrative aspect (aspek administras
Negara). Disinieh letoke pembangunan polifk sebagai dasar
kebijakan otonomi daerah menjadtigepras desentraliast sebagel
landasan Artinya_fka berbicara mengenai otonomi daerah, tentu
akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang unfuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan
sebagal wewenang rumah tangga deereh, Uraan hubungan
esentralisest dan ofonomi deerab, menunjukkan bahwa kedua
Konsep tersebut secara terminologi dapat dipisehkan, namun
alam praktek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara
keduanya memilik keterkattan.

UNCRDgefgalam 1 Nyomean - Sumaryadi2005),  yang
mengernukakanadatigastyleofdevelopment yanglebih desentralisik
: Pertama, pembangunan masyarakt sebaga pengadaan pelayanan
masyarakat. Pembanguunan masyaraka identik dengan peninglatan
pelayenan masyarakat dan pemberian fasltas sostal sepert
keschatan, giz, pendidikan dan sanitasi yang secara eseluruhan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Keda, pembangunan
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menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi | Nyoman Sumaryadi,
2005)

Semakin jelas bahwa terdapat distingsi antara Desentralses
dan otonomi deerch, Keduanya berbeda tetapi tidak dapat
dipisahkan, Terdapat hubungan yang saling  menentukan
dn bergantung antara desentralisesi dan otonomi- daerah,
Deesentralsasilah yang melandasi suatu deerah sehingga dapat
dikatakan otonom. Sebaliknya, otonomi daerah tidak akan ada,
jlka tidak ada desentralisast. Tanpa desentralisasi, daerah tidek
akan memiliki oton(aDesentralisasi adlah asasnya, ofonomi
dierah adalsh implementasiatau kebijakannya. Teori desentralisas
menjadi ?pijakan otonomi daerah,

Rasyic (2000), menjelaskan bahiwa pengertian desentralisas
dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempatnya masing-
masing, Istlah otonomi daerah lebih cenderung pada poltica
aspect (aspek poltk-kekuasaan Negara), sedanghan desentralisas
Iebih cenderung pada administrtive aspect (aspek administras
Negara). Disinilah letak pembangunan politk sebagai dasar
Kebijakan otonomi daerah menjadikan azas desentralisasi sebagal
landasan Artinya_jka berbicara mengenai otonomi daereh, tentu
akan menyangkat pertanyaan seherapa besar wewenang untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan
sehagai wewenang rumah tangga deerah. Uraan hubungan
esentralisasi dan ofonom daerab, menunjukkan bahwa kedua
Konsep tersebut secara terminologi dapat dipisahkan, namun
delam praktek penyelengearaan kekuasaan pemerintahan Negara
eduanya memiliki keterkaitan

UNCRD (dalam ' Nyoman Sumaryadi2003), yang
mengenukakanadatigastyleofdevelopment yanglebih desentralistik
+ Pertama, pembangunan masyarakat sebagal pengadaan pelayanan
masyarakat, Pembangunan masyarakat identik dengan peninglatan
pelayanen magyarakat dan pemberian fusltas sosiel sepert
Keschatan, gizi, pendidikan dan sanitasi yang secara kesehuruhan
meningkatkan kesejehteraan masyarakat; Kedtua, pembangunan
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masyarakat sebagal upaya terencana mencapal tujuan sostel yang
Kompleks dan bervariasi. Pembangunan masyarekat diartkan
sehagal upaya mencapal tujuan sosial yang lebih subim dan
sukar diukur seperti keadilon, pemeratean, peningkatan budaya,
kedamaian dan sebagainya. Disini pembangunan ditekanken pada
makna communty selfreiance dan. fumily selfreliance, Ketig,
pembangunan sosia sebagal upaya terencana untuk meningkatkan
emampuan manusia berbuat, Pembangunan di sini merupakan
dertvasi dar paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia
atau people centered development

Pendekatan pembangunan secara desentralistk diaksanakan
sejlan esentrelisat pemerintahan yang berkutat pada tiga hal
pelayanan terhadap kebutuhan dasar;pemberian ruang kepada
masyarakat melakukan pembengunannya sendiri, memmuskan
kebutuhannya dan menemukan cara cara memenuhinya dan
mengatasi masdlohnye secara partisipatif dalam lingkungan
masyarakat yang saling bekerjasama mengatesi maselah mereka
bersama dalam satu paradigma dimana pembangunan it berpusat
pada manusa. 5

Koswara,(2001) mengemukakan ada empat pertimbangan
tentang perlunya memberikan otonomi kepada daerah, Pertanma
dari segi pobitik, pemberian otonomi dipandang untuk mencegah
penumpukan kekuasaan d satu tangan yang akhirnya menimbulkan
pemerintahan tirani dan otalte serta anti-demokatis, Kedu, dar
segi demoksi, otonomi diyakini dapat mengtkutsertakan rakyat
dalamprosgnerintahansekaligusmendidikrakyatmenggunakan
hak dan kewaitban dalam penyelenggarean pemerintahan sehari-
hart; Ketiga, ari segi teknis organisators pemerintahan, otonomi
dipandang sebagai cara unfuk mencapai pemerintahan yang efektif
dan efsen sertalebi esponsif. Apa yang dianggap lebih doehmatig
unfuk diurus pemerintah dan masyarakat setempt diserahkan saja
ke daerah dan apa yang lebih tepat berada di tangan pusat tetap
diurus oleh pusat; Keempat,darisegi manajemen sebagai salah satu
unsure adrministasi, suatu pelimpahan wewenang dan kewajiban
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masfarekat sebagai upaya terencana mencapal tujuan sosial yang
Kompleks dan berveriasi. Pembangunan masyarakat diarikan
sebagai wpaya mencapal tujuan sosial yang lebih subim dan
sukar diukur sepertl keadilan, pemerataan, peningkatan budaya,
kedamaian dan sebagainya. Disini pembangunan ditekanken pada
makna. community self-reiance dan fomly sefreliance; Ketign,
pembangunan sostal sebagai upaya terencana untuk meningkatkan
Kemampuan manusia berbuat, Pembangunan di sini merupakan
dertvasi dar paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia
atau people centered development,

Pendekatan pembangunan secara desentralistk dilaksanakan
sejalan desentralisst pemerintahan yang berkutat pada tiga hal
pelayanan terhadap kebutuhan dasarspemberian ruang kepada
masjarekat melokuken pembangunannya sendiri, memuskan
kebutuhanaya dan menemukan cara cara memenuhina dan
mengatasi masalahnya secara partisipatf dalam lingkungan
masfatakat yang saing bekerjasama mengatesi mesalah mereka
betsam dalam setu paradigma dimana pembangunan it berpusat
pada manugi.

Koswara,(2001) mengemukekan ada empat pertimbangan
tentang perlunya memberikan otonoms kepada daerch, Petama,
dari segi politik, pemberian otonomi dipandang untuk mencegeh
penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akirnya menimbulkan
pemerintaban trani dan totabiter serta anti-demokeatis, Keda dar
segl demokas, otonoms diyakin dapat mengikutsertakan rakyat
delamprosespemerintahansekaligusmendidikrakyatmenggunakan
hak dan kewajban dalam penyelenggaraan pemerintahan sehart
hary Keti, der seg teknis organisatoris pemerintahan, otonomi
dipandang sebagai cara untuk mencapai pemerintahan yang efektif
dan efsen sertalebih responsif, Apa yang dianggap lebih doelmatig
untuk diurus pemerintah dan masyarakat setempat diserahkan saja
ke daerch dan apa yang lebih tepat berada di tangan pusat tetap
diurus oleh pusat; Keempat, dartsegi mangjemen sebagai selah satu
unsute administasi, suatu pelimpahan wewenang dan kewajiban
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memberdkan pertanggungiawaban bagl penunaian suatu tugas
sebaga hal yang waar

Dari berbagai pemukiran yang telah dikemukakan Koswers,
dia kemudian merumuskan motivasi pemberian otonori, yaitu
alasan lasan satu Negara menerapkan otonomi adalah:

1 Faktorkebhinekaankflupan safu maspaaka

1. Pengakuan dan penghormatan atas sendi-sendi kehidupan
berbangss, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarekat;

3. Pendayagunaan pengelolaan potensi daerahy

4. Mendicik dan memberi- empowerment masyarakat dlam
seqala kehidupany

5, Pemerataan kemampuan daerah dengan memperbatikan
ondisi dagrah yang berbeda dan tetap berada dalam satu
Walvasan nusantara

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar yang telah
dikemukakan disimpulkan bahwa urgensi dan motivasi perberian
otonomi kepada daerah meliputi: Pertama, upaya peninglatan
efisensi dan ~efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan;
Kedus, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan; Ketiga,
meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokratisas
pemerintahan; Keempat upaya menemukan cara cara baru
mengeloa pembangunan, mengambil keputusan, melakukan
pilihan piliban yang terbuka dan bertenggungjaweb.

Dari pengertian -pengertian dasar yang demikian it, maka
hal yang berkait dengan desentralisas dapat dianelogikan dengan
pemerintahan yang mengenal aspek aspek organisasi- dalam
bentuk vertikl, hirarkis, fungsional dan struktural. Aspek vertikal
dapat menunjukkan adanya pembagian pekerjaan, fuges dan
fungs, sekaligus tanggungiawva dari ates ke bavwah, dalam hal ini
Pererintah Pusat dan Pemerinteh Dacrah,

Dalam Konteks berpemerintahan, “aes” yang berkonotes
pemerintah pusat dan “bawah” berkonotasi tinghaten daerah
bawaan, sesuai dengan undang undang, dalam hal ind pemerintah
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memberlkan pertanggungiawaban bagl penunaian sustu tugas
sebagai hal yang wajar

Dari berbagal pemikiran yang telah dikemukekan Kogwara,
dia kemudian merumuskan mofivasi pemberian otonorm, yaitu
alasan alasan satu Negara menerapkan otonom; adalah:

1. Faktor kebhinekean kehidupan satu masyarakat;

2. Pengakuan dan penghormatan tas sendi-sendi kehidupan
berbangsa, bernegara, berpemerintahan an bermasyaraket;

3, Pendayagunaan pengelolaan potensidaerab;

4, Mendidk dan memberi empowerment masyarekat delam
segala kehidupan;

5. Pemerataan kemampuan daersh dengan memperhatikan
kondisi daerah yang berbeda dan tetap berada dalam satu
Wawasan nusantaa,

Berdasarkan beberapa. pendapat para pakar yang telah
dikemukaken disimpulkan bahwa urgensi dan motivasi perberian
otonomi kepada daerah meliputi: Pertama, upaya peninglatan
elisienst dan ~ efekivtas  penyelenggaraan  pemerintahany
Kedua, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan; Ketigo,
meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokratisas
pemerintahan; Keempat waya menemukan cara cara: baru
mengelola pembangunan, mengambil keputusan, melakukan
pillhan pilihan yang terbuka dan bertanggungiawab.

Dari pengertian -pengertian dasar yang demikian iy, maka
hal yang berkait dengan desentralsas dapat dianalogikan dengan
pemerintzhan yang mengenal aspek aspek organisasi dalam
bentul vertikal, ivarkis, fungsional dan struktural. Aspek vertkel
dapat menunjukkan adenya pembagian pekerjean, tugas dan
fungs, sekaligus tanggungiawab dari ates ke bavwah, dalem hal ini
Pemerintah Pusat dan Pemerintzh Daerah,

Dalam Konteks berpemerintaban, ‘aes” yang berkonotas
pemerintah pusat dan “bawall” berkonotesi tingkaten daerah
bawahan, sesuai dengan undang undang, dalam hl i pemerintah
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aerah. Gambaran tingkatan itu adalah sinerg}, babwa tingkatan
it fidek hanya menggambarkan aspek struktural tetapi lebih
dimaknai sebagai hirarki fungsional sesuai bidang tugas, fungsi
dan Kewenangan. Adapun aspek strukturalnya leih pada aspek
accountablity pertanggungiawaban.

Mengenai pertanggungiawaban, dalam konteks administrasi
pendanaan dan eveluasi progranm sifatnya bisa saja ebih berkiprah
ke atas sesuaihirarki, namun dari aspek mamfaat, kepentingan dan
aspirest berkiprah ke bawah, kepada masyarakat. Hal inf dilakukan
unfuk menghindari adanya konflk kepentingan, presure (tekanan)
dari ates. Prlaku burak organisast pemerintehan yang demilian
menjadi penomena desentralisasi dalam aspek penerapan oeh el
lokal i daerah. Tindakan atau cara cara ini, bukan hanya tidak
demokeatis akan tetapt juga bernuansa kolusi, nepotisme dan
mengabaikan kepentingan masyarakat,

Semangat dan priaku tata pemerintahan yang berkaralter,
memiki integries, dedtkad dan loyaltas harus dibangun
bersamaan dengan dikembangkan desentralisasi yang vjung
yungnya mengejawantahkan kedaulatan rakyat pada aspek
Kesejahteraan yang dengan demikian pula mempercepat pencapaian
fujuan nistonal,

Kaitannya dengan desentrelisasi yang berari lepas, maka
asumsi ‘Tepas” it adalah pelimpahan, penyerahan atau pemberian
Namun apapun sebutannya pengertian lepas idak berarti melayang,
masth melekat ke ata atau hampa di bawah. Artnya adalah lepas
berarti tidak melekat lagi, namun tidek lepas begitu sja. Lepas
pada konotas ini berari ada yang diberi dan oleh arena itu
sebelum dilepas dan diberi harus ada proses yang mendahul, ada
asesten, pengkajian, ada pendekatan dan cara pandang mengenai
kemadlahatan, daya quna hasll guna, efesienst dan efektifites,
Kreteri kreteria inipun kelak digunakan dalam pembentukan atau
pemekaran.Tidak melulu oleh desakan politk dengan motives dan
alasan yang bertumpuk tumpuk,
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aerah. Gambaran tingkatan itu adalah sinergi, bahwa tingkatan
ifu tidak hanya menggambarkan aspek struktural tetepi lebih
dimaknat sebaga hirarki fungsional sesuai bideng tugas, fungst
dan Kewenangan. Adapun aspek strukturaloya lebih pada aspek
accountabilty pertanggungiaweban,

Mengenai pertanggungiawaban, dalam konteks administrasi,
pendanaan dan evaluast program sifatnya bisa saja lebih berkiprah
Ke atas sesuai hirarki, namun dartaspek mamfaat, kepentingan dan
aspirasiberkiprah ke bawah, kepada masyarakat. Hl in dilakukan
untuk menghindari adanya Konflk kepentingan, presre tekanan)
dart ates. Prlaku buruk organisast pemerintzhan yang demikian
menadi penomena desentralisasi dalam aspek penerapan oleh el
Iokal di derah. Tindakan atau cara cara ini, bukan hanya tidak
emokatis akan tetapi juga bernuansa kolusi, nepotisme dan
mengabaikan kepentingan masyarekat.

Semangat dan prilaku tata pemerintahan yang berkarakter
memilli integritas, dedikest dan lolitas harus dibangun
bersamaan dengan dikembangkan desentraliasi yang ujung
yungnya mengefawantahkan hedaulatan rakyat pada aspek
Kesejahteraan yang dengan demikian pula mempercepat pencapian
tujuan nasional

Kaitannya dengan desentralisasi yang berarti lepas, maka
asumst lepas’ tu adalah pelimpahan, penyerahan atau pemberian,
Nemun apapun sebutannya pengertian lepas idak berarti melayang,
masth melekat ke atas ateu hampa di bawah. Artinya adalah lepas
berart tidak melekat lagi, namun tidek lepas begitu saja. Lepes
pada konotast ini berarti ada yang diberl dan oleh karena itu
sebebum ilepas dan dibert harus ada proses yang mendahulu, ada
asesmen, pengkajian, ada pendekatan dan cara pandang mengenai
Kemadlahatan, daya guna hasll guna, fesiensi dan efelifias
Kreteria kreteria infpun kelak digunakan dalam pembentukan atau
pemekaran Tidak melulu oleh desakan polik dengan motivasidan
alasan yang bertunpuk tumpuk.
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Adapun aspek hirarkis, yaitu baik yang melepas maupun
yang menerina ata yang diberi-haruslah mempunyai hubungan
kewenangan. Dengan demikian yang lepas delam pengertian
Qesentralisest berproses pada hubungan kewenangan sehingga
dengan demikian aspek tanggungjaw tkut serta delam dielktika
lepas melepas itu. Demikian halnya dengan pendekatan fungsional
dan struktural. Pelepasan kewenangan it bersiat fungsiona,
terkandung maksud di dalemnya tepat sasaran, tepat pengelolaan,
Pelepasan yang bersifat struktural berartl tepat kelembagaan,
ketatalaksanaan, memenuhi prosudur perundang undangan

Wojad i sekalgusmenggpppisakandesentalisi seboga
bentuk sustunan organisasi Negara yang terdir dar satuan-satuan
pemerintahan pusat dan satuan pemerintzhan yang lebih rendah
yang dibentuk berdasarkan tertorial atau fungsi pemerintahan
tetentu (Bagir Manan, 1994),

Demikian haliya dengan pendapat  menandaskan
desentralissi sebagal pengtkuan G bentuk — penyerahan
wewenang untuk secara mandirf dan berdasarkan pertimbangan
kepentingan sendirl mengambil Keputusan pengaturan dan
pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dart hal it
Pengakuan dalam hal ini menunjukkan bahwa aspek Kredibiitas
daerah menjadi pertinbangan, sehingga pemberian kewenangan
jugamenunjukkansecarasekaligus equity,pengakuan, keadilan yang
diberikan ates kemampuan yang dimiliki untuk bertindak sendii
muladart wajud prekarsa sampai pada wujud il desentralsas,

Aspek pelimphan kewenangan dengan wujud pengekuan
tercermin pada pemshaman ofonomi daerah Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014, Selengkapnya hal ini terdapat pada Pasal
ayat (6) sebagaiberikut . “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban doerah ofonom untuk mengatur dan mengurus sendir
Uhusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat etempat dalam
sistemt Negara Kesatuan Republik Indonesi”.

Mengenai aspek pendekatan yang telah dibahas pada bagian
bagian pragraf terdabulu, bagi desentralisas tidak hanya melipud
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Adapun aspek hirarkis, yaitu baik yang melepas maupun
yang menerina atau yang diberi haruslah mempunyal hubungan
kewenangan. Dengan demikian yang lepas dalem pengertian
esentralsasi berproses pada hubungan kewenangan sehingga
dengan demikian aspek tanggungiawab tkut serta dalam dnlekeika
Lepas melepas itu. Demikian halnya dengan pendekatan fungsional
dan struktural. Pelepasan kewenangan it bersifat fungsional,
terkandung maksud di dalamnya tepat sasaran, tepat pengelolaan.
Pelepasan yang bersifit strukturel berarti tepat kelembagaan,
Ketatelaksanaan, memenuhi prosudur perundang undangan

Waud ind sekaligus mengimpropisakan desentralisas sebagal
bentul susunan organisasi Negara yang terdii dart satuan-satuan
pemerintahan pusat dan satuan pemerintehan yang lebih rendah
yang dibentuk berdasarkan tertorial atau fungsi pemerintahan
tertentu (Bagir Manan, 1994),

Demikdan halya dengan pendapat
desentralisasi sebagai pengakuan dalam bentuk  penyeraban

menandaskan

wewenang unfuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan
kepentingan sendirl mengambil Keputusan pengaturan dan
pemerintzhan, seta struktur wewenang yang terjadi dari hal it
Pengakuan dalam hal ini menunjukkan behvva aspek kredibiitas
dierah menjadi pertimbangan, sehingga pemberian kewenangan
jugamenunjukkan secarasekaligus ity pengakuan keadilanyang
dibertkan atas kemampuan yang dimilki untuk bertindak sendin
mulai dar wujud prakarsa sampat pada wujud il desentraliasi

Aspek pelimphan kewenangan dengan wujud pengakuan
tercermin pada pemahaman otonomi daerah Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014, Selengkapnya hal initerdapat pada Pasal 1
ayat 6) sebagaiberikut . “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang
dan kewaban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendir
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sisten Negara Kesatuan Republk ndonesia”

Mengenai aspek pendekatan yang telah dibahas pada bagian
bagian pragraf terdahulu, bagt desentrelisas tidak hanya meliput
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safu sisi kepentingan atau kebaken secara fungsional, tekais
operasional tetapi meliputibanyek hal, termasuk di dalamaya aspek
histori, sosiologi dan Lain lain. Intinya adalah melalui pendekatan
pendekaten yang ada lau menjadiken desentralisos tidak hanya
dapat dilakukan pengurangan pemusatan administras, tetapi
menemuken hal hal baru yang baik, yang bahkan sebelumnya tidak
diduga. Demikianlah sehingga desentralisasi menyanghut pula
pendelegasian wewenang agar muncul innovasi kreast yang Jebih
sequr, Lebih sesuai, yang dapat memberi Kemaslahaten.

Kiranya “Seluas huasnye’, “mengurus sendit” sampai pada
wujud ril desentralsest, dimaknai ‘daerah”  sebagai diskresi,
keleluasaan untuk tidak tertekan dengan interest , kepentingan
seseat dan sesat, tetapi lbdh mengena pada keleluasaan berbuat
batk demi mewujudkan makna desentralisasi yang sesungguhnya
melaui perbuatan balk

Konon berbuat baik mempunyai Konotasi dengan kebebasan
yang terwujud pada keleluasaan bertindak, termasuk di dalamaya
mengambil kebijaken, memutuskan dan menakar resko. Berbuat
batk tidaklah sekedar bertindak normatif sesua aturan, Bahkan
berbuat batk melebihi keadilan, karena keacilan wujud dari satu
tindakan memenuhi aturan yang berarti ada aspek tekanen,
sementara berbuat balk adaleh perwujudan Keleluaaan atas
kebebasan.

Berbuat baik (beneficonce) tidak seperti prinsip keadian.
Berbuat batk adalah merupakan suatu keutamaan posiif delam
pengertan bahvwa prinsp berbuat baik mendorong manusia untuk
mengupayakankebahagiaan orang lain. Dalam prinsip berbuatbatk,
manusia diberi Kelelasaan untuk - membuat pilihannya sendiri
dengan satu catetan “prinsip berbuat ik selalu bebas, tidak apat
dipaksakan (Adam Smith delam Sonny Keraf, 1996)

Disinlah letak hubungan prinsip berbuat baik itu dengan
prinsip otonoi daerah seluas luasnya. Satu prinsip yang tidak
terukur dan tidak tertekan. Demlkian halnya dengan prinsip berbuat
baik yang dimaknai dalam skala pelimpahan kewenangan, tidak
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satu sist kepentingan atan kebatkan secara fungsionel, tekis
operasionel tetapi meliputibanyak hal, termasuk di alamnya aspek
histri, sosiologi dan Lo Lain. Intinya adalah melalui pendekatan
pendekatan yang ada alu menjadikan desentraliasi tidak hanya
dapat dilakukan pengwangan pemusatan administrasi, tetapt
menemmukan hal halbaru yang batk, yang bahkan sebetumnya idak
diduga. Demikianlah sehingga desentralisasi menyanghut pula
pendelegasian wewenang agar muncul innovasi, keeas yang lebih
segar, lebih sesuai, yang dapat memberi Kemaslahatan.

Kiranya “Seuas huasnya’, “mengurus sendin” sampai pada
“wud ril desentralisest) dimaknai “Gaerah”  sebagai diskresi,
Keleluasaan untuk tidak: tertekan dengan interest , kepentingan
sesaat dan sesat, tetapi lebh mengena pada keleluasaan berbuat
batk demi mewujudken makna desentralsas yang sesungguhaya
melalu perbuatan baik.

Konon berbuat baik mempunya konotasi dengan kebebsan
yang terwujud pada keeluasaan bertindak, termasuk di delamaya
mengambil kebijakan, memutuskan dan menakar restko. Berbuat
batk tidaklah sekedar bertindak normatif sesua aturan, Bahkan
berbuat baik melebihi keaddlan, karena keadian wujud dari satu
tindakan memenuhi aturan yang berarti ada aspek tekanan,
sementara berbuat bak adalah perwjudan Keleloasaan ates
kebebasan.

Berbuat baik (beneficence) tidak sepert prinsip keadan.
Berbuat baik adalah merupekan suatu keutamaan positf dalam
pengettan bahvwa prinsip berbuat bk mendorong manusia untuk
mengupayakan kebahagiaan orang hain. Dalam prinsp berbuat bk,
manusia diberd keleluasaan untok  membuat pikhannya sendii,
engan satu catatan “prinsip berbuat baik selau bebes, tidak dapat
dipaksakan (Adarm Smith delam Sonny Keraf, 199)

Disinlgh letek hubungen prinsip berbuat baik itu dengan
prins otonomi daerah seluas uasnya. Satu prinsip yang tidek

terukur dan tidakctertekan. Demniian halnya dengan prinsip berbuat
batk yang dimaknai dalam skala pelimpahan kewenangan, tidak
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terbatas pada tindakan normatf tetapi pada perbuatan yang biasa
distlahken dengan “innovest, “kreatafitas” Dalam terminologie
pemerintahan hal semacam ini biaa disebut sebagai “bes practces”
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam kaitan dengan Keadilan, Sonny Keraf (19%6)
menegaskan bahwa dengan keadilan, individu merasa dirinya
terkat, dan diwajibkan wntok menaati aturan aturan keadlan,
Prinsip berbuat bk bersifat bebs kavena fika orang tidak berbuat
batk kepada orang lain, maka a tidak menimbulkan kerugian positif
kepada orang lain it Pada fese penulisan i, kita menyarankan
unfuk meniru prinsip berbuat bak ala Adam Simith keitannya untuk
menggugah perwujudan prinsip keleluasaan yang ada di delam
prinsip otonom, agar Daerah kreatfberimovasi, agar daerah tdak
sekedar berbuat normatif

Menyadari hal ini, dan mungkin kite harus malu melu
kepada Sonny Keraf apatah lagi kepada Adam Smith, bahwa kita
secara sosiologi  pragmats masth berada pada taraf mengefar
keadilan,bertumpuh pada perbuatan normatfbelum tiba pada fse
selanjutnya yang membuat bisa melangkah kepada prinsip berbuat
batk.

Harus diakui demikian sekalipun berbagal kebijakan telah
menggiring kita ke arch sana. Bahkan sejok dulu, dan setiap saa,
sejak dirumah, disurau suraukita selau dianjurkan “Khlas’ karena
ikhlas iu artnya tenpa tekanan, artinya kelehuasaan.

Kalau demikian halnya, maka prinsp berbuat baik telah lama
digjarkan dan ditenanikan, hanya sekdan lama kita belum melihat
hasilnya, munglinkarena behum diamalkan, danitulahsebabmyakita
masih disin,dan selalu begini. Sudah silh bergantiundang undang
yang mengatur berpemerintahan, berdesentraliasi, belumlah
ditemukan yang cocok. Dalam pendekatan pilosofie, yaitu karena
kita mencari penawar di luar diripadahl masalah sesungguhnya
ada pada faktor endogen, dalam diri karalder, skap mental dan

moraltas. Semua ni adalah kendala sumberdaya manusia
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terbatas pada tindakan normatif tetapt pada perbuatan yang biasa
distlahkan dengan “innovast “freataftas” Delam terminologie
pemerintahan halsemmaca i biasa disebut sebagai ‘best practces
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam kaitan dengan keadlan, Sonny Keraf (19%)
menegaskan bahwa dengmn keadila, individu merasa dirinya
terkat, dan divajibkan untok menaai atwran aturan keaddan,
Prinsp berbuat balk bersifat ebas karena jika orang tidak berbuat
btk kepada orang lain, make a tidek menimbulkan keruglan positf
epada orang lain i, Pada fese penulisan ini kita menyarankan
untuk meniru prinsip berbuatbak ala Adam Smith kettanaya untuk
menggugah perwujudan prinsip keleluasaan yang ada di dalam
prinsip otonomi, agar Daerah kreatfberinnovas, agar deereh tdak
sekedar berbuat normat,

Menyadari hal ini, dan mungkin kita harus malu malu
kepada Sonny Keraf apateh lagi kepada Adam Smith, babwa kita
secara sosiologi - pragmatis masih berada pada taral mengefar
Keadilan,bertunupuh pada perbuatan normatf belum tiba pada fuse

selanjutnya yang membuat bisa melangah Kepada prinsip berbuat
baik

Harus diakui demikian sekalipun berbaga kebijakan telah
menggiring kita ke areh sana. Bahkan sejak dulu, dan stiap saat,
sejak di rumah, disurau suraukitaelau dianjurkan ‘lkhlas’ kerena
tkhlasiu artna tanpa tekanan, artinya keleluasaan.

Kalau demilian halnya, maka prinsip berbuat balk teah lma
digjarkan dan ditanambkan, hanya sekian lama kita bebum mebhat
hastlnya, mungkinkarena belum diamalkan, danitulahsebabryalita
masth di i, dan selau begini. Sudah silih bergantiundang undang
yang mengtur berpemerintahan, berdesentralisai, behumlah
ditemukan yang cocok. Dalam pendekatan pllosofe, yaitu karena
kita mencari penawar di luar diripadehal masalah sesungguhnya
ada pada faktor endogen, dalam i, karalcter, sikap mental dan

moralites Semua ni adalah kendala sumberdaya manusta
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Pilsafat politk dapat menjadi perantara untuk kemudian
mengkanalisai perbuatan perbuatan baik it dalem perwujudan
nila nilaf yang dlembagakan  memesuki wilayah politk, dan
hal ini sesungouhnye merupakan tantangan pembangunan
politk di Indonesia menuju tipe masparakat induste, rasional,
bertanggungiawaby memiliki kesadaran akan kedaulatan poli,
membert penghargaan terhadap nila-nilai administrasi dan hukum
Qalam mewujudkan — program kesejahteraan melalui program
ptisipast masyarakat, dimulai dart ingkat lokal, dalam hirarki
territoriel,

Kondisi masyarakat yang tercipta sedemikian rupa memberd
ati - bagi desentralisest yang selama ini kita etahui sebagai
“Uelegast yaitu pelimphan kewenangan kepada tingkatan yang
lebih rendeh dalam suatu hirark tevitorial, apakah hirark tersbut
merupakan tingkatan-tingkatan pemerintahan ataukah tingkatan-
tingkatan kantor dalam suatu organisasl, maka pelimpahan itu
esensinya adalah penyebaran pusat pusat pengembilan keputusan
yang artinya pula perluasan kewenangan semakin membesarkan
organisastdalam pengertian capacity bagi organisasi berskala besar,
dan menguatkan integritas bagi pemerintahan.

Begitu pula dengan aspek polik, meski dirawat dalam
satu kesatuan sistem Konstitusi, ideologie, pandangan pandangan
pilosof, pendekatan ejareh secara erlanjut dan idak terputus. Hal
inf urgen mengingat polik it sifateya dinams yang kalau tidak
diimbang! dengan aspek aspek yang dijejlkan terdahuly, maka
bisa berujung pada kondst yang tidak diinginkan diinjau dar cara
pandang holitic. Hal in diingatkan yaitu karena desentralises
berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dan kewenangan
(authority) dipencarkan melalui hirarki geografis negara, dan
juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memunglinkan
berlangsungnya pemencaran tersebut (Smith, 1985)

Cheeme dan Rondinell, (1983) mengemukakan beberapa
alasan perlunya desentralisei yaitu:
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Pilsafat polittk dapat menjadi perantara unfuk kemudian
mengkanlisas perbuatan perbuatan baik itu dalam perwujudan
il nilai yang diembagakan memasuki vlayeh politk, dan
hal i sesungeuhnya merupakan tantangen  pembangunan
politk di Indonesta memuju tipe masyarakat industr, resional,
bertanggungiawaby memilii kesadaran akan Kedaolatan politk,
memberi penghargaan terhadap nilal-nila administrestdan hukum
delam mewujudkan  program Kesejahteraan melalui program
partsipest masyarakat, dimulai dar tingkat lokal, dalam hirark
territoril,

Kondisi masyarakat yang tercpta sedemikian rupa memberi
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tingkatan kantor delam suatu organisasi, maka peimpahan itu
esensinya adalah penyebaran pusat pusat pengambilan keputusan
yang artnya pula perluasan kewenangan semakin membesarkan
organisast dalam pengertian capacity bagi organisas berskala besar,
dan menguatkan integritas bagi pemerintaban.

Begitu pula dengan aspek politlk, meski dirawat dalom
satu kesatuan sistemn Konstitusi, ideologie, pandangan pandangan
pilosof, pendekatan sejarah secara berlanjut dan tidak terputus. Hal
ini urgen- mengingat poliik itu sifatnya dinamis yang kalau tidak
diimbangi dengan aspek aspek yang diejalkan terdahuly, maka
bisa berujung pada Kondsi yang tidak diinginkan ditinjau dar cara
pandang holisic. Hol i diingatkan yaitu karena desentralsas
bekenaan dengan sejauh mana kekuasaan (power) dankewenangan
(authorty) dipencarkan melabui hirarki geografis negara, dan
juga berkenaan dengan insttusi dan proses yang memungkinkan
berlangsungnya pemencaran tersebut (Suith, 1989)

Cheeme dan Rondinell, (1983) mengemukakan beberapa
alasan perhunya desentralises yaitu
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L Sut can untuk mengates  berbagal hegawatan
keterbatasan:

2. Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan
ferpusat

3. Peningkatan sensiivitas terhadap masalah dan kebutuhan

setempat.

Penetrasipolik dan adminisrasi negare;

Perwakdlan ebih balk;
Kapasita dan kemanpuan adminisrast publik ebih baik;

e T — S I S

Pelayanan lapangan dengan efeifta lebih tinggi diinglt

lokal

8. Meningkatkan koordinast dengan pimpinan setempat

9, Melembagekan partispasimasyarekat seempat;

10. Menciptakan cara cara alernatif pengarbilan keputusan;

11, Adminisrasi publik yang lebih kreatif, fleksibel, innovative
Qanbeatf

12. Keanekaragaman faslitas pelayanan yang lebih bak;

13. Stabiltas politk yang lebih balk;

14, Peninglatan jumlah dan fisiensi penyaluran barang dan

pelayan publk.

Mengelaborasi apa yang dkemmukakan Cheeme dan Rondinel
tersebut kaitannya dengan pengalaman empirk dan dorongan
mencapaicita ideal desentralisai, makaada baikoya ktamembedah
pikira pikian it sesuai harapan, cita moral tatanan hukum serta
tinjauan politk desentraliast it sendirisebagai bertkut:

Ad. 1, Suatu cara untuk mengatast berbagaikegawatan keterbatasan,

Secara logka maka pemerintah pusat tentulah mengalami
keterbatasan untuk menjangkau secara territory wikiyah Negara
sebagal wilayah kekuasaan pemerintohan, Keterbatwsan yang
Qemikian dapat diatasi melalui penyerahan sebagian kewenangan
kepada daerah dan agar daerah dapat mengambil tindakan

sestai kondisi setempat. Apabila langkah desentralissi tu tidak
dilakukan, dan pusat secara komulatif menumpuk masalah
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L Suwty cara untok mengatesi  berbagai kegawatan
keterbatasan:

1. Mengatasi prosedur terstruktur Ketat suatu perencanaan
ferpusat;

3. Peningkatan sensitivitas terhadap masaleh dan kebutuhan

seterpat,

Penetrastpoliik dan administasi negara;

Perwalclan lebih baik

Kapasitas dan kemannpuan acministrasi publk lbih baik;

Pelayanan lapangan dengan efekiftas ebih tinggi ditingkat

lokal;

Meningkatkan koordinasi dengan pimpnan setempat;

. Melembagakan partisipasimasyarakat setempet;

0. Mendptakan cara cara alternatif pengambilan keputusan;

1. Administrasi publk yang lebih kreatf, fleksbel innovative
dan kreatf;

12. Keanekaragaman fuilita pelayanan yang lebh batk;

13. Stabltas politk yang lebih baik

14, Peninglatan jumlsh dan efsiensi penyaluran barang dan
pelayan publk.

Mengeaborasiapa yang dikernukakan Cheeme dan Rondineli
tersebut kaitannya dengan pengelaman empirk dan dorongan
mencapaicita idealdesentralisas makaada batknya kita membedzh
pikira pikiran itu sesuai harapan, cita mordl, tetanan hukun serta

—1 o e

= = = e

tinjauan politk desentralisastitu sendiri sebagaiberikut:

Ad. 1. Suatu cara untok mengatasi berbagaikegawatan keterbatasan,

Secara loglka maka pemerintah pusat tentulah mengelami
Keterbatasan untuk menjangkau secara territory wilayah Negara
sehagal wlayeh kekuasaan pemerintahan, Keterbatasan yang
demikian dapat diatasi melalui penyerahan sebagian kewenangan
kepada. deerah dan agar daerah dapat mengambil tindakan
sestat kondist setempat. Apabila langkah desentralisasi iu tidak
ilakukan, dan pusat secara komulatif menumpuk masalah
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tanpa penyelesalan, maka daerah depat saja mengambil tindakan
menyimpang, atau melakukan pembiaran serta pengabaian yang
berbuntut pada kesengsaraan masyarakat i daeteh yang kemudian
memicu konfi, instabltas dan dapat berakbir pada pelanggaran
hukum, HAM, pengounaan kekuasaan melalui kekuatan militer
an hin sebagainya yang di dalom bahasa Cheeme dan Rondineli
Kegawatan keterbatusar’

Ad.2. Mengatas prosedur terstruktur ketatsuatu perencanaan
ferpusat.

Pengambilan keputusan ditingkat lokal dapat mempercepat
pelayenan di daerah, oleh karena it maka prosudur terstruldur
dapat dipangas dengan mendekatkan atau melepss kedaerah halhal
yang bersif terpusat, Dalam hal ini suatu urusan penyelesaiannya
tidae dilekkan di pusat melainkan dilakuken di daereh melaui
cara pengambilan kebijakan mengenai satu wrusan di letakdkan i
aerah. Dapat dikataken, dalam desentralsest satu urusan tidak
lagidibavwa ke pusat akan tetepi pusat yang turun ke bawah untuk
mengelesaikan sau urusan. Hal in mengenai prosudur testruktur
katannya dengan perencanaan terpusat menurut Cheeme dan
Rondinelli dapat diasumsikan, bahwa perencanaan yang baik
adelah perencanaan yang memperhitungkan aspek mamfuat
melaui pemberdayaan lokal, sehingga hal hal yang direncanakan
adilah sesuai dengan kondisi ril di lpangan. Desentralisas
menyangkut perencangan pembangunan yang bersifat pastispat,
batton up. Delam hal keuntungan atau efektifites sehingga sistem
desentralisasi menjadi pilihan Kaho (1997) mengemukakan
beberapa pertimbangan : Mengurang! bertumpukaya pekerjean
dipusat pemerintahan. Untuk mencapal ini, maka kepentingan
aerah diserahkan kepada penguasa setempat yang berdir sendir
(zelftandige: overheden), yang dapat mempunyal keuangannya
sendir (eigen fnancien) dimana. sebagian ar tugas pemerintah
pusat harus dialibkan kepada  Daerah yang karena. menurut
pendekaten sifat masalabnya berada di daerah (de locale behoeften
en hulpiddelen) (M. Sully Lubis, SH, 1983).
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tanpa penyelesalan, maka daerah dapat saja mengambil tindakan
menyimpang, atau melakukan pembiaran serta pengabaian yang
berbuntut pada kesengsaraan masyarakat i daereh yang kemudian
memicu konfik, instabiltas dan dapat berakbir pada pelanggaran
hukum, HAM, penggunaan kekuasaan melahi kekuatan militer
dan lin sebagainya yang di dalam bahasa Cheeme dan Rondinell
Kegawatan keterbatasar’

Ad.2 Mengatas prosedur erstruktur ketatsuatu perencanaan
terpusat

Pengambilan keputusan i tingkat lokal dapat mempercepat
pelayanan di daerab, oleh kavena itu maka prosudur terstruldur
dapat dipangkas dengan mendekatkan atau melepas kedaerah hal hal
yang bersifat terpusat, Dalam hal ini suatu urusan penyelesaiannya
tidak dilakukan di pusat melainkan dilakukan di daerah melahi
cara pengambilan kebijakan mengenai satu urusan di letakkan i
daerah. Dapat ckatakan, dalom desentrelisasi satu urusan tidak
logi dibawa ke pusat akan tetapi pusat yang turun ke bawah untuk
menyelesakan sau urusan. Hal i mengenai prosudur terstrukur
aitannya dengan perencanaan terpusat menurat Cheeme dan
Rondinelli dapat diasumsikan, bahwa. perencanaan yang btk
adalah perencanaan yang memperhitungkan espek manfaat
melalut pemberdayaan Lokal, sehingga hal hal yang direncanakan
adalah sesuai dengan kondisi ril i lapangan. Desentralisas
menyangkut perencanaan pembangunan yang bersifat patispat,
botton 1. Dalam hal keuntungan atau efektifites sehingga sistern
desentralsasi memjadi pihan Kaho (1%97) mengemukakan
beberzpa. pertimbangan : Mengurangi bertumpukeya pekerjaan
di pusat - pemerintahan. Untuk mencapa ini, maka Kepentingan
daerah diserahkan kepada penguasa sefempat yang berdir sendir
(wlftandige overheden), yang dapat mempunyai kevangannya
sendirl (eigen financien) dimana. sebagian dari tugas pemerintah
pusat harus diabhken kepada' Daerah yang karena menurut
pendelatan sifat maselahnya berada di daerah (de ocale behoeften
en hulpmiddelen) (M. Suly Lubis, SH, 1983).
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Ad3. Peningkatan sensitvita terhadap masalah dan
kebutuhan setempat,

Pendekatan penyelesaian maselah di daereh akan Lebih
cepat bila ditangant oleh pemerintah daerab, Daerah secara
logika Tebi tahu masalah di deerah dibanding dengan pusat ika
Pemerintah Dacrah diberl kewenangan penyelesaian maslah
di dagrahnya maka otomatis pemerintah daerah tersebut akan
berusaha memahami persis masalah atau kondisi daerahinya dan
sensitfterhadap perkembangan dan kejodian kejodian i daereh,
Dengan demikian pengambilan keputusan selau didasarkan pada
pendekatan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang tepat
adlah mengetahui akar masalahnya.

Ad 4 Penetrast politk dan administrasi Negara.

Desentralisasi dapat mengatasi berkembangnya ~ atau
berlangsungnya priksi priksi dideerah yang mengareh kepada
disinegritas aibat proses sosilsas politk yang idak terstruktur
melaluikelembagaan politk yang terpencar dan prlaku menasional,
karena keajaiban desentralises selah saturya adalah membangun
kesadaran ‘Daerah ekisisoleh Negara’ desentraliasi dapat mengates
dikotomi Pusat dengan Daerab, karena dalam pilosof desentralisasi
adalah Daerch adalah bagian dari Pusat dan Pusat adelah pusatnya
Dacrah,

Ad. 5 Peryakilan ebih baik

Dengan - memberi ~ kewenangan tanggungiawab  kepada
Daerah maka dia akan bertindak selaku perwakilan pusat i
daerabuHl ini akan semakin baik bila dikuti dengan pemberian
peningkatan kapasitas, komptensi Khususnya menganat hal hel yang
bersifat kontekstual fungsional dan spiritual idelogs

Ad§.  Kapasitas dan kemampuan administrasi publ
yang lebih baik

Melahui pembekalan sebagaimana yang erjadi atan dilakukan
pada pembentukan stkap prilaku “Perwakdan yang Balk’ maka
Kapasitas dan kemampuan administrasi publk yang dimili di
Daerahjugazkanlebih batk Hel it ditunjang oleh suatukemampuan
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Ad3 Peninglatan sensitivies terhadap masalah dan
kebutohan setempat,

Pendekitan penyelesaian masalah i daerah akan lebih
cepat bila ditangani oleh pemerinteh daeraby, Daereh secara
Iogika lebih tahu masalah di daerah dibanding dengan pusat ika
Pemerintah Darah diberi kevenangan penyelesaian: masaleh
di dagrahnya maka otomatis pemerintah deereh tersebut akan
berusaha memahami persis masalah atau kondist daerahuya dan
sensitf terhadap perkembangan dan Kejadian kejadian di daerah,
Dengan demikian pengambilan keputusan selahy didesarkan pada
pendelatan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang tepat
adelah mengetahui akar masalahaya.

Ad4. Penetras politk dan administrasi Negara,

Desentralisasi dapat mengatesi berkembangnya ~ tau
berlangsungnya priksi priks- didsereh yang mengarah kepada
disintegrtas akabat proses sosilisasi politk yang tidek terstrultur
melahuikelembagaan polik yang terpencar dan prilaku menasional,
arena keajaiban desentralsast selah satunya adalah membangun
esadaran ‘Dacraheksisoleh Negard' desentralisastdapat mengatas
dikotoms Pusat dengan Daerah, karena dalam pilosof desentralisai
adalah Daerah adalah bagian dari Pusat dan Pusat adalsh pusatnya
Derdh,

Ad 5 Perviakilan ebih bak.

Dengan - memberi ~ kewenangan tanggungiawab - kepada
Daerah maka dia dkan bertindak selaku perwakdlan pusat &
deerah Hal ini akan semkin baik bila dilkuti dengan pemberian
peningkatan kapasitas Komptenst khususnyamenganai hal hl yang
bersifa kontekstuzl fungsional dan spirtual idelogs,

AdS.  Kapasitas dan kemampuan administrasi publik
yang lebih baik.

Melaui pembekalan sebagaimana yang erjadiataw ilakukan
pada pembentukan skap prilaku Perwaldan yang Balk’ maka
kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang dimilki i
Daerahjugaakan ebih bk Hel it ditunjang oleh suatu kemampuan
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yang tidak dimilli oleh mereka yang tidek mendalami dan tidak
fumbuh besama secara kultural dengan daerah setempat

Ad.7. Pelayanan lapangan dengan efekeivita leih tingg i
tingkat okl

Pelayanan yang dilekukan akan lebih cepat, ebih tepat dan
lebih relevan melalui desentraliasi, balk pelayanan dalam bentuk
administresi, peleyanan infra struktur, kebutuban pendidikan,
kesehatan maupun pelayanan delam bentuk penyediaan barang
an jasa, serta layanan lainnya. Dalam hubungan tu, menurut
Mariun (1975), alasan dianutnya desentralses antara Lan “Demi
tercapainya efektivitas pemerintahan’

Ad 8. Meningkatkan koordinast dengan pimpinan seterpat.

Aparat di dagrah akan menjadi jembatan den Kekuatan yang
bersifat centrifugal, yaitu berada sebagai perwalclan pusat i daerah
Qan sebagal penyerap aspirast daerah ke pusat. Masyarakat i
aerah berkoordinasi dengan aparat i daerah dan pimpinan pusat
berkoordinasi dengan pemerinteh daerah mengenai satu hal yang
berkait dengan Daerah atau masyarakat i daerah. Kembeli kepada
atau apa yang dikenuukakan Meriun, mengenai elasan dianutnya
esentralisasi adalah “Terlaksananya demokrasi difdari baveh
(qrassroots democracy),

ALY, Melembagakan partsipest masyarakat setempat

Suatu masyarekt membutuhkan kelembagaan masyaralkat
yang dapat mewadahi, mengadvokasi memberdayakan. Masyaralat
tanpa kelembagaan akan mudeh bercerai beraih, karena mereka
tdak memilik arah dan selanjutnya tidak meryadariater elakang,
Desentrlisasi memudahkan kelembagaan itu, karena aparat
setempat membutuhkan kelembagaan yang demikian sebagai wadah
dan sebagai pembenaran keterwallan yang menjembataninya
dalam proses edministras publk

Ad 10, Menciptakan cara-cara alternatf pengambilan
keputusan.

Kedekatan masyaraket dengan aparat setempat melal
kebijakan desentralsasi memudahkan pengambian eputusan

105

DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

yang tidak dimilii oleh mereka yang tidak mendalami dan tidak

tumbuh bersama secara kuural dengan daerah sefempat,

Ad7. Pelayanan lapangan dengan efektvitas lebih tinggi i
tingkat lokl,

Pelayanan yang dilakukan akan lebih cepat, lebih tepat dan
Iebih relevan melalui desentralisasi, baik pelayanan dalam bentuk
administrasi, pelayanan infra struktur, kebutuhan pendidikan,
Keschatan maupun pelayanan dalam bentuk penyediaan barang
dan jasa, serta layanan hainnya. Dalam hubungan itu, menurut
Mariun (1975}, alasan dianutnya desentralsas antara Lain “Demi
tercapainya efektivitas pemerintaha’

Ad 8. Meningkatkan koordinasi dengan pirmpinn seterpat

Aparatdi daerah akan menjadi jembaten dan kekuatan yang
bersifat centrifugel, yitu berada sebagat perwldlan pusat di daerah
dan sebagai penyerap aspirasi daerah ke pusat. Masyarakat i
daerah berkoordinas dengan aparat di daerah dan pimpinan pusat
berkoordinast dengan pemerintah daerah mengenat satu hal yang
berkait dengan Daerah atau masyarakat i daerah. Kembali kepada
atau apa yang dikemukakan Meriun, mengenai alasan dianutoya
desentralisast adalah “Terlaksananya demokeesi difdert bavweh
(qrassroofs democracy),

A9, Melembagakan partisipasi masyerakat setempat

Suatu masyarakat membutukan kelembagaan masyarekat
yang dapat mevwadahd, mengadvokasi, memberdayekan. Masyarekat
tanpa kelembagaan akan mudah bercerai berath, karena mereka
tdak memilk arah dan selanjutnya tidek menyadari latar belakang
Desentralisesi memudahkan kelembagaan itu, karena aparat
setermpat membutuhkan kelembagaan yang demikian sebagai wadeh
dn sebagai pembenaran keterwaldlan yeng menjembataninya
dlam proses administrasi publi

Ad 10, Menciptakan care-cara alternatif pengambilan
keputusan

Kedekatan masyarekat dengan aparat setermpat melahi
ebijakan desentrelisasi memudshkan pengambilan keputusan
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yang bersumber dart cara pandang yang holistc. Cara pandang
yang demikian dapat iperoleh dari kemajemukan masyarekat yang
terpelihara secara baik, iberi posisi dan kapasitas setta perlakuan
yang adil, demokratis Dalam Konstalasl yang seperti itu maka
muncul kesadaran, masyarakat membutuhkan aparat dan aparat
membutuhkan masayarakat Proses yang bersinergi sepert ini akan
melahirkan satu kumpulan orang yang bernama. masyarakat yang
mendiami satu terrior, yeng tersusun dan terurus, tertata delam
tatanan il niai yang kemudian kita simbolken dengan “Daereh’

Ad. 10, Administres publk yang lebih feksibe, inovatif, dan
kreatf,

Meldlui  kebijakan ~ desentralisast  pada  hakelkataya
masyarakat dan aparat i caerah diberi kesempatan mengelola
dirl sendirt sesuai dengan kebutuhan, tantangan, keinginan yang
apat dimusyavarakan dan diubeh secara fleksbel yang Karena
kebiasaan delam proses menerima dan memberi melahirken hal
hal yang bersifat innovatif dan cleh kondisi nyaman demikian
mengembangkan kreatftas masyarakat secara natural.

Ad. 12. Keanekaragaman fsilitas pelayanan yang leh batk.

Perkembangan masyarakat ekan mengembangkan pula
kebutuhannya atau sebaliknya kebutuhan itu yang menuntut
pengembangan dirinya Kondist ini tidak hanya akan melahirkan
bitobiro jasaatau produsen yang memproduk barang layanan akan
tetap juga membuat mereka berkompetisi membert yang terbadk.
Dengan demikian masyarakat akan sellu mendapt pelayan yang
batk, bukan deri apa adanye.

Ad. 13, Stabltas politk yang lebih baik.

Poin penting dart desentralsesi adalah kesejehteran, dan
apablla masyarakat telah mencapad kesejahterannya mka stabitas
politk akan dicaped Stabilta tumbub atau abir dari masyarakat
dimana individu individu yang ada di dalamnya- menyadart hak
hak dan kwajibannya. Kesadaran ini diperoleh dari kemapaman
bemegara, kemamapanan bernegara tunbuh dari perasaan dimana
Negara berguna baginya sebagai warga Negara. Kondis inieh yang
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yang bersumber dari cara pandang yang holistc. Cara pandang
yang demikian dapat diperoleh dart kemajemukan masyarakat yang
terpelihara secara batk, dibert posisi dan Kapasitas serta perlakuan
yang adil, demokratis Dalam Konstaasi yang seperti itu maka
muncul kesadaran, masyarakat membutuhkan aparat dan aparat
membutuhkan masayarakat Proses yang bersinergi sepert ini akan
melahirkan satu kumpulan orang yang bernama. masyarakat yang
mendiami satu territri, yang tersusun dan terurus, tertata dalam
tatanan i niai yang kemudian kita simbolken dengan ‘Daeral’

Ad 10, Administrasi publk yang lebih lksibel, noveti, dan
Kreatif,

Melalui  ebijakan ~ desentraisasi  pada ~ hakekatnya
masyarakat dan aparat di aerah diberi kesempatan mengelola
dirt sendiri sesuai dengan kebutuhan, tantangan, keinginan yang
dapat dimusyawarakan dan diubah secara fleksibel yang karena
kebiasaan delam proses menerima dan memberi melahirkan hel
hal yang bersifat innovatif dan oleh ondisi nyaman demlian
mengembangkan kreatftas masyarakat secara naturel.

Ad 12. Keanekaragaman fasTites pelayanan yang lebih baik

Perkembangan  masyarakat akan mengembangkan pula
kebutohannya atau sebalknya kebutuhan itu yang menuntut
pengembangan dirinya Kondist ini tidek hanya akan melahirkan
bito biro jasaatau produsen yang memproduk baranglayanan akan
tetapi juga membuat mereka berkompetit memberi yang terbak.
Dengan demilian msyarakat akan selalu mendapat pelayan yang
baik, bukan dart apa adanya.

Ad 13, Stabltas politk yang lebih baik

Poin penting dari desentralsast adalah kesejahteraan, dan
pabila masyarakat telah mencapai kesejahterannya maka stebiias
politk akan dicapai Stabltas tunbuh ata lair dart masyerakat
dimana individu individu yang ada di dalamnya. menyadari hak
hek dan kvjibannya. Kesadaran ini diperoleh dari Kemapaman
bernegara, kemamapanan bernegara tumbuh dari perasaan dimana
Negara berguna baginya sebagai warga Negara. Kondis indlah yang
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melahirkan stabilta yaitu suatu kondist dinemis dimana masalah
selalu dapat diseesaikan dengan cara cara bernegare. D sini akan
diperoleh hubungan simetrisantara kebijakan politk desentralisas
dengan stabiltas politk

Ad 14, Peningkatan jumlah dan efisiensi penyeluran barang
dan pelayanan publik. Sabilitas politktidak hanya akan berdampak
kepada Kondisi sosial politk, penyelenggaraan sistem politk,
berkembangnya kelembagaan polt dan kehidupan berbangsa
yang berdaulat i bidang politi. Akan tetapi ebih dart it teblias
politk member dampak kepada aspek lainnya, antara bin bidang
ekonomi. Bidung ekonomi berkembang oleh proses produks! dan
arus barang yang baik, masyerakat dapat memenhi hajat hidupnya,
Kehidupan menjadisangat dinamis dan maju. Era ini acaleh satu era
dimana desentralsast menjelma dengan sendirinya secara culural
dalam prilaku berbangsa dan bernegara,

Relevan dengan hal hal yang telah dikemukekan pada pragraf
terdahulu, adalah pendapat The Liang Gie (1968) mengenai alasan
dianutnya desentrafsat:

1. Dilihat dart sudut politk sebagai permainan kekuesaan,
esentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpulkan
kekuagaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat
menimbulken tiras

L Dalam bidang politlk penyelenggoraan  desentralis
dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik
rakyat ot srta dalam pemerintahan dan melath iri dalam
mempergunakan hak-hak demolasi;

3 Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan
mengedakan pemerintahan daerah (esentralisasi) adalah
semata-mata. untuk mencapai suatu pemerintahan yang
efisen. Apayang dianggap ebihutamadiurusolehpemerintah
setempat pengurusannya diserahkan kepada daera. Hel-hl
yang lebi tepat ditangan pusat tetap diurus oleh pemerintah
pusat;
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melahirkan stabiltas yaitu suatu kondisi dinamis dimana masalah
sellu dapat diselesaikan dengan cara cara bernegara Dart sni akan
diperoleh hubungan simetri antara kebijakan politk desentralisas
engan stablites poltk

Ad 14, Peningkatan jumlah dan efisensi penyaluran barang
dan pelayanan publi. Stabiltas poltk tidek hanya akan berdampak
kepada ondisi sosial politk, penyelenggaraan sistem politk,
berkembangnya kelembagaan poltk dan kehidupan berbangsa
yang berdaula dibidang polittk Akan tetapilebih dari i tablas
politik memberi dampak kepada aspek lainnya, antera Lin bidang
ekonori. Bidang ekonomi berkembang oleh proses produksi dan
arusbarang yang badk, masyrekat dapat memenubi hajat hicupaya,
Kehicupan menjadisangat dinamis dan maju.Era ini adalah satu era
dimana desentralisesi menjelma dengan sendirinya secara cultural
dilam prilaku berbangsa dan bernegara,

Relevan dengan hal hal yang elah dikemukakan pada pragraf
terdahulu, adalah pendapat The Liang Gie (1968) mengenai lasan
dianutnya desentralses

L. Dilihat dari sudut politk sebagai permainan Kekuasean,
esentralisest dimaksudkan untuk mencegah penumpukan
ekuasaan pada satu pihak saa yang pada akbirnya dapat
menimbulkan tiran;

2 Dalam bidang politk penyelenggaraan desentralias
dianggap sebagai tindakan pendemolrasian, untuk menartk
takyat kut srta dalam pemerintahan dan melah dirf dalem
mempergunakan hak-hak demokasi

3 Dari sudut teknik organisatorls pemerintahan, alasan
mengadakan pemerintahan daerah (desentralsas) adulah
semata-mata untuk mencapal suatu pemerintahan yang
efisen. Apayang dianggep lebihutamadiurus oleh pemerintah
setemupat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal
yang lebih tepat ditangan pusattetap diurus oleh pemerintah
pusat;
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4. Dari sudut kulturel, desentralisesi perlu diadakan supaya
pethatian dapat sepenunya ditumpahkan kepada kehususan
sesuatu daerah, sepert geograf keadaan penduduk, kegiatan
ekonorn, watak kebudaaan atau atar belakang sejarahnya;

5, Darisudutkepentinganpembangunan ekonomi desentralisas
diperlukan karena pemerintah daerh dapatlebih banyak dan

secara angsung membantu pembangunan tersebut

Untuk mengenal prototipe desentralisasi pemerintahan
Indonesia, meka berbagai faktor  berpengaruh perk ditelusuri
betulkah komponen komponen itu yang membentukeya, menjadi
bangunan dan fostur prototipenya atau bukan. Hanya saja perlu
diingatkan, pada proses mengenal tu,pertanyan yang peru dijawab
apakah kit yang membentuk fekta ataukeh fakta yang membentuk
kesadaran kita. Kalau kita mau membentuk fakta, maka berbagai
unsur yang dikenali sebagai faktor atau unsur kita susun lu kita
sandingkan dengan konsep atau implementasi desentralisest yang
ads, yang diterapkan atau yang pernah diterapkan.

Pertanyaan yang mungkin perlu digjukan, apakah yang ada
sekarang atau yang diterapkan sekarang sudeh seperti it atau
belum? Lalu kalau belum, yang artinya bukan, lalu seperti apa
mengenalinya? Sampai disini, kita mest hati hat, jangan jangan
kita yang dibentuk fekta. Supaya kit tidak bingung kita pakai dua
duanya: Kita pelajortfata melaui penerapan undang undangnya;
selanjutnya kita pelajarl undang undang untuk membentuk fakt,

Faktor faktor atau wnsur wnsur prototipe Desentralises
Pemerintahan Indonesia, peru icermati pada

L. Pal 1 ayat (1) ‘Indonesia adalah negara kesetuan yang
berbentuk Republk’

) PasaMayatU)“Presiduamegangkekuasaanpemerintahan"

3. Pasal 254 * Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah Negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah
yang batas batas dan hak heknya ditetapkan dengan undang

undang’
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4, Dar sudut ultural, desentralisast perln diadakan supaya
perhatian dapat sepenuhinya ditumpahkan kepada kehususan
sesuatu daerah, sepert geografi keadaan penduduk kegiatan
ekonorn, watak kebudayaan atau atar belekang sefarahy;

5. Darisudutkepentingan pembangunankonomi desentralsas

diperlukan Karena pemerintah daerah dapat ebih banyak dan

secara angsung membantu pembangunan tersebut.

Untuk mengenal prototipe desentralisesi- pemerintaban
Indonesia, maka berbagai fektor berpengaruh perlu ditelusuri,
betulkah komponen komponen itu yang membentulcnya, menjadi
bangunan dan fostur prototipenya atau bukan. Hanya saa perlu
diingatkan, pada proses mengenali tu,pertanyan yang peru djawab
pekah kita yang membentul fukta ataukah fakta yang membentuk
esadaran Kita. Kelan kita mau membentuk fekta, maka berbaga
unsur yang cikenali sebagai fator ataw unsur kita susun lalu kita
sandingkan dengan konsep atau implementast desentralisasi yang
ada, yang diterapkan atau yang pernah dierapkan.

Pertanyaan yang mungkin perlu diajukan, apakeh yang ada
sekarang atau yang diterapkan sekarang sudeh sepert itu atau
belum? Lalu kelau belum, yang artinya bukan, lehu seperti apa
mengenalinya? Sampai disini, ita mest hati hati jangan jangan
Kita yang dibentuk fekta, Supaya kit tdak bingung ita pakal dua
duanya: Kita pelgari fakta melalui penerapan undang undangnya ;
selanjutoya Kita pelajeri undang undang wntuk membentuk fakta

Fakctor faktor atau unsur wnsur prototipe Desentralsas
Pemerintahan Indonesia,perlu dicermati pada:

L. Pasal 1 ayat (1) ‘Indonesia adelah negara kesatuan yang
berbentuk Republi”

2. Pasa4ayat(1) Presidenmemegangkekuasaanpemerintahan’

3. Pasal 25 * Negara Kesatuan Republik Indonesia adaleh
sebuah Negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah
yang batas batas dan hak haknya ditetepkan dengan undang

undang’
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4. Sebagai Negara kesatuan, maka tidak ada Negara dlam
wilayzh Negara Indonesia. Bentuk negaranyaadaleh Republik
dipimpin seorang Presiden yang memegang ekuasaan
pemerinfahan.

5. Indonesia adaleh Negara Kepulauan, terdir dari pulau pulau
dimana perairan yang ada diantaranya adalah bagian dar
wilayeh Negara sehingga geografi Indonesia adalah gugusan
pulau pulu dengan penduduk yang ploral, majemuk sebagl
bangsa Indonesia yang mendiani seluruh wilayah Indonesia
dengan semboyan Bhineka Tunggal [ka berdasarkan Dasar
Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesta Tahun 1945 sebagatkonstitustatau hukum desar

6. Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipeao sate
diakui secara Intemmational setelah ditetapkannya Konvensi
BB tentang hulkum fautatau “Unied Nations Convention on
the Law of The Sea (Unclos) dalam Konprensi Ketiga PBB di
Montegobay, Jamaica 10 Desember 1982

7. Pengalaman sejarah, gejoak politk dengan berbagal dimensi
yang meliput penerapan desentralisai pemerintahan sejek
merdeka hingga sekarang,dapat menyadiektor pembentukan
Karaterisik desentralsas Indonesa,

8 Semangat dan tanfangan  penerapan  pemerintahan
daerah sesual konstitusi ~ memberi pengarch keserasian
an hematangan yang membentuk fakta - menjadi faktor
mengenal prototipe desentralisasi pemerintahan Indonesta.

Seluruh ondisi obyektif dan  yang inheren dengan
Qesentralisasi  pemerintahan  Indonesia,  ituleh prototipe
desentralisast pemerintahan Indonesia”

Prototipe i sudah memenuhi pendekatan histori, pilosof,
sosiologi dan sisten sosial, hukum, pertahanan keamann,
pemerintahan, menjangkau semua dimensi wektu, yang lampay,
sekarang dan yang akan dtang. Pendekatan atau terminologi
desentralsas dengan segala rumpunnya: otonomi daerab, daerah

109

DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

4, Sebagai Negara kesatuan, meka tidak ada Negara dalam
wilayeh Negara Indonesia. Benfuk negaranya adalah Republik
dipimpin seorang Presiden yang memegang kekuasaan
pemerintahan.

5. Indonesia adaleh Negara Kepulauan, terdir dari pulau pulau
dimana perairen yang ada diantaranya adaleh bagian dari
wilayah Negara sehingga geografi Indonesia adalah gugusan
pulau pulau dengan penducuk yang plure, majemuk sebag
bangsa Indonesa yang mendiamd s gfyeh Indonesia
dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Desar
Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitus ateu hukum daser,

6. Indonesia sebagai Negara Kepulouan (archipelago sate
diakui secara Intemational seteoh ditetapkannya Konvenst
PB tentang hukum laut atau “United Nations Convention on
the Law of The Sea (Undos) dalem Konprensi Ketiga PBB di
Montegobay, Jamaica 10 Desember 1982

7. Pengaleman sefarah, gejolak politk dengan berbagi dimens
yang meliput penerapan desentralisasi pemerintahan sejak
merdeka hingga sekarang,dapat menjadifaktor pembentukan
araterisik desentralises Indonesi.

§. Semngat dan tantengan  penerapan pemerintahan
aerdh sesuai konsttusi — memberl pengarh Keserasian
dan kematangan yang membentuk fakta  menjadi faktor
mengenall prototipe desentralisast permerintahan Indonesia

Seuruh kondisi obyektif dan  yang inheren dengan
Qesentralisosi ~ pemerintahan  Indonesta,  itulah prototipe
desentralisasi pemerintahan Indonesia”,

Prototipe ni sudah memenuhi pendekaten histori, pilosof
sosiologi dan sistem sostel, hukum, pertabanan Keamanan,
pemerintaban, menjangkau semua dimensi wektu, yang lampay,
sekarang dan yang akan datang, Pendekatan atau terminologi
esentralisas- dengan segala rumpunnya: otonomi daerah, deerah
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otonom, kepala daerah, pemerintah daereh, pemerintahan daerah
dan sebagainya tidek hanya harus cair dan bersesuai dengan
prototipe ini tetapi merujuk dalam pendekatan hukum konsep dan
implementasi

1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konsep dan Fakta

Penyershan Kewenangan kepada pemerintah di tinghat
bawah atau lokal, dart sudut pandang lokal, dari sudut pandang
beberapa kalangan menimbulkan berbagai interpretasi, sehingga
memunculian  keanekarogamen konsep bentuk dan tipe
desentralisest. Berkut dikemukakan beberapa Bentuk, Tipe, Model
dan Reuntungan Desentralisasi:

Sarundajang (1996) terdapat empat bentuk desentralissi,
yaitu:

L. Comprehensive  Local ~ Government ~ System ~ (sistem
pemeriiahan dueralfgg) menjeuruh). Deem bl i
aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserehlan oleh
pemerintah puset. Kesempaten berprakarsa ateu berinisiatf
unfuk melakukan pengawasan tas semua bagian terbuka
bagi aparat daerch maupun bagl aparat pusat. Dengan
emikian, comprehensive local governmen system menurut
Sarundajang, adalah sesuatu hel yang bersifit menyeluruh,
sampai pada satw kesimpulan bahwa desentralissi tpe ind
adelah kepercayaan yang diberdkan kepada Daerah untuk
menganbi kebijakan, indskan dan keputusen untuk hal hl
yang berkenaan dengan pemrintahan daerah, mulai ari hl
yang tidak disebutkan/dirnci, sampai pada hal yang nyata
sehingga. penyelenggaraan pemerintahan di daerah ticak
mengalami Kevakuman, alfa bagl sesuatu hel yang harus
ditangani namun belom terpikirkan sebelumnya,

1. Partnersp System. Beberapa. jenis pelayanan dlaksanekan

langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula
dilakukan oleh aparat duerah. Aparat daerch melakukan
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otonorm, kepala daerah, pemerintah daereh, pemerintahan daerch
dan sebagainya tidak hanya harus cair dan bersestai dengan
prototipeini etapi merujuk dalam pendekatan hukum, konsep dan
implementasi

2. Desentraliasi dan Otonomi Daerah dalam Konsep dan Falda

Penyerahan kewenangan kepada. pemerinteh di tinghat
bawah atau lokal, dari sudut pandang lokel, dari sudut pandang
beberapa Kalangan menimbulkan berbaga inferpretasi, sehingga
memunculkan keanekaragman Konsep bentuk dan tipe
desentralsast. Berikut dkemukakan beberapa Bentuk, Tipe, Model
dan Keuntungan Desentraliasi:

Sarundajang (1996) terdapat empat bentuk desentralissi,

itu:
'

L. Comprelengve  Local ~ Government ~ System  (sistem
pemerintahan daerah yang menyehuru). Delam hal i
aparat aerah melakukan fungsi-fungst yang diserahkan oleh
pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa atau berinisiatif
untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka
bagi aparat daerah maupun bagi aparat pusat. Dengan
demnkian, compreensive local governmen system menurut
Sarundajang, adalah sesuatu hal yang bersiat menyeluruh,
sampai pada satu hesimpulan bahwa desentraliast tipe ind
adalah kepercayaan yang diberdkan kepada Daerah unfuk
mengambil kebijaken, indakan dan keputusan untuk hal al
yang berkenaan dengan pemerintahan daerah, mulai dar hal
yang tidek disebutkan/dirnci, sampai pada hal yang nyata
sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak
mengalami Kevekuman, alfa bagi sesuatu hal yang harus
ditangani namun belum terpikirkan sebelumye,

2. Partnersp System. Beberapa jents pelayanan dilaksanaken
langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lin pula
dilakukan oleh aparat daerah. Aparat daerah melakukan
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beberapa fungst dengan beberapa kebebasan tertentu pula
Beberapa kegiatan hain dilakukan juga oleh aparat daerah
tetapi atas nama aparat pusatatau dbawah bimbingan teknik
aparat pusat

5 Pada era pempelenggaraan pemerintahan versi - good
governance, maka partnership dalam hal in idak saa bersft
hirarkis etapi juga berskala horizontal Kerjasama pemerintah
daerah dengan unsure masyaraket, privat sector/penguseha
o masyrakat dgeZr uas il socify,

4 Dl System. Aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis
secara langsung demikian juga aparat daerah. Apa yang
(ilakukan aparat dagrah tidak boleh ebih dari apa yang telah
digariskan menjadi wrusannya, Delam hal ini kerjasama
intensf antarapugehn daerh,

5. Inegrated Administrative Sytem. Aparat pusat melakukan
pelayenan tekos secara langsung di bawah pengawasan
seorang pejabat, coordinator. Aparat daerah hanya punya
kewenangan keci delam malakukan kegiatan pemerintahan.
Desentralisasimodelni ebih mirip dengan peloksanaan asas
dekonsentrasi

Cheema dan Rondinell, (1983) membedakan empat bentuk

esentralisas, yatu

L. Deconcentration, merupakan pembagian kewenangan dan
tanggung jawab administratif antara departemen pusat
dengan pejabat pusat di lapangan

. Delegation 1o %autonomous, merupakan st
pelimpahan pengambilan suatu keputusan dan kewenangan
mandjerial unfuk melakukan tugas-tugas Khusus kepada
suatu organisasi yang fidek secara langsung berada di
bawah pengavasan pemerintah pusat. Organisasi diberikan
kewenangan semt independent ntuk melaksanakan fungs
an tanggung jawabya, yang Kadang di luar ketentuan
yang diatur pemerintah, karena bersifa lebh Komersial dan
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beberapa fungsi dengan beberapa kebebasan tertentu pula
Beberapa kegiaten lain dilakukan juga oleh aparat deerah
tetapiatas nama aparat puset atan dibawah bimbingan teknik
aparat pusat.

3 Pada era penyelenggaraan pemerintehan vers good
governance, maka partnership delam hal in tidak saa bersift
hirarki etepi juga berskala horizontal Kerjesama pemerintah
daereh dengan unsure masyarekat, pivat sector/pengusaha
atau masyarakat dalam art Luascivlsocety.

4, Dual System,. Aparat pusat melaksanakan pelayanan teks
secara lngsung demikian juga aparat daerah. Apa yang
dilakukan aparat daerah tidak boleh lebih dari apa yang telah
digariskan menjadi wusannya, Delam hal ini kerjasama
intensifantara pusat dan daerah,

5. Integrated Adminitraive System. Aparat pusat melakukan
pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan
seorang pejebat, coordinator. Aparat daerah hanya punya
ewenangan kecil dalam malakukan kegfatan pemerintahan.
Desentralisasimodelnilebih mirip dengan pelaksanaan ases
dekonsentrasi

Cheema dan RondinelL, (1983) membedakan empat bentuk

esentralsas, yaiu:

L. Deoncentration, merupakan pembagian kewenangan dan
tanggung jawab administrai§ antara departemen pusat
engan pejabat pusat i kapangan.

2. Delegation: to~ semi-autonomons,  merupakan ~ suatu
pelimpahan pengambilan suatu keputusan dan kewenangan
mangierial unfuk melakuken tugas-tugas Khusus kepada
suatu organisisi yang fidek gegem langsung berada di
bawah pengawasan pemerintah pusat, Organisasi diberikan
Kewenangan semi independent untuk melaksanakan fungs
dan tanggung javabrya, yang Kadang di luar ketentuan
yang diatur pemerintah, karena bersifa lebih komersial dan
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mengutamakan efisienst daripada prosedur birolatis dan
polits, seperti yang dilekukan oleh badan usaha publk yang
melaksanakan proyek tertentu.

3. Devolution, yaitu pemerinteh pusat membentuk unit-uni
pemerintahan i luar pemerintah pusat dengan menyerzhlan
sehagian fungsi-fungsl fertenty untuk - melaksanakan
secara mandirt delam bentuk: Pertama, Unit pemerintahan
setempat bersifat otonom, mandir, dan secara egas terpisah
drt tinghat-ingkat pemerintahan. Pemerintah pusat tdak
melakukan pengawesan lngsung terhadapnya, Kedus,
unit pemerintaina tersebut diakui mempunya batas-batas
wilayeh yang jelas dan legal, yang mempunyai wewenang
unfuk melakukan tugas-tugas umum- pemerintahan, Ketige,
unit pemerintahan daerah berstatus sebagai badan hukum
dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-
sumber daya unfuk mendukung pelaksanaan tugasnye.
Keempat, unit pemerintah daerah diakui oleh warganya
sebagai suatu lembaga yang akan memberdkan pelayanan
kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka. Qleh
Karena i, pemerintah daerah ini mempunyai pengaruh
G kewibawaan terhadap warganya. Kelim, terdapat
hubunganyang saling menguntungkan melalui koordinas
antara pemerintzh pusat dan pemerintah daerah serta unit
unit organisasi lainnya delam suatu sitem pemerintahan.

4 Transfer of function from government to nongovernmental
organizations atau privatisas, suatu tindakan pemberian
kewenangan darf pemerintah kepada badan-badan sukrela
swasta dan swadaya masyarekat, atau dapat pula merupakan
peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta

Tresna (dalam Manan, 199%) menggolongken desentralses

menjadidua it

| Ambrelike  decontralisae atow  deconsentratie  dan
staatskundige decentralisati (desentralisas ketatanegaraan)
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mengutamakan efisiensi daripada prosedur bivokatis dan
polits, seperti yang dilakukan oleh badan saha publik yang
melaksanakan proyek tertentu

3. Devolution, yaitu pemerintah pusat membentuk unit-unit

pemerintzhan di har pemerintah pusat dengan menyerahkan
schigin  fn@ehest terteny wntuk melaksanzhan
secara mandir delam bentuk: Pertama, Unit pemerintahan
setenupat bersifat otonom, mandir, dan secara tegas terpsah
dari tingkat-ingkt pemerintahan. Pemerintah pusat tidak
melakukan pengawasan Lngsung  terhadapnya. Kedua,
unit pemerintafna tersebut diakui mempunye batas-bates
wilayah yang jelas dan legal, yang mempunyai wevwenang
untuk meiuantoas ggygpmun- pemernaban. Ketis,
unit pemerintahian daerah berstatus sebagai badan hukum
dan berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-
sunber daya untuk mendukung pelaksanaan tugasoye.
Keempat, unit pemerinteh daereh diakui oleh warganya
sebagal suatu lembaga yang akan membertkan pelayanan
kepada masyaraket, memenuhi kebutuhan mereka. Oleh
arena ito, pemerintah daersh ini mempunyai pengaruh
dn kewibawaan terhadap warganya. Kelima, terdapat
hubunganyang saling menguntungkan melahui koordinas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit
unitorganisastlainaya delam suatu sitem pemerintahan.

gbysr o fuction from goermment t nongovernnent

organizatons - atau privatisas, suatu tindakan pemberian
Kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela,
swasta dan swadaya masyarekat, atau dapat pula merupakan
peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta

Tresna (dalam Manan, 1994) menggolongkan desentralsas

menjadi dua yaitu:

L. Awbelike  decentraisaic aton  deconsentratie  dan

staatskundige decentralisti (desentralisos ketatanegaraan)
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yang dbedaken menjadi terriorial decentralisate dan
unctionale decen! .

. Desentraliasi jabatan (dekonsentres) adaleh pemberian
kekuasaan dari ates ke baweh dalam rangka kepegawaian,
guna elancaran pekerjaan semat-mata. Desentralises
ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk
mengatur bagi daewsh di dalam Hinghunganoya guna
mewuudkan asas demokrasi pemerintahan  Negare
Desentralisasi merpunyai dua wajah yaitu. autonomi dan
medehewind atau zelfbest,

Koesoemehatmadia  (1979)  membagi dua  macam

Qesentralisast

1. Dekonsentrasi (deconsentratic) atau ambrelke decentrabisati
adalah pelimpaban kekuasaan dari lat perlengkapan Negara
tingkat lebih atas Kepada bawahannya guan melancarkan
pelaksangan tuges pemerintahan, Di delam desentralises
semacam ini rakyat tidak dikutsertakan.

1. Desentraliasi ketatanegaraan (staaskundige decentralisate
atau desentralisost poliik adalah pelimpahan kekuasaan
perundangen dan pemerintehan (regelende en bestuurende
bevoegheid) kepada  daerab-daerah ofonom i dalam
lingkungannya. Di dalam desentralisast politk ini, rakyat
dengam  mempergungkan  saluran-saluran tertentu
(perwakilan) tkutserta i dalam pemerintahan. Desentralses
ketatanegaraan dipsbsmeniadi dua macam, a) desentralsas
teritorial (teritorial” decentralisaste), yaitu. pelimpahan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah masing- masing (otonom). b) desentralissifungsionsl
(functionale decentralisatie), yaitu pelimpaban Kekuasaan
untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa
kepentingan tertentu. Desentralisastterrtoril dibagi dalam
dua bentak, yaitu otonoms (autonomie) dan medeewind tau
aelfestan,
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yang dibedekan memadi terriorial decentralisati dan
functonale decentralisatie

. Desentraliasi jabatan (dekonsentresi) adalah pemberian

ekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian
quia kelancaran pekerjaan semat-mata, Desentralisas
ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk
mengatur bagi daerah di dalam lingkungannya guna
mewyudkan asas demokrasi pemerinahan  Negara
Desentralisasi mempuny dua wajah yaitu autonomic dan
medebewind atau zefhgstr

Koesoemahatmadia  (1979) membagl dua  macam

desentralisasi

1. Dekonsentrast (deconsentratie) atau ambielke decentrafisati

adlah pelimpahan kekuasaan darialat perlengkapan Negara
tingkat lebih atas Kepada bawahannya guan meancarkan
pelaksanaan tugas pemerintahan. Di dalam desentralses
semacam inirakyt tidak dikutsertakan,

1. Desentralsas ketatanegaraan (taaskundige decentralisate

dtau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan
perundangan dan pemerintahan (regelende en bestuurende
bevoegheid) Kepada daerab-daerdh otonom di - dalam
lingkungannya, Di delam desentralises politk ini, rakyat
dengam  mempergunekan  saluran-saluran  tertentu
(perwakilan) ikutserta i dalam pemerintahan. Desentralisas
etatanegaraan dibagl menjadi dua macam, o) desentralias
territorial (feritorial decentalisaste), yaitu. pelimpahan
ekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah masing-masing (otonom). b desentralisasifungsional
(functionale decentralisatie), yaitu pelimpahan Kekuasaan
unfuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa
kepentingan tertentu. Desentraliast terrtorial dibagi dalam
dua bentuk yeitu otonoms (autonomie) dan medebewind e
2lfbestu.
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Moslimin (1978) membedekan ~desentraliai  menjadi
desentralisast politk, desentralsas ngsional, den desentralisasi
kebudayaan.

Berkatan dengan model desentralsas, Smth (dalam
[Nyoman ~ Sumryadi, 1983) mengemukakan tiga - model
esentralisst adtu

L. Model beral; model desentralisasi yang memperbhatkan
pemerintah daerah yang berorientas pada dua fungsi utama
yaitu pelayanen den partispasi

1. Model pembangunan; model desentralisais yang melahirkan
ofonomi daerah pada negare-negara dunia ketiga dimana
penganth colonial mewamal system  penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepert institusilokal yang diberi nama
pemerintahan kotapraja

3. Model Komunis; model yang menempatkan daerch-daerah
dlam ketergantungan paca pemerintah pusat

Dari berbagai bentul dan tipe desentralsest dapat dibedakan
ata tiga entuk desentralsas, yeitu dekonsentras, devolus dan
esentralises fungsional,

1. Dekonsentrasi, menyangkat pelimpahan atau pemberian
Wwewenang atau penugasan kepada aparat atau pejabat pusat
di tingkat lokal, atau kepada suatu pemerintahan lokal
organisasi non pemerintah (swasta dan voluntir), badan
usaha milk negara/dacrah atau gabungan organisast swasta
unfuk meleksakan suatu kegiatan, proyek atau kepentigan
pemerintaban dengan kewaiban unfuk mempertanggung
jawabkannya kembali pelaksanaan tugas tersebut kepada
pemerintah pusat, baik wewenang itu dalam pengawasan
pusat atau tidak.

) Devolus, berkaitan dengan penyerahan wrusin dan
wewenang untuk dilaksanakan secara mandinl dan bebas
kepada pemerintah lokal atau daereh secara teritorial dan
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Moslimin (1978) membedakan desentralisal  menjadi
desentralisasi politk, desentralsas fungsional, dan desentralisai
kebudayaan.

Berkaitan dengan model desentralisas, Smith (dalam
[Nyoman - Sumaryadi, 1983) mengemukakan tiga  model
esentralsas, yaitu:

1. Model Liberal; model desentralisasi yang memperkhatkan
pemerintah daerah yang berorientesi pada dua fungsi utama
yaitu pelayanan dan partsipasl

2. Model pembangunan; model desentralisls yang melahirken
otonomi daerah pada negare-negara dunia ketiga dimana
pengarch coloniel  mewarai system - penyelenggaraan
pemerintahan daerah seperti istitustlokal yang diber nama
pemerintzhan kotaprja,

3. Model Komunis; model yang menempatkan daerahdaerch
dlam ketergantungan paca pemerintah puset

Dari berbagai bentuk dan tipe desentralisasidapat dibedakan
ita tiga bentuk desentralsas, it dekonsentres, devolus den
desentralsasifungsional

1. Dekonsentrasi, menyangkut pelimpahan atau pemberian
wewenang atau penugasan kepada aparat atau pejabat pusat
di tingkat lokal, atau kepada suatu pemerintahan lokal,
organisasi non pemerintah (swasta dan voluntir), badan
usaha milik negara/dacrah atan gabungan organisesi swasta
untuk melaksakan suatu Kegiatan, proyek atau kepentigan
pemerintahan dengen kewajiban unfuk mempertangung
jawabkannya kembali pelaksanaan tugas tersebut kepada
pemerintah pusat, baik wewenang itu dalam pengawasan
pusat atau tidak

2 Devolusi, berkaitan dengan penyerchan wrusan dan
wewenang untuk dlaksanakan secara mandinl dan bebas
kepada pemerinteh lokal atau daerah secara teritorial dan
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fungsionsl pemerintahan, dengan pengawasan idak langsung
dar pemerintah pusat,

3. Desentralissi- fungsional menyangkut: Adanya proses
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan okl
batk secara teritorial maupun secara fungsional; Adanya
transferkewenangan atau fungs! i pemerintah tinglat atas/
pusat kepada pemerintah tingkat bawa/lokal yang berkaitan
dengan pengelolaan Kegltan, kepentingan atau urusan
pemerintahan yang menyangkut kehidupan pemerintah dan
masyarakat, Trangfer tersebut berorientasi dan bertujuan
pada upaya menciptakan suatu sistem - penyelenggaraan
pemerintahan yang kuat, efetif dan efisen srta peningkatan
kehidupan masyarakat daerah (1. Nyoman Sumaryad, 1983).

Beberapasegi tinjauan desentralisasi menurut M. Solly Lubis
SH (1983): Segi Politis dan Tekns; Segi Adminisrasi, Segi Kuubural
;dan Segi Pembangunan Ekonor, Beberapa segi it kitalaborasi
atau wraikan sebagai belkut:

Ad.1, Segi Polis dan Tl

Semenak abad ke-19 muncul dua alternatif delam hel
organisasi kekuasaan menurut Solly Lubis, yekni apakah kekuasaan
it diturnpukkan (concentrated) atau isebar (dipersed). Kalau
alternatve 1ni kita bawakan kedalam tata pemerintehan, maka
ia menjelma menjadi alternatif antara pemusatan kekuasaan
(centralization) atau otonomi daerah (local ofonomy). Selanjutnya
jlka plihan jatuh pada otonomi daerah maka Konsekuensinya
ah bahwa pemerintah pusat (central government) harus
menyelenggarakan desentraliasi

Apabila piibanoya jatwh pada otonomi - daerdh,
Konsekuensinyadesentralisasiitu, namunmenurutnyaharus dimuli
dengan pertimbangan apa maksud dan sejauh mana manfaatny.

Dilhat dari segi poltis, desentralisasi ~ bertujuan
menghindarkan penumpukan atau Konsentrasi kekuasaan disatu
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fungsional pemerintahan, dengan pengawasan idek langsung
dari pemerinteh

3, Desentralisasi fungsional menyangkut: Adanya proses
hubungan pemerintehan pusat dengan pemerintahan lokal
batk secara teriorial maupun secara fungsiondl; Adanya
transferkewenangan atau fungsi dari pemerintah tinght atas/
pusat kepada pemerintah tingkat bawalylokal yang berkeiten
dengan pengelokaan kegiatan, kepentingan atau urusan
pemerintahan yeng menyangkat kehidupan pemerinteh dan
masparakat, Trandfer tersebut berorientasl dan bertujuan
pada upaya menciptakan suatu sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang kuat, efektif dan efiien serta peninghatan
Kehidupan masyarakat daerah (1. Nyoman Sumaryadi, 1983).

Beberapa segitinjauan desentralisasi menurut . Solly Lubis,
SH (1983): Segi Polits dan Teknis; Segi Administrasi, Segt Kulural
;dan Segt Pembangunan Ekonon Beberapa segitu kita eaborasi
atau uraikan sebagai belkut.

Ad. 1. Segi Politis dan Tekis;

Semenjak abad ke-19 muncul dua alternatif dalam hal
organisastkekuasaan menurut Solly Lubis, yekni apakeh kekuasaan
itu ditumpukban (concentrated) atan disebar (ispersed). Kalau
alternatve ini kita bawakan kedalam tata pemerintehan, maka
o menjelma menjadi alternatf antara. pemusatan kekuasaan
(cenralization) atan otonomi deerah (lcal otonomy). Selanjutnya
jlka plihan jatuh pada otonomi daerah maka konsekuensinya
flsh bahwa pemerintah puset (contral government) harus
menyelengoarakan desentralisas

Apabila  plibannya jatuh pada otonomi  daerah,
Konsekuensinyadesentralisastit, namunmenurutnyaharus il
engan pertimbangan apa maksud dan sejauh mana manfaatnya

Dilbat dari segi politis, desentralisasi ~ bertujuan
menghinderkan penumpukan atau konsentrast kekuasaan disatu
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pihiek saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani atau ditatur,
Bahlkan menurut sejarah, Hiler dengan sengaja mengadakan st
desentralisest untuk mempertahankan dichtatorshipnya di Jerman
Demikian halnya penerapan desentralisas sebagai usaha
pendemokrasian (democtratiseering) buat menglkutsertekan rakyat
lam pemerintahan dan sebagai training untuk mempergimakan
hakchek demokrasi. Tkt sertanya rakyat dengan aktif dalam
pemerintahan daerah, dapat mendapat pengaruh balk terhadap
kesulitan dalam pemerintahan.
Darisegiteknis,urgensidaridesentralisasitu dihatdariteknis
organisatoris pemerintahan, Dalam hal ini, yang dibarapkan falah
efisiens pemerintahan. Hal-hal yang dirasa doehmating buat diurus
oleh pemerintahan setempat (local) diserahkan pengurusannya
pada pemerintah tersebut, sedangkan hal-hl (matters) yang dirasa
perlu dan lebih tepat buat diurus oleh pemerinteh pusat (central)
tetap itangan pemerintah pusat. Jadi itu menurut segi tinjauan
isn, desentralisst it adalam soal ek semata-mata yaitu teknik
pemerintahan yang dituukan untuk mencapai hasi (effect) yang
sebatk-batkoya (M.Solly Lubis, SH, 1983)
Beberapaargumentesiyang iajukan dalamrangka kelancaran

dan efisiensi ini antara lain:

. Bahwa rakyat di daerah adalah berkewajiban memajukan
Qaerahnya

b. Bakwa rakyat daereh itu Jbih erat hubungannya dan lebih
kenal dengan kepentingan-kepentingannya.

C. Penyelesaian sesuatu maslah dapat dilakukan secara lebih
setas dengan sifat dan Kondis daerah yang bersanghutan,

d. Pengurusan setempat mengenai beberapa el, dapat lebih
jauh dar tempat yang bersangautan

Ad. 2. Segi Administratif

Dari segi administrasi aspek utamanya adalah Keteraturan,
selanjutnya adalah kepemimpinan (management), lau delegasiatau
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pibek saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani atau diktatur,
Bahkan menurut sefarah, Hitler dengan sengaja mengadakan sistim
desentralsast untuk mempertahankan dichtatorshipnya diJerman.

Demikian halnya penerapan desentralisst sebagai usaha
pendemokrasian (democtratisering) buatmengikutsertakan rakyat
dilam pemerintahan dan sebagai training untuk mempergunakan
hak-hak demokrasi, Tkut sertanya rakyat dengan aktif dalam
pemerintahan daerah, dapat mendapat pengaruh balk terhadap
esultan dalam pemerintahan,

Darisegitekns, urgensidart desentralsasitu ihat daritekns
organisatoris pemerintahan, Dalam hal i, yang dtharapkan faeh
efsiensi pernerintahan, Hal-hal yang dirasa doehmating buat durus
oleh pemerintahan setempat (local) diserahkan pengurusannya
pada pemerintah tersebut, sedangkan hal-hal (matters) yang diresa
peru dan lebih tepat buat diurus oleh pemerinteh pusat (centra)
tetap ditangan pemerintah pusat. Jdi itu menurut segt tinjauan
s, desentralist it adalam soal teknis semata-mata yaitutektk
pemerintahan yang dituukan untuk mencapai hasi (effct) yang
sebatk-batkaya (M.Solly Lubis, SH, 1983)

Beberapaargumentasi yang digukan dalamrangka kelancaran

dan efisienst ini antara Lain:

. Bahwa rakyat di daerah adalah berkewajlban memajukan
daerdhnya.

b. Bahnva rekyat deerah ifu lebi erat hubungannya dan lebih
kenal dengan kepentingan-kepentinganny.

C. Penyelesaian sesuatu masaleh dapat dilakukan secara lebih
seras dengan sfat dan Kondis daeteh yang bersangkutan,

d. Pengurusan setempat mengenal beberapa bal, dapat lebih
jauh dar tempat yang bersangkutan/

Ad. 2. Segi Administratif

Dari segi administrasi aspek utamanya adalah Keteraturan,
selanjutnya adalah kepemimpinan (management),lah delegasi e
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pelinmpahan wevwenang, pernberian fugas, kekuasaan, dan tuntutan
pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas-uges tersebu,
Akhimya patut dipahami, desentralsesi merupakan Keharusan
yang terdepat pada semua organisast. Apakah it organisast yang
berorientas profit, sosil ateu organisasi publik, secara khusus
dalam halini pemerintahan.

Ad.3, Segi Kultural

Seqi cultural dalam hal ini adalah aspek {im geografs
furunan penduduk, - akiftas ekonomis, watak kebudayaan,
background sejarch dan sebagainye. (Pada bagian lain, aspek ini
dapat ijumpat pada penguraan Desentralsosi Kulural ).

Ad. 45egi Pembangunan Ekonomi

Dengan dislenggarakannya desentralisesl, maka ter-
ciptalah daersh-daerah otonom yang mempunyai wewenang
menyelenggarakan Kepentingan sekelompok penduduk yang
mendiamisuatu wilyah, dalam hal niaspek kesejahteraan dibidang
ekonomi. Selah satu ist Pembangunan Politk adaloh implkasinya
terhadap sektor pembangunan linnya, sementara desentralisas
pemerintehan salah satu aspek dinamis dalam Permbangunan Polik
diIndonesi,

Dalam hal keuntungen atan efektifitas sehingga sistem
desentralisast menjadi pilihan,

Kahoge97) mengemukakan beberapa pertimbangan untuk
mengurangibettumpuknya pekerjaan i pusat pemerintahan,

1. Delam menghadapi maselah yang amat mendesak yang
membutuhkan tindeken yang cepat, daerch fidak perhu
menunggu instruksi agt dari pemerintah pusat

1. Dapat mengurangi birokrast dalam art yang buruk Karena
setip keputusan dapat segera dilaksanakan.

3. Dalam sistem desentrelsasl dapat diadekan pembedaan
(dferensiasi) dan pengkhususan (spesialiasi) yang berguna
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pelimpahan wewenang, pemberian tugas, kekuasaan, dan tuntutan
pettanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas-fugas tersebut
Akhimya patut dipahami, desentralisesi merupakan keharusan
yang terdapat pada semua organisasi. Apakah it organisasi yeng
berorientast profit, sosial atau organisasi publik, secara Khusts
delam hal ind pemerintahan

Ad.3,Segi Kultural

Segi cultural delam hal ini adalah aspek i geografs
furunan - penduduk, eldiftas ekonomis, wetak kebudayaan,
background sejarah dan sebagainya. (Pada bagian lain, aspek: ini
dapat dijurmpai pada penguraian Desentralisasi Kultural .

Ad 4 Segi Pembangunan Ekonomi

Dengan diselenggarakannya desentralisesi, maka ter-
ciptah dagrah-daerah ofonom yang mempunyai wewenang
menyelenggarakan Kepentingan sekelompok penduduk yang
mendiamisuatuwilayah, delam halniaspek kesefahteraan dibidang
ekonor. Selah satu is Pembangunan Polik adalah implkasinya
terhadap sektor pembangunan lainnya, sementara desentralisas
pemerintahan slah satu aspek dinarmis dlem Pernbangunan Politk
diIndonesia.

Dlam el keuntungan atan efektiftas sehingga. sitern
esentralsasi menjadi pihan,

Kaho (1997) mengenmukakan beberapa pertimbangan untuk
mengurangiberfumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan,

L. Delam menghadapi maselah yang amat mendesak yang
membutthkan tindsken yang cepat, daerah tidek perlu
menunggu instruksilagi dari pemerinteh pust,

2. Dapat mengurangi birokrast dalam art yeng buruk karena
setap Keputusan dapat segera dlaksanakan.

3. Dalam sistem desentralisesi dapat diadakan pembedaan
(diferensasi) dan pengkhususan (sesialasi) yang berguna
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bagikepentingan tetentu, Khususnya desentralissiteritorial,
dapat lebih mudah menyestaikan diri kepada kebutuhan/
keperluan dan keadaan Khusus daerah,

4 Dengan adunya desentralisest teritorial, daerah otonom
dapat merupakan semacam laboratorium dalam hel-hal yang
berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfast
bagi seluruh negara, Habhal yang ternyata bk, dapat
diterapkan diseluru ilayeh Negara, sedangkan yang kurang
batk, dapat dibatasi pada suatu daeah tertentu sja dan oleh
karena iu dapat lebih mudah wntuk ditiadakan.

5. Mengurangi  kemungkinan Kesewenang-wenangan dar
pemerintah pust

6. Dari segi pstkologis, desentralisast dapat Jebih memberkan
kepuasan bagi daerah-daerch karena siatnya yang Lebih

langsung,

Chemma dan Rondinelli (1983) menjebarkan beberapa
euntungan dan kebatken desentralises, yaitu

L. Kebiakan desentraliesi akan mempermudeh artkulasi
G- implementasi kebijakan pembangunan atas dasar
pemetatean dengan meningkatnya Kemampuan administraif
unit-unit Kerja daereh, Kebijaksanaan desentralisasi juga
dapat meningkatkan Kemampuan pejebat dan pimpinan
politk dalam rangka mengidentifikasikan masalah-masalah
pembangunan  setempat dengan penentuan  priorias
pembangunan yang tepat.

2. Desentralisasi depat mengurangi dan menyederhanakan
prosedur birokrast yang rumit dan berllu-iku

3. Desentralisasi dapat pula meningkatkan persatuan nesional
G memperteguh legitimesi ~ pemerintahan, Karena
Qesentralissi memberl Kesempatan kepada masyarakat
unfuk mengenal masdleh yang dhadapi den menyalurkan
permasalahan itu kepada lembaga-lembaga pemerintahan
yang televan,
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bagikepentingan tertentu, Khususnya desentralisasiterioria,
dapat lebih mudah menyesuatkan dirt kepada kebutuhan/
keperhuan dan keadaan Khusus duerah,

4, Dengan adanya desentralissi teitoril, daerah otonom
dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-halyang
berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bemmantaat
bagi seluruh negara. Halhal yang temyata balk, dapat
diterapkan diseluruh wilayeh Negara, sedangkan yang kurang
batk, dapt dibatasi pada suatu daerah tertentu s dan oleh
arenaitu dapatlbih mudah untuk ifiadakn

5. Mengurangi kenungkinan Kesewenang-wenangan  dari
pemerinteh puset,

6. Dari segi psikologts, desentralisasi dapat ebih memberikan
kepuasan bagi daereh-daerah karena siftoya yang lebih

lingsung,

Chemma dan Rondinelli (1983) menjebarkan beberapa
keuntungan dan kebatkan desentralisasi, yait:

1. Kebijakan desentralisasi akan mempemnudah artkulasi
Qo implementasi kebijakan pembangunan ates dasar
pemerataan dengan meningkatnya kemampuan adminisratt
unit-unit kerja aerah, Kebijaksanaan desentralisasi juga
dapat meningkatken kemampuan pejabat dan pimpinan
poltk dalam rangka mengidentifkasikan masalah-masalah
pembangunan  etempat dengan penentuan  prioritas
pembangunan yang epet,

). Desentralisasi- apat mengurang! dan menyederhanakan
prosedur birokeast yang rumit dan berlku-

3. Desentraliasi dapat pula meningktkan persatuan nasional
dn memperteguh legitimasi ~ pemerintahan, Karena
desentralisest memberi Kesempatan epada  magyarakat
untuk mengenal meselah yang dihadapi dan menyalurkan
permasalahan itu kepada lembaga-lembaga pemerintahan
yang televan,
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. Koordinasi yang lebih efektf dapat pula dicapa lewat
pencrapan kebiakan desentralisasi. Bermacam-macam
egiatan yang cilaksanakan oleh aneka ragam organisas
pemerintahan, dapat lebih mudah diharmonisken dan
dipaduken.

. Desentralisasi dapat pula dianggap sebagai suatu mekanisme
untuk meningkatkan efisensi- pemerintah pusat, karena
tugas-fugas rutin akan lebih efektifjka ciselenggarakan oleh
pejabit-pejabat daerah.

 Dattsipasi masparakat  dalam  pembangunan  dapat
pla difingkatkan dengan  menempuh  kebijaksanaan
desentralisas. Perluasan partispasi masyarakat dilakukan
melalui mekanisme dan saluran tertentu, agar anggota
masgrekat dapt pyalukan pancangn dan kebtuban-
kebutuhannya melahul pengambilan keputusan diberbagi
tingkat pemerintahan, Rasa tanggung jawab pejabat-pejabat
daerah akan meningkat melalui mekanisme desentralisasiini
. Desentraliusi  mengandung  Kemungkinan  untok
meningkatkan dan memperluas faslitas dan pelayanan oleh
pemerintah dengan mengurangi kontrol oleh kelompok elit
lokal terhadap keglatan pembangunan. Masyarakat yang
berkepentingan terhadap faslitas dan pelayanan dapat
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-
program pembangunan,

. Dengan desentralisas}, pemberian pelayanan oleh pemerintah
kepada masyarakat yang menyangkut kebutuhan desar akan
lebih efisin, karena biaya pelayanan tersebut dapat ditekan
setendah mungkin. Masyarakat secara langsung dapat
member! tanggapan tanggapan tethadap terhadap program-
program kesejahteraan yang dieksanakan pemerintah.

. Desentraliasi dapat mempertinggi leksbiits instans
pusat, saf lapangan serta peminpin lokal dalam rangka
penanganan masalah-masaleh seferpat yang bersifat Khusus.
Program-program fertenfu dapat diu coba terebih dahul,
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. Koordinasi yang Lebih efektf dapat pula dicapai lewat

penerapan Kebijakan desentralisasi, Bermacam-macam
kegiatan yang dilaksanakan oleh aneka ragam organisas
pemerintehan, dapat lebih mudah ciharmoniskan dan

dipadukan.

. Desentralisast dapat pula dianggap sebaga suatu mekanisme

untuk meningkatkan eficensi pemerinteh pusat, karena
fugas-tugas rutn akan lebih efekti ik diselenggarakan oleh
pejabat-pejabat daerah.

. Dattsipast - masyarekat  dalam  pembangunan  depat

pa difingkatkan dengan  menempuh  kebijaksanaan
desentralisesl. Perluasan partisipasi masparalat dilakukan
melaui mekanisme dan saluran tertentu, agar anggota
masyaakat dapat menyalurkan pandangan dan kebutuhan-
kebutuhannya melalui pengamblan keputusan diberbaga
fingkat pemerintahan. Rasa tanggung jawab pejabat-pejabet
daerah aken meninghat melalui mekanisme desentralisasiini

. Desentraliosi  mengandung  Kemungkinan  untuk

meningkatkan dan menperluas fasiltas dan pelayanan oleh
pemerintah dengan mengurangi Kontrol oleh kelompok: el
Iokal terhadap kegiaten pembangunan, Masyarakat yang
berkepentingan terhadap faslitas dan pelayanan dapat
melakukan pemantauan dan evaluast terhadap program-
program pembangunan,

. Dengan desentralisasi, pemberian pelayanan oleh pemerintah

epada masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar akan
Iebih efisien, Karena biaya pelayanan tersebut dapat ditekan
serendah mungkin. Masyarakat secara langsung dapat
memberitanggapan tanggapan terhadap tethadap program-
program esejahteraan yang dilaksanaken pemerintah

. Desentraisas. dapat mempertinggi feksbiltas instans

pusat, staf lapangan setta pemimpin lokel delam rangka
penanganan maselah-masalah setempat yang bersifa Khusus
Program-program tertentu dapat diji coba terlebih dahulu,
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tanpa harus mempertimbangkan kepentingan seluruh bagian
negara, mentlal inovasi administraif secara lokal serta

meningkatkan prakarsa pejabat dan pimpinan politk okl

Osborne dan Gaebler (1995) mengemukakan bahwa terdapat
enpat keuntungan yang diperoleh dari desentralses, yeko:

1. Desentralisasijauhlebih lksibel daripadayang ersentralisas,
oleh karena desentralises akan member respons yang cepat
terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan perubahan
kebutuhan masyaraket;

2. Desentralisas jauh lebih efektif daripada sistem sentralisas
Karena memberikan partisipastdarf stef atau masyarekat

3. Desentralisai jouh lebdh innovatif daripada. sentralisas
Karena memberikan peluang dan tumbuhoya ide-ide der
bawah dari pelaksanaan yang berhubungen langsung dengan
onsumen atau masyarakat,

{ Desentraisasi - menumbublan ~ semangat dan ~ more),
omitmen serta produktivitas yang tingg

Tiokeoamidioo (dalem | Nyoman Sumaryadi, 1983)
mengemukakan ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan dalam

menetapkan sentralsasiatau esentralisasi

- Pertama, flsafat politk bangsa tercermin pada tata cara
penyelengearaan  pemerintahannya.  Negara  sosial
tradisional menggunekan sentralisasi- sekelipun sistem
kenegaraannya federal;

- Kedua, stroktur Konstitusional dan sstem pemerintahan
negara, Negara kesatuan lebih cenderung sentraliss tetapi
pada Kenyetaan empiris uga memberdkan otonomi dan
esentralsasi, Negara federal jugn ditemukan kebijakan,
rencana dan program pemerintahan yang bersifatsentralists

- Ketign, perkembanganbangss. Awalkemerdekaan, pembinaan
kesatuan penting yang tetcermin dalam kebiakan Negara
yang sentralists. Kettka masyarekat dan pemerintahan sudah
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tanpa harus mempertimbangkan kepentingan seluruh bagian
negara, menila inovasi administratif secara lokal serta

meningkatkan prakarsa pejabat dan pimpinan politk ok

Osborne dan Gaebler (1995) mengemukekan bahva tedapat
empat keuntungan yang diperoleh dari desentralisad, yakoi:

1. Desentralissiauhlebih fleksibel daripadayang tersentralses
oleh karena desentralisasi akan memmber respons yang cepat
terhadap perubahan-perubehan lingkungan dan perubahan
kebutuhan masyaraket;

2. Desentraliasijauh lebih efektif aripada sistem sentralisasi,
Karena memberikan partisipasidartsafatau masyarakat

3. Desentralsas jaub lebih innovatf daripada sentraliasi,
arena memberdkan peluang dan tumbuhnya ide-ide dar
bawzh dari pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan
Konsumen atau masyarakat;

4 Desentraisasi menumbubkan ~ semangat dan moral,
Komitmen serta produktivitas yang tinggi

Tiokroamidigjo (dalam 1 Nyomen Sumaryadi, 1983)
mengemukekan ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan delam

menerapkan sentralsest atau desentralissi

= Pertama, flsafat politk bangsa tercermin pada tata cara
penyelenggaraan  pemerintahannya.  Negara  sosial
tradisional menggunaken sentralisst sekalipun sistem
kenegaraannya federal;

- Kedua, struktur konsttusional dan sitem pemerintahan
negara, Negara kesatuan lebih cenderung sentralists tetapi
pada kenyataan empiris juga memberkan ofonomi dan
esentralisest, Negara federal juga ditemukan kebijakan,
tencana dan program pemerintahan yang bersifat sentralists

- Ketiga, perkembangan bangsa Awalkemerdekean pembinaan
Kesatuan penting yang tercermin dalam Kebiakan Negara
yang sentrelisis. Ketka masyarakat dan pemerintahan sudsh
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matang yang didukungfaktor geografisdan kultur masyerakat
dapat menimbulkan kebutuhan desentralisast dan otonomi
Khusus atau huas. Namun yang terpenting diberikannya
ofonomi daerah agar kebijakan pemerintahannya Lebih
sesuai dengan kondisi masyarekat dan wilayah setempat
Seain desentralisasl, sentralisasi, medebewind, adalah
dekonsentrasi. Dekonsentrest pada awalnya dikenal dengan
desentrelisaijabatan (amblefke desentralsaie),

Sekedar untuk  perbandingan  dikermukakan  beberapa
perumusan sepertt yang dirangkum M Solly Lubis,(1983):

AMDonner: Dekonsentrasi adalah pengarahan pada
pengumpulan semua Kekuasaan memutuskan pada satu atau
sejumlah jabatan yang sedikitikitnya. Sebaliknya desentralisai
menurjuk pada gejela bahvia kekuasaan itu malin dibegi-bagtkan
kepada beberapa jabatan-jabatan. Dekonsentrasi dan desentralises
iu dapat dibedakan antara yang vertikal dan horizontal,

Amrah Mudim, SH: Dekonsentresi ilah penyerahan
sebagian dart kekuasean Pemeritah Pusat pada alat-alat Pemeritah
Pusat yang ada i Daerch.

SLs. Donoeredio S.H: Dekonsentrasi secara tidak teknis
adalah tindakan mengambil atau melepaskan darf suatu pusat yang
sama. Secara teknis berart pelimpahan wewenang dari organ-
organ lebih tinggl kepada organ-organ bawahan sefempat dan
administrati,

OlehEitu,urusanpemerintahandapatdiserahkankepada
daerah memurutasas esentralsest. Sementaraitu penyelenggaraan
berbagaturusan Pemeriniah di deereh dilaksanakan oleh peranglat
Pemerinteh di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, Urusan-
urusan yang dlimpahkan oleh Pemerintah ini tetap menjadi
tanggungjawabPemeritah baik mengeniperencanaan, peliksanaan
maupun pembiayaannya, Unsur pelaksanzannya terutama ngtansi-
instansi vertikal, terkoordinasi dengan Pemerintah Daerab, tetapi
kebijaksanaan tethadap pelaksanaan urusen dekonsentrasitersebut
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matang yang didukung faktor geografisdan latur masyarkat
dapat menimbulkan kebutuhan desentralisest dan otonomi
Khusus atau luzs. Namun yang terpenting diberikannya
ofonom daerah agar Kebijakan pemerintahannya lebih
sestal dengan kondisi masyarakat dan wilayah setempat
Sln desentralissi, sentralies), medebewind, adalah
dekonsentrast, Dekonsentrasi pada awalnya dikenal dengan
desentralisaijabatan (ambelefke desentralsti),

Sekedar untuk  perbandingan  dikemukekan  beberapa
perumusan seperttyang dirangkum M.Solly Lubis,(1983):

AMDonner: Dekonsentrasi adalah pengarahan - pada
pengumpulan semua Kekuasean memutuskan pada satu e
sejumlah jabatan yang sedikit-dikinye. Seballaya desentralisas
memunjuk pada gejala bahva keluasaan itu makin dibagi-bagikan
kepada beberapa jebatan-jabatan. Dekonsentrasi den desentralisas
it dapat ibedakan antara yang vertikal dan horizontal,

Amrah Moslim, SH: Dekonsentrasi falsh penyerahan

sebagian dari kekuasaan Pemeritah Pusat pada alat-alot Pemeriteh
Pusat yang ada di Daerah,

SLs. Donoeredio SH: Dekonsentrasi secara tidak: s
adalah tindakan mengarbil atau melepaskan darf suatu pusat yang
sama. Secara teknis berarti pelimpahan wewenang dari organ-
organ Lebih tinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan
administratf,

Olehkarenaitu, urusanpemerintahandapatdiserahkankepada
aerah menurutagas desentralisasi Sementara it penyelengoaraan
berbagai urusan Pemerinteh di daerah dilaksanakan oleh perangkat
Pemerintah di daerah berdasarken asas dekonsentrasl, Urusan-
urusan jang dilimpehlan olefgeemerintah ini tetap menjadi
tanggungiawabPemeritah,baik mengenaiperencanaan,pelaksanaan
maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaanmpeerutama lnstans-
instansi vertikal, terkoordinasi dengan Pemertntah Daerab, tetapi
Kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut
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sepenuhnya ditentukanoleh Pemeritah, Halnijlas berbeda dengan
aas desentralises

Menurut sendi sends dekonsentrasi seuruh wilayah Negara
dibagi dalam Daerah-Daerah administratf atau Daerah jabatan
pang masing-masing dikeplgeh wld Pemeriah Puse

Delam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelum amandamen), Pasal 18 : .. dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang,
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam
dacrah dacrah yang bersifat istimena.

Kennudian pada penjelasan pasal 18 tersebut, omavi prtams,

alenia tga sebagai berikut :
10

L. Di daerah daerah yang bersfat ofonom (streck dan
locale rechtigemeenschappen) atau bersifat daerah adwinistratif
belaka, semuuanya menurut aturan yang akan ditetaphan dengan
undang undang’.

Nampak diatur adanya daerah bersifat otonom dan
daerah bersifat adiminigtratif, Penjelasan 1ni menunjukkan asas
dekonsentrasi dalam pemerintahan, daerch administresi belaka,
hanya administras

Pada beberapa lteraur ditemukan, desentralisas yang
bersifat administras adelah deonsentras,

Kemudian setelah amandemen, dekonsentrasitidak tersurat
Mengenai azes pemerintahan terdapat pada Pasal 18 Ayt (2)
“Pemerintal daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendir urusan pemerintahan memurut
asas ofomomi dan fugas pembantuan”,

Dekonsentrasitersirat paca pasal 18 ayat (5) Pemerintahan
dacrah menjalankan otonomi seluas luasny, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat”, Urusan Pemerinteh Pusat yang
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sepenufinya ditentukan oleh Pemeritah, Hal i elasberbeda dengan
anas desentralses

Menurut sendi sends dekonsentrest seuruh wlayeh Negara
dibagi dalam Daerah-Daerah administratf atan Daerah jabatan
yang masing-masing dikepalat oleh wakl Pemeritah Pusat,

Dilam UndangUndunggfr Negaa Republ ndonesia
Tahun 1945 (sebelum amandamen), Pasal 18 : . dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalom
dagrah dacrah yang bersfatisimewa.

Kemudian pada penjelasan pasal 18 tetsebut, omav pertauna,

alenia tiga sebagat berlu :

L. Di daerah daerah yang bersifat ofonom (streek dan
locale rechtsgemeenschappen) atau bersifut daerah adwinistratif
belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan
undang undang’.

Nampek distur adanya daereh bersifat otonom dan
aerah bersifa administrtif, Penjelasan ini menunjukkan asas
ekonsentrasi delam pemerintahan, daereh adminisrasi belaka,
hanya administras.

Pada beberapa lteratwr ditemukan, desentralissi yang
bersifat administrasiadalah dekonsentrast

Kemudian setelghmmandemen, dekonsentrasttik tersurat
Mengena azes pemerintaban terdapat pada Pasal 18 Ayat (2)
Pemerintaly doeral provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan fugas pembantua’,

Dekonsentrasitesirat pada pasal 18 ayat (5) Pemerintahan
daerah menjalankan ofonomi seluas Tuasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang wndang ditentukan sebagai
urusan Demerintah Pusat”,  Urusan Pemerinteh Pusat yang
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(ilaksanakan di dacrah oleh pejabat vertical, atau aparat pusat i

daerah adalah berkenaan dengan dekonsentras

3, Desentralisasi Khas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Logeman({dalam M Solly Lubis,SH, 1983), mengatekan bahwa
kekuasaan bertindak merdeka (vrife beweging) yang dibertkan
kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerinteh sendie
aetahnya i, adalah kekuasaan yang berdasarkan inisatfsendiri,
dan pemerintahan berdasarkaninisiatf tulah yang disebut otonomi
yang oleh Van Vollenhoven dinamakan ‘sigenmeesterschap’
Jobatan-jabaten penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
adilah merupakan bagian daripada onganisast jabatan Negara
alam Negara Kesatuan dengan asas desentralses Jabatan-fabatan
penyelengoaraan Pemerintohan  Daerah itu merupakan satu
Kesatuan organisasi jabatan-jabatan tersenditi yang terlepas i
kesatuan organisasijabatan Negara yang linghungan wewenangnya
meliput seluruh wilayah Negara (M Solly Lubis, SH,1983).
Pendfsiran pemerintah pusat dan pemerinteh  daerah
dalam perspelctf jabatan, maka di daerah terdapat jabaten Negara
dan jabatan Daerah, jabatan Negara di daerah berdasarkan azas
dekonsentrasi dan jabatan Daerah berdasarkan azas desentrlissi
Jabatan jabaten ini dibedakan antara lain dari segi keangan,
Namun memurat Solly Lubis, Jabatan-jabatan peryelenggaraan
pemerintaban daerah adalah merwpakan bagian duripada
organisast jabatan Negara. Hal in terjodi delam Negara Kesatuan
yang menggunakan desentralsasi sebagal asas pemerintahan
elampenyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hubungan ini, salih satu magalah yang sering
dijumped adalah masalah keuangan. Maselah kevangan Pusat dan
Daerah adalah masaleh Kesik. Suatu soal yang sering menjadi
perdebatan delam hubungan pusat dan daerah selama in, bahkan
sejak penerapan kebijakan otonom daerah, seiak kemerdekaan,
bahkan bagi semua undang undang pemerintahan deerah yang
pernah berlaku. Hubungan ini senantiasa aktual
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dlaksanakan di daeah oleh pejabat ventical, atau aparat pusat i

daerah adelah berkenaan dengan dekonsentras

3. Desentralisasi Khas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Logeman dalam M SollyLubis,SH, 1983), mengatekan bahwa
kekuasaan bertindak merdeka (wije beweging) yang diberikan
kepada. satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendir
daerahnya it, adalah kekuasaan yang berdasarkan inisitf sendii,
dan pemerintahan berdasarkan inistatf tulah yang disebut otonormi
yang oleh Van Vollehoven dinamakan ‘eigenmeesterschap’
Jabatanjabatan  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
adalsh merwpakan bagien daripada organisast jebatan Negara
dlam Negara Kesatuan dengan asas desentralisas. Jabatan-fabatan
penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah it merupakan satu
Kesatuan organisasi jabatan-jabatan tersendiri yang terlepas dar
Kesatuan organisas abatan Negara yang lingkungan wewenangrya
meliput seluruh wilayzh Negara (M Solly Lubis, SH,1983).
Penafsivan pemerintah pusat dan pemerinteh deerah
dalam perspekcif jabatan, maka di doerah terdapat jabaten Negara
dan jabatan Daerah, jabatan Negara di deerah berdasarkan azas
dekonsentrasi dan jabatan Daerah berdasarkan azas desentralissi
Jabatan jabatan ini dibedakan antara lain dari segi keangan,
Namun menurut Solly Lubis, Jabatan-jabatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah adaleh merupakan bagian  daripada
organisastjabaten Negara. Hel ini terjadi delam Negara Kesatuan
yang menggunakan desentralsas sebagal asas pemerintahan
elampenyelenggaraan pemerintahan deerah.

Dalam hubungan ini, salah satu masalah yang sering
dijumpal adalah masaloh kewangan. Mesalah kevangan Pusat dan
Daerah adalah masaleh Klasik. Suatu soal yang sering menjadi
perdebatan dalam hubungan pusat dan daereh selama in, bahkan
sejak penerapan kebijakan otonomi daerah, seiak kemerdekaan,
bahlkan bagl semua undang undang pemerintehan daerah yang
petnah berlaku. Hubungan ind senantiasa aktuel.
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Namun ada satu hubungan yang barangkali dianggap sudah
final melau asas asas pemerintahan, namun sesungguhnya belum,
yaknihubungen poliik. Hubunganin terabaikan, Hubungan politk
mungkin dianggap selesai melalui perwaldlan rekyat daerah yang
tepilh duduk di tingkat pusat, apakeh DPR atau DPD yang anggota
anggotanya dipikih melahu Pemilu sikhus lima tahuunan di seluruh
wilayah Negaradandi huar wilayeh Negara dimana bermukim warga
Negara, Atau dianggap selesai melahul mekanisme perencanaan
pembangunan Mustenbang, implementasi pembangunan melahi
pendekatan fop downateu butfon-1p, atau melah Gubernur sebagl
perangkat Pusat di Daerah. Lalu dalam bentuk apa hubungan itu
direalsastkan, atau apakeh diembagakan, atau apakah hubungan
meniry hubungan Negara bagian dengan pemerintah federal 1
Apakeh hubungan itu semacam bargaining possiton, Pusat dan
Daerah ? Ab, bargaining posston itu tidek mungkin, ini Negara
kesatuan, Oleh Karena fuleh, sehingga “Kesatuan” itu harus
diterjemahkan secara “hicup” Kesetuan iu tdak selesai hanya pada
taraf pembagian kewenangan atau pembagian urusan. Pembagian
pada model terakhir inipembagian kewenangan atau pebagian
urusan, adaleh pembagian model hubungan Negara Kesatuan yang
dianut sejak dulu, bahkan i jaman kolonial Hindia Beland.

C.F trong (dalam Miriam Budiardjo, 2002), Negara kesatuan
adalah bentuk Negara dimana wewenang legisatf tertinggl i
pusatkan dalam satu badan legistaif nasionaljpusat. Kekuasaan
trletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daeah
Pemerintah pusat berwenang menyerahkan sebagian kekuasaannya
kepada daersh berdasarkan hak otonom, tetapi pada tahap
terakhr kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat. Dengan
demikian kedaulatan Negara kesatuan, bak ke dalam maupun
Keluar sepenunya teretak pada pemerinteh pusat, Hakekat Negara
kesatuan menurut CF Strong ialah kedaulatannya tidek terbagi, atau
engan perkataan hin, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi
Hal i tejaci karena konstitusi Negara kesatuan tidak mengakui
badan lgilatif lain, selain dari badan legisatf pusat. Untuke
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Narnun ada satu hubungan yeng barangkali dianggap sudah
finl melau aas asas pemerintahan, namn sesungguhnya belu,
yaknthubungan politk. Hubunganin terabaikan. Hubungan plitk
mungkin dianggap selesa melalui perwlclan rakyat daerch yang
terpih duduk di tingkat pust, apakah DPR atau DPD yang anggota
anggotanya dipikh melahui Pemiu siklus a tabunan di selurch
wilyah Negara dandiluar vilayah Negara imana bermukim warga
Negara. Atau dianggap selesai melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Mustenbang, implementast pembangunan melahi
pendekatan top dowatau buton-up,ataumelalui Gubernur sebaga
perangkat Pusat di Daerah. Lalu dalam bentuk apa hubungan itu
direalsestkan, atan apakeh dlembagakan, atau apakeh hubungan
meniru hubungan Negara bagian dengan pemerintah federal 7
Apakah hubungan ity semacem bargaining posisiton, Pusat dan
Daerah ? Ab, bargaining posiston it tidak mungkin, ni Negara
esatuan. Oleh karena ituleh, sehingga “esatuan” it harus
diterjemahikan secara “hidup’ Kesatuan it tidek selesaihanya pada
taraf pembagian kewenangan atau pembagian urusan. Pembagian
pada model terakbir ini pembagian kewenangan atau pebagian
urusan, adalzh pembagian model hubungan Negara Kesatuan yang
dianat ejak dulu, bahkan d kolonial Hindia Belanda

C.E Strong (dalam Miriam Budiardjo, 2002),Negarakesatuan
adalah bentuk Negara dimana wewenang legisaif tertinggi i
pusatian dalam satu baden legidatit nasionaljpusat. Kekuasaan
teletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerinteh daerah,
Pemerintah pusat berygyang menyerahkan sebagian kekuasaannya
kepada' daerah bemn hak otonomi, tetepi pada tahap
terakhir, kekuasaan tagipee tetap pada pemerintah pusat. Dengan
demikian kedaulatar?igara esatuan, balk ke dalam mavpun

tar sepenubnya teretak pada pemerintah pusat, Hakekat Negara
Kesatuan menurut CF Strongalah kedaulatannya tidek terbag,
engan perkataan lin, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi
Hel ini terjadi karena Konstitusi Negara kesatuan tidak mengakui
badun legilatif lain, selain dari badan legislatit pusat. Untuk
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memastkaf@FERapatnya ini C. trong akhirmya menyimpulkan
ciri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu adanya
suptemmast dart dewan perwakdlan rakyat pusat dan fidek adanya
badan badan leinnya yang berdaulat

Namun apa yang dikemukakan CE Strong itu masih
dapat diperhadapkan dengan faktor histori Negara Kesatuan
Republk Indonesia. Sejarah membuktikan, bawa di Indonesia di
aerahpun pemerintahan dilakukan secara permusyawaratan Hal
in diatur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum
iamandemen maupun setelah di amandemen. (UUD Tahun 1945-
mandemen V). Oleh karena it di daerah lembaga legilatif Devan
Perwakilan Rekyat Daerab, propinsi dan kabupatenfkota pun
eanggotaannya diptih melahu pemiliban Unnum.

Selengepnya Pasal 18, ayat (3) : “Pemerintahan daerah
propinsi,daerah kabupaten,dan kota memilki Dewan Pervakilon
RakyatDaerah yanganggota anggotanya dipilih melaluipemilihan
.

Lembaga legislatifadalah perwujudan supermasi rakyet yang
berdaulat. Tanpa legidati duerah, meka wilayah negara ini terbagi
tuntas atas wilayeh adrministasi belaka. Saleh sau karakterrisik
daereh otonom yakni dicirkan dengan kelembagaan perwaldlan
rakyat daerah. Kelembagaan perwujudan kekuatan rakyat yang
berdaulat, berkuasa, imana pendapatnya, suaranya bukan hanya
sebagal rujukan pengamblan keputusan akan tetapi perwujudan
keputusan itu sendir

Berkenaan dengan ito, int dari daereh otonom adalah
“aspirasi” bukan kondis' Artinya adaleh aspiras rakyat itu yang
dijadikan sumber inspiras bagl pengambil keputusan, pemegang
kewenangan  dan kekuasaan. Lain halnya jka pendekatan
berdasarkan “fondist, peleakan kebijaken mendasarinya bukan
tuntutan melainkan berdasarkan kondisi. Istlah ondisi inipun
bisa tentatf, bisa kondisi pusat (berkait kebijakan) dan bisa kendis

daerah, berkait rumusan normatif.
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memastikan pendapatnya ini,CE. $trong akhimya menyimpulkan
ciri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu adanya
supremasi dari dewan perwakilan rekyat pusat dan tidak adanya
baden badan lainnya yang berdaulat

Namun apa yang dikemukekan CE Strong itu masth
dapat diperhadapkan dengan faktor histori Negara Kesatuan
Republk Indonesia. Sejareh membuktikan, bahwea di Indonesia i
daerahpun pemerintahan dilakukan secara permusyawaratan Hal
ini diatur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, btk sebelum
damandemen maupun setelah di amandemen. (UUD Tahun 1943-
mandemen V). Oleh karena it di daerah lembaga legilatif Dewan
Perwakclan Rakyat Dacrah, propinsi dan kabupatenfkota pun
keanggotaannya dipikh melah pemilihan Unum.

Selenglapnya Pasal 18, ayat (3) : “Pemerintahan daerah
propinsi, dacrah kabupaten,dan kota memiliki Dewan Perwakilan
RakyatDaerahyanganggota anggotanyadipilih melaluipemilihan
iy,

Lembaga egislatifadelah perwujudan supermasirakyat yang
berdaulat. Tanpa legilati daerah, maka wilayah negara initerbagi
tuntas atas wilayah administasi belake. Saah satu karalterrisik
daerah otonom yakni dicirkan dengan kelembagaan perwaldlan
rakyat daerah. Kelembagaan perwujudan kekuatan rekyat yang
berdaulet, berkuasa, dimana pendapatnya, suaranya bukan hanya
sebagai rujukan pengambilan keputusen akan tetapi perwjudan
keputusan itu sendir,

Berkenaan dengan itu, inti dari daersh otonom adalah
“aspiras’” bukan “kondist” Artinya adalah sspiras rakyat itu yang
dijadikan sumber inspiras bagi pengambil keputusan, pemegang
kewenangin  dan kekuasaan. Lain' halnya jka pendekatan
berdasarkan “kondst, peletakan kebijakan mendasarinya bukan
tuntutan melainkan berdasarkan kondis lstlah kondis inipun
bisa tentat, bisa kondist pusat (berkat kebijakan) dan bisa kondis

daerah, berkait rumusan normatif.
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Berkeit dengan itu patut diperhatikan kedudukan produk
produk legidatif di daersh, dimana Peraturan Daerah didudukkan
sebagai sub sistern perundang undangan nastonal. Artinya adalah
kemandirian daerah dalam berotonomi tidak berart daerah dapat
membuat peraturan perundang undangan atau keputusan yang
telepas darisistem perundang undangan secara nasional.

Peraturan perundang undangan tingkt daerah merupakan
bagian yang takterpisahkan dar kesatuan istem perundang undang
secar nsional. Karen it tidek bolh ad peratuan pergen
tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan wmum (H. Abdul
Latief2005)

Proposistataw turan main sistem perundang undangan yang
memposisikan daerah lebih rendah dari pusat adalah pandangan
pada.pendekatan “hirarki dan struktur pemerintahart) bukan
pandangan ateu pendekatan subtanst “einginan masyaralat” pada
aspek sosiologis dan administrasi pembangunan. Masyaraket di
daerah tidek memilki struktur dengan tinghaten pemerintehan
atau legisatf yang berkedudukan di puset, setiap warga Negara
mempunyai kedudukan yang sama dalam pendekatan hak dan
ewajiban, tanpa memandang lokus,

Dengan demikian di dalam memahami paraturan daerah
semestinya bukan pada pendekatan tingkatan daerah akan tetapi
pada subtensi yang dkandung satu aturan yang dikenal dengan
aspirai daerah, aspirasimasyarakat didaerah. Sekallagi dimanapun
rakya itu berdonisli tidek berbeda hak dan kewajlbannya satu
engan yang lainnya dimuka hukum dan pemerintahan.

Berkenaan dengan itu bahwa sistem otonomi yang dianut
sekarang adaleh otonom yang sehuas lasnya, bukan lagi otonomi
nyata atau vill yang menilki prinsip prinsip berbeda. Prinsip
otonormi nyata dan ril, dasa kebijakan dan is otonomi ditetapkan
berdasarkan keadaan dan faktor rill masing masing daerah yang
berbeda antara stu daerch denganlainnya bergantung padakeadaan
atau faktor rildaerah bersangkutan (H. Abdul Latief 2005).
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Berkait dengan itu patut diperhatikan kedudukan produk
produk legislati di daerah, dimana Peraturan Daerah didudukkan
sebagfgggtem perundang undangen nasioal. Artinya adaih
Kemandirian daerah dalam berotonomi tidek berart daerah dapat
membuat peraturan perundang undangan atau Keputusan yang
terlepas dar sistem perundang undangan secara nasional,

Peraturan perundang undangan tingket daerah merupakan
bagian yang takterpisahkan dar Kesatuansister perundang undang
secara nasional. Karena it tidak boleh ada peraturan perundangan
fingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan wnum (H. Abdul
Latief.2005)

Propossiatau aturan main sistem perundang undangan yang
memposistkan daerch lebih rendah i pusat adaleh pandangan
pada pendekatan “hirarki dan struktur pemerintaharf) bukan
pandangan atau pendekaten subtansi “keinginen masyarakat” pada
aspek sosiologis dan administrasi pembangunan. Masyarakat &
deerah tidak memilki struktur dengan tingkatan pemerintahan
atau lgisatf yang berkedudukan di pusat, setiap warga Negara
mempunyai kedudukan yang sama dalam pendekatan hak den
ewajiban tanpa memandang okus,

Dengan demikian i dalam memahami paraturan daerah
semestinya bukan pada pendekatan tingkatan daerah aken tetapi
pada subtansi yang dikendung satu aturan yang dikenal dengan
aspirasdaerab, aspivesi masyarekt i daerah. Sekelilagi dimanepun
rekyat it berdomisii-tidak berbeda hak dan kewajibannya satu
engan yang lainnya dimuka hukum dan pemerintahan.

Berkenaan dengan itu bahwa sistem ofonomi yang dianut
sekarang adalah otonom yang sehuas huasnya, bukan lagi otonomi
nyata atau rill yang memilki prinsp prinsp berbeda. Prinsip

i nyata dan il dasar Kebijakan dan is otonomi ditetapkan
lmrkm eadaan dan faktor ril masing masing daerch yang
berbedaantaraatu daerah dengan innya bergantung pada keadaan
atau faktor il duerah bersangkutan (H. Abdul Latief 005).
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Tentang otonomi daereh, undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 memakai prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab. Pringip ini yang melandasi peaksanaan pemberian otonom
Kepada daggketka undang undang in dieepkan. Sedanghan
stilah sehuas-Juashya tidek Lagf dipergunakan karena berdasarkan
pengalaman  dianggap dapat - menimbulkan ~ kecnderungan
pemikiran yang dapat membayakan keutuhan NKRL

Proposisi UU No 5 Tahun 1974, tidak mempergunakan
ofonomi seluas huasnya, Karena membehayakan keutuhan NKRL,
adelah proposisi yang televan diterapkan dolam maseyarakat
terbelengou. Masyarakat kita sekarang sudah begitu maju, reformasi
adslah satu fase dimana masyarakat mendobrek keterbelengguan
dan kemudian menyuarakan hal hl yang perlu i atas misalnya,
hak azasi manusia atau HAM, demokatisas, taransparansi dan
seterustya dan fidak satupun tuntuten yang membahayakan
NKRL Selurch tuntutan reformasi- esensinya. menyelamatkan,
memgjukan NKRL. Artinya melalu reformasi kita sudah keluar dari
ancaman ‘membahayakan’ itu. Atas dasar itu pemakaian istlah
‘membahayakan keutuhan NKRI kaitannya dengan pemerintahan
aerah saat ini fidak releven lagi. Bahkan ondisi sebaliknya
bisa terjadi, apabila desentraliasi-otonomi daerch tidak berhasi
(ilaksanakan, hesejahteraan tdak tercapa, pelayanan publik tidak
terukur Itu malah membahayakan.

Proposis yang ditawarkan digunakan wntuk hal ind adalah
aspek pemikiran yang lebih rasional oleh kemajuan, perkembangan
dan kebebasan didukung pengalaman sejarah, ancaman ideologi
berbangsa dan semangat reformasi ancaman disintegritas dapat
iatasi melalu penyelenggaraan dessentralisastdan otonomidaerah,
Apalagtaspek sehuas fussnye, yang diniai membahayakan it,telah
tdak berlaku seteah penerapan UU 3212004 yang menggunakan
prinsip seuas luasnya tersebut.

Selengkepnyaadalah: “Pemerintahan Daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali- urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintal pusaf, dengan tujuan meningkatkan

17

DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DALAM
PERsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Tentang otonomi daereh, undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 memakai prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab. Prinsip ini yang melandasi pelaksanaan pemberian otonomi
kepada daerch ketika undang undang ini diterapkan. Sedanglan
itlah seluas-luasnya tidek lagi dipergunaken karena berdasarkan
pengalaman  diangeap dapat - menimbulkan  kecnderungan
pemnikiran yang dapat membayekan keutuhan NKRL

Proposisi UU No 5 Tahun 1974, tidak mempergunakan
otonomi seluas luasnya, karena membahayakan keutuhan NKR,
adalah proposisi yang relevan diterapkan delam masayarakat
terbelengpu, Masyarakat kita sekarang sudah begitu maju, reformasi
adalah satu fase dimana masparakat mendobrak keterbelengguan
dan kemudian menyuaraken hal bl yang pert di ates misalnya,
hek azasi manusia atan HAM, demokatises, taransparansi dan
seterustya dan tidak satupun tuntutan yang membahayakan
NKRL. Seluruh tuntutan reformasi- esensinya. menyelamatkan,
memajukan NKRI. Artinya melalui reformasi ita sudah kehuar
ancaman ‘membahayakan” ito, Atas dasar itu pemakaian istlah
‘membahayakan keutuhan NKRT, ktanny dengan pemerintahan
doerah saat ini tidak relevan legi. Bahlan kondisi sebaliknya
bisa terjadi, apabila desentralissi-otonomi daerah tidak berhasi
(ilaksanakan, kesejahteraan tidak tercapa, pelayanan publik tidak
terukur. Jtu malah membahayekan

Proposis yang ditawarken digunakan untuk hal ini adelah
aspek pemnikiran yang lbih rasional oleh kemajuan, perkembangan
dan kebebasan didukung pengalamen sejarah, ancaman ideologi
berbangsa dan semangat reformasi ancaman disntegritas dapat
iatas melalui penyelenggaraan dessentralisas danotonomi daerah,
Apalagi aspek seuasfuasnya, yang diniai membehayakan iy, telh
tidak berlekn seteah penerapan UU 3212004 yang menggunakan
prinsip setuas hasnya ersebut

Selengkapnyaadalah: “Pemerintahan Daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjads urusan pemerintah pusat, dengan fujuan meningkatkan
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Kesejihteraan masyarakat, pelayanan wmum, dan dayn saing
dagrah.” Pasal 2 (3) UU Nomor 32 Tehun 2004, Sedangkan
menurut Undang-Undang Republik- Indonesia Nomor 22 tahun
1999, “otonomi daeral adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sefempat
menurut prakarsa sendir berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 3] tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah mendefinisian otonomi daerah sebagai hak, wevwenang dan
kewajiban daerah otonom wnfuk mengatur dan mengurus sendie
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
engan peraturan perundang-undangan.

Selantoyayang dimaksud engen Drah Ofonom, gyt
undang undang in adalah °... kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhek, berwenang dan
berkenwaiban mengatur dan mengurus rumsh tangganya sendii..

Sekali lagisistem otonormi yang menganut prinsip ofonomi
nyata atau ril atau pada keadaan atau foktor ril, adaleh sistem
otonomi yang pendekatan kebijakannya ditetapkan berdasarkan
pada pendekatan “kondis” bukan ‘aspirest. Otonomi nyta dan il
berbeda dengan otonomi sehuas huasny. Otonomi seluas luasnya
alam perspektif perubahasen tulsan ini, adalah otonomi yang
diharapkan menjangkau hal tercalam, hal terauh, yaitu hal yang
belum dapat dipredik, satu kali agi dalam hal ini sesutu yang
“unprediktible” yaitu sesuatu yang belum bisa diprediksi, dalam
Konteks ini, yang belum dapat dipredtks tu, iloh “aspirast, yakai
yang diinginkan masyarakt dacrah sebagai warga Negara yang
berdaulat,

Oleh karena itu, pada pendmsubtansi, bukan hanya
peraturan lebih rendsh tingkatannya yang tidek boleh bertentangan
dengan peraturan perundangan yang diproduk oleh lembaga yang

lebih tinggi tingatannya, tetepi peraturan perundangan yang lebm

tinggitingkatanya pun idak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangen yang leb rendah tingkatannya pada aspek subtansi
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Keseuhteraan masparaka peloyana@@pnm, dan dayn saing
dagrah.” Pasal 2 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, Sedangken
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
1999, “atonomi dagrah adalah kewenangan daerah otonom unfuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendi berdasarkan aspivasi masparakat sesuai
dengan peraturf@Qerundang-undangan.’

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mendefinistkan otonormi deerah sebagaihak, wewenang dan
ewajlban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendir
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sefempat sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnyayang dimaksud dengan Daeteh Otonom, menurat
undang undang ini adalah °... kesatuan mesyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang den
berkewajiban mengatur dan mengurus runah tangganya sendiri..”

Sekali lgi sistem otonomi yang menganut prinsip otonomi
nyata - atau il atan pada keadaan atou fektor ril, adalah sistem
otonomi yang pendekatan kebijakannya ditetapkan berdasarkan
pada pendekatan “kondis” buken ‘aspirast”. Otonomi nyata dan il
berbeda dengan otonomi selues fuasnya. Otonomi seluas huastya
el perspekeif pembahasan tulisan ini, adalah otonomi yang
diharapkan menjangkau hal terdalam, hal terjaub, yaitu hal yang
belum dapat diprediksi, sau kali agi dalam hal i sesutu yang
‘unpreditile” yaitu sesuatu yang behum bisa diprediksi, delam
onteks ini, yang belum dapat dipredtsi it aleh “aspirst) yakni
yang diinginkan masyarakat daerah sebagai warga Negara yang
berdaulat

Oleh karena itu, pada pendekaten subtansi, bukan hanya
petaturan Lebih rendah tingKatannya yang tidek boleh bertentangan
dengan peraturan perundangan yang diproduk oleh lembaga yang
Iebih tinggi tingkatannya, tetapi peraturan perundangan yang lebih
finggitingkatannya pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih rendzh tingkatannya pada aspek subtansi,
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yaitu aspek aspiras, aspek kedaulatan. Pasal | ayt (2): "Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar” Pemahaman mengenai atwran yang lebih rendah
tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih
tinggi tingkatannye, adaleh pemahaman atas pemikiran bersifat
sentralistlc dalam pendekton desentralisasi dengan ases seluas
luasnya yeng dikandung meksud “Asprast Daerah’ hal it tidak
televan lagi

Guna mendelami asas desentralisesi, penerapan otononi
daerah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, maka aspek
sefarah, hukum dan sosiolog,patut menjaditelaah kit

Pasca Proklamast Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, dansetelah
penetapan Undang Undang Dasar 1943, maka melalui PP No 2
1945 ditetaplan  pembagian wilayah Negara Republik Indonesia
sekaligus dengan perangkatnya, Gubernur (untuk propinsi) dan
Residen (kabupaten) dibantu oleh Komite Nasional Indonesia
(KNI) Dagrah.

Padapriode pemerintahan ni kita mengenal undang undang
mengenai pemerintahan daerah, sekalipun nomenklzturnya hanya
mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah, namun dikandung
maksud hesgprsebut mengatur pemerintahan & daerah atau
pemerintahan daerab, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1945,
tentang Komite Nasional Daerah, yang diumumkan berlakunya
pada tgl. 23 November 1945,

Menurat ps. 1 UU ini, Komite Nasional Daeteh (KND)
diadakan i keresidenan, Kote-ofonom, kabupaten, dan lain-hin
daerah yang dianggap perl oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali i
daerah Surakarta dan Jogiakarta

Menurat ps. 2 UU ini, KND menjadi Badan Perwkilan
Rakyat Darah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh
Kepla Daerah, dan seterusnya. UU i dibuat dalam rangka UUD
1945,

Mengenai hal ini dapat dicermati pada nomenklatur
menimbang: “balnwa sebelum diadakan pemikhan umum, pertu
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yaitu aspek aspiras,aspek kedaulatan. Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan
berada i tangunf@ERt den dleksanckan menurat Undang
Undang Desar”. Pemehaman mengenai aturan yang leih rendah
fingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih
tinggi tingkatannya, adaleh pemahaman ates pemikiran bersifat
sentralistik dalam pendektan desentralisasi dengan ases sehus
luasnya yang dikandung maksud “Aspirasi Daerah, hal itu tidek
televan agi

Guna mendelami asas desentralises, penerapan otonomi
daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka aspek
sejarah, hukum dan sosiologi, patut menjaditelah krits

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, dan setelah
penctapan Undang Undang Dasar 1945, maka melalui PP No 2
1945 dietepkan pembagian wilayah Negara Republik Indonesia
sekaligus dengan perangkatnya, Gubernur (untuk propinsi) dan
Residen (kabupaten)  dibantu oleh Komite Nasional Indonesia
(KNI) Dagrah.

Pada priode pemerintahanini kita mengenal undang undang
mengenai pemerintahan daereh, sekalipun nomenkdaturnya hanya
mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah, namun dikandung
maksud bl tersebut mengatur pemerintahan i daerah e
pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang No. 1 fahun 1945,
tentang Komite Nasional Daerah, yang diumumken berlakunya
pada tgl. 23 November 1945

Menurat ps. 1 UU ini, Komite Nesional Daereh (KND)
diadakan di Keresidenan, kote-otonom, kebupaten, dan kin-Jain
daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Delam Negeri kecuali &

Surekarta dan Jogiakarta

Menurat ps. 2 UU inf, KND menjads Badan Perwakilan
Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipinpin oleh
Kepala Dagrah, dan seterustya. UU ini dibuat delam rangla UUD
1945,

Mengenal hal ini dapat dicermati pada nomenklatur
menimbang: “bahwa sebelum diadzkan pemilian umum, perlu
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diadakan aturan sementara waktu untuk menetapkan kedudukan
Komite Nasional Indonesia Dagrak

Hol ini lebih bijak bla disikapi sebagai urgens Pemerintahan
Dacrah dan Kedaulatan Rakyat i daerah sebagal upayarevolusioner
mengis kevakuman atau kekosongan kekuaszan dan perundang
undangan, Khususnya mengenai Pemerintaban Daerah,

Dar sini nampek babwa pada mula berdirinya Negara
Kesatuan Republk Indonesda, itk berat perhatian terletak pada
idea "kedaulatan rakyat ,“persatuan” kemudian berkembang delam
bentuk kelembagaan mewadahi ide itu dengan mengubah KND-
pada bentukeya sebagai Badan Perwaldlan Rakyat Daereh (DERD),
yang berwenang mengatur runch tangga daerahnya sendir. Hal
in uga secara runtat dapat kita lihat pada upaya upaya pemerintah
Indonesia di awel awel kemerdekaan mewujudkan kedaultan
rakyat didaerah, antara lan:

- Program Kabinet Shiahir |, 11, dan I (14 Nop. 1945-3 Jul
1947), berturut-turut disebut: Menyempurnakan susunan
Pemerintah Daerah (lya) berdasarkan kedaulatan ek,
Menyusun Pemerintah Pusat den Daeeh yang demokrats

- Begitu pula pada Program Kabinet Halim (21 Jan. 1950-6
Sept. 1950) antera lain menyambut, ‘Melaksanakan Penlu
DPRR.I dan DPR Daerah™

- Selanjutnya Program Kabinet Natsir (6 Septentber 1950- 27
April 1951): “Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan
pemerintahan dan seterusnya’ yang seharusnya dierapkan:
antara in “mendemolaatsi ini tentu harus terkhat pula
didalam susunan pemerintahan daerah, dan seterusnya’ dan
pada masa kabinet in yang berlaku ialah UU No. 2 tahun
1948;

- Begitu pula pada Program Kabinet Sukiman-Suwirio (27 Aprl
1951-3 Apr 1952), antara ain “Mempercepat teraksananya
otonomi daerah”
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diadakan aturan sementara waktu untuk menetaphan kedudukan
Komite Nasional Indonesia Dagral

Hal ini lebi bijak bila distkapt sebagai urgensi Pemerintahan
Daerah dan Kedaulatan Rakyat didaerah sebagal upayarevolusioner
mengis kevakuman atau Kekosongan kekuasaan dan perundang
undangan, khusustya mengenai Pemerintahan Daerch,

Dari sini nampak bahwa pada mula berdirinya Negara
Kesatuan Republk Indoneda, itk berat perhatian terltak pada
idea "kedaulatan rakyat’, “persatuan” kemudian berkerbang dalam
bentuk kelembagaan meswadahi ide itu dengan mengubah KND-
pada bentuknya sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerdh (DPRD),
yang berwenang mengatur rungh tangga daerahuya sendir. Hel
in uga secara runtut dapat kit lihat pada upaya upaya pemerintah
Indonesia di awel awl hemerdekaan mewupudken kedaltan
takyt di daerab, antara la:

- Program Kabinet Stiahrr |, 11, dan I {14 Nop. 1945-3 Jul
1947), berturut-turut disebut: Menyempurnakan susunan
Pemerinteh Daerah (Pemda) berdasarkan kedaulatan rakyat
Menyusun Pemerintah Pusat dan Daerah yang demokrats;

- Begitu pula pada Program Kabinet Halim (21 Jan. 1950-6
Sept. 1950) antara lain menyambut: ‘Melaksanakan Pemilu
DPR R dan DPR Daerah’

- Selanjutnya Program Kabinet Natsir (6 September 1950- 27
April 1951): “Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan
pemerintahan dan seferusnya’” yang seharusnya dierapkan:
antara Jain “mendemokatisi ini tentu harus terkhat pula
didalam susunan pemerintahan daerah, dan seterusnya” dan
pada masa kabinet i yang berlaku alah UU No. 2 tahun
1948;

- Begitu pula pada Program Kabinet Sukiman-Sumviio (27 April
1951-3 Apri 1952), antara ain “Mempercepat terlsksananya
otonomi daerah’:
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- Kabinet Wilopo (3 Apel 19521 Agustus 1983):
Menyelesatkan penyelenggaraan dan mengisi otonomi
daerah, menyedethanakan organisesi pemerintehan pusat;

- Seterusnya Kabinet Ali-Wongso-Arifn (1 Agustus 1953
12 Agustus 1953): antara lein “Memperbaharui poliik
desentraliasi dengan jalan meyempumakan perundang-
undangan dan mengusahakan pembentukan daerch ofonom
sampai Ketingkat yang paling bawal’;

- Pada Kabinet Burhamuddin (12 Agustus 1955-24 Maret
1956), antara lain “Menyelesaikan perundang-undangan
desentralsasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga’

- liu Kabinet Ali-Roem (24 Maret 1956-Apel 1957),
antara hin “Melaksanakan pembentukan daerah-daerah
olonon', - menef@ dengan - perundang-undangan
perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah yang
memenchi kepentingan daerah otonom dengan mengingat
perkembangannya, menyelenggarakan perniihan DPRD';

- Begitupun dengan Kabinet karya Juanda (9 April 1957-9 Jul
1939), antara Lain: “pekeran penyempurnaan otonomi”
dibawah rangka UU No. | tahun 1957,

- Pada e transisi Orde Lama dan Onde Baru, beberapa
ketetapan tahun 1966 melahirkan garis politk yang baru
yang memperbaharui landasan-landasan kebijaksanaan lama
yang terdapat dalam Manipol, antara Lin ialah Tap. No. XX
tahun 1966 tentang Pemberian Otonomi seluas-luasnya bagi
Daetah,

-+ Selanjutanya, Pemberian Otonomi kepada Dacrah yang
sekaligus menggambarkan dinamika poltk pemerintahan
Qaerah i era Presiden Socharto  (Ketetapan-Ketetapan
MPRS.1966-1988-1968), Tap. PMRS No. XXI tahun 1966
tentang Perberian Otonoms seluas luasnya kepada Daerah,
ilah saleh satu iantara 24 Tap. yang dihasilkan oleh MPRS
dalam Sidang Unum ke-1V tehun 1966 yang berlangsung
sebagai sidang pertama sesucah peristina G30.8/PKL.
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- Kabinet Wiopo (3 Aprl 19521 Agustus 1953).

‘Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi- otonomi
daersh, menyederhanakan organisas pemerintahan pusef’;

- Seterusnya Kabinet Ab-Wongso-Arifin (1 Agustus 1953

12 Agustus 1995): antara lain “Memperbeharui politk
desentralisest dengan jalan meyempurnakan perundang-
undangan dan mengusehakan pembentukan daerah otonom
sampai ketingkat yang paling bawal';

- Pada Kabinet Burhanuddin (12 Agustus 1955-4 Maret

1956), antara lain “Menyelesaikan perundang-undangan
desentralises sedapatdapatnya delam tahun 1955 in ugd’;

- ldu Kabinet AliRoem (24 Maret 195-Apel 1957)

atara lain- “Melaksanakan pembentukan daerah-deerah
ofonont, menetapkan  dengan  perundang-undangan
perimbangan Keumgan antara pusat dan daerah yang
memenuhi kepentingan daerah ofonom dengan mengingat
perkenbangannya, menyelenggaraken pemiihan DPRD

- Begitupun dengan Kabinet karya Juanda (9 April 1957-9 Jul

1959), antara Lan: “pekerjaan penyempurnaan otonomi’

dibawah rangka UU No. 1 ahun 1957.

- Pada e transisi Orde Lama dan Onde Baru, beberapa

etetapan tahun 1966 melahirkan garis poltlk yang baru
yang memperbeharud landasan-laqm kebijaksanaan lama
yang terdapat dalam Manipol, antara Lo falah Tap. No. XX1
taun 1966 tentang Pemberian Otonom seuas-luastya bag
Daetch,

- Selmjutanya, Pemberian Otononi kepada Daerah yang

sekaligus menggambarkan dinamika poltk pemerintahan
oerabgay era Presiden Soeharto  (Ketetapan-Ketetapan
MPR.$.1966-1968-1968); Tap. PMRS No. XXI tahun 1966
tentang Pemberian Otonomi seluas lasnya kepada Dagrah,
ilah salah satu diantara 24 Tap. yang dhasilkan oleh MPRS
dalam Sidang Umum ke-IV tahun 1966 yang berlangsung
sehagai sidang pertama sesuceh peristiva .30.5/PKL
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Judl Tap. ini, falah Pemberian Otonomi seluag-lussnya
kepada Daerah. Melahui Ta. ni, MPRS menugaskan kepada
pemerintah bersama-sama DPRGR untuk delam welktu yang
sesingkat-singkatnya. memberkan otonom seluag-lussnya
epada Daerah-Daerah, sesuai dengan jiwa dan isi UUD
1945, tanpa mengurangi tanggungawb pemerintah Pusat
dibidang perencanaan, koordinasidan pengawasan tethadap
Daerah-Daerah (ps. 1),

Selanjutnya dalam penelasan Ketetapen  ini, ikatakan:
pemerinieh harus konsekuaen menjalankan poliik desentrelisei
sesuai dengan UUD 1945 dalam segala kemurniannya, yang menuju
eareh tercapainya desentralsas teritorial, yakni meletokkan
tanggung jawab ofonomi i yang seluas-luasnya dalam tangan
Pemerintah Daerah, disamping menjalankan politk dekonsenrasi
sehagai komplemen yang vital . Untuk melaksanakan ofon
seluas-lussny, semua urusen disershkan kepada daerdh, berlkut
semua aparatur dan keuangannya dengan Undang-Undang (ps.
) Penjclasannya mengatakn, bahwa Menjalankan politk yang
emikian itu berarti melanjutkan segala usaha penyerahan cq,
Penberian hak-hak kepada Daereh dan kepada alat pemerintah di
Daerah, dalam rangka pendewasaan Daersh menuju swadeya dan

swasembada delam segala bidang,

- Seterusnya pada era. reformasi dikehuarkan Top MPR No.
XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Dagrah
; Pengaturan; Pembagian dan Pemamfaatan Sumber Daya
Nasional yang berkeadlan serta Perimbangan Kevangan
Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republk
Indonesia

- Berselang seteah it pada tanggal 19Mei 1999, diundangkan
3/tiga) undang undang, selah satunya yekni: Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daereh.

- Dinamika Pemerintahan Daerah berjalan terus seiring
dengan semangat reformasi - pemerintahan - Indonesia
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Judl Tap. ind, ielah Pemberian Otonomi seluas-luasnya
Kep{@Pench. ek Tap. i, MPRS menmugeskn kepada
pemerintah bersama-sama DPRGR untuk delam waktu yang
sesinglat-singkatnya memberkan otonomi sehuas-huasnya
kepada Deerah-Daerah, sesuai dengan jiwa dan isi UUD
1945, tanpa mengurang’ tangoungiawab pemerintah Pusat

dibidang perencanaan koordinasi dan pengawasan terhadap
Daerah-Daeteh (ps. 1)

Selanjutnya. delam penjelasn Ketetapan  ini, ikatakan:
pemerinah harus konsekunen menjalankan (B desentraliss,
sestai dengan UUD 1945 dalam segala kemurniannye, yang menuju
Kearah tercapainya desentralsas teritorial, yakni- meletekkan
tanggung jaweb otonomi i yang seluas-luasnya dalam tangan
Pemerintah Daerah, disemping menjalankan politik dekonsentros
sehagai komplemen yang vital . Untuk melaksanakan otonomi
seluas-luasnya, semua urusan diserahlan kepada doerah, berikut
semua sparaur dan kevangunoya Egn Undang-Undang (ps
) Penjlasanmyn mengatakn, bahwa Menjalankan politik yang
emikian itu berarti melanjutkan segala usaha penyerahan cq
Pemberian hak-hek kepada Daerah dan kepada alat pemerintah di
Daerah, dalam rangka pendewasaan Daereh menuju swadaya dan

giwasembada dalam segala bidang,

- Seterusnya pada era. reformast dikeluarkan Tap MPR No
XV Tahun 1998 tentang Penyelengaraan Otonomi Daerch
; Pengaturan; Pembagian dan Pemarnfaatan Sumber Daya
Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Kevangan
Pusat dan Daeteh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia

- Berselang setelahitu, epagengoal 19 Mei 1999, diundangkan
3 tiga) undang undang, salah satunya yakni: Undang Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

- Dinamika Pemerintahan Daerah berjalan terus- seiring
dengan semangat reformasi  pemerintehan ~ Indonesia
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sehingga Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang lahir
seteah reformsi Tahun 1998, dirubah pula melalui Undang
Undang Pemerintehan Daereh berturat turut seteehnye,
masing masing Undang Undang 32 Tahun 2004, diundangkan
tanggal 15 Oktober 2004; Undang Undang Nomor 23 2014,
diundangkan tanggal 2 Oktober 2014,

Dari kebijakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan
yang pernah berkuasa i Indonesia memperihatkan komitmen
meteka terhadap Daereh sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan NKRL

Dari keseluruhan yang dapat dikemukakan nampak bahwa
stkap revolusioner di awal awal kemerdekaan memperlhatkan
dinamika den semangat perjuangan mewuujudkan kesefahteraan
rakyat melalui pemantapan pemerintahan dacrab.

Setidakaya adatiga halyang menjads pemicu ketika tu yakni

1. Aspekkedaulatan rakyat yang berada di daersh adalah bagian
yang sesungouhnya dari pemahaman Kedaulatan sehuruh
rakyat Indonesia

1. Aspekkesejahteraan rakyat,disana ada keinginan besar untuk
segera merubah penderitaan rakyat kepada kesejahteraan,
dimana rakyat ketla iu, yang berada di daerah daerah
yang paling merasakn penderitaan akibat penjajahan, dan
tidak bisa dipungkiri perlawvanan rakyat mewujudkan dan
mempertahankan kemedekaan tersebar di daerah daerab;

3. Aspek persatuan Indonesta delam konteks Negara Kesatuan,
untuk mejaga kedaulatan Negara yang baru seja didirkan.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republk Indonesia
kaitannya dengan perwujudan kedaulatan rakyat dan kesefahteraan
rakyat dapat diwujudkan melaui perwujudan pemerintahan daerah
sestal dengan: cita moral Proklamasi, termaktub pada Pembulkaan,
terumus pada setiap slla Pancastla dan terjabar pada Undang
Undang Dasar Tahun 1945, pasca amandemen.
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sehingga Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang lahir
setleh reformas Tahun 199, dirubah pula melalui Undang
Undeng Pemerintahan Daerah berturut turut setelahnya,
masing masing Undang Undang 32 Tahun 2004, diundanglan
tanggal 15 Oktober 2004; Undang Undang Nomor 23 2014,
diundangkan tanggal 2 Oktober 2014,

Dari kebijakan Kebijakan yang ditempah oleh pemerintahan
yang pernah berkuasa di Indonesia memperkhatkan komitmen
meteka terhadap Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dengan NKRL

Dart Keseluruhan yang dapat dikemukakan nampak babwa
stkap revolusioner di awal awal kemerdekaan memperlihatkan
dinamika den semangat perjuangan mewuujudkan eseiahteraan
rakyat melaui pemantapan pemerintahan daerah

Setidaknya adatiga hal yang menjadi pemicu etika tu yakni

1. Aspek kedaulatan rakyat yang berada i daerah adalah bagian
yang sesungeuhnya dari pemshaman kedaulatan seuruh
takyat Indonesia,

2. Aspekkesefahteraan rakya, disanaada keinginan besar untuk
segera merubah penderitaan rakyat epada kesejateraan,
dimana rakyat ketlka itu, yang berada di deerah daerah
yang paling merasakan penderitaan akibat penjajahan, dan
tidak bisa dipungkict perlawanan rakyat mewujudkan dan
mempertahankan kemedekaan tersebar i daerah daerahy

3. Aspek persatuan Indonesia delam konteks Negara Kesatuan,
untuk mejaga kedaulatan Negara yang baru sej didirkan.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kattannya dengan perwujudan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan
rakyat dapt diwujudkan melai perwujudan pemerintahan daerdh
sestal dengan: cita moral Proklamasi, termaktub pada Perbukaan,
terumus pada sefiap sila Pancasila dan terjabar pada Undang
Undang Dasar Tahun 1945, pasca amandemen,

1%




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

4, Desentralisasi dan Dinamika Politk Dacrah

Konsep Negara Kesatuan Republi Indonesia - memiiki
eunikan, karakteristk yang membuatnya tidak boleh digeneralsi
mengikutiternvinologl umum, Desentralisai pemerintahan daerah
di Indonesia dalam konteks Negara kesatuan masuk dolam kerangka
pembangunan politk Indonesia dan dengan mewujudkan konsepsi
Negara Kesatuan yang berkarakter. Hal ini dibuktikan dengan
pergolakan sejarah, tantangan dan perjuangan yang tidak kendl
berhenti

Mengenai hal ini, diakui memeng tidek sederhana, bahkan
pernch ada kekhawatiran bahwa ada kecenderungan pemerintahan
daerah jadi negara okel. Hal ini mengermuka delam “Temmu Refleksi
Politk dan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2002 dan Proyeksi
200" (Kompas 21/12,2002). “Penyelenggaraan otonomi daerah
selama ini secara tidak sadar mengakibatkan kecenderungan
tejadinya metamorphasis dart otonomi daerah menjadi semacam
Keddaulatan (quasi soverignty) dart pemerintahan daerah (pemda)
menjadi negara lokal (local stte). Hal ini ikemukakan Prof. DR,
Bhenyamin Hoessein, pada seminar yang berlangsung ketika i,
selaku salah satu pembicara, Indikator ke areh it memurutnya

adalal
1. Pemikiran di kalangan it lokel mengenai hubungan

sentralisst dan desentralisai yang bersiat dikotomi dan
tdak bersfat kontinum.

1. Menurutnya sentralisst it mutlak disamping desentralisas
tetapi bukan sentrelsme,

3, Pemikiran wewenang yang uuh dan sepenuhnya dar
aerah otonom terhadap berbagal wrusan pemerintahan
(iluar urusan pemerintahan yang secara eksplist menjadi
Kompetensi pemerintah pusat

4. Tuntutan elt formal lokel terhadap semua asset pusat yang
berada di daereh,

5. Penginglaran terhadap bentuk kendali dan  control
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4, Desentralsasi dan Dinamika Polick Dacrah

Konsep Negara Kesatuan Republk Indonesia - memiliki
Keunikan, karakteristk yang membuatnya tidak boleh digeneralsi
mengikutterminologi umum, Desentralsst pemerintahan daerch
diIndonesia dalam konteks Negara kesatuan masuk delam kerangka
pembangunan pottk Indonesia dan dengan mewujudkan konseps
Negara Kesatuan yang berkarakter. Hel ini dibuktkan dengan
pergolakan sejarch, tantangan dan perjuangan yang tidak kenel
berhenti

Mengenai hal ini, diakui memang tidak sederhana, bahkan
perndh ada kekhawatiran bahwa ada kecenderungan pemerintaban
dierah jadi negara lokal. Hal ini mengeruka dalam “Temu Refleks
Politk dan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2002 dan Proyeksi
2003" (Konpas21/122002). “Penyelenggaraan otonomi deerah
selama ini secara tidak sadar mengakibatkan kecenderungan
terjadinya metamorphosis dari otonom daersh menjadi semacam
edaulatan (quasi sovereignty) dari pemerintahan daerdh (pemda)
menjadi negara lokal (local stte). Hal ini dikemukakan Prof. DR,
Bhenyamin Hoessein, pada seminar yang berlangsung ketka it
selaku selah satu pembicara. Indikator ke areh itu menurutnya

il
L. Pemikiran di kalangan elit lokel mengenai- hubungan

sentraliasi dan desentraliast yang bersifat dikotom dan
tdak bersifat kontinum,

2. Menurutoya sentrelisas itu mutlak disamping desentralisasi
tetapi bukan sentralisne.

3, Pemikiran wewenang yang wuh dan sepenuhnya dari
daerah ofonom terhadap berbagai urusan pemerintahan
dihuar urusan pemerintahan yang secara eksplist menjadi
Kompetensi pemerintah pusat

4. Tuntutan elt formal lokal terhadap semua asset pusat yang
berada i daerah,

5. Pengingkaran terhadap bentuk  kendali dan control
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pemerintah yang diatur dalam kerangka hukum,

Menurat  Bheoyamin ~ Hoesseln, mandfestasi  da
metamorphosis tersebut tumbuh subur efmocentrion kepolitkan
et seterapat. Akibatnya terjadi parochial poltics yang pick dan
berbahaya yang menghambat proges oyaltas nasional

Mengenai apa yang dikemukakan oleh Benyamin Hoessein
tersebut, pada hakekatnya benar jika hal iu terjadi. Hanya saja
apa yng dikhavatirkan beliau ketka itu adalah merupakan
Kekhawatiran setelah mempelajai fenomena yang ada ketika it
Namun sesungguhnya fenomena i terjadi karena prilaku el
lokal yang delam hal i acalah prilaku politk pemerintaan yang
ditampilkan oleh pemegang kendali pemerintehan daereh yang
tdal lain adelah para tokoh poliik yang belum memahami secara
mendalam subtansi desentrelisai dalam pemerintahan dan delam
kehidupan bermegara di ndonesa,

Jodi sesungguhnya bukan konsep desentralisas yang perlu
ditinjou, bukan juga penerapannya secara konsepsi akan tetapi
prilaku politk para elt polik yang ‘mengangkangi” pemerintahan
secara tidak berbekal, secara tidak proforsonel ; dan dari sudut
pandang yang keliru

Penomena ini diokui sendiri oleh Bhenyamin Hoessein
yang di dalam makelanya mengatakan babwa pada hakekatnya
desentralisast adalah otonomisasi masyarakat yang berada pada
wilayeh tertentu, sehingga masyarakat yang memperoleh otononi
menjelma menjadi daerah otonom. Namun yang terjadi menurut
Hoessein adalah pemahaman desentralisas sebagai penyerahan
wewenang pemerintahan elite nasional kepada elte lokal
Menurutnya lagi, ketiadaan vist di kalangan €lt lokal mengenai
ofonomi daerah wntuk menyejahterskan masyarakat melaui
pemberian layanan publik berekibat peda Kemerosotan layanan
publik sekaligus dalam hal ini melemahkan konsep desentralisesi
sehingga hal ini peru ditnjau.

Ates dasar penilaian dan pemikiran yang telah dikemukan,
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pemerintah yang diatur dalam kerangka hukum,

Menuret  Bhenyamin ~ Hoessein,  manifestasi ~ dari
metamorphosis tersebut tumbuh subur ethnocentrion kepolitkan
elite setempat. Akibatnya tetjadi parochial politics yang picik dan
berbahaya yang menghambat proses oyalitas nasional

Mengenai apa yang dikemukakan oleh Benyamin Hoessein
tersebut, pada hakekatya benar jka hal it teradi. Hanya saja
pa yang dikhawatirkan beliau ketika itu adalah merupakan
Kekhawatiran setelah mempelyjar fenomena yang ada letka it
Nemun sesungeuhnya fenomena tu teradi karena priaku el
lokal yang dalam hal ni adalah prlako poliik pemerintahan yang
ditarmpilkan oleh pemegang kendali pemerintehan daereh yang
tidak lain adalah para tokoh politk yang belum memahami secara
mendelam subtansi desentralisas dalam pemerintahan dan dalam
Kehicupan bernegara i Indonesai,

Jadi sesungguhoya buken konsep desentralisasi yang perlu
ditnjau, bukan juga penerapannya secara konsepsi akan tetapi
prlaku politk para lit poltk yang ‘menganghangi” pemerintahan
secara tidak berbekal, secara tidak proforsional ; dan dart sudut
pandang yang kelirw

Penomena ilklp sendirl oleh Bhenyamin Hoessein
yang di dalam makalanya mengatakan bahwia pada hekekatnya
desentralisas adalah otonomisasi masyarakat yang berada pada
wlayah tertentu, sehingga masyarakat yang memperoleh otonon
menjelma menjadi daerzh otonom. Namun yang terjadi menurut
Hoessein adalah pemahaman desentralsas sebagi penyerahan
wewenang pemerintahan elite nasional kepada elite Iokal
Menurutnya lagl, ketiadean visi di kalangan elt lokal mengenai
otonomi dacrah untuk menyejehterakan mesyarakat melahd
pemberian layanan publk berakibat pada kemerosotan Layanan
publk sekaligus dalam hal ini melemahkan konsep desentralises
sehingga hal ini peru ditnjau

Ates dasar penilaian dan pemikiran yang telah dikemukan,
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maka sesungguhnya penerapan desentralisast-lah yang mengalami
kekeliruan yang cilakukan oleh elt politk, bukan peneriemahan
masyarakat yang kelru, masyarekat dalam hal ini mlah menjadi
koban Kebijekan yang diteraphan secara tidak utubfidak
onperhens

Aspek utuh yang dimaksudkan dalom hal i adlah seleks
Kepala daerah atau pemimpin lokal perlu dilakukan secara terbatas
bukan meluas kepada mekanisme politk lokal yang terbuke.
Alcbatnya elit politk yang idealnya berada pada. format legilaif
mengimbangi eksekutf, malah menyeberang ke eksekuti, satu
wilayeh Kerja yang belum mereka kenal. Hel in terjadi karena
penentuan kepala daerah, memmungkinkan dan mermudahken serta
menguntungkan para ¢lit polifk lokal berkompetisi. Mekanisme
memperoleh posisi pirmpinan daerah memberi mereka peluang dan
akhirnya mereka rama-amai menyeberang aplagi penyeberangan
it sangat menggoda. Perpindahan jalur tu semakin terasa tatkala
diantara mereka gagalterpith i egistif maka menjadileh eksekutif
sebagal alternatif yang selanjutnya dalam perkembangan politk di
daerah elt politk lokal menjadikan kurst kepala daerdh sebagai
orientasi mereka.

Para it politk lokal itu memimpin eksekutif sekalipun
mereka tidak memilki kompetens! tekstual, konpetensi teknis,
Kompetensi kontekstual mengenai wilayeh ekssekutif yang selama
inf munglin tidak perngh ada dalam benaknye. Satu hl yang unik
alam pemerintahan khususnya berkalt dengan kepamongprajean
adelah aspek intuis yang tajam terhadap masyarakat. Aspek ini
ternyata tidak instan, serta merta, disamping watak pembavwaan
jiga yang menjadi faktor penting adalah tempat tumbuh seseorang
yang mengasth kepeduliannya, yang mengasah rasanya,

Sangat sulit mendapatkan kepala dagrah ateu pimpinan
daerah yang memiliki emampuan eknis pemerintahan atau etidak
tidakaya menuliki pengalaman pemerintehan. Mesalahoya adalah
meteka yang teah mendudukijenjang strukiur pemerintahan sesai
Karirnya terganjal aturan administrast kepegawaan dan sekaligus
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maka sesungguhnya penerapan desentralisas-lah yang mengelami
kekeliruan yang dilakukan oleh elit polik, bukan penerjemaan
masyarakat yang Kelir, masyarakat dalam hel ini malah menjadi
koban Kebijaken yang diterapkan secara tidek utuhytidak
nperhensf

Aspek utuh yang dimaksudkan dalam hal ind adlah seleks
Kepala daerah atau pemimpin okel perlu dlakukan secara terbates
bukan meuas kepada mekanisme polit lokel yang terbuke.
Alabatnya elt politk yang idealnya berada pada format legilaif
mengimbangi eksekut, melah menyeberang ke eksekuti, satu
wlayah erja yang belum mereka kenal. Hal ini teradi karena
penentuan kepala daersh, memungkinkan dan memudahkan serta
menguntungkan para ¢t poliik lokal berkompetisl, Mekanisme
memperoleh posist pimpinan daerah memberi mereka peluang dan
akhirnya meteka rama-ramai menyeberang apalagi penyeberangan
it sangat menggoda. Perpindahan jaur itu semaldn terasa tatkala
diantara mereka gagel terpikh i el maka menjadlah eksekatif
sebagai alternatif yang selanjutnya dalam perkembangan politk di
deerah elt politik lokal menjadikan kursi kepala daerah sebag
orientasi mereka.

Para ¢lit poliik lokal itu memimpin eksekutif sekalipun
mereka tidak memiliki kompetensi tekstual, konpetensi tekais,
Kompetensi Kontekstual mengenai wlayeh ekssekutif yang selama
ini ungkn tidak pernah ada dalam benaknya. Satu hal yang unik
dilam pemerintahan khususnya berkait dengan kepamongprajaan
adelah aspek inuis yang tajam terhadap masyarakt, Aspek ind
ternyata tidak instan, serta merte, disamping watak, pembavvaan
juga yang menjadi faktor penting adaleh tempat tumbuh seseorang
yang mengassh kepedulannya, yang mengasah rasanya.

Sangat sulit mendapatkan kepala daerah atau pimpinan
derahyang memiliki kemampuan teknis pemerintehan atau sfidak
tidaknya memiliki pengalaman pemerintzhan. Masalahnya adaleh
mereka yang telah mendudukijenjang struktur pemerintahan sesuai
arirnya terganjal aturan administrast kepegaweian dan sekaligus
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Kohesi poliik. Sult mendapatkan yang idea, karena yang memilid
Kemampuan manageriel, kepemimpinan atau leadership ol
governmen tu tenfulzh pefabat karir di pemerintahan yang eriegel
atau terjebak auran, tidak boleh masuk wilayah poltik prakis

Sementara fu, para birokrat Karir atau para- pejabat Kari
pemerintahan atau PNS yang telah lebih awal tersandra aturan
dlarang berpolitk (sesungguhnya dilarang berpartaipolitk).
Akibatnya untuk masuk ke mekanisme kompeisipimpinan daerah
kemungldnannya sangat sedikt, wntuk tidak diketakan tidak
mungin. Kesempatan itu teah terlebih dehulu direbut pimpinan
parta. Kelaupun pimpinan partai menyerahkan peluang itu ke luar
struktur  partai, mencalon non-kader tentulah memerlukan biaya
politk yang pastitidak terjangka oleh pejabat kari,

Kelemahan kelemaban di dalam pengelolaan pemerintahan
aerah, di era kebijakan pemibhan langsung dominasi partai
poltik dapat dicermati secara sederhana melalut kondlik konfik
kepegawaian di daereh-daerah yang berujung diterbitkannya
kebijakan ASN (Aparatur Sipil Negara), sekalipun belum terasa
kiprahuya. Juga dapat diamati pada tindekan pimpinan “pikor’
sudah berapa banyak kepala daerah propinst atau kabupaten kota
mendekam i bakk teral besi, ielah karena mereka bekerja idak
sestai dengan kompetensinya. Anehnya, yang member kontribusi
terbesar mengenai keberadaan mereka i sanaadelah. Pemerinteh,
yang mengeluarkan kebiakan desentralisast yang diterepkan tidak
konperhensifitu

Akibat Lin dari Kebiakan tersebut falsh terjadinya praktek
sentralisesi permithan kepala daerab. Tentu hal ini sangat paradoks
atau bertentangan dengan semangt desentralisst yang diinginkan
oleh reformasi, refomiadt tata kelola pemerintahan daereh yang
ditandai dengan pemberian Kepercayaan kepada daerch mengurus
rumahtangganya sedetel etellnyayeng dapat mengangkatmartabat
dan kesejahteraan rakyat didaerab, otonomi seluas huastye.

Namun apa yang terjadi, kalau di jaman orde baru yang
direformasi v, Kepala Daerah dipilih den ditentukan melaui
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ohes poliik Sult mendapatkan yang ideal, karena yang memilid
kemampuan managerial, kepemimpinan atau eadership local
government it tentulah peabat kari i pemerintahan yang teriel
atau erjebal aturan, tidak boleh maguk wilayah politk prakeis

Sementara it para birokrat karir atau para- pejabat karir
pemerintahan atau NS yang telah lebih awal tersendra aturan
larang berpolitk (sesungguhnya dilarang berpartaipalitk).
Alabtoya unfuk masuk ke mekanisme kompetisi pimpinan deerah
kemunglinannya sangat sedikit, untuk tidak dikatekan tidek
mungkin. Keserapatan itu teah terlbih dahulu divebut pimpinan
partal. Kelaupun pimmpinan partai menyerahken peluang itu ke har
struktur - partal, menclon non-kader tentuleh memerlukan biaya
politk yang pasti tidak terjangkau oleh pejabatkari,

Kelemahan kelemahan di dalam pengelolaan pemerintahan
daerah, di era kebijakan pemilihan langsung dominasi- parta
poltk-dapat dicermati secara sederhana melalui konftk konflk
kepegawaian di daerab-daereh yang berujung diterbithannya
Kebijakan ASN (Aparatur Sipil Negare), sekalipun belum terasa
iprahnya. Juga dapat diamati pada tindakan pimpinan “fipkor’
sudah berapa banyak kepala daerch propinsi atau kabupaten kota
mendekam i balk terali besi, aleh karena mereka bekerfa tidak
sestat dengan kompetensiny. Anehnya, yang membert kontribust
terbesar mengenai keberadaan mereka di sana adalah  Pemerintah,
yang mengeluarkan kebijakan desentralisast yang dierapkan tidek
Konperhensiftu

Akibat Lain dart ebijakan tersebut, ialah terjdina praktek
sentralisasi pemilihan kepala daerab. Tentu hal ini sangat paradoks
atau bertentangan dengan semangat desentralisst yang diinginkan
oleh reformasi, reformasi taa kelola pemerintahan daerah yang
ditandai dengan perberian kepercayaan kepada daerah mengurus
rundhtangganya sedetel detellnyayang dapat mengangkatmartabat
dan kesefabteraan rakyatdi daerah, ofonomi sebuas uesnya.

Narmun apa yang terjadi, kalau i jaman orde baru yang
direfomnasi i, Kepala Daerah dipilh dan dientukan melahi
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mekanisme  penjaringan. Daerah diberi tugss, wewenang
mengusulkan 3 (tige) nama ke Pusat (depertemen dalam negeri),
darl sana diturunkan satu nama yang disetujui Pusat, dalam bal
in disetuju Presdien atau Menteri Dalam Neger. Kepala Daerah
it kala itu tetaplah aspivasi deerah yang disetujui Pusat setelah
mengalani penjaringan di daerah oleh fraksi frasi di DPRDI/
DPRDIL

Di era reformasi dewasa inf, mekanisme penjaringan
(ilakukan di daerah lahu diusul, dinegostastkan ke “pust’, Pusat
Calam halini adalah pinmpinan partai politk secara hiral lau turun
satu nama, setelh mengalami proses ‘tarulur’. Satu nama ini
yang akan dicelonkan sebagai calon kepala daerahy untuk dipiih
pada pemilihan kepela daerah setempat,sesuai jadval,

Apa yang membedakan, pemiliban dan penentuan kepala
aerah jaman orde baru dengan jaman reformasi? Kalau di era Orde
Baru, pemilthan dilakukan melalui proses penjaringan di DPRD
(1), kenuctan di bawah ke Pusat untuk dimintal persetuguan,
satu diantara tiga nama. Mekanisme ini mencerminkan azas
pemerintahan deerah dan mjukkan bahnva kepala dacrah
selin sebagal kepala deerah ofonom, juga sebagai kepala
wilayeh administratf Disinilah bersemni, berakumulast azs azas
pemerintahan deerab, khususnya desentralsas, dan dekonsentrast

Seluruh organ dan mekanisme yang bekerja etika tu, adalah
Kementerian Dalam Negeri sudeh barang tentu dibantu oleh organ
organ pemerintah lainnya,terutama di dalam proses ujl kapasites,
kompetensi, skap mental dan latar belakang seorang calon kepala
daerah hingga ditemukan figur yang mermikki dedikasi kepribadian,
loyalitas kebangsaan dan moralitas sosial keagamaan yang tidak
tercelah secara mental ideologs.

Dierateformas, calon yang ada iusulkan oleh Parta Poltk
didaerah setempat Tanpa melalui aur suprastruktur politk dikir
ke pusat, kepada struktur partai ebih tinggi, sesual partai masing
masing, ol akan ditetapkan satu nama untuk kemudian dipaketkan
(berpasangan) dengan parta koalisatou partai pendukung hinnya.
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mekanisme  penjaringan. Daerah diberi tuges, wewenang
mengusulkan 3 (tga) nama ke Pusat (deprtemen delam negeri,
dari sana diturunkan satu nama yang disetujui Pusat, delam hal
ini disetuju Presdien atau Menteri Dalam Negeri. Kepala Daereh
iu, kla it tetaplah aspirast daerah yang disetujui Puset setelah
mengalami penjaringan di daerah oleh fraksi fraksi &i DPRDY/
DPRDIL

Di era reformasi dewasa ini, mekanisme penjaringan
dilakukan di daerah lalu diusul, dinegosiasikan ke “pusat, Pusat
dlan hal i adalah pimpinan partai polik secara hiraki lau turun
sat nama, setelah mengalami proses ‘tark-ulur’ Satu nama ind
yang akan dicalonkan sebagal calon kepala daerah wntuk dipiih
pada pemilihan kepela daerah setempat, sesuai jacwal

Apa yang membedakan, pemihan dan penentuan kepala
derah jaman orde aru dengan jaman veformasi? Kalau di e Onde
Baru, pemilihan dlakukan melalui proses penjaringan di DPRD
(U0, Kennudtian i bawah ke Pusat untuk diminta persetuguan,
st diantara tiga nama. Mekanisme ini mencerminkan azas
pemerintahan daerah dan menunjukkan bahwa kepala daerah
sehin sebagai kepala daerah otonom, juga sebagai kepala
wilyah administratif. Disinilah bersemi, berakumulest azas azas
pemerintahan daerah, Khususnya desentrabisasi, dan dekonsentrasi,

Seluruh organ dan mekanisme yang bekerja ketika it adalah
Kementerian Dalam Negeri sudah barang tentu dibantu ol organ
organ pemerintah Jinnya, terutama di dalam proses uj kapasites,
kompetensi, skap mental dan latar belakang seorang calon kepala
deerah hingga diterkan figur yang mermilki dedikasi kepribadian,
loyalitas kebangsaan dan moralies sosial keagamaan yang tidak
tercelah secara mental deologs.

Dierareformas,calon yang ada diusulkan oleh Parti Politk
didagrah setempat Tanpa melalui jahu suprastruktur politk dikirim
ke pusat, kepada struktur partai ebih tingol, sesuai partai masing
masing, laluakan itetapkan satu nama untuk kemudian dipaketkan
(berpasangan) dengan partat koalis atau partat pendukung inoye.
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Langkah selanjutnya digjukan dan didaftarkan ke Komis! Pemilthan
Unnum (KPU) setempat untuk dipiih pada agenda pemilihan sesuai
daetah masing masing, Sehuruh mekanisme pencalonan dilakukan
oleh internal partai poliik Tidak melbatkan eksekutf legidat,
alam hal ini hanya melali mekanisme impra struktur poltk.
Mengenaikapasitas,kompetensi kapabiltas, moralitas seorang figur
calon kepala daerah dan sebagainya diseraken Kepada masyaralat
unfuk menilanya dan sekaligus memilh sesuai dengan yang
dinginkan. Namun denikian, seluruh embel embel yang bernama
Kapasitas, kompetensi, skap mental dan moralies srta sebagainya
dapat diatasi melalui mekanisme yang tidak diatur, yang namanya
money pobtics

Dengan demikian, baik di  jaman orde baru, maupun di
jaman reformasi keduduken Kepala Daerah it tetap sentralistk
Bedanya hanya pada administrasi, ada yang ditangani ekskekut,
in dijaman Orde Baru. dan ada yang ditentukan parta poliik saja,
inf di jaman reformasi. Di jarman reformasi Menteri Delam Negeri
ataupun Presiden berperan secara legelitas administrative, bukan
legalita poliik

Dari proses yang telah dikemukekan, keberhaslen kedua
mekanisme ini dapat dukur pada tolok ukur kesejabteraan rakyat
di daerah, kinerja pemerintoh daerah. Namun ada pula implikasi
lin yang mengemuka secara tidak disadari terbangunnya. impra
struktur politk kaum kerabat, melibatkan eluarga, penguasaba dan
pegavvainegerl, menjadipressure group-intres group namun dominan
pada orientas politk, yang dibangun alu melahirkan dinastidinast
kepamongprajaan baru, dengan nama besar merebek dan masyhur
di daereh. Selebihnya dapat dikur di penjara atau seberapa banyak
yang memakai rompi orange i KPK.

Pola e ataw saing hubungan DPRD (legilatif
engan Pemerintah Daerah (eksekutif ) depgggsgrmati dengan
menyandingkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tengang
Pemerintehan Di Daerah dengan Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Dagrah. Kedua undang undang ini
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Langkeh selanjutnya diajukan dan dideftarken ke Komisi Pemilihan
Urnum (KPU) setempat untuk dipilih pada agenda pemilihan sesuai
daerah masing masing. Seluruh mekanisme pencalonan dilakukan
oleh internal partai politik. Tidak melbatken eksekuti legidati,
dilam hal ini hanya melalul mekanisme impra struktur politk.
Mengenai kapasita, kompetensi, kapabiltas, moraltas seorang igur
calon kepala daerah dan sebagainya diserahkan kepada masyarakat
untuk menilinya dan sekaligus memillh sesuai dengan yang
dinginkan. Namun demikian, sehuruh embel embel yang bernama
apasita, kompetensi, sikap mental dan moralias serta sebagainya
dapat diatast melalui mekanisme yang tidak diatur, yang namanya
money poltc.

Dengan demikian, baik di  jaman orde baru, maupun i
jaman reformasi kedudukan Kepala Daerah itu tetap sentralistk
Bedanya hanya pada adminisrasi, ada yang ditangani elskekut,
in cijaman Orde Baru. dan ada yang ditentukan partai politk s,
ini i aman reformast. Di jaman reformasi Menteri Dalam Negeri
ataupun Presiden berperan secara legalitas administeative, bukan
legalita poliik.

Dart proses yang telah dikemukakan, keberhasilan kedua
mekanisme ini dapat diukur pad tolok ukur kesejahteraan rakyat
di daereh, kinerja pemerintah dagrah. Namun ada pula implikasi
Lo yang mengemuka secara tidak disadar terbangunnya. fmpra
struktur poliik kaum kerabat, melthatkan keluarga,penguasaha dan
pegavvai negerl menyjadi presure group-ntres group namun dominan
padaorientasi politk, yang dbangun alu melahirkan dinastidinast
kepamongprajaan baru, dengan nama besar merebak dan masyhur
i daerah. Slebihnya dapat dikur di penjaraatau seberapa banyak
yang memakai rompi range di KPK.

Pola relesi atau saling hubungan DPRD  (legslat)
dengan Pemerintah Daerah (eksekautif ) dapat dcermati dengan
menyandingkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tengang
Pemerintahan Di Daerch dengan Undang Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Dagrah. Kedua undang undang ini
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mengatur mengenal pemerintahan daerab bedanya adalah ada
yang diterapken pada era Orde Baru, era Pak Harto, dan ada yang
diterapken pada era Reformasi, era B. Habibie; atau yang satu i
etakonstitust UUD Tahun 1945 sebelum ciamandemen dan seteah
diamandemen.

Pemerintahan daf@BYang disclenggarakan berdasrkan
UU No. 5 Tahun 1974, berbeda dengan UU No22 IB\ 1999,
Otonomi Darah menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999, adalah “kewenangan daerah ofonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masparakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang undangan’.

Secara e deta, kit at jgbedaan prbedean
antara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 22 Tahun
1999, sehagt berik:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;

Infi moral undang undang in adaleh sesuai dengan straegi
pemerintahan tatkela it adalah stebiltas politk Strategt ind
mewarnai setap prilaku poltk, kebiekan dan cara penyelesaan
masalah Ketlka tu, stabltas menjadi tujuan utama dengan sasaran
pembangunan ekonomi dapat berjalan,

Terkesan di jaman undang undang ini, DPRD didomines
oleh ehssekutf, keberadaannya sekedar melegitimasi pada tiga
fungs dewan, lgislas) budgeting dan controllng

Dinemika demokrasi beralan seiring dengan stebilitas
nasional yang dinikenat i daerah daerah. Sekalipun kernudian ada
yang menuding demokrast yang diterapkan bersfat prosudural,
termasuk dalam hal penentuan Kepala Daerah. Denilian dengan
stailtas Ketika itu dinilai semu Karena dinamika masyarakat
terbungkem. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak
memperjuangkan aspirasi rakyet, sehingga dinilai mandul, tidak
menghasilkan apa apaidak produktif untuk rekyat,
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mengatur mengenai pemetintahan daerah, bedanya adalah ada
yang diterapkan pada era Orde Baru, era Pak Harto, dan ada yang
diterapkan pada era Reformasi era B]. Habiie; atau yang sau &
erakonstitusi UUD Tahun 1943 sebelun diamandemen dansetelah
diamandemen.

Pemerintehan doerah yang diselenggarekan berdasarkan
UU No. 5 Tahun 1974, berbeda dengan UU No22 Tahun 199
Otonomi Daerch menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun
1999, adaleh “kewenangan dagrah ofonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menuru prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang undanga”,

Secara lebih detal, kita lihat juga perbedaan perbedaan
antara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 22 Tahun
1999, sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974

Inti moral undang undang ini adalah sesuai dengan strateg
pemerintahan tatkala fu adalah stabiltas polik. Steategi ind
mewarnai seiap prilaku politk, kebiakan den cara penyelesaan
masalah ketdka it stabiitas menjads tujuan utama dengan sasaran
pembangunan ekonorni depat berjalan,

Terkesan i jaman undang undang i, DPRD didominas
oleh chssekuti, keberaduannya sekedar melegitimasi pada tiga
fungsi devwan, legilas, budgeting dan controlin,

Dinamika demokrasi berjolan seiring dengan stebilias
nasional yang dintkmat i daerah daerab. Sekalipun kemudian ada
yang menuding demokrasi yang diterapkan bersifat prosudural
termasuk dalam hal penentuan Kepala Daerah. Demikian dengan
stabiltas Ketika itu dinilai semu karena dinamika masparakat
terbungkem. DPRD sebagai Jembaga perwakilan rakyat tidak
memperjuangkan aspiras rakyat, sehingga diniat mandul, tidak
menghasilkan apa apaidak produktif unfuk rakyat,
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Cirl khusus undang undang ini adalah menempathan
legiltive atau DPRD pada posisi Pemerintah Daereh, hal ini
berimplkegbda dinamika gt telap mengacu pads cinamika
pemerintahan daerah,

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

Berbeda dengan Undang Undang sebelumnya, undang
undang infintimoralnya adalah demokras transparan, prtispasi,
pemerataan dan keadilan. Kata kata i lazim ditemukan di dalam
undang undang i

Hel pertama yang diletakkan pada proforsi legisatif pada
undang undang ini acalah menemmpatkan DPRD sefjar dengan
pemerintahan daerah bukan sebagai bagian Pemerintah Daerch,
Kelak Undang Undang in juga berubah menjadi Undang Undang
tentang Pemerintaban Daerah.

Untuk mengangkat issu demoleatisasi, undang undang ind
menempatkan peran den fungsinya. memilih serta mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerch,

(ubernur, Bupati dan Walikota bertanggungiawe kepada
DPRD, dalam hal:

a. Pertanggungiawaban akhir tahun anggaran
b. Pertanggungjawaban akhir mesa abatan; dan
C. Pertangjawaban untuk haltertentu.

Pada era undang undang ini, fungsl pengawasan DPRD
diperketat dan mendapatkan otoritas yang tingg}, sekalipun bidang
pengawasan tu tidak dirinci, lahu ini dimaknal sebagai bentuk
pengavasan pa saia yang dianggap perln oleh dewanlulah
sebabnya di jaman undang undang ini, terkadang Anggota DPRD
mengambil peran badan pengawas fungsiond, Inspektorat, BPK-
BPKP semmpat membuat eksekutif kelibakan, Nammun apa yang terjadi,
solusi daripengawasan yang demikian menjanmurken pretek kolusi
antara legilatfdan eksekutifmenjadi relastbaru yang menyebebkan
sebagian dar keduanya mendekam i di Rutan, Pejara,
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Cirl khusus undang undang ini adalah. menempatkan
legislative atau DPRD pada posisi Pemerintah Derah, hal ini
berimplikasi pada dinamikalegiatf tetap mengacu pada dinamika

pemerintahan daerah.

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

Berbeda dengan Undang Undang sebelummya, undang
undang iniinti moralnya adalah demokrasi transparans, partispesi,
pemerataan dan eadlan. Kata kata ini lazim ditemukan di dalam
undang undang i,

Hl gegagee yang dletakhan pada profosi gt pada
undang undang ind adalah menempatkan DPRD sejgjar dengan
pemerintzhan daerah bukan sebagai bagian Pemerintah Daerah,
Kelak Undang Undang ini juga berubah menjadi Undang Undang
tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengepehat s demokraia, undang undang i
menermpatkan peran dan fungsinya. memilh serta mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah,

Cubernur, Bupati dan Walikota bertanggungiawab kepada
DPRD, dalom hal:

. Pertanggungiawaban akhir tahun anggaran;
b, Pertanggungiawaban akhir masa jabatan; dan
¢. Pertangiawaban untuk haltertentu

Pada ¢ra undang undang ini, fungs pengawasan DPRD
diperketat dan mendapatkan otoritas yang tingg, sekelipun bidang
pengavasan fu tidak dirinci, lalu i dimaknai sebagai bentuk
pengawasan apa saia yang dianggap perht oleh dewanltulah
sebabaya di jaman undang undang ini, terkadang Anggota DPRD
mengambil peran badan pengawas fungsiondl, Inspektorat, BPK-
BPKPsempat membuateksekutif kelabekan, Namun apa yang terjadi,
solust daripengivasan yang demikian menjamurkan praktek kol
antara egilaf dan eksekutif menjadi relsi baru yang menyebabkan
sebagian dari keduanya mendekam didi Rutan, Peara,
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Komulasi dart Ketidaksesuaian itu dan berbagai masalah
antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat kita simpulkan sesai
penilaan Prof DR. Riyas Rasyid terhadap DPRD pada era Undang
Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagainana ituls dalam Amanak

Politik Indonesia, bahwa:
40

a. DPRD dianggap Kurang mampu melaksanaken fungsinya
sebga mita yang eihF dan ki dai Kepal Daera

b. DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri urusan Kepala
Daerah, sehingga cenderung menyimpang dart fungs
utamanya;

¢. DPRD dianggap tidak memperoleh kesempaten yang
seimbang dengan Kepala Daerah unuk merumuskan
kebijakan Pemerinteh Daerahy

Banyakaya masalah yong timbul dan menjadi kemelut
berlarut larut mempercepat masa belakunya undang undang ini
seteah divevis sesuai evaluasi dan kritken masyaraat,

Menarik wntuk disimak bahwa pada era Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditariasukke wilyah pemerintah
daerah “Pemerintah Daerah adaleh Kepala Daerah dan Devvan
Persvakilan Rakyat Daerah sehingga ketka itu dikenal dua lembaga
i doereh yang masuk di dalam jajaran Pemerinteh Daereh,
lemabaga DPRD dan lembaga Kepala Daerah

Di jaman Undang Undang No Nomor 22 Tahun 1999,
trjadi sebalknya ekssekuti, Kepala Daerah bersama dengan unsur
unsur pembantunya beringsut masuk e legisati melaui Anggota
DPRD. Hal ini terjads seiring dengan meningkatnya peran DPRD,
terutama mengena pengawasan menyebabkan cksekutif agressif
masuk mengamankan dirf dengan membangun reles yang kuat dan
terbangunlah praktek kolusi Korupsi dan nepotisme disana

Kondisi itu dipicu kondisi perpolitkan di daerah sangat
dinamis eiring engan menjamurnya Partai Parta Polik peserta
Pemnilu setelah berahirnya masa fusi partai Khas Orde Baru,

142

DESENTRALISAS] PEMERINTAHAN DALAM
PERSPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Komulasi dari Ketidaksesuaian itu dan berbagai maselah
anfara DPRD dengan Kef@gelegyah capat ki simpuln sesul
penilaian Prof. DR. Riyas Rasyid terhadap DPRD padara Undang
Undang Notxor 22 Tehun 1999, sebagaicnana ituls dalam Amanek
Politik Indonesia, bahwa:

. DPRD dianggep kurang mampu melaksanakan fungsinya
sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari Kepala Daerah;

b, DPRD dianggap terllu jauh mencampurt urusan Kepala
Daereh, sehingga cenderung menyimpang dari fungs
utamanya;

¢. DPRD dianggap tidak memperoleh Kesempatan yang
seimbang dengan Kepala Daerdh untuk merumuskan
Kebijakan Pemerintzh Daerah

Banyaknya mesalah yang timbul dan menjadi kemelut
berlarut larut mempercepat masa belakunya wndang undang ini
setelah direvistsesuai evaa dan kritkan masyarakat,

Menarik untuk disimak babwa pada era Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1974, DPRD ditarik masuk ke wilayah pemerintah
duerah ‘Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rekyat Daeral sehingga ketka tu dikenal dua lembaga
i doereh yang masuk di delam jajaran Pemerintah Daerah,
emabaga DPRD dan lembaga Kepala Daereh

Di jaman Undang Undang No Nomor 22 Tahun 199%,
terjads sebaliknya ekssekutt, Kepala Daerah bersama dengan unsur
unsur pembantunya beringsut masuk ke legisati melahi Anggota
DPRD. Hal ini tetjads sering dengan meningkatnya petan DPRD,
terutama mengenai pengawasan menyebabkan ekselutif agressif
masukmengamankan diri dengan membangun rlas yang kut den
terbangunlah prakek kolusi korupsi den nepotisme di sana.

Kondisi itu dipicu kondisi perpolitikan di daerah sangat
dinamis sering dengan menjamurnya Parti Parta Pokitk peserta
Pemilu seteloh berahirnya masa fusi partai khas Orde Baru.
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Bersamaan dengan itu biaya masuk menjadi anggota DPRD
ditanggungsendiriolehmasingmasing caon, artaitidak membiayai
sehubungan sistern yang berubah dan dinamika parta politk begitu
luas dalam eforia reformasi seaken menikmati kebebasan setelah
terkungkung lama

Kembali hepada istlah Kepala Daerah masuk ke legidatt,
ialah babwa umun terjadi ketka tu Anggota DPRD pindah
jelur menjadi Kepala Daerah. ARhirnya bertemu dengan sesama
anggota parta dan sesama pernah bersama sebagai Anggota DPRD
alam rapat rapat paripurna dewan lalu bersemi hingga teriadilah
hegemoni, Kepala Daerah masuk wilayeh Lagislaf. Kondis ini
juga berkontribust besar menggagelkan pelaksanaan UU Nomor 22
Tahun 999 sebagaimand@BTegiye

Kelahiran UU Nomor 32 ehun 2004 dengan konsep otononi
pang melkat ecaaineren, disusun engan pendépn evalas
pelaksanaan UU Nomor 22 Tohun 1999, akbimya terkesan
undang undang yang labir kemudian ini “membredel” seluruh
hal yang menimbulkan kegaduhan pemerintahan sebelumnya,
Padahal sesungguhnya bukan undang undang Nomor 22 Tahun
1999 seluruhinya harus di"kambinghitamkan” akan tetapt prakiek
penyelenggaraannnya digah oleh kit politk lokaltatklait.

Undang Undang Nomor 32 Tehun 2004 mendefiniskan
ofonomi dagrah sebagal ak, wewenang, dan kewajiban
dacrah ofonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai
dengan peratutan perundang undangan”,

Diungkapkan dalam Buku Lembaga Perwaklan Rakyat
Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan
Undang Undang Dasar 1945, (TA. Legowo-Formappi2005).
Peranan DPRD dalam proses pemikhan Kepala Daerah, mula
arl pengajuan, pemiliban dan penetapan menjadi wewenang
sepenuhnya DPRD. Halini menyedot perhatian masyarekat kepada
DPRD,
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Bersamaan dengan itu biaya masuk menjadi anggota DPRD
ditanggungsendiriolehmasingmasing calon partatidak membiayai
sehubungan sistem yang berubah dan dinamika parta politk begitu
luas dalam eforia reformasi seakan menikomati kebebasan setelah
terkungkung lama.

Kembali kepada istlah Kepala Daerah masuk ke legiati
faleh bahwa wmun terjadi ketika itu Anggota DPRD pindeh
jalur menjadi Kepala Daeteh. Akhirnya bertemu dengan sesama
anggota parta dan sesama pernah bersama sebagai Anggota DPRD
dlam rapat rapat paripurna dewan lalu bersemi hingga terjadilah
hegemoni, Kepala Doerah masuk wilayah Lagislait. Kondis ni
juga bekontribusi besar menggagalkan pelaksanaan UU Nomor 22
Tahun 1999 sebagaimana mestinya,

Kelahiran UU Nomor 32 tahun 2004 dengan konsep otonormi
yang melekat secara inherent, isusun dengan pendekatan evaluas
pelaksanaan UU Nomor 22 Tehun 1999, akhirnya. terkesan
undang undang yang lahir kemudian ini “membredel seluruh
hal yang menimbulkan kegaduhan pemerintahan sebelumnya,
Padahal sesungguhnya bukan undang undang Nomor 22 Tahun
1999 seluruhnya harus df kembinghitamken” akan tetap praktek
penyelenggaraannnya di drerah oleh et politk okel tathelait.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefiniskan
otonomi daerdh sebagel hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai
dengan peraturan perundang undanga”,

Diungkapkan dalam Bukn Lembaga Perwaldan Ralat
Indonesia Studi dan Analiis Sebelum dan Setelah Perubahan
Undang Undang Dasar 1945, (TA. Legowo-Formappi J005).
Peranany DPRD dalem proses pemilan Kepala Dagrab, mula
dart pengajuan, pemilhan dan penetapen menjadi wewenang
sepenuhnya DPRD. Hal ini menyedot perhatian masyarekat kepada
DPRD,
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Pada saa tu, terjadi persatangan yang ket di antara kader
patai politk memperebutkan posisi Kepala Daerah, Kemunghinan
menjadi Kepela Daerah bagi pengurus parti terbuka lues, yang
sebelumnya susah dibayangkan. Aspiras yang muncul kemnudian
semakin phral tanpa seleksi dalam skela kepemimpinen,
keperintahan dan kenegaraan. Aldbatoya calon sult dibendung
Karena seakan tanpa kretera dan seleksi. Kondis! ini pun merebak
berpotensi menyebabkan konftk horizontel i masyarakat. Kendis
perpecahan berpotensiteradi antar fraksi dan infernal fraksi

Kondsi yang berlarut larut demikian, menyebeblan
pemilihan Kepala Daerah tidak lagt melaui mekanisme pemiihan
melaui DPRD tetapi pemibhan dilekukan secara: demokrats
langsung oleh rakyat, Pemilinan secara langsung oleh rakyat tdak
merubah proses pengajuan dan seleks, tetap mellu fraksi fareksi
di DPRD.

Nampakoya  Kesultan demi kesulitn akan tetap
menghadang, semangat mengemblkan pemilihan kepala daerah
melalui DPRD dimasukkan dalam RUU tentang Pemerintehan
Dacrah lelu berujung pada kehuarmya Peraturan Pemmerinteh, dem
mengemblikan pemilihan tetap cilakukan leh rakyat,

Diakui, pembangunan politk Khususnya menyanghat
pemantapan pelaksanaan ases desentralsasi perlu bersesual dengan
sstim pemerintahan yang dianut, atau mempertegas, apakeh kita
menganut Sistem Presidensil atan Sistem Parlementer, dan yang
manadarikeduanyayangrelevandengansistem distrik dalom Pemilu
Demokrats, Perhu pula dike, demokras! mana yang menyenangkan
dan dapat menyejahterakan rakyat, bukan demokrasi el

Selama i sejak merdeka hingga dewasa ini  urusan
pemeriniahan daerah itu seakan bersifat never ending, tidak pernah
selesai, sepert tidak selesainya masalah kesejahtersan rakyat dan
penomena taik ulur antara pusat dan daerah, Sesungguhnya pusat
itu memilkd pengalaman buruk dengan sepak terjang daerah,
dapat diterima jka pusat itu mengalami efek traumatik. Hampir
tidak ada jedzh masalsh kondhk di Daerah, senantiasa ada yang
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Pada sat tu, terjadi persalangan yang ket di antara kader
pertai politk memperebutkan posisi Kepala Daerah, Kemungkinan
menjadi Kepala Daerah bagi pengurus partai terbuka luas, yang
sebelumnya susah dibayangken. Aspiresi yang muncul kemudian
semakin pral tanpa seleksi dalam skela kepemimpinan,
keperintahan dan kenegaraan. Akibatnya calon sulit dibendung
Karena seakan tanpa kretera dan seleksi, Kondisiini pun merebak
berpotensi menyebabkan konftk horizontal i masyarakat. Kondis
perpecahian berpotens!terjadi antar frakst dan internel ekl

Kondisi yang berlarut larut - demikian, menyebablan

(@3 han Kepala Dacra tidaklagi mebi mekansme penilhan

melalui DPRD tetepi pemilihan diikuken secara demokratis
langsung oleh rekyat. Pemilihan secara langsing oleh rakyat tidak
merubeh proges pengajuen dan sleksi tetap melaui raksi faraks
di DPRD.

Nampakoya  Kesulitan demi kesulitan akan tetap
menghadang, semangat mengembalikan pemilihan kepala daerdh
melalui DPRD dimasukkan dalam RUU tentang Pemerintahan
Daerah lalu berujung pada kehuarnya Peraturan Pemerintah, demni
mengembalikan pemilihan tetap ilakukan oleh rakyet

Digkui, pembangunan polt Khususnya menyanghut
pemantapan pelaksanaan asas desentralsast perlu bersesual dengan
sistim pemerintahan yang dianut, atau mempertegas, apekah kita
menganut Sister Presidensil atau Sistem Parlementer, dan yang
manadarikeduanyayang relevan dengansisterndisrk delam Pernilu
Demokratis.Pertu pula dikaf, demokrasi mana yang menyenangkan
dan dapat menyejabterakan rakyat, bukan demokrasi eft

Selama ini sejek merdeka hingga dewasa ini  urusan
pemerintahan daerah it seakan bersifat never ending tidak pernah
selesai, seperti tidak selesainya masalah kesejahteraan rakyat den
penomena taik ulur antara pusat dan daerah, Sesungguhnya pusat
itu memiliki pengalaman buruk dengan sepak terjang daerah,
dapat diterima flka pusat itu mengelam efek traumatik. Hampir
tidak ada jedah masalah konflik di Daerch, senantiosa ada yang
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menggelat melepaskan dir, sementara pusat iberd tugas muliah
mempertehankan NKRI dalam tatanan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Tahun 1945,

Begitupun sesungguhnya dengan tatanan ideologi dan
Konstitustyang kitamiiki sudah bisa mencapaiapa yang diinginkan
oleh Negara ini ketika didirkan Bisa dikatakan, urusen tatanan
berbangsa sudeh selesal, urusan konsep bemegara sudah fnal
yang tidek pernah selesai adalah proses bernegara it dan it bisa
dikatakan sisa mengoperasionalkan, namun hal tekais terjanglit
engan apa yang disebut dengan pragmatisme yang kemudian
menggangan cara pandang, wawasan, mempengaruhi fiva lehu
emudian berujung pada menggangau tatann,

Sesungguhnya kegelisahan Kita adaleh kegelisahan di depan
mate. Bangsa ini sudeh cukup bekal dan pengalaman mengenai
esentaralsas, otonomi daerah. Sudah ratusen ribu sarjana selesa
dengan judul desentralisasi, Hal yang senantiasa menjads kendala
adalah tekis pelaksanaannye, karena kelemehan terbesar bangsa
kita adalsh susah merujuk kepada yang ada, mungkin hal ini
trjadi karena kita menempatkan displin v hukum sebagi fmu
ilmu sosial dan kita kemudian suka membolek balikeya sesuai
kepentingan.

Mungkin ada baiknya kalau mula sekarang kita berharap,
belujar optimis, berekspektasi memaknai azas' pemerintahan
aereh secara Konfrehensif untuk keselarasan, keadlan dalom
kehidupan masyarakat i daerch melalui Kemampuan para it
pusat dan lokal mengatast kendela ruang dan waktu. Adapun yang
dapat mengatast kendala ruang dan waktu, hilangoya sekat sekat,
hilangnyaiarek, hlangnya kesenjangan adalah politk desentralissi,
terselenggaranya pemerintaban daerah melahi  pembangunan
ekonomi yang merupakan hasi pembangunan politk

Dimensi politk begitu penting, Karena tata cara mengelola
kehidupan yang kompeleks, hanya dapat dilekukan dengan cara cara
politik. Dalam masyarakat sederhana komunitas dapat terbentuk
fanpa politk atau setidak - tidaknya tanpa lembaga - lembaga
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menggelfEnelpackan dirsementara pust diber uges i
mempertahankan NKRI dalam totanan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Tahun 1945,

Begitupun sesungguhnya dengan tatanan ideologi dan
Konstitusiyang kita miliisudah bisa mencapai apa yang diinginkan
oleh Negara ini Ketika didirkan. Bisa diktakan, urusan tatanan
berbangsa sudah selesai, urusan onsep bemegara sudah fin]
yang tidak pernah selesai adalah proses bernegara it dan it bisa
dikatakan sisa mengoperasionalkan, namun hal teknis terjangkit
dengan apa yang disebut dengan pragmatisme yang kemudian
menggangeu cara pandang, wawasan, mempengaruhi jiwa lalu
kemudian berujung pada mengganggu tatanan.

Sesungguhnya kegelisahan kita adaleh kegelsahan di depan
mata. Bangsa ini sudah cukup bekal dan pengelaman mengenai
esentarakisast, ofonoms daereh. Sudah ratusan ribu sarjana selesa
dengan udul desentraliasi, Hal yang senantiasa menjad; kendala
adalah tekois pelaksanaannya, karena kelemahan terbesar bangsa
kite adaleh suseh merujuk kepada yang ads, mungkin hal ini
terjads kavena kita menempatkan disipln o hukum sebagat fmu
imu sosia dan kita kemudian suka membolak beliknya sesuai
kepentingan.

Mungkin ada batknya kalau mulai sekarang kita berharap,
belajar optimis, berekspektasi memaknai azas pemerintahan
deerah secara Konfrehensif untuk keselarasan, keadilan dalom
ehidupan masyarakat di daereh mellui kemampuan para et
pusat dan lokal mengatasi kendala ruang dan waktu. Adepun yang
dapat mengatasi kendala ruang dan wakt, hilangnya sekat sekat,
hilangnyaijarek,hilangnya kesenjangan adlah politk desentralissi,
terselengoaranya pemerintahan daerch melah — pembangunan
ekonor yang merupakan hasil pembangunan politk.

Dimenst poltk begitu penting, Karena tata cara mengelola
Kehicuupan yang kompeleks, hanya dapat dilakukan dengan cara cara
poltik. Dalam masyarakat sederhana komunitas dapat terbentuk
fanpa politk atau setidek - tidaknya tanpa lembaga - lembaga
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poltk yang sangat terperinci, sedangkan di dalem masyarakat
yang kompleks, komunitas terbentuk oleh satu tindakan politk
dan pembinaannya diskukan melalui lembaga politk (SamuelP.
Huantington, 1983)

Dalam keadaan yang diyakani seperti itu maka politk
sebagal sarana mencapal tujuan bersama dituntut pula menglami
perkerbangan efalan dengan perkembangan kebutuhan manusia
pada bidang ekonomi, Apabila dalam satu negara mengalami
kegagalan pembangunan ekonon, maka jangan aget fka para ahl
menuduh faktor polik sebaga penyebab, mininial sebagai faktor
penunjang Penomend in divekin huas iantara bagfan terbesar para
ahl karena pembangunan ekonomi dan modernisasi politk jelas
merupakan duasis dar satumata uang yang sama. Keduanya harus
Cilaksanekan secara simultan sekalipun tidak harus dalam ik berat
yang berimbang sepanjang memenuhi indeks pembangunan politk,
yaitu: rasionalisast wewenang, difrensias struktur dan perhuasan
peranserta poltk massa (Samuel P Huntington, 1983).

Menurat Huntington, arah tujuan negara dicapai ke dalam
pencapaian pembangunan ekonomi dan modernisasi- politk
secara ebih berimbang, maka difrensias struktur akan dapat
berfungsi sebaga determinan. Melalui difrensiasi struktur maka
tanggungiawabdan peran masing masing unsurdi dalam masyarakat
dikembangkan. Aspek: ini i sering pula dimaknai sebagai
pemberdayaan, mengembalkan hak hak dan tanggungjawab secara
proforsional kepada pihak pihak yang secara fungsional, secara
posisioning berperan membangun Daerah. Konkeitnya, kendala
ruang dan waktu ditranspormasikan dalam pendekatan sosiologi,
hak hak kewargaan, hukum dan perundang undangan. ekonomi,
dan semua dimens bergerak efesien dan efektif melaul pendekatan
tujuan bersama. Dalam hal ini hak dan kewajban terdifrensias
secara mehuas transparan dan akuntabel.

Pendektan ini dapat dikembangken, menurut Huntingion
mengacu pada satu kondisi dimana bobot dan ruang lingkup
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politk yang sangat terperind, sedangkan di dalam magyarakat
yang kompleks, komuntes terbentuk oleh satu tisdekan politik
dan pembingannya dilakukan melahut lembaga politk (Samuell
Huantington, 1987)

Dalan keadaan yang diyakni seperti itu maka politk
sebagai sarana mencapai fujuan bersama dituntut pula mengalami
perkembangen sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia
pada bidang ekonomi. Apabila dalam satu negara mengalami
egagalan pembangunan ekonormi, maka jangan kaget jka para ahl
memuduh fador poliik sebagai penyebb, minimal sebagai faktor
penunjang Penomena in diyakin huas diantara bagian tetbesar para
ahli karena pembangunan ekonoms den modernisasi polik jeas
merupakan duasist dar atu mata uang yang sama. Keduanya harus
dilaksanakan scara simulan sekalipun tidak harus dalam ik berat
yang berimbangsepanjang memenuhi indeks pembangunan politk,
yaitu: rasionalisas wewenang, diftenstas struktur dan perluasan
peransetta politk masa (Samuel P Huntington, 1983).

Menurut Huntington, arah tujuan negara dicapai ke dalam
pencapaian pembangunan ekonomi dan modernisesi politk
secara lebih berimbang, maka diftensiast strultur aken dapat
berfungs sebaga determinan. Melalui difrensiasi struktur maka
tanggungjawabdan peran masing masing unsue didalammasyarakat
ikembangkan. Aspek ini lebih sering pula dimaknai sebaga
pemberdayaan, mengembalikan hak hak dan tanggungiawab secara
proforsional kepada pihak pihak yang secara fungsional, secara
posisioning berperan membangun Daerah. Konksitnya, kendala
ruang dan waktu ditranspormasikan dalam pendekatan sosiologi
hak hak kevwargaan, hukum dan perundang undangan. ekonomi,
dan sermua dimensi bergerak efesien dan efektf melalu pendekaten
tujuan bersama. Dlam hal ini hek dan kewajban terdifrensias
secara meluas transparan dan akuntabel.

Pendekitan ini dapat dikembangkan, menurt Huntinglon
mengacu pada satu kondist dimana bobot den ruang linghup
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kekuasaan dipecah, miselnya eksekutilegilatif dan yudikatfdalam
versi Montesqueien dan Jhon Lock atau paham dikotomi poliik
pemerintahan (yang dianut secaraterbatas di Indonesia sekarang)

sehagal alternatif. Pendekatan ini bisa pula berlku di Daerah

Karena pemecahan ruang linghup kekuesaan model Moniueff)

juga berlaku di daereh. Dalam Encyclopedia o the Social Sciences
discbutkan bahwa the process of decentralization denoies the
transference of authoriy. legislative, fudicial or adminishative
from higher level of govermrt to alower, (Desentralsast adalah
penyerehan wewenang der tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
kepada pemerintahan yang lebih rendah, batk yang menyangkut
bidang legislat, judikatf ateu administratf), Kemudian dalam
hubungan antara pusat dan dagra azas azes pemerintahan aerah
atau disperd Kekuasaan secara tegas  dapat dijadikan sebagai
pegangan. Situasi i, akan menerbitkan balance of power dimana
penguasa tampl efektif namun tidek mendominasi-panggung
politk dan pengambilan keputusan.

Jka kekuasaan negara menampilkan dirf secara terbuka dan
balance dimana tidak ada unsur yang dominan atau mendominasi,
maka entu dapat dihindari perang terbuka antara KPK vs POLRL,
yang idak hanya terjadi padajaman Presiden SBY, tetepilebih seruh
padajaman erakhir, jaman Jokowi- K. Nampak disini yang berebut,
malsh unsur triaspolitka yang sama, yudikatf

Jika efektftas penguasa diimbangi pengawasan parlamen
sehagal refresentasi massa dan lembaga lembaga sejenis yang
memiiki wibawa yang tinggi . Hal yang sama sesungguhnya
bisa terjadi di tingkat lokal, daerah atau wilayah, schingga proses
poltkpun teradi di sana dan dapat melibatkan masyaralat
secara luas, melalui empat indikator (M.Solly Lubis, SH delam S,
Hutington, 1983) yaitu:

1. moralitas politk dan pemerintahan;
1. demokratisas kehidupan poltk dan pemerintahan;
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Kekuasaan dipecab, misalnya eksekutilegidatif dan yudikatfdalam
verst Montesqueien dan Jhon Lock atau paham dikotomi politk
pemerintahan (yang diant secaraterbatas di Indonesia sekareng)
sebagai alternatif. Pendekatan ini bisa pula berku di Daerch
atena pemecaban ruang lingkup kekuasaan model Montueisquel
juga berlaku i daerah. Delam Encyclopedtia of the Social Sciences
isebutkan bahwa the process of decentralzation: demotes the
trangfeence of authority, legiativ, fudical or administrative,
from higher level o govermrnt o alower. (Desentralisest adalah
penetchan wewenang dar tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
kepada pemerintahan yang lebih rendab, baik yang menyanglut
bideng legislatf, judikatif atou administratf). Kemudian dalam
hubungan antara pusat dan daerah azas azas pemerintahan deerah
atau dispersi kekuasaan secara tegas  dapat dijadikan sebagai
pegangan. Situas in, akan menerbitkan balance of power dinana
penguzsa tampl efektf namun tidak mendominasi panggung
poltk dan pengambilan keputusan.

Jika kekuasaan negara menampilkan diri secara terbuka dan
balance, dimana tidek ada unsur yang dominan atou mendominasi,
maka tentu dapat dihindart perang terbuka antara KPK vs POLRL,
yang idak hanya erjadi pada jaman Presiden SBY,ttept lebih seruh
pada jaman terakhir, jaman Jokow- K. Nampak disind yang berebut,
malgh unsur triaspolitka yang sama  yudtatit

Jika efektiftas penguasa iimbangi pengewasan parlamen
schagal refresentasi massa dan lembaga lembaga seenis yang
memiiki wibawa yang tinggi . Hal yang sama sesungguhnya
bisa terjadi di tingkat lokal, daerah ateu wilayah, sehingga proses
poltikpun terjadi i sana dan dapat melibatkan masyarakat
secara uas, melalui empat indiketor (M.Solly Lubis, SH dalam §.
Huntington, 1983)yaitu:

1. moralitas politk dan pemerintehan;
2. demokratises kehidupan poltk dan pemerintahan;
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3. mencegah menumpukaya tugas tugas pemerintahan di pusat
birokrasi

4. danlotihan bagi warga negara wnfuk menggungkan hakc hak
poltk mereka secara leih bertanggungiawab.

Pertanyaannya sekarang apakah pengawasan parlamen
refresentatifmassa cukup efektif? Atau adakh lembaga sefenis yang
memiki wibawa yang tingsi, seperti gaungnya Pangkopkamtib
yang permah dimiiki. Apakeh KPK bisa ditaruh i Daerab atau
culkup di pusat karena kel sampai ke daerah maka dikhawatirkan
perseteruannya malah melebar ke daerah,

Seanjutnya mengenal rasionalisasi wewenang, hal ini
sesungguhnya bisa juga isebutsebagai ditensies wewenang, yaitu
wewenang yang sebelumnya memumpuk secara tunggal disebar
secara majemuk kepada masyarakat,hanya e penyebarannya tidek
Cilepas begit sea, tetapiselektif kepada yang bisa menerapkan, dan
in disebut rasionalsasi wewenang,

Netmun dalam halyang demikian ini hukum yang dteraplan
harus berfungsi dan secara dinamis menglkuti perkembangan yang
ada. Karena setu dilema perkembangan masyarak, yaitu apabila
mereka sudah melangkeh maju, hukum masth tertingga, sehingga
tidak heran masyarakat dierat oleh hukun yang sudah mest
ditinggalkan. Untuk mencegah pembusukan maupun pembekuan
maka hukun yang dijadiken patokan dalam tatanan polik satu
negara berkembang harushah merupakan hukum yang tanggap
akan desekan perubaban tetept tidek rentan terhadap desakan
tevolusioner darimasyarakatyangcenderung melahirkananarkisme,
Huku it tidak membelit masyaraket sehingga. masyarakat tidak
berubah. Hukum seharusnya adaptif dan tegar. Hukum juga harus
dapat mencerminkan adanya rasionalissi fungsi dimana banyak
fugas harus diselenggarakan oleh banyak lembaga yang diberi
weenang oleh konstitusi, Hukum harus dapat meluruskan setiap
penyimpangan (Huntington, 1983),
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3. mencegah menumpuknya tugas tugas pemerintahan di pusat
birokrasi

4. danlatihan bagi warga negara untuk mengounakan hak-hak
poltk mereka secara leih bertanggungiamb,

Pertanyaannya sekarang apakah pengawasan parlamen
tefresentatifmassa cukup efektit? Atauadekah lenbaga sejenis yang
memiliki wibawa yang tinggi, seperti gaungnya Pangkopkamth
yang pernah dinilkd. Apekah KPK bisa diteruh di Daerab, atau
cukup di pusat karena kalau sampa ke dagrah maka dkhawatirkan
perseteruannya nialah melebar ke daerch,

Selanjutnya mengenai rasionalisasi wewenang, hal ind
sesungguhnya bisa juga disebut sebagai difrensasi wewenang, yaitu
Wewenang yang sebelumnya menumpuk secara tngeal  disebar
secaramajenmuk kepada masyarakt, hanya sajapenyebarannya idak
ilepas begitusaj, ttapi selektif kepada yang bisa menerapkan, dan
ini disebut rasionalisast wewenang,

Nanmun dalom hal yang demikian ini, hukum yang diteraplan
harus berfungsi dan secara dinamis mengtkuti perkembangan yang
ada. Karena satu dilema perkembangan masyarakat, yaitu apabila
meteka sudah melangkah maju, hukum magh tertinggal, sehingga
tidek heran masyarakat dierat oleh hukun yang sudah mest
ditinggalkan. Untuk mencegah pembusukan maupun pembekuan
maka hukum yang dijadikan patokan dalam tatanan polik satu
niegara berkembang haruslah merupakan hukum yang tanggap
akan desakan perubahan tetepi tidak rentan terhadap desakan
tevolusioner darimasyarakat yengcenderung melahirkananarkisme,
Hukun it tdak membelit masyarakat sehingga masyarekat tidak
berubah. Hukum seharusnya adaptif dan tegar. Hukum juga harus
dapat mencerminkan adanya rasionaliast fungst dimana banyak
tugas harus diselenggarakan oleh banyak lembaga yang diberi
wewenang oleh konstitusi. Hukum harus dapat meluruskan sefiap
penyimpangan (Huntington, 1983).
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Fenomena inipun diyakini uas diantara bagien terbesar
para chl, karena pembangunan ekonom; den modemisesi poliik
harus ditunjang hukum yang adaptf, dinamis dan mengarahkan,
Kondisiini dibutohkan pada era otonoms yang berparadigma bar,
yakni ‘mensejajarkan Dacrah dan Negard karena Daerah adalah
bagian integral dari negara, dan daerch hanyalah lokus namun
sesungguhnya selurahnya ini adalah negara. Dengan begitu, kita
apat meninggalkan pabam paham kepentingan daerah, yang
ada adalah kepentingan nesional, kepentingan negara. Mestinya
pembangunan poltik ndonesia sudah bergerak ke arah sana.

5. Desentralisasi dalam Wajud Pembangunan Kota

DR, Kaloh, dalam bukunya * Mencari Bentuk Otonomi
Daeral (2002), mempunyai pendapat menarik mengenai otonom
daerah sebagai paradigma baru. Menurutnya, pemberlakuan
ofonomi sebenamya suatu pihan poltk sebagai konsekwensi
bentuk negara kesatuan.

Bahwa otonomi adaleh piihan politk, maka selonggar
apapun duerah itu ciberi, daerch tetap dalam bingkai kesatuan,
Biarken dagrah berkembang dalam kesatuan fu dan agar daerah itu
tdak melah terbelenggu dalam kesatuan. Agar daerch tetap delam
kesatuan,tumenjadiurusan poliik ke politikmampumenciptakan
kehidupanyang kondusifkehidupan yangsesungguhnya kehidupan
yang dijanjkan oleh bernegara maka Daerah tidak aken menggelia
melepaskan diri. Kehidupan yang kondusif yang menjadi tantangan
pembangunan politk adaleh pembangunan ekonom sebagi satu
kepingan pembangunan politk. Paradigma baru otonomi daerdh,
adilah hindari prasangka pusat mengeksploitas deerch. Hindari
prasangka Pusat memarginalkan Daerch,

DR. Kaloh menyarankan suatu proses sosialissi- dan
implementasi Otonomi Daerah sebagai wpaya mewujudkan
tercptapnya puset pusat kota baru, yang bersiat metropobtan,
cosmopolitan, sebagai sentra senfra. perdagungan, bisnis dan
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Fenomena inipun diyakini luas diantara bagian terbesar
pita ahl, karena pembangunan ekonomi dan modemnisasi politk
harus ditunjang hukum yang adaptf, dinamis dan mengarahkan,
Kondist ini dibutuhkan pada era otonoms yang berparadigma baru,
yakni “mensejaarkan Daerah dan Negard, karena Daerch adelah
bagian integral darf negara, dan daerah hanyalgh lokus namun
sesungguhnya seluruhaya ini adalsh negara. Dengan begit, kita
dapat meninggalkan paham paham kepentingan daerah, yang
ada adalah kepentingan nasional, kepentingan negara. Mestinya
pembangunan politik Indonesia sudah bergerak ke arah sana,

5. Desentralisas dalam Wujud Pembangunan Kota

DR, Kaloh, dalamn bukunya “ Mencari Bentuk Otonomi
Daeralf, (2002, mempunya pendapat menarik mengenai otonormi
doerahy sebagai paradigma baru. Menurutnya, pemberlakuan
otonomi sebenarnya suatu pikhan politk sebagai konsekvensi
bentuk negara kesatuan.

Bahwa otonomi adelah piihan politk, maka selonggar
apepun daerah itu diberi, daerah tetap delam bingkad esatuan,
Biarkan daerah berkembang dalam kesatuan itu dan agar daerah itu
tidak malah terbelenggu dalam kesatuan. Agar daerah tetap dalom
Kesatuan,tumenjadiurusanpoliik [kapolitik mampumenciptakan
Kehidupan yangkondustfkehidupan yangsesungguhnya,kehidupan
yang djankan oleh bernegara maka Daerah tidak akan menggelia
melepaskan diri. Kehidupan yang kondusif yang menjadi tantangan
pembangunan poliik adaleh pembangunan ekonom sebagai satu
kepingan pembangunan politk. Paradigma baru otonomi daerah,
adalah hinderl prasangka pusat mengeksploites deerah. Hindar
prasangka Pusat memarginalkan Daerah.

DR. Kaloh menyaranken suatu proses sosiabiesi dan
implementasi Otonomi Daerah sebagai wpaya mewnjudkan
terciptapnya pusat pusat kota baru, yang bersifat metropolian,
cosmopolitan, sebagal sentra sentra perdagangan, bisnis dan
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industry selin di Jakarta. Hal ini sebagal pencerminan babhwa
otonormi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetis

Bagaimana desentralisasi, otonomi daerch menciptakan
daerah daerah otonom sebagai upaya mewujudkan tercitapnya
pusat puset kota baru, yang bersifat metropolitan, cosmopolitan,
sebagai sentra sentra perdagangan, bisnis dan industrt, Persertkatan
Bangsa Bangsa serta lembaga lembaga internasioel ainnya yang
mengidentiikastkan apa yang disebut the new intemationalit wrban
policy approach yang terdir atas 7 (tujuh) pilar perabangunan kota
yang pada intinya menekanken pada azas otonom yaitu

L. Kekuatan pengambilan keputusan, kekuatan finansil
pengembangan pendapatan daerah serta kemampuan teknis
didesentralsesikan kepada pemerintahan kota;

2. Pembangunan kota didasarl oleh rencana tata ruang dan
mekanisme pengendalian pembangunan kot

3. Sampai bates batas tertentu, pengadaan pra sarana dan
pelayanan kota diselenggarakan oleh swasta

4. Perencanaan kota dan otorita pengelolaan kota seyogyanya
meliput pula vilayah yang lebih uas dalam kordinasidengan
pemerintah deerah ainny,

5. Pembangunan dan perbaikan kota yang bertumbuh kepada
omunitas masyarakat;

6. Penguatan pembangunan kota oleh masyarekat dan sektor
swasta dengan pemerintah kota sebagal faslitator

7. Pembangunan kota berdasarkan azas keberlanjutan dengan
memperhatikan Keseimbangan, keselaresan dan Keserasian

lingkungan.

Kalau kita cermeti ketujuh pllar pembangunan kota yang
direkomendir PBB tersebut, pada dasamya mendorong kota kota
berkembang dan maju dengen Kemampuan atau potensi lokal
dilakukan secara bersama. sama antara pemerintah dan civi
society,termasuk i dalamnya privat cekfor dengan meningkatkan
kemampuan financial dan menjaga keseimbangan linghungan,
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industry selain di Jakarta. Hal ini sebagai pencerndnan baliwa
otonomi dagrah mampu membuka semangat untuk berkompetis,

Bagaimana desentralisasi, otonomi daersh menciptakan
dierah daerch otonom sebagal upaya mewujudkan tercitapnya
pusat pusat kota baru, yang bersfat mettopolitan, cosmopolian,
sebagai sentra sentraperdagangan, bisnis dan industr, Perserikatan
Bangsa Bangsa serta lembaga lembaga internasioal Linnya yang
mengidentifikestkan apa yang disebut the new intemationalist wrhan
policy approach yang terdir atas 7 (fujub) pilar perabangunan kota
yang pada ininya menekankan pada azas otonom,yait:

L. Kekuatan pengambilan keputusan, kekuatan finansil
pengembangan pendapatan daerah serta kemarpuan teknis
didesentralsastken kepada pemerintahan kota;

2. Pembangunan Kota didaseri oleh rencana tata ruang den
mekanisme pengendalian pembangunan kot

3. Sanpai batas batas tertentu, pengadaan pra sarana dan
pelayanan kota diselenggarakan oleh swasta

4, Perencanaan kota dan oforitas pengelolaan kota seyogyanya
meliputi pula wilayah yang lebih uas dalam kordins dengan
pemerintah daerah lainnya

5. Pembangunan dan perbatken kota yang bertumbuh kepada
Komunitas masyarakat;

6. Penguatan pembangunan kota oleh masyarakat dan sektor
swasta dengan pemerintah kota sebagal fasiitator;

7. Pembangunan Kota berdasarkan azas keberlanjutan dengan
memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan Keserasian
lingkungan.

Kalau kita cermati Ketujuh pllar pembangunan kota yang
direkomendir PBB tersebut, pada dasarnya mendorong kota kota
berkembang dan maju dengan kemampuan atau potensi lokal,
dilakukan secara bersama sama antara: pemerintah dan e
sociey, temasuk i dalamnya privat cektor dengan meningktkan
kemampuan financial dan menjaga keseimbangan lingkungan,
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sesungguhnya memmberi peluang kepada masing nuasing kota untuk
mengembangkan dir secara erkarakter,

Prof. DR. Ananto Yudono delam laporan World Cty Summit
Singapore, 28-30 Juni 2010, mengemukakan baowa saa i sudah
separu. penduduk dunia tinggel i Kotakota, dan akan terus
bertambah. Sudeh barang tentu hal int menyisahkan persoalan
tersendiri. Menurutnya, pertambahan jumlah maupun besaran
Kota-kotaterutama i Asia, Afrka dan Amentka Latnterus berlanjut
pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pertumbuban
Kota-kota ini paralel dengan tumbuh berkembangnya problema
perkotaan yang perl segera diselesakan secara tepat dan cepat.
Cara yang dimeksud melalui pemerintahan local yang efesien dan
efekif,

Beberapa pakar perkotean senantiasa - mengingatkan,
bahwa jika rasa memilli Kota tidak dipunyai oleh masyaralat
setempat, maka perasaan akan identitas ir sebagai satu kesatuan
terhadap suatu tempat menjadi sedikit, sehingga dorongan untuk
mengembangkan terapat bermukim permanen sestai dengan
perkembangan pun menjad tdak begitu besar

Ada yang menlai, bahvia dinamika perkembangan kota pada
prinsipnya batk dan elamizh karena perkembangan itu merupakan
ekspres dari perkembangan masyarekat didalam kota tersebut. Kota
adslah ekspressiwarganya, Hubungan warga dengan Kota ayeknya
terjelma sebagal hubungan budaye. Artinya, warga pembentuk
budaya dan itu tercermin dart artfak Kot Demikian Kota
harus dietakan sebagai satu dari keseluruhan yang terintegrasi,
pethatian dan prioritas tidak bisa terpaku pada satu kawasan dan
mengabaikan aspek atau kavwasan lain,

Le Corbuste (dalam Markus Zahnd) berpandangan bahwa
kota berfungsi sebagai mesin yang keindahannya hanya berart
secara fungsional. Artinya setiap unit perkotean hanya berart
alam keseluruhannya Kita mengenl adanya pendekatan ideologi
dalam Kota. Teortinf dikenal sebagai the religous-symbolic thess
yang dikembangkan Lewis Mumford. Menurutnya, faktor utama
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sesungguhnya memberi peluang kepada masing masing kota untuk
mengembangkan dirf secara berkarakter

Prof. DR, Ananto Yudono delam aporan World City Summit
Singapore, 28-30 Juni 2010, mengemukakan bahwa saat i sudeh
separu penduduk duma tinggal di kota-kote, dan akan terus
bertambah. Sudeh barang tentu hal ini menyisahkan persoelan
tersendiri. Menurutnya, pertombahan junlah maupun besaran
Kota-kota terutama i Asia, Afrka dan Amerika Latinterus berlanjut
pada ingkat yang behum permah terjadi sebelumnya. Pertumbuhan
Kota-kota ini paralel dengan tumbuh berkembangnya problema
perkotaan yang perlu segera diselesalkan secara tepat dan cepat
Cara yang dimaksud melalui pemerintahan local yang efesen dan
efekif

Beberapa pakar perkotaan - senantiosa mengingatkan,
bahwa jika rasa memilid Kota tidak dipunyai oleh masyarekat
setermpat, meka perasaan akan identits dir sebagai sau kesatuan
terhadap suatu tempat menjadi sedikit, sehingga dorongan untuk
mengembangkan tempat bermukim permanen sesuai- dengan
perkembangan pun menjaditidak begitu besar

Ada yang menilai bahw dinamika perkembangan kota pada
prinsipnya baik dan alamiah karena perkembangan itu merupakan
ekspresi dariperkembangan masyarakat didalam kotatersebut Kota
adalah ckspressi warganye. Hubungan warga dengan Kota ayeknya
terjelma. sebagai hubungan budaya. Atnya, warga pembentuk
budaya dan itu tercermin dari artfak Kota. Demikian Kota
harus diletekkan sebagai satu dari keseluruhan yang terntegrasi,
pethatian dan prioritas tidak bisa terpaku pada satu kawasan dan
mengabaikan aspek atau kawasan Lain,

Le Corbuster (dalam Markus Zahnd) berpandangan bahwa
Kota berfungsi sebagai mesin yang keindahannya hanya berart
secara fungsional. Artinya setiap unit perkotaan hanya berart
dlam keseluruhannya, Kita mengenal adanya pendekatan ideologi
dilam Kota. Teort ini cikenalgebamai ‘the reliious-symbolic thests
yang dikembangkan Lewis Mumord, Menurutnya, faktor utama
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yang menyebabkan pemukiman pedesaan menjadi- perkotaan
adalah budaya yang diekspresikan secara relghus simbolik Artinya
tanpa budaya, hota kita hanyalah sekedar tempat tinggal sementara,
perjalanan sitkus, perkemahan pramuka. O, alangkah indshnya
bil kita sadari, baiwa Kota- adalah alamat bag warganya, meka
ota adalah identitas. Kota bukan sesuatu yang bersifat stats
sangat bergantung paca kita, Kota menilki hubungan erat dengan
pelakunya yang dilaksanakan dalam dimensi wakc.

Markus Zahnd mengingatkan, ada pihak yang berpendapat
bahwa sektor publk (pemerintah) seharusnya mengambil peran
utama karena mewakdli masyarakat serta memikki pandangan
terhadap kota secara huas dan umum, Menurutaya, setor swasta
hanya boleh mengambil peran aktor sekunder delam perancangan
Kota, Akan tetapi, pandangan pihak lan justru sebaliknya karena
meteka menganggap sektor swasta (deveoper) lebih mampu
berfungsi sebagai ektor utama di dalem perancangan kota, Mereka
menganggep eterlbatan sektor publik hanya bersifat sekunder
Karena kemampuannya secara teknis dan ekonomis terbatas

Pendapat pendapat tersebut ingin memisahlan antara sektor
publik dengan swasta dalam peran membangun Kota. el ini tentu
berbeda dan naif diterapkan dalom pandangen peran pemimpin
Kota, Kepala Daerch. Apalagi ik dikaitkan dengan regulasitentang

Pemerintahan Dagrah,

6. Desentralisasi dan Ekologie Pemerintahan

Delam pembangunan kots, diajukan unfuk menelaah
dan- menindaklanjutl pesan dari Yokohama, Japan mengenai
petencanaan pembangunan satu kota. Hal in mendesak untuk
ditindaKlanjuti mengingat kota kota di dunia pada unumaya
menghadapi tantangan perkotean. Kreterla dan perspekef
koto sebagal tempat bermukim yang melipui elam dan
segalaekosistemnya menghadapi resiko resko yang tek dapat
dihindarkan. Restko restko itu memerlukan cara bermukim yang

pas: beradaptesi, bersinergi dan saling menghidup, manusia dan
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yang menyebabkan pemuciman pedesaan menjadi- perkotaan
adalah budaya yang diekspresikan secara elgius-simbolik. Artinya
tanpa budaya, kota kita hanyalah sekedar tempat tinggal sementara,
petjalanan sirkus, perkemahan pramuke. O, alangkah indahaya
bila kita sadari,bawa Kota- adalah alamat bag warganya, maka
ota adalah identitas. Kota bukan sesuatu yang bersifat tats
sangat bergantung pada kita Kota memilki hubungan erat dengan
pelakunya yang dilaksanaken dalam imen wektu.

Markus Zohnd mengingatkan, ada pihak yang berpendapat
bahvwa sektor publik (pemerintah) seharustya mengambil peran
utama karena mewakdli masjarakat serta memilld pandangan
terhadap kota secara fuas dan wmum. Menuratnya, sektor swasta
hanya boleh mengambil peran aktor sekunder dalam perancangan
Kote. Akan tetap, pandangan pihak lain justru sebeliknya karena
mereka mengangoap sektor swasta (develper) lebih mampu
berfungsisebagai aktor utama di dalam perancangan kota. Mereka
mengangeap keterlbatan sektor publ hanya bersifat sekunder
arena kemampuannya secara teknis dan ekonomis terbates,

Pendapat pendapat tersebut ingin memisahkan antara sektor
publk dengan swasta dalam peran membangun Kota. Halini tentu
berbeda dan nf diterapkan dalam pandangan peran pemimpin
Kota, Kepala Daerah. Apalagijika dikaitkan dengan regulasitentang

Pemerintahan Daerah,

6. Desentralisasi dan Ekologie Pemerintahan

Dalam pembangunan kota, digjuken untuk menelagh
dan menindaklanjuti pesan dari Yokohama, Japan: mengenad
petencanzan pembangunan satu kota. Hal ini mendesek untuk
ditindaklanjuti mengingat kota kota di dunia pada umumya
menghadepi tantangan perkotean. Kreterla dan  perspektf
kota sebagal tempat bermukim yang meliputi alam dan
segala ekosistemnya menghadapi resko restko yang tak dapat
dihindarkan. Restko restko itu memerlukan cara bermukim yang

pas: beradaptasi bersinergi dan saling menghidupi, manusia dan
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alam. Konsep iniah didaur dalam terjemshan bersama bagaimana
membangun kota yang layak huni dan berkelanjutan. Bidang
ilmu yang mendalam hal ini adaleh ekologie pemerintaban, Satu
cabang ilmu pemerintahan yg mempelajart pengaruh lingkungan
ruang waktu terhadap pemerintahan, baik das sein mapun dos
sollen. Siklus ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam
dimana nilai-nilalinghungan ruang-waktu ditransper (trangfering),
dipertukarkan (exchanging atau ditranspormasikan (trangforming)
darl ingkungan ke bideng pemerintahan secara timbal balk (T
Ndraha Kybernology, 2003).

Sklus  Pendukung lehidwpan ~ (lfesupport  cycls)
kesenangan antara “permintaan’ dan “penavaran’ terhadap
srana kebutuhanpemenvhan kebutuhan semakin st dan
bersaing akibatnya kebutuhan berubah mejadi tuntutan,  Habni
menunfut fungst pemerintahan yang harus menyiapkan jasa
publk dan dan layanan civil yang terdistrbusi dengan baik (L.
Ndraha Kybernology, 2003)

Implikasidarsemuaitu membuat pemerintahan memerlukan
sumber sumber pendukung kehidupan yang semakin memadai
i lingkungannya untuk dtranspormasikan dalam ehicupan
masyarakat. Kondist ini menjadikan perubehan ingkungan yang
berdimens horisontal enjadi ingkungan yang berdimensi "ruang”
dan “waktu', yakni ruang hidup dan kesempatan hidup,

Dempek kegiatan manusia terhadap ingkungan (mans impact
on enviromment), adalah manusia pada satu sist berfungsi sebagai
subyek i dalam lingkungan pemerintahan, dan terpossi sebagai
obyek di luar lingkungan pemerintahan. Linghungan adalah
milik bersama umat manusia- Sekalian umat manusia cilahirkan
merdeka dan sama dalam martebat (dignity) dan hak hak (righs).
Setiap orang berhak hidup, bebas menentukan pilian, dan berhak
mendapat pekerjaan. (Declaration of Human Rights PBB tanggal 10
Aol 194

TNdraha, Kybernology, (2003), delam el ini menyerankan
perlunya dikembangkan dua pendekatan, pertama apa yang dkenal
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alam. Konsep inflah didaur dalam terjemahan bersama bagaimana
membangun kota yang layak huni dan berkelanjutan. Bidang
fmu yang mendalam hal inf adalah ekologe pemerintahan, Satu
cabang ilmu pemerintahan yg mempelaari pengaruh linghungan
ruang waktu terhadap pemerintehan, balk das sein maupun dog
Sollen. Siklus ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam
dimana niai-nilai inghungan ruang-waktu ditransper (trangfring),
dipertukarkan (exchanging) atau ditranspormasikan (trangforming)
dari lingkungan ke bidang pemerintahan secara timbel balk (T
Ndraha Kybernology, 2003).

Sklus  Pendukung kehidupan ~ ([fesspport ¢yl
kesenjangan antara “permintaan” dan penawaran’ terhadap
srana. kebutuhanpemenuhan kebutwhan semakin: sult dan
bersaing akibatnya kebutuhan berubah menjadi tuntutan.  Halind
memunfut fungsi- pemerintehan yang harus menyiapkan fasa
publk dan dan layanan civil yang terdisribusi dengan baik (T
Ndraha Kybernology, 2003)

Implikasidarisemuaitu membuat pemerintzhan memerlukan
sumber sunber pendukung kehidupan yang semakin memadai
dart lingkungannya untuk dtranspormasikan dalem kehidupan
masyarakat. Kondisi ini menjadikan perubahan lingkungan yang
berdimenst horisontal menjadilingkungan yangberdimensi "ruang”
dan “waktu’, yakni ruang hidup dan kesempatan hidup.

Dampek kegiatan manusa terhadap Iingkungan (mans impact
on environment), adalah- manusia pada satu sist berfungst sebagal
subyek di dalam- lingkungan pemerintahan, dan terposisi sebagai
obyek di huar lingkungan  pemerintahan. Lingkungan adaleh
milik bersema wmat manusia. Sekalian umat manusa dlahirkan

merdeka dan sama dalam martabat (digyity) dan hak hak (righty).
Setiap orang berhak hidup, bebas menentukan pilihan, dan berhak
mendapat pekerjaan. (Declaration of Human Rights BB tanggal 10
Al 194

TNdraha, Kybernology, (2003), dalam bel ini menyarankan
pettunya dikembangkan dua pendekatan, pertamazpa yang dkenal

153




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

engan pemerintahanekologik, yaitumempelajari upayappemerintah
dalam mengontrol dan membimbing guna meningkatkan dukungan
lingkungan terhadap kehidupan dan memelthara harmons antara
manusia dan ingkungannya. Kedua, yakni ekologi pemerintahan
yang mempelzjari pengaruh ekologikal lingkungan berdimensi
ruang dan waktu terhadap pemerintahan,

Hal mengenat lingkungan bagi pemerintehan mempunyai
dimensi strateglk akibat teradinga. pergeseran kompetsi dari
kebutuhan sarana kehidupan menjadi kebutuhan ruang hidup. Hal
in bisa berakbat pada terjadinya konftk sosial i delam masyarakat
diiringi perobahan prileku (pengrusaken) terhadap lingkungan,
Dinemika tersebut mendorong diperlukannya llmu Pemerintehan
baru,yekni pemerintahan yang pedul Iingkungan, maka ikenallah
Ekologik Pemerintahan (Kybemology of Environment atau
Ecological Kybernology).

Salah satu poin penting yang dibahas pada pertemuan
Yokohama-Japan, adalah prasyerat Kota semisl santas,ar besh,
infra struktur, interaksi perdagangan, distrbus dan industrt atau
secara umun meliputi aspek ekologi dan ekonon, kini dikenal
engan Eco'Cities. Pertemuan Yokohama mendeklarasikan Kota
di satu st il sebagal mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus
berkontribusi dalam pengrusekan linghungan dan penciptaan
perubahan iklim. Faktor ini berimplikasi pada wrbanisasi yang
dinild ateu dapat dikatekan sebaga kekuatan mendasar yang dapat
mengurangi pertumbuhan kemiskinan, Sekalipun tentu urbanisasi
menimbulkan masalah tersendil, Urbanisasi - menciptakan
tantangan Hingkungan dan sosial ekonomi kota. Kota sangat
bergantung pada keanekaragaman ingkungan (biodiversity).

Pertemuan Yokohama, atau Konferensi - ernasional
Eco'Ciies menilai hal inf sebagai tantangan sekeligus menjadi
peluang untuk merencanakan, mengembangkan, membangun dan
mengatur kota agar ebih teratur dalam hal penciptaan ekologi dan
ekonomi,setara secara sosal dan terhindar dartberbagairis.
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engan pemerintahanekologlk yaitumennpelajari upaya pemerintah
delam mengontrol dan membimbing guna meningkatkan dukungan
lingkungan terhadap kehidupan dan memelihara harmon antara
manusia dan lingkungannya. Kedua, yakni ekologi pemerintaban
yang mempelajari pengaruh ekologikal lingkungan berdimens
ruang dan waktu terhadap pemerintahan

Hel mengenai lingkungan bag pemerintzhan mempunyal
dimensi strategik akibat terjadinya. pergeseran kompetisi dar
Kebutuhan sarana kehidupan menjad: kebutuhan ruang hidup. Hel
ini isa berakibat pada terjadinya konflk soialdi dalam magyarakat
diiringi perubahan priaku (pengrusakan) terhadap lingkungan,
Dinamika tersebut mendorong diperlukannya lonu Pemerintaban
baru,yekn pemerintahan yang pedul ingkungan, maka dikenallzh
Fologk Pemerintahan (Kybemology of Environment atau
Ecological Kybernology).

Salah. satu poin penting yang dibahas pada pertemuan
Yokohama-Japan, adalah prasyarat Kota semisal sanites, air bersh,
infra struktur, interaksi perdagangan, distrbus dan industri aau
secara wnum melputi aspek ekologt dan ekonori, kini dikenal
dengan Eco'Cities. Pertemuan Yokohama mendeldarasikan Kota
di satu st dileim sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus
berkontribusi delam pengrusekan lingkungan dan penciptaan
perubahan iklim. Faktor ini berimplkasi pada wrbanisas yang
il atau dapat dikatekan sebagai keluatan mendasar yang dapat
mengurangi pertunbuhan kemiskinan, Sekalipun tentu urbanisasi
menimbulken masalah tersendiri, Urbanisasi - menciptakan
tantangan linghungan dan sosial ekonomi kota. Kot sangat
bergantung pada keanekaragaman ingkungan (biodiversty).

Pertemuan Yokohama, atau Konferensi - Internasional
Eco'Cites menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus menjadi
peluang unfuk merencanakan, mengembangkan, membangun dan
mengatur Kota agar ebih eratur dalam hal penciptaan ekologi dan
ekonomi, setarasecara sofal dan terhindar dar berbaga risko.
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Maksud batk Rekomendasi Yokohama, yaitu agar kita dapat
mencapai keseimbangan lingkungan sambil- mempromosikan
pembangunan dan mengurang kemiskinan. Langkah mengadopsi
stategi yang menbangun sinergl dan heterkaitan ekologi sosal dan
ekonomi yang berkesinambungan, maka Kota dapat menciptakan
nila-nilai ckonomi dan peluang-peluang unfuk memperkuat
aset-aset sosel yang mengendalikan manfaat sistem ekologi serta
menjaganya untuk generasi mendatang

Disarankan pula agar kita melekukan Intervensi dan
rekayasa Kota, agar Kota dapat tumbuh tidak sekedar alam tanpa
onsep. Disarankan agar bersedia membangun sistem olaboras
stakeholder; Integres fungst dan sistm kota serta memaksimalkan
sub sistemnya; juga mengadopsi suatu kerangka investasi yang
berkesinambungan.

Strategi Yokohama inf mempromosikan perencanaan kota
secara fnovati. Kota didesain dengan teknologi-teknologi yang
bart; perbangunan kota yang solid, sistem tranportasi publk yang
teintegrasi, petencanaan pemanfaatan lahan kota, efesienst energi
bangunan daninfrastruktus istemyjaringan yang cangeihyang dapat
menyafukan sentralisesi dan desentralisast sumber energi air serta
sstem pembuangan imbah car yang dikonversi dengansister daur
tlang, Untuk mengadopsi pendekatan strategi ini, pemerintah kota
dianjurkan: Mengarahkan proses pembangunan yang didalamnya
terdapat beberapa. hal-hal. penting seperti perekonomian lokal,
masyarakat dan ekologi yang mampu bersinergi satu sama lin;
Menyelesakansinergiecaraberkesinambungan dalam perencanaan
an mandjemen Kota dengan mengkoordinasikan suatu kebijakan
secara menyeluruh dari para stafeholder melalui kolaborasi yang
diperluas; Merencanakan, mendesain dan mengurus seluruh sistem
Kota secara terintegrasi dan memaksimalkan subsistem yang ada
termasuk sistem ekologi; Mengadopsi suatu kerangka investas
yang berkesinambungan; Berkohaborasi untuk mempromosikan
pembangunan kota madan, yang berkesinambungan,
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Maksud btk Rekomendasi Yokohama, yaitu agar kita dapat
mencapai keseimbangan lingkungan sambil- mempromosikan
pembangunan dan mengurang kemiskinan. Langkah mengadopsi
strategi yang membangun sinergl dan keterkaitan ekologi sosial dan
ekonori yang berkesinambungan, maka kota dapat menciptakan
nla-nila ckonomi dan peluang-peluang untuk memperkuat
aset-aset sosal yang mengendalikan manfaat sistem ekolog serta
menjaganya unfuk generasi mendatang

Disarankan pula agar kita melakukan Intervensi- dan
rekayasa Kota, agar Kota dapat tumbub tidak sekedar alami tanpa
konsep. Disarankan agar bersedia membangun sistem kolaboras
stakeholder, Integrasi fungsi dan sistm kota serta memaksimelkan
sub sistemnya; jugs mengadopsi suatu kerangk investasi yang
berkesinambungan,

Strategi Yokohama ini mempromosikan perencanaan ota
secara inovatif. Kota didesain dengan teknologiteknologi yang
bart pernbangunan kota yang sold, istem transportast publi yang
terintegrasi, perencancan pemanfaatan lahan kota, efesensi energi
bangunan dan infrastrukur, istem jaringan yang cangih yang dapat
menyatukan sentralises dan desentralisas sumber energ), ir serta
sistem pembuangan Hmbah car yang dikonversi dengansister daur
ang. Untuk mengadopsi pendekatan strtegi ini, pemerintzh kota
dianjurkan: Mengarahkan proses pembangunan yang didalamaya
terdapat ‘beberapa hal-hal. penting seperti perekonomian lokal,
masfatekat dan ekologl yang mampu bersinergi satu sama L,
Menyelesaikansinergisecaraberkesinambungan delam perencanaan
dan manajemen Kota dengan mengkoordinasikan suatu kebijakan
secara menyelurch dari para stakeholder melahui kolaborast yang
diperhuas; Merencanakan, mendesain dan mengurus seluruh sistem
Kota secara terintegrast dan memaksimalkan subsister yang ada
termasuk sistemn ekologi; Mengadopsi suatu Kerangka investas
yang berkesinambungan; Berkolaborasl unfuke mempromogikan
pembangunan ota madani,yang berkesinambungan.
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Sentuhan ebijakan tethadap sebuah kota yang meliput
berbagi intervens! elak akan menjadi pembeda antara Kota yang
tumbuh tek terarah dengan Kota yang didesain secara konperhensf
Tidak mengherankan jika perkembangan sebuah kota terkadang
tdak fokus Karena tersangkat pada area area kebijakan yang tidak
Konsisten.

Tantangan pembangunan kota dalem konteks pembangunan
daerahadalahpadaperbatkanteknostrukturdanfungsikelembagaan,
Khususnya menyangkut perencanaan dan pengendalian ruang, Hal
inf menjadi kendala tersendirt bagi penataan ruang yang berjangka
panjang yang dapat menjadi rujukan  pembangunan ke depan,
Demikian halnya dengan sister perizinan harus menjadi bagian
dari pengendalian yang berkonsekwensi pada peningkatan kapastas
Kelembagaan sekaligus memunjukkan urgens ingtitust strategl ini.

Kota kota dinegara yang sedang berkembang dapat mencapai
keseimbangan lingkungan sambil mempromosikan pembangunan
dan mengurangi kemiskinan dengan cara membangun konsep
Eco'Cites. Kesenua itu membutubkan komitmen yang tegas
darl para perbuat kebijakan, dikennbangkan berdasarkan aneliss
terkin, memperhatikan kondisilokal dan keinginan yang kuat dari
pemerintah,

Untuk. menyimpulkan deklarast Yokoharua, para peserta
mendesak bahwa kitaharus Bertindak Sekarang Bertindak Bersamo
Bertindak Secara Berbeda demi pencapaian pembangunan Kota
secara. berkelanjuten termasuk pembangunan ilim kota yang
kondusif. Tulisan ini dibuat sebagad laporan kelutsertaan penulis
pada konfrensi tersebut au kemudian dirujuk pada buka ind agar
pesan Yokohama itu meluas ke segenap penjuru yang terjangkau.
Konferensi Intemasional Eco'Cities  berlangsung tanggal 22
Oktober 2010, di Yokohama, Jepang, Untuk sekarang dan yang akan
datang (Idrs Patara, dalam Esei EsePolit Reformasi, 2012)

Eco two city, kebijakan ekonomi dan ckologi dalam
pembangunan kota elas sekali dalam programnya menyarankan
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Sentuban kebijakan terhadep sebuch kota yang meliput
berbaga inervensi elek akan menjadi pembeda antara Kota yang
tumbuh tak terarah dengan Kota yang didesain secara konperhensif.
Tidak mengherankan fka perkembangan sebuch kota terkadang
tdak fokus karena tersangkat pada area area kebijakan yang tidak
Konsisten.

Tantangan pembangunan kota dalam Konteks pembangunan
deerahadalahpadaperbatkanteknostrukturdanfungsikelembagaan,
Khususnya menyangkut perencanaan dan pengendalian ruang, Hl
ini menjadsikendala tersendiri bagi penataan ruang yang berjangka
pajang yang dapat menjadi rujukan  perbangunan ke depan.
Demikian halnya dengan sistern perizinan harus menjadi bagian
dari pengendalian yang berkonsekwensipada peningkatan kapasitas
Kelembagan sekeligus memunjukkan urgens institusistrategis i

Kota kota i negara yang sedang berkembang dapat mencapai
eseimbangan lingkungan sembil mempromosikan pembangunan
dan mengurangi kemiskinan dengan cara. membangun konsep
Foo'Cites. Kesemua ity membutuhkan komitmen yang tegas
dart para pembuat kebijakan, dikembangkan berdasarkan analisis
terkini, memperhatiken kondisi Lokal dan keinginan yang kuat dari
pemerintal,

Untuk menyimpulkan deklarasi Yokohama, para peserta
mendesak bahvwa itaharus Brtindak Sekarang Bertindak Bersam,
Bertindak Secara Berbeda demi pencapaian pembangunan kota
secara Derkelanjutan termasuk pembangunan ki ota yang
kondusif, Tulsan ini dibuat sebagai laporan kekutsertaan penuli
pada konfrensi tersebut au kemudian dirujuk pada bula ind agar
pesan Yokohama itu meluas ke segenap penjuru yang terjangkau.
Konferensi Intemasional Eco'Cities ~ berlangsung tanggel 22
Oktober 2010, d; Yokohama, epang. Untuk sekarang dan yang akan
dtang (Idvs Patara, dalam Esel EseiPolt Reformasi,2012)

Eco two city, kebijkan ekonomi dan ekologi- dalam
pembangunan kota jles sekali delam programnya menyarankan
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pemerinta  daerah - menyelamatken  linglungan  dengan
menyelenggarakan pembangunan daerah berorientas ingkungan
dan melirk ingkungan sebagai satu fktor yang dapat disinerglkan
dengan konsep pembangunan ekonomi atau perennaan ekonomi
satu deerah,

Melelui pembangunan kot yang mewujudkan penbangunan
ekonom yang terdesentralsi, akan membert efek ganda terhadap
pelaksanaan otonomi deerah yakni akselerasi pembangunan poliik

melaui desentralisast pemerintahan atau otonomi daeteh,

7. Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Daerah

Dewasa ini banyak negara berkembang berputar haluan
ke desentralisas fiskal - sebagai saleh satu cara meloloskan dir
arl berbagai jebakan ketidekefektifan dan ketidak efesienan
pemerintahan, Ketidakstabllan makro ekonomi, den ketidak
cukupan pertumbuban ekonomi yang telah menyebablan mereka
jatuh terperosok akhir akhir ini. Hal nf menunjukkan desentralsas
fskaldi Negara Negara berkembang dianggap sebaga obat mujarab
atau maleh  sebagai wabah penyaldt menular. Beberapa pekar
menekankan perlunya desentralsasi fiskal untuk perbaikan efesensi
ekonomi,efestensi biaya, perbaikan akuntablta, dan peningatan
moblisasi dana (Richard M. Bird dan . Vadlancourt 2000,

Seballknya, pakar yang lin mengatakan bahwa tak satupun
darl mamfaat mamfat tersebut akan berhasil oleh Negara Negara
yang preferensi penduduknya hampr tidak mungkin dickomodasi
alam anggaran pemerintzh, dan kafasitaskelembagaan pemerintah
aerah mendekti mihil. Situasi Negara berkembang yang dapat
memfaslitas tercapainya manfeat maksimun dari- struktur
pemerintahan daeraly yang lebih tedesentralisis(Bhal dan Linn
dalam Richard M. Bird 2000) mencakup:

1. Keculupan SDM yang berkuabites, memilki akses ke bahan
bahan dan pabrik pabrik barang modl untuk memperluas
jangkauan pelayanan masyarakat bila diperlukan;
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pemerintah  daerah  menyelamatkan  linglungan  dengan
menyelenggarakan pembangunan daerah berorientasi ingkungan
dan melirk Hingkungan sebagai sau faktor yang dapet disinergikan
dengan konsep pembangunan ekonomy atau perennaan ekonormi
safu deerah,

Melalui pembangunan kota yang mewujudken pembangunan
ekonor yang terdesentralisi, akan member! efek ganda terhadap
pelaksanaan otonomi daerah yakni akselerast pembangiman politk

melalu desentralisast pemerintahan atau otonom daerah.

7. Desentraliasi Fiskal dan Kesejahteraan Daerah

Dewase ini banyak negara berkembang berputar haluan
e desentralsas fikal  sebagai salah satu cara meloloskan dir
art berbagai jebakan hetidekefeltifan dan ketidak efesenan
pemerintaban, Ketidakstabilan makro ekonons, dan ketidak
cukupan pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan mereka
jatuh terperosok akhirakhir ini. Hal inf menunjukkan desentralses
fskaldi Negara Negara berkembang dianggap sebagai obat mujarab
atow malah  sebagal wabah penyaldt menular. Beberapa pakar
menekanlkan pertunya desentralsast fiskal untuk perbaikan efesensi
ekonom, efesins! baye, perbaikan akuntabiltas, dan peninghatan
moblisasi dana (Richard M. Bird dan £ Vadlancourt 2000)

Sebaliknye, pakar yang Lin mengatakan bahwa tak satupun
dart mamfaat mamfast tersebut akan berhasil oleh Negara Negara
yang preferenst penduduknya hampir tidek mungkin diakomodas
dalamanggaran pemerintah, dan kafestaskelembagaan pemerintah
aerah mendekati mihil. Situasi Negara berkembang yang dapat
memfasilitasi tercapainya manfeat maksimum darf- trukur
pemerintahan daerah yang lebih terdesentralisir(Bhal dan Linn
dilam Richard M. Bird 2000) mencakup:

1. Kecukupan SDM yang berkualtas, menmili akses ke bahan
bahan dan pabrik pabrik barang model untuk memperluas
jangkauan pelayanen masyarakat bia diperlukan;

157




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PERsPERTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

1. Administras perpajakan yang efesten;

3, Kewenangan perpajekan yang mampu menjaring dinamika
perkembangan pendapatan penduduk dalom porsi besar

4. Permintaan pelayanan masyarakat yang elastic terhadap
perubahan pendapatan aparat lokal yang terpiih telah
dikenaloleh masyarakat; dan

5, Dagrah memiliki sebagien kewenangan untuk menetapkan
APBD dan tarff pak.

Terdapat dua cara pandang terhadap desentralisas fiskal, cara
pandang pertema, fgp down dan kedua cara pandang bottom up.
Cara pandang yang melihat dari bawah ke atas (bottom-1p), pada
unumnya berndai poliis yang penekanannya pada partisipsi
politk lokal dan efesiensi allokasi. Adapun yang melhat dari atas
ke basvah (top-dose), menilainya dapat meringankan beban pusat
dengan mengathken e

Dar dua perspekti itu, penerapannya sangat bervarias
di berbagai Negara. Botiom up lebi tepat untuk Negara seperti
India, Afrika Selatan atau Bosnia Herzegovin. Hal in disebabkan
Karena hetetogenitas daerah tergolong tinggi dan delam banyak
hal keputusan keputusan poliknya dimaksudkan untuk membuat
daerah berpotensi untuk mandie. Sebalknya sebagaiman terjadi
pada negaranegara berkembang; secara umum perspektftop dovn
justru tampak lebih tepat, dicontobkan dalam hal ini adalah RRC
(Richard M. Bird dan Francots Vailancourt, 2005).

Di Indonesia, desentralisai fiskel merupakan salah satu
aspek yang dikembangkan iantara beberapa desentralisas yang
mulai dikenalkan, yaitu Desentralisasi Ekonomi, Desentralisas
Adminisrasi, Desentraliasi politk dan Desentralsas Fikal itu
sendir yang dikembangkan dalem “Alokasi Sumber Daya Nasional
yang Efesien melalui hubungan keuangan puset dan daerah yang
trangparan dan akountabe.

Untuk mewujudkan visi - tersebut melaui ~ Kebijakan
desentralisest ical, meliput
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. Administras perpejakan yang efesen;

3. Kewenangan perpajakn yang mampu menjaring dinamika
perkembangan pendapatan penduduk delam porsi besar;

4, Permintaan pelayanan masyarakat yang elstic  terhadep
perubahan pendapatan aparat lokal yang terpilh telah
dikenaloleh masyarakat, dan

5. Daerah menmilki sebagian Kewenangan untuk menetapkan
APBD dan tarft paak.

Terdapat dua cara pandang terhadap desentralses fiskel, cara
pandang pertama, top dosen dan kedua cara pandang bottom up.
Cara pandang yang mebhat dari bawah ke atas (bottom-1p), pada
umumeya bernii politis yang penekanannya pada partisiasi
poltk lokal dan efesiens allokas. Adapun yang melihat dari ates
ke bawah (top-down), menlainya dapat meringankan beban pusat
dengan mengalkan defc

Dert dua perspektif tu, penerapannya sangat bervarias
di berbagai Negara. Bottom wp lebih tepat untuk Negara seperti
India, Afrka Selatan atau Bosnia Herzegovina, Hal ini disebebkan
Karena heterogenitas daerah tergolong tinggi dan delam banyak
hal keputusan keputusan politknya dimaksudkan untuk membuat
deerah berpotenst untuk mandir. Seballknya sebagaimana terjadi
piada negara negara berkembang, secara umum perspekti top down
justru tampak Jebi tepat, dicontohkan dalam hal ini adaleh RRC
(Richard M. Bird dan Francots Vellancourt, 2005).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal merupakan salah satu
aspek yang dikembangkan diantara beberapa desentralises yang
mulai dikenalkan, yeitu Desentralisasi Ekonomi, Desentralsas
Adminisras}, @eymutraliast politk dan Desentralissi Fiskal itu
sendir yang dikembangkan dalam *Alokasi Sumber Daya Nasional
yang Efesien melaui hubungan kenangan pusat dan daereh yang

ul

trangparan dan akountabel

Untuk mewujudkan v tersebut melalui  kebijakan
esentralisas ikal, meliput
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1. hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimmumkan
ketimpangan

1. sistem penerimaan dan pembiayaan daerah untuk efesiens
alokasi,

3. keleluasaan belanja daerah untuk mencapad SPM; den

4. harmonisasi belanja pusat dan daerah wntuk pelayanan

publik.

Penjebaren  ebijakan tersebut  sebagai sau i
dioperasionalisasikan pada empat sistem:

L. Sistern dana perimbangan;

1. Sister pajak retribusi dan pemblayaen daerahy

3. Sistem administrasidan pengangearan pemerintahan; dan

4. Sistem penyediaan pelayanan publk dengan penerapan SPM

Melelu isitern yang ada diterapkan secara simulthan dengan
esentralsas pemerintahan, antara Lin melahui sistem dana
perimbangan yang dikenal pula sebagai dana transfr. Sistem ini
dimaksudkan untuk mengatesiketimpangan vertikal dan horisontal,
dan untuk pecepatan pembangunan daerch.

Dana Transfer terdiei dari 2 (dua) bagian besar: dard
pemerinteh pusat Kepada pemerintah daerahy dan dana anter
pemerintah daerah. Namun berbagai pendekaten dilokukan untuk
mengingatkan agar dana transfr seyogyanya tidek membertkan
“insentif untuk pemekaran” dan in-efisiensi anggaran, melainkan
dana transfer harus disalurkan sesual dengan anggaran dan jangka
waktu penyaluran yang sudah ditetapkan sebefumnya.

Hendoknya senantiasa diingat bahwa dana transfer
dimaksudkan untuk mengatesi ketimpangan vertikal dan horisontal,
dan untuk percepaten pembangunan daera. Ketimpangan vertkal
dalambentukhamonisasihubungan pusatdandaerah, ketimpangan
horizontal adalah dalam rangka keseimbangan antardaerah (DR,
Hamid Paddu, 2011).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mewaspadai bahwa
esentralissitdak hanya bisa gagal memperbaiki pelayanan daerah
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1. hubungan keuangan pusat dan daerch yang meminimumkan
Ketimpangan;

1. sistem penerimaan dan pembiayaan daerah unfuk efeiens
dlokasi,

3. eleluasaan belanja daereh untuk mencapai SPM; dan

4, harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk pelayanan

publik

Penjabaran  ebijakan  tersebut  sebagal  satu st
dioperasonalisaskan pada empat sistem:

L. Sistem dana perimbangan;

2. Sistem pajak rtribust dan pembiayaan deerah;

3. Sistem administrast dan penganggaran pemerintahan; dan
4, Sistem penyediaan pelayanan publk dengan penerapan SPM.

Melaui isitem yang ada diterapkan secara sirulthan dengan
esentralisasi pemerintzhan, antara Lin melalui sistemn dana
perimbangan yang dikenal pula sebagai dana trancfer. Sistem ind
dimaksudkan untuk mengatasiketimpangan vertikal dan horisontal,
an untuk pecepatan pembangunan daerah. B

Dana Trangler terdiri darl 2 (dua) bagian besar: dari
pemerintzh pusat Kepada pemerinteh daerah; dan dana antar
pemerintzh daerah, Namun berbagai pendekatan dilkukan untuk
mengingatkan agar dana transfer seyogyanya tidek memberikan
“insentif untuk pemekaran” dan in-efisienst anggaran, mekainkan
dana transfer harus disaburkan sesual dengan anggaran dan jangka
waktu penyaluran yang sudah ditetapkan sebelumnya,

Henddkoya  senantiasa diingat babwa dana transfer
dimaksudkan untuk mengatasiketimpangan vertikal dan horisontal,
dan untuk percepatan pembangunan daerah, Ketimpangan vertkal
dilam bentukharmonisasthubungan pusatdandaerah ketimpangan
horizontal adalah dalam rangka keseimbangan entardaerab. (DR,
Hamid Paddu, 2011).

Hal tersebut dimaksudkan wntuk mewaspadai  bahwa
desentralissitdak hanya bisa gagal memperbaiki pelayanan deerah
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etapiuga dap GZeRpganggukesiablannasionel Dingakanbebwa
resko terbesar dapatterjadi ketika penerimaan didesentraliirtanpa
diserta langkah langkah yeng memadai dalam menjamin stabitas
moblisasi dana yang mencukupi den berlanjut, dan memastikan
kemampuan serta. tanggungiawab daereh delam  mengelola
pengeluaran. Kasus kasus sebagaimana tersebut banyak terjadi dan
tdak sulit dijumpai di Argentina, Negara Negara di Eropa Timu,
Tengeh dan RRC. (Richard M. Bird dan Francois Vilancourt, 2005).

Di Indogggggpona transler dapt dijumpi dalam bentuk
Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dena
AlokstKhusus (DAK); dan dana transfer Lainnya, Tiga bentuk dena
tersebut, adalah instrumen unfuk mengatos ketimpangan vertikal
dan horisontal. Dana yang keempat merupakan diskrest Pemerintah
Pusat

Adapun langkah langkah yang harus ditempuh dalem rangka
perbaikan formula DAU:

1. DAU ditentukan leh kebutuhan fiskal dan potensi fiskl,

1. Variabel-variabel fscal eeds adalgh junleh penduduk uas
wilayeh, keadaan geografs, tingkat pendapatan masyerakat
yang memperhatiken kelompok masyaraket miskin;

3. Fiscal capacty dilihat berdasarkan variabel potensi industr,
potensi Sumber Daya Alam (SDA), potensi Sumber Daya
Mausia (SDM), dan PDRB;

4, Kapasitas fiskal relaiftelah dapat iestimesi dengan bak;

5. Kebutuhan fiskal seharusnya didasarkan atas Standar
Pelayanan Minimum (SPM) dan Analisa Standar Belanja
(ASB);

Ut sttistk menunjukkan balwa variabel Penduduk (VP)
dan indeks kemahalan Konstrukst ([KK) merupekan variabel yang

sangat dominan mempengaruh pola belanja deeraly

L. Varicbel penduduk proxy Kebutohan daerah terhadap
pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan;
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tetapijuga dapat menggangoukestabilannasional Dingtkan balwa
tesio terbesar dapattrjadi etika penerimaan didesentralise tanpa
disertai langkah langkah yang memadai delam menjamin stebilies
mobiisast dana yang mencukupt dan berlanjut, dan memastikan
kemampuan serta tanggungiaweb daersh delam  mengelola
pengeluaran. Kasus kasus sebagaimana tersebut banyek terjadi dan
tidak sult dijumpai di Argentina, Negara Negara di Eropa Timur,
Tengah dan RRC. (Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, 2005).

Di Indonesia dana transfer dapat dijumpat dalam bentuk
Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokst Unnum (DAU); dan Dana
AlokasiKhusus (DAK); dan dana transfer lainnye. Tiga bentuk dana
tersebut, adalah instrumen untuk mengatas ketimpangan vertkal
dan horisontal. Dana yang keempat merupakan iskresi Pemerintah
Pusat

Adapun langkah langkah yang harus ditempuh dalam rangka
petbatkan formula DAU:

1. DAU degegkanoleh ebutuban skl dan potenst sl

2. Variabel-variabel fscal neds adalah junlah penduduk, huas
wilayah, keadaan geografs, tingkat pendapaten masyarakt
ang memperhatikarapok masyarakat miskin;

3. Fiscal capacty dilihat berdasarkan variabel potensi industri,
potensi. Sumber Daya Alam (SDA), potensi Sumber Daya
Manusia (SDM), dan PDRB;

4. Kapastas fskal reaif elah dapat destimasi dengan batk;

5. Kebuwhan fikel seharusnya didosarkan atas Standar
Peayanan Minimum (SPM) dan Analisa Standar Belanja
(ASB);

Uj statistik menunjukkan bahnwa variabel Penduduk (VP)
dan indeks kemahalan Konstrukst (IKK) merupekan variabel yang

sangat dominan mempengaruhi pola belanja daeraly

L. Variabel penduduk proy Kebutuhan daerah terhadap
pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan;
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1. Indeks Kemahalan Konstruksi proxy kebutuhan pembiayaan
infrastrukur

Akhirnya diperlukn justikasi akademis dalam penentuan

pembobotan, dan bukannya menjadi exercse yang bersifat coba-
coba ataupun polts - alokasi DAU menurunken Ketimpangan
horizontal (DRH. Hamid Paddu.2011),

Ancaman bagi negara negara yang preferensi pendudukaya
hampir tidak mungkin diakomodas delam anggaran pemerintah
adslah sejauh manakah masalah kependudukan dibanyak Negara
Dunia Ketiga dapat menunjang atau sebaliknya dapat menghambat
peluang mereka meraih tujuan tujuan pembangunan wntuk dapat
mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

James Grant ~ (dalam Michael P Todaro ddk, 2004),
mengemukakan antara lin:

1. Mampukeh Negara Negara Duia Ketiga meningkatkantaraf
hidup pendudukeya ditengah lju pertumbuhan penduduk
Gan mengatasi tingkat Kesulitan yang dhadapi dalam
hal pelayanan dan berbagal macam fasiites sosial sepert
perumahan  tarnsportasi anites dan keamanan

1. Apa yang harus dilakukan unfuk mengatastledakan angktan
kerja, apekah hanya akan berusaha menjaga agar tinghat
pengangouran tidak meningkat

3. Apasaja implkasidari tingginya laju pertumbuhan penduduk
dan peluang untuk meringankan penderitaan penduduknya’

4. Apakah mampu memperluas dan meningkatkan kualta
Keschatan dan sistem pendidikan, sehingga sefiap orang
paling tidek mempunyai kesempatan mendapatkannya

5. Sanpai sejauh manakah rendahaya tarafkehidupan terhadap
jumlah angeota keluarge. Apakah memang ada hubungan
signifkan antara keduanya?

6. Sejauhmana peningkatan kemakmuran negara maju menjadi
faktor penghambat negara miskin mengatasilonjaken jumlah
penduduk. Apakah useha useha yang dlakuken negara kaya
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2. Indeks Kemahalan Konstruksi proty kebutuhan pembiayaan
infrastratur,

Akbinya dipertukan justfkasi akadenmis dalam penentuan
pembobotan, dan bukannya menjadi exercie yang bersifat coba-
coba ataupun polts - alokesi DAU menurunken Ketimpangan
horizontal (DR H. Hamid Paddu,2011).

Ancaman bagi negara negara yang preferensi penduduknya
hampir tidak mungkin diakomodasi delam anggaran pemerinteh
adalah sejauh manakeh masalah kependudukan dibanyak Negara
Dunia Ketiga dapat menunjang ateu sebaliknya dapat menghambat
peluang mereka meraih tujuan tujuan pembangunan untuk depat
mempengaruhi pertumbuhan penduduk

Jomes Grant~ (dalam Michael P Todaro ddk, 2004),
mengernukakan antara lin:

1. Mompukah Negara Negara Dunia Ketiga meningkatkan taref
hidup penduduknya ditengeh lju pertunbuhan penduduk
dan mengatasi tinghat Kesultan yang dihadapi dalam
hal pelayanan dan berbagal macam fasTitas sosal seperti
perumahan , tarnsportai saniast dan keamanan ?;

2. Apa yang harus dilakulkan untuk mengatsi ledakan anghatan
ket apakeh hanya akan berusaha menjaga agar tingkat
pengangguran tidek meningkat

3. Apasaja implkasidari tingginya laju pertumbuhan penduduk
dan peluang untuk meringankan penderitaan penduduknyef;

4, Apakeh mampu memperluas dan meningkatkan kualita
eschatan dan sistem pendidikan, schingga sefiap orang
paling tidak mempunyad kesempatan mendapatkanny’

5. Sanpa sejauh manakah rendahnya tarafkehidupan tethadap
jumlah anggota keluarga. Apakah memang ada hubungan
signifian antara keduanyal

6. Sejaulunana peningkatan kemaknuran negara meju menjad;
faktor penghambat negara miskin mengatasionjakan jumlah

penduduk. Apakeh useha usaha yang dilakukan negara keya
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akan membawa akibat buruk bagt lingkungan hidup global
an peningatan taraf hidup negara miskin- mengimbangi
ledakan pendudukaya daripada peningkatan absolute jumlah
penduduk itusendir?

Ledakan jumlah penduduk, pengangguran dan peningatan
angkatan Kerja serta kemiskinan merupakan satu Hngaran
yang mata rantainya harus diputus melahi kebijakan kebijakan
esentralisest yang erintegrastsecara nasional, bk secara Konseps,
program maupun dalam pelaksanaannya, Disnilah etakaya bahwa
Qesentralisesi it cilaksanakan secara tersrultur, terintegrasi
an adaptif, mengingat masalah kependudukan, kemiskinan dan
pengangguran bukan hanya masalah lokal, akan tetapi satu masalah
global

Issue mengenai kemiskinan absolufe bahkan telh  marak
dibicarakan di tingkat global sejak awal abad ke duapuluh. Suatu
perternuan para duta besar pada tahun 2000, dengan Dewan
Eksebutif UNPL/UNEPA dan Unicefserta Bank Dunia i Amerika,
bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan adalah
Karena. masih tingginya tingkt kemiskinan absolute. Pertemuan
itu kemudian merekomendasikan Lingkeh lngkh yang perlu
Cilakukan bagi patisipas semua pihak, antara Lin (DR | Keloh,
200):

1. Perlunya  peningkatan  pertumbuhan ~ ekonomi  yang
berkesinambungan

. Perlunya. peninghatan Keahlian lokal dalam melakukan
pembangunan;

3. Perlunya penurunan tingkat kerawanan pembangunan
ekonomi: dan

4 Perlunya. merumuskan kebiakan ekonomi yang berpihak
kepada orang miskin yang dapat mendorong masyaraket
mendapat akses dalam useha mereke.
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akan membarwa akibat buruk bagilingkungan hidup globel
dan peningkatan taraf hidup negara miskin- mengimbang
ledakan pendudukoya daripada peningkatan absolute jumlsh
penduduk itu senditt’

Ledakan jumlah pendudul; pengangguran dan peningkaten
anghatan Kerja serta kemiskinan merupakan satu lingkaran
yang mata rantainya harus diputus melahu kebijakan kebijakan
esentralsasiyang terntegrasisecara nesional, bk secara konsepsi,
program maupun dalam pelaksanaannya Disinizh leteknya babwa
desentralisasi  itu cilaksanakan secara terstruktus, terntegras
dan adaptif, mengingat masaleh kependudukan, kemiskinan den
pengangguran bukan hanya masalah okal, akan tetap s masalah
global,

Issue mengenai Kemiskinan absolute bahkan teah  marak
dibicarakan di tingkat global sejak awal abad ke duapuluh. Suatu
pettemnuan para duta besar pada tahun 2000, dengan Dewan
Eksekutif UNPL/UNEPA dan Unicefserta Bank Dunia di Amerika,
bahwa tantangan yang dhadapi dalam pembangunan adelah
arena masth tingginya tingkat kemiskinan absolute. Pertemuan
ifu kendian merckomendasikan langkah langkah yang perlu
dilakukan bagi partsipasi semua pihak antara Lain (DR] Kaloh,
2002):

L. Perlnya  peningkatan  pertumbuban ~ ekonomi  yang
berkesinambungan

2 Perhunya peninglatan eahlian lokal dalam melakukan
pembangunan;

3. Perhuya penurunan tingkat kerawanan pembangunan
ekonomi: dan

4 Perlunya merumuskan kebijakn ekonomi yang berpihek
kepada orang miskin yang dapat mendorong masyarakat
mendapat akses dalam usaha mereke.
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Seorang pengamat, Kineeh Ohmag, - penulis buku World
and Triad Power (dalam Sidik Jatmika 2001) menyatakan bahwa
masa depan abad 21 bukan hubungan bersfat antar negara, G to
(7, melainkan antar pemerinteh daerah local government, Pada era
olobalisasi, demokeatisas,dan iberalisasi sekarang ini pemerintah
aerah harus menjadi wjung tombak wntuk kampanye investas
maupun penarikan modal,termesuk dalom hal ini modal dart huar
negert atau dunia inernasional

Desentralisasi selayaknya dikelola secara transparan, terbuka
dan terintegrast antar sektor dan aktor. Di sinilah subtansi, atau
makna yang dikandung otonomi sehuas uasnya, tidak aca masalah
yang tidak bisa diatas, masalah adalah sumber ingpirasi, Daerah
apat mengatasi masalahinya sesuai skala Kemampuan ditunjang
kerjasama lintas sektor dan aktor tadi, tentu ates dukungan
pemerintah pusat den tingkat atasnya. (idp)
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Seorang pengamat, Kineehi Ohmae, - penulis buku World
and Triad Power (dalam Sidik Jetmike,2001) menyatakan bahwa
masa depan abad 21 bukan hubungan bersifat antar negara, “G to
(7, melainkan antar pemerinteh daerah local government. Pada era
olobalisai,demokratisasi dan Eberalisei sekarang ind pemerintah
daerah harus menjadi ujung tonbak untuk kempanye investas
maupun penarikan modal, termasuk dalam hal ini modal dart har
negert atau dunia internasional,

Desentralisast selayakanya dikelola secara transparan, terbuka
dan terintegrasi antar sektor dan aktor. Di sinileh subtans, otau
makna yang dikandung otonom seluas asnya, tidak ada masalah
yang tidak bisa diatai, masalah adalah sumber inspiras, Daerah
dapat mengatasi masalehnya sesuai skala kemampuan ditunjang
kerjasama lintas sektor dan aktor tadi, tentu atas dukungan
pemerintah pusat dan tingkat atastya.(idp)

163




BABIII
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Mencermati beberapa undang undang tentang pemerintahan
doerah, mulai dari masa berlakunya, penggantionma dan
pelaksanaanmya, termyota satu wndang undang diganti- Kareng
beberapa faktor: faktor konstitus yang berubal atau berganti kedua
faktor politis dan sitem politk, Ketiga fuktor implementasi, evaluas
dan dinanka: pemerintahan daerah sera aspirai masyarakat.

Perubahan undang undang pemerintahan deerah bukanlsh
seaara parsal pada bagian bagian yang berkenaan. Akan tetpi
perubaan bersfat menyeluruh, totalita dalam bentuk penggantion
tndang undang sehingga terkesanbukan merupakan hasi evaluas
penyelenggaraan. Kalaupun penggantian i schagai bagion dar
evaluasi maka tentulah sosialisast mengenai hal it tidak maksimal
ataw huput dilakukan,

Kalaoe satu penggantian disehabkan leh evaluasi, maka safu
tndang undang it tumbuh dan matang, bukan hamya sih bergant
yang berimplikasi pada masparakat atau pelaksananya yang serta
merta harus menyesuaikan dir terhadap perubahan yang bersft
nadikal tersebut,

Membaca bagian dori buku i, menimbulkan kesan bahwa
aspek motivast don kesngguhan secara massf dolam pelaksanaan
desentrlisasi — pemerintahan serta - penyelenggaraannya  perly
Kestgguhan, dan mudah mudahan bagion i masuk skala perhatian
utama “ evolusi mental
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Mencermati beberapa undang undang tentang pemerintahan
doerah, mulai dari masa. berlakunya, pengaantionya dan
pelaksanaannya, ternyata saty wndang wndang diganti Karena
beberapa faktor: faktor konsttustyang beruba atau berganti, kedua
fktor politis dan sistem politk, Retiga fuktor implementas, evaluas
dan dinamika pemerintahan daerah sera aspirai masparakat,

Perubahan undang undang pemerintahan doerah bukanlah
seanra parsal pada bagian bagian yang berkenaan. Akan tetpi
perubahan bersfat menyeluruh,totalits dalam bentuk penggantian
tndang wndang sehingga terkesanbulan merupakan hasil evaluag
penyelenggaraan. Kaloupun penggantian ity schagai bagion dar
evaluasi maka tentulah sosialsost mengenai hl it idok maksimal
ot uput dlakukan,

Kl satu penggantian disebabkan oleh evaluasi, maka safu
wndang ndang it tumbuh dan matang, bukan hanya i bergani
yang berimplkasi pada masyarakat ataw peloksananya yang serta
merta harus menyesuaikan dirt erhadap perubahan yang bersft
nadikal ersebut,

Mebaco bagian dari bukur i, menimbulkan kesan bahwa
aspek motivasi don kesungguhan secara massf dolam peloksanaan
desentralissi ~ pemerintahan serta penyelengaaraanmya  perly
Kesungghan, dar mudah mucldhan bagian in masuk skala perhatian
utama * revolusi mental




DESENTRALISAST PEMERINTAHAN DALAM
PeRsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

1. Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sejak tahun 1945 atau sejak proklamast Kemerdekaan hingga
pada era reformast- eteeh 70 tahun Indonesia merdeka-sekarang,
telah terjodi peritiva konstitusi atau Undang Undang Dasar
Republik Indonesta sebanyak 5 (lima) ki yakni

L. Undang Undang Dasar Tahun 1945, (Pesca  Proklamai,
tanggal 18 Agustus 1945)

1. Konstitust RIS, (Hasil Konprensi Meja Bundar di Denhag
pengakuan kedaulatan oleh Belanda, tanggal 31 Januari 1950)

3. Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, (Kembali
Kepada bentuk Negara Kesatuan, tanggal 15 Agusts 1950)

4 Undang Undang Dasar Tehun 1945 (DekritPresiden kembali
ke Undang Undang Dasar Tahun 1945, tanggal 5 uli 1959);

5. Undang Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Empat Kali
amandemen atau perubahan terhadap Batang Tubuh Undang
Undang Dasar Tehun 1945 oleh MPR Tahun 1999, 2000,
2001, 2002.

Begitu pula mengenai Undang undang tentang Pemerintahan
Daetah telah mengalami beberapa kalipergantian. Undang Undang
Pemerintehan Daerah atau peraturan yang mengatur tentang itu
yang pernch ada di Indonesia, urut wrutanoya. antara L sebag

berkut:

L. UU Nomor 1 Tehun 1945 tentang Pembentukan Komite
Nasional Daerdh

2 UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

3 UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok- Pokok
Pemerintzhan daerah

4 UUNomor | Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerinthan
aerch

5 Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah
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L. Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sejek tahun 1945 atau sejak proklamasi kemerdekaan hingga
pada era reformasi- setelah 70 tahun Indonesia merdeka-sekarang,

teleh terjdi perisiva onstitusl ataw Undang Undang Dasar
Republik Indonesiasebanyak 5 (1) kali yaka:

L. Undang Undang Desar Tahun 1945, (Pasca ProMlamesi
tanggal 18 Agustus 1949)

2. Konstitusi RIS, (Hasil Konprensi Meja Bundar di Denhag
pengakuan kedaulatan leh Belands, tanggal 31 Januari 1950)

3. Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, (Kembali
epada bentuk Negara Kesatuan, tanggal 15 Agustus 1950)

4, Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Dekrit Presicen kembali
ke Undang Undang Dasar Tahun 1945, tanggal 5 Jul 1939);

5. Undang Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Empat kel
amandemen atau perubaban terhadap Batang Tubuh Undang
Undang Dasar Tahum 1945 oleh MPR Tabun 1999, 2000,

2001, %

Begitu pula mengenai Undang undang tentang Pemerintahan
Daerah telah mengalami beberapa kali pergantian. Undang Undang
Pemerintahan Daerah atau peraturan yang mengatur tentang itu
yang pernah ada di Indonesta, urut wutannya antara i sebaga

bertkut:

1 UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite
Nesional Daerah

2 UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

3 UU Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok- Pokok
Pemerintahan daerah

4 UUNomor] Tahun 1957 tentang Pokok- Poko Pemerinthan
duerdh

5 Penctapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah
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6. Penctapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 Tentang DPRD-
GR dan ekretais DactfE)

7. UU No. 18 Th. 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah,

8. Tap MPRS No. XXIMPRS/1966 tentang Pemberian
Otonom Seluas-huasnya Kepada Daerah (harus teraksana
Bulan Juli 1969)

9. UU No.5 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan i
Daerah dan UU No. 5 Th. 1979 tentang Pemdes (Unifkas
dacrah)

10. Tap MPRNo. XV/MPR/1998 berisitentang penyelenggarean
otonomi deerah, pengaturan, pembagian dan pemanfastan
sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
Keungan pust dan da@lam kerangha NKRL

11 UU No. 22 Th. 19%9 Tentang Pemda dan UU No. 25 Th.
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah-
dianggap quasi federalis karena daerah yang power
constituent,

12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah

13. UU No. 8 Tehun 2005 tentang Penetepan Perpu No. 3 Th.
2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang
Pemerintehan Daetah Menjadi Undang-Undang

14, UU No. 12Th. 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Pemda

15. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4
Dari semua Undang Undang tentang Pemerintaln Daerah
tersebut terdapgebadang Undang yang paling lama berlaku, yeki
Undang Undang Nomor 5 Tehun 1974, dan terdapat Undang
Undang yang paling singkat berlakunya, bahkan ada yang menlis
terdapat undaggrundang yang tidak sempat diterapkan yakni
Undang Undangﬂémor 18 Tahun 1965,
Hl menarik yang perlu ditebusur, adalsh Undang Undang
Dasar yang pernah berldku pada priodenya masing -masing

melahirkan pula undang undang organik tentang pemerintehan
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6. Penctapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 Tentang DPRD-
GR dan Sekretaris Dagrah

7. UU No. 18 Th. 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Dieteh,

8. Tap MPRS No. XXIMPRS/1966 tentang Pemberian
Otonomi Setuas-luasnya Kepada Daerahy (harus teroksana
Bulan Juli 1969)

9. UU No.5 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintehan di
Daerah dan UU No. 5 Th. 1979 tentang Pemdes (Unifkasi
dagrah)

10. Tap MPRNo. XV/MPRA998berisitentangpenyelenggaraan
otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaaten
sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pusat dan doerah dalam kerangka NKRI

11, UU No. 22 Th, 1999 Tentang Pemda dan UU No. 25 Th.
1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah-
dianggap quasi federalis karena daerdh yang power
consftuent,

12. UU No. 32 Tahun Uppg Pemerintahan Daerdh

13, UU No. § Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Th.
2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Th. 2004 tentang
Demerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

14, UU No.12Th. 2008 Tentang Perubzhan Kedua UU Pemda

15. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Dari semua Undang Undang tentang Pemerintahin Daerah
tersebut terdapat Undang Undang yang paling lama berlaku, yakni
Undang Undang Nomor 5 Tehun 1974, dan terdepat Undang
Undang yang peling singkat berlakunya, bahkan ada yang menuli
terdapat undang undang yang tidek sempat diterapken yakni
Undang Undang Nomor 18 Tehun 1965,

Hal menarik yang perlu ditelusur, adalah Undang Undang
Dasar yang pernah berlaku pada priodenya masing -masing

melahirkan pula undang undang organik tentang pemerintahan
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daerah dengan nomenklatur berbeda. Begitu pul, dengan Undang
Undang Dasar yang sama melehirkan undang undang organik
mengenai pemerintabian deerah berbeda beda.

Hl lainnya lagi, babwa terdapat hubungan saling
mempengaruhi satu undang undang pemerintahan daerah dengan
sistern sitem lin, dalam hal ini terjadinya saling hubungan antara
pemerintahan daeteh dengan sistern politk yang berjlan pada satu
masa pemerintahan tertentu. Dibuktikan oleh Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1974, Undang Undang yang tercatet paca predtiat
terlama berlakunya,Bertahan hingga 25 tahun eiring dengan istim
politk yang berlaku pada era tersebut. Satu era yang menekankan
aspek stabltas poltk dan pembangunan ekonomi sebagai aspek
ominan. Aspek stabites fidak dapat ditawar tawar, bahkan
sampat pada kondist tidak munglinnya teradi perubehan apalagi
amandemen konstitustatau Undang Undang Dasar

Sesungguhnya perubahan konstitust i jamn orde baru it
dimungkinkan hanya saja dibuat sedermikian rupa sehingga menjadi
sult, rumit dan menjadi tidak mungkin. Peluang perubahan
yang dimungkinkan yaitu harus melah satu proses yang disebut
referendum yang diatur pada Ketapan MPR Nomor [V/MPR/1983
tentang Referendu,

Akhimya - amandemen Undang Undang Dasar, di jaman
Orde Baru iu, tidak terjangkau untuk dipikirken, disamping
karena harus melau referendum nesional fuga disrtai dengan
pensyaraten yang demikian sult. Hal in, oleh beberapa kalangan,
dapat memahaminya mengingat pada saat itu Indonesia baru saja
keluar dar satu situasi yang oleh banyak Kalangan menyebutnya
sebaga ituasi tidak menentu, perubahan sangt rentan,

Nemun demikian pasca amandemen sebanyak 4 (empat)
kali, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, hasil teraki
menurjukkan sultoya diakukan amandemen kembali setelah
amandemen empat kalitu, bahkan lebih sult

Hasil penelitan Formapp (2003) menunjukkan babwa untuk
melakukan perubahan Undang Undang Dasar di masa yang akan
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daerah dengan nomenllatur berbeda. Begitu pula, dengan Undang
Undang Dasar yang sama melahirkan undang undang organik
mengenai pemerintahan daerah berbeda beds.

Hal luonya lagi bohwa terdapat hubungan saling
mempengarubi satu undeng undang pemerintahan daerah dengan
sitem sitem Lain, dalom hl ni terjadinya saling hubungan antara
pemeritaban daeeh g it poik yangberalanpaca satu
masa pemerintahan tertent. Dibuktikan oleh Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1974, Undang Undang yang tercatat pada predikat
terlama berlakunya, Bertahan hingga 25 tahun siring dengansistim
poltk yang berlaku pada era tersebut. Satu era yang menekankan
aspek stabilitas politk den pembangunan ekonomi sebagai aspek
dominan. Aspek stabiitas tidak dapat ditawar tawar, bahkan
sampat pada kondisi tidak mungkinnya teradi perubahan apalagi
amandemen konsttusiatau Undang Undang Dasar.

Sesungguhnya perubahans konstitus i jaman orde baru itu
dimungkinkan hanya sja dibuatsedemikian rupa sehingga menjadi
sult, ramit dan menjadi tidak mungkin. Peluang perubahan
yang dimungkinkan yaitu harus melah satu proses yang disebut
referendum yang diaur pada Ketapan MPR Nomor [V/MPR/1983
tentang Referendum,

Akbimya amandemen Undang Undang Dasar, di jaman
Orde Baru itu, tidak terjangkau wntuk dipikirkan, disanping
karena harus melalui referendun nasional juga disertai dengan
pensyaratan yang demlian sulit, Halini, oleh beberapa kalangan,
dapat memahaminya mengingat pada saat itu Indonesia baru saja
eluar dar satu situast yang oleh banyak kelangan menyebutnya
sebaga ituas idek menentu, perubahan S rentn

Namun demikian pasca amandemen sebanyak 4 (empat)
Keli, dar tabun 1999 sampat dengan tahun 2002, hasl teraki
menunukkan sultnye dlakukan amandemen kembeli setelah
amandemen empat kel i, bahkan lebi ult

Hasil penelitan Formapp (2005) menunjukan babwa untuk
melakukan perubahan Undang Undang Dasar di masa yang akan
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datang tampak dipersulit Hal ini dapat dicermati pada Pasal 37 ayat
(1) dan (2) yang menyatekan bahwa :  Usul perubahan Undang
Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan secara tertuls oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah
amggota MPR dansetiap usl perubabiefasal pasal UUD harus
menunjuk dengan jelas bagian yang dinsulkan unfuk diubh
beserta alasannya’

Melelui pasel ini, perubahan UUD it malah semaln sult,
sekalipun MPR menyadart balwa empat ali perubahan yang telah
(ilakukannya behum sempurna. Dibanding kelaw mengacu pada
pasil perubahan Undang Undang Dasar Pasal 37 (lama sebelum
amandemen) cukup sederhana dan memberikan kemudahan bagi
emungkinan perubahan UUD hanya saja kemudian terdapat Tap.
No [V/MPR/1983 tentang Referendum bagi perubahan Undang
Undang Dasar 1945 tu.

Selengkapnya Pasal 37 (lama),yekoi: “ (1). Untuk mengubah
Undang Undang Dasar sekurang kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadiry ().
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang kurangaya 23
daripada anggota yang hadi”

Dengan ketentuan mengenai perubahan Undang Undang
Dasar oleh Anggota MPR hasi Pemmiu 1999, diera reformastjustru
semakin sult, schingga Formappi berpendapat, balnwa semangat
yang terkandung di dalam aspek perubahan Undang Undang Dasar
Kembal ke semangat Orde Baru.

Kembali kepada hal mengenai pemerintohan daerah,
Kattannya dengan hal yang menardk lainaya untuk disimak, adalah
hubungan antara Konstitusi dengen dinamika pemerintahan dalam
negert. Paca Undang Undar?sar yang sama bisa terjadi berulang
tlng perubahan undang undang organik mengenal pemerintahan
daerah, Mulai berlakunya Undang Iang Dasar 1945 teeh lahi
beberapa undang undang yang mengatur pemerintahan daerdh
begitupun seteah Dekeit Presiden 5 Juli 1959 menandaiberlakunya
embali UndangUndang Dasar Tahun 1945, ahir beberapa undang
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datang ampak dipersul. Hel i dapat icer s Pael 37 e
(1) dan (2) yang menyatakan bahwa :  Usul perubahan Undang
Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila
dijukan secara tertulis oleh sekuranglurangaya 1/3 dari jumlah
anggota MPR dan setiap usul perubahan Pasal pasal UUD harus
menunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.

Melalui pasal in, perubahan UUD i malsh semakn sult
sekalipun MPR menyadari bahwa empat kali perubehan yang telah
dilakukannya belum sempurna, Dibanding kalau mengacu pada
pasal perubahan Undang Undang Dasar Pasal 37 (lama sebetum
amandemen) cukup sederhana dan membertkan kemudzhan bag
kemungkinan perubahan UUD hanya saja kemudian terdapat Tap.
No IVIMPR/1983 tentang Referendum bagi perubahan Undang
Undang Dasar 19

Selengkapnya Pasal 37 (lama),yani: (1) Unfuk mengubah
Undang Undang Dasar sekurang kurangnya2/3 daripada jumlzh
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir; (2.
Putusan diambil dengan persetujuan sekurang kurangaya 2/3
daripada anggota yang hadir”

Dengan ketentuan mengenai perubahan Undang Undang
Dasar leh Anggota MPR hasi Periu 1999, diera eformasijustru
semakin sult, sehingga Formappi berpendapat, bahwa semangat
yang terkandung di dalam aspek perubahan Undang Undang Dasar
Kembali ke semangat Orde Baru

Kembali kepada hal mengenai pemerintahan daerah,
Kettannya dengan hal yang menarik ainnya untuk disimak, adelah
hubungan antara Konstitust dengan dinamika pemerintahan delam
negeri. Pada Undang Undang Dasar yang samabisa teradi berulang
Wang perubahan undang undang organik mengenal pemerintahan
dierah. Mulai berlakunya Undang Undang Dasar 1945 telah Lahir
beberapa undang undang yang mengatur pemerintahan daerah;
begitupun setlah Dekeit Presiden 5 Juli 1959 Hndaiberlakunya
kembali UndangUndang Dasar Tahun 1945, ahir beberapa undang
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undang pemerintahan aerah, termasuk Undang Undang No 5
Tahun 197@28mpai paca era rormasi yang juga meneapkan
undang undang menyangkut pemerintahan deerah dan otonomi
dacrah, sebelum dan samandemen,3 (tiga) kali berturut
turut, Undang Undang Nomor 22Tahun 1999, kemudian Undang
Undang Momor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014,

Akhirnya tercipta satu kondist bahwa. pada konstitus yang
samaatau ing Undang Daser yang sema ahi berbagai produk
Undang Undang yang mengtur tentang pemerintahan daersh,
bahkan pada pasl yang sama, pasal 18, lahir berbaga undang
undang organik tentang pemerintahan dagrah.

Untuk lebih jelasnya kit perhatiken undang undang
dimakasud 1) Undang Undang Nomqeelhun 1945, berak
3 tahun ; 2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948, berlaku 9
b () Undang gsghs Nomordt Tahun 1950, berkku 7 tahu;
(4) Undang Undang Nomor 1 Tahwun 1957, berleku 2 tahuny (5)
Penetapan Presiden Nomor § Tahun1959,tidak ditemukan, namun
kemudian terbit Pempres berfkutnya tahun 1960, (6) Penetapan
Presesiden Nomor 5 190, berlek 6 tahun); (7) Undang Undang
Nomor 18 Tahun 1965, berlaku hanya beberapa bulan,dan bahkan
ada pendapat menyebutkan tidak sempat berlaku hingga masuk

pada peristiwaG 30/S PKL (8) Undang Undang Nomor 5 Tahun

1974, berlaku 25 tahun; (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999,
berlaku §tahun dan 5bulass (10) Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004, berlaku 11 tahun; (11) Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014, diundanghan’ Oktober 2014, beraku sumgharng
Rangkaian undang undang yang mengatur pemerintahan
Qaerah secara siih berganti cukup membuktikan dinamika
pemerintahan aerah dan banyakuya fektor berpengaruh bagi
undang undang itu untuk bertahan atau diganti, antara Lan :
peristiva konsttusi meliputi pergantian atau perubahan, faktor
politsdan sistem politk yang dikembangkan, kondisidan dinamika
masyarakat, faktor penerapan, pelaksanaan dan implementasi
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undang pemerintahen duerah, termasuk Undang Undang No 5
Tahun 1974 sampai pada era reformasi yang juga menetapkan
undang undang menyangkut pemerintahan daerah dan otonomi
aerah, sebelun dan setelsh amendemen,3 (tga) kali berturut
turut, Undang Undang Nomor 22Tahun 1999, kemudian Undang
Undang Momor 3 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23
Tehun 2014,

Akhimya tercipta sau kondis banwa. pada konstitsi yang
sama atau Undang Undang Dasar yang sama lahir berbagai produk
Undang Undang yang mengatur tentang pemerintahan daereh,
bahkan pada pasal yang sama, pasal 18, lahir berbagai undang
undang organik tentang pemerintahan daereh,

Untuk lebih jelasnya Kita perhatikan undang undang
dimakasud : (1) Undang Undang Nomor | Tahun 1945, berlaku
3 tahun'; (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948, berlaku 9
fahun; (3) Undang Undang Nomord4 Tahun 1950, berlaku 7 tahun;
(4) Undang Undang Nomor | Tahun 1957, berlaku 2 tahun; (3)
Penetapan Presicen Nomor § Tahunl 959, tiak ditemukan, namun

mudian terbit Penpres berikutnya tahun 1960, (6) Penetepan
Presesiden Normor 5 1960, berlaku 6 tehun (7) Undang Undang
Nomor 18 Tahun 1963, erlaku hanya beberapa bulan,dan bahkan
ada pendapat menyebutkan tidak sempat berlek hingea masuk
pada peristivaG 30/S PK; (8) Undang Undang Nomor 5 Tahun
174, berlaku 25 tahun (9) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999,
berlaku 6tahun dan 5 bulan; (10) Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004, berlaku 11 tahun; (11) Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014, diundangkan 2 Oktober 2014, berlaku sampai sekarang.

Rangkaian undang undang yang mengatur pemerintahan
doerah secara sih berganti cukup membuktikan dinamika
pemerintahan daerah dan banyakaya faktor berpengaruh bagi
undang undang itu unfuk bertshan atau digant, antara lain :
peristiva konsttust meliput pergantian atau perubahan, faktor
poltisdan sistem politk yang dkembangkan, kondisidan dinamika
masyarakat, faktor penerapan, pelaksanaan dan implementasi
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undang undang tersebut di deerah. Namun Keselurubannya itu
memberi arti betapa pentingnya Pemerintahan Daerah,

Adapun pasal Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang paling
banyak melahirkan undangundangitu, yakni pasal 18 selenghapaya
(sebelum amandemen), sebagaiat :

“Pembagian dacrah Indonesia atas daerah besar dan keal
dengan bentuk susunan pemerintalannya ditetapkan dengan
undang undang , dengan memandang dan mengingati dosar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak
hak asal-usul dalam daerah daerah yang bersifu istimewa”

Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945

1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidstat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staat juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerahyang lebih kecil

Di daerah dagrah yang bersifat otonom (streek dan locale
rechtsmeen schappen) ataubersifat daerah administratifbelaka,
semuanya menurut atuzan yang akan ditetapkan dengan undang
undang.

Di daerah daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun
pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan,

(Catatan penulis , naskeh teks pasal 1§ dugempmiclasan
ditulis deri Buk Undang Undang Dasar Pedomarmman
Pengamalan Pansila- (Ketetapan MPR No.I/ MPR /1978 Garis
(ars Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR NoJI/MPR/1993,
diteritkan BP-7 Pusat, 1995, Delam buku pada penjelasan pasal
18, terdapat angka romanvt 11 untuk kepentingan tekos, penuls
hanya menuliskan satu romani'T'),

BN Marbun,SH (2005), mengomentari hal ini bahwa “Bagi
orang yang tidak ahli konstitus, akan sangat sulit menerjemahkan

ist pasa 18 (ita) apelagi mengelaboras secara tepat. Hal yang sama
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undang undang tetsebut di daerah. Namun keseluruhannya itu
member artibetapa pentingnya Pemerintahan Daerch,

Adapun pasal Undang Undang Dasar Tahun 1943 yang paling
banyak melahirkan undangundangitu, yaka pasel 18, selengkapnya
(sebelum amandemen), sebagaibbertkut:

‘Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
dengan bentuk susunan pemerintaannya ditetapkan dengan
undang wndang , dengan memandang dan mengingati dasar
permuspawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak
hak asal-usul dalom daerah daerah yang bersfat itimewa”

Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945:

I Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat staatjuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerahyang ebih kecil

Di daerah daerah yang bersifat ofonom (streek dan locale
rechtsgmeenschappen) atau bersifat daerah administratitbelala,
semuanya menurut afuran yang akan ditetapkan dengan undang
undang.

Di daerah daerah yang bersifat otonom akan diadakan
badan perwakilan daerah, oleh Karena di daerah pun
pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

(Catatan penulis , naskah teks pasal 18 den penjelasan
ditulis dari Buku Undang Undang Dasar, Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pansila  (Ketetapan MPR No.l/ MPR /1978 Garis
Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No.I/MPR/199%,
diterbitkan BP-7 Pusa, 1995, Delam buku pada penjelasan pasal
18;terdapat angka romwi 11 untuk kepentingan tekais, penuli
hanya menuliskan satu romavi T ),

B Marbun,SH (2005), mengomentari hal ini bahwa ‘Bagi
orang yang tidak ahl kontitus, akan sangat sulit menerjemahkan

isi pasal 18 itu) aplagi mengelaboras secara tepat. Hal yang sama
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juga dialami para legisator (DPR & DPRD) dan pihak eksekuti d
Pusat dan di Daera

Mudah-mudahan kekhawativan B.N. Marbun dapet teredam
setelah Pasal 18 UUD 1945 diamandemen. Perubahan pasal 18 UU
1945 yang sebelumnya hanya satu ayat berikut penjelasan berubah
menjadi beberapa pasal, bagian dan ayat, babkan perubahan
tersebut menempatken bab tersendirl mengenai Pemerintahan
Daerah. Mengenai hl ini, dapat kita cermati perubehan perubahan
it Khusus pasal 18 padfandemen UUD 1945, sebaga berkut:

Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah
diatur dalam satu pasal yakai Pasal 18 (tanpa ayat)setelah diubah
menjdi iga asel, yaru gl 8, Psel 18 A dan Pral 18

Perubehan dalam bab ini dan juga pada begien Leinnya
merupakan satu pendekatan baru dalam mengelola Negara, Di
satu pihek ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (NKRI) dan di pihak lein ditampung kemajemukan
bangsa sesuai dengan sasanti Bhineka Tunggal k.

Pencantuman tentang Pemerintehan Daewsh di dalam
Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 cllatar belakangi oleh kehendak untuk menampung
semangat otonomi daerch dalam memperjuangkan kesefahteraan
masyarakat daerch. Hal itu dilakukan setelah belajar dari proktek
ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralisti,
adanya penyeragaman sitem pemerintahan seperti dalam Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan
di Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 fentang
Pemerintehan Desa, serta mengabatkan kepentingan daerah. Aldbat
kebijakan yang cenderung sentralistk itu maka Pemerintah pusat
menjadi sangat domingn dalam mengatur dan mengendalikan
daerah sehingga, ada yang berpendapatawa di masa itu daerah
diperlakuikan bukan sebagai subyek yang mengtur dan mengurus
aerahnya sendirisesual dengan potensi dan kondis obyektif yang
dimlikinya. Mengenaial i, akan duraikan padabagian lain buku

Int.

17

DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DALAM
PERsPEKTIF PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

juga dialami para egisator (DPR & DPRD) dan pihak eksekut d
Pusat dan di Daereh

Mudah-mudshan kekhavwatran B. Marbun dapat teredam
setelah Pasal 18 UUD 1945 diamandemen. Perubahan pagal 18 UU
1945 yang sebelunnya hanya satu ayat berikut penjelasan berubah
menjadi beberapa pasal bagian dan ayat, bakan perubahan
tersebut menempatkan bab tersendiri mengenai Pemerintahan
Daeteh, Mengenai hl ini, dapat ita cermti perubaban perubahan
iu, khusus pasal 18 pada Amandemen UUD 1945, sebagai bertkut

Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Deerah
diatur dalam satu pasa yakai Pasal 18 (tanpa ayat)setelah diubah
menaditiga pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B,

Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian Linnya
merupakan satu pendekatan baru dalam mengelola Negara. Di
safu pihak ditegaskan tentang benfuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan
bangsa sesuai dengan sasanti Bhineka Tunggal Tk

Pencantuman tentang Pemerintahan Daersh di- dalom
Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dilatar belakangi oleh kehendak wntuk menarmpung
semangat otonomi daerzh dalam memperjuangkan kesejahteraan
masfatekat daerah. Hal it clakukan setelah belyjar dari praktek
etatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistk,
adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan
di Dagrah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, serta mengabkan kepentingan daerah. Alcbat
Kebijekan yang cenderung sentralistk itu maka Pemerintsh pusat
menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan
daerah shingga, ada yang berpendapat, bawa di masa it daerah
diperlakukan bukan sebagai subyek yang mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri sesual dengan potens! dan kondisl obyektif yang
dimikinya. Mengenaihal i, akan durakan pada bagian lain buku

1N,
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Perubahan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945 menj